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KATA PENGANTAR 
 

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menghadirkan berbagai peluang 

sekaligus tantangan di berbagai aspek kehidupan. Program pembangunan 

kelanjutusiaan seyogianya didasarkan pada data yang konkret dan komprehensif yang 

menggambarkan kondisi serta potensi penduduk lanjut usia. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, BPS menyusun Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025.  

Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 merupakan publikasi tahunan yang 

memuat informasi makro mengenai kondisi lansia dari aspek demografi, status 

pendidikan, kondisi kesehatan, potensi ekonomi, keadaan sosial, dan akses lansia 

terhadap berbagai fasilitas perlindungan sosial serta pemberdayaan bagi peningkatan 

kualitas hidupnya. Data yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) Maret 2025, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, 

Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020, dan dilengkapi dengan data 

sekunder dari Kementerian/Lembaga. 

Publikasi ini disusun dengan tujuan sebagai acuan untuk mengoptimalkan 

potensi lansia sebagai bagian dari kekuatan pembangunan dan kami harap dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak, baik masyarakat, akademisi, maupun penyusun 

kebijakan. 

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun 

dan semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga 

sehingga publikasi ini dapat selesai. Semoga hasil karya ini memberi 

manfaat sebesar-besarnya untuk dunia kelanjutusiaan Indonesia. 
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RINGKASAN 
 

Sebagai dampak dari pembangunan berkelanjutan, penduduk lanjut usia 

(lansia) terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun proporsi. 

Perbaikan di bidang kesehatan, akses pendidikan, ketenagakerjaan, kualitas 

hidup, serta berbagai aspek sosial ekonomi lainnya, telah berpengaruh pada 

meningkatnya umur harapan hidup dan menurunnya angka kematian.  

Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki fase struktur penduduk tua 

(ageing population), di mana sekitar 1 dari 10 penduduk adalah lansia. 

Fenomena ageing population bisa menjadi bonus demografi kedua, yaitu ketika 

proporsi lansia semakin banyak tetapi masih produktif dan dapat memberikan 

kontribusi bagi perekonomian negara (Heryanah, 2015). Akan tetapi, lansia 

dapat menjadi tantangan pembangunan ketika tidak produktif dan menjadi 

bagian dari penduduk rentan.  

Berdasarkan aspek demografi, sebesar 11,93 persen penduduk Indonesia 

pada tahun 2025 adalah lansia dengan rasio ketergantungan lansia sebesar 

11,00. Lansia lebih banyak berjenis kelamin perempuan dan tergolong lansia 

muda (60–69 tahun). DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan proporsi lansia 

terbesar yaitu 17,78 persen. Sekitar 53,98 persen lansia sebagai kepala rumah 

tangga. Sebanyak 67,15 persen lansia masih memiliki pasangan. Jika dilihat 

menurut jenis kelamin, lansia yang berstatus kawin didominasi oleh lansia laki-

laki (86,18 persen) dibandingkan lansia perempuan (49,66 persen), sedangkan 

lansia yang berstatus cerai mati didominasi oleh lansia perempuan (46,71 

persen) dibandingkan lansia laki-laki (12,15 persen). Mayoritas lansia tinggal 

dalam rumah tangga yang berisi tiga generasi (33,44 persen) dan bersama 

keluarga inti (36,08 persen). 

Menurut tingkat keaksaraan penduduk yang diwakili oleh indikator angka 

melek huruf (AMH), sebanyak 86,77 persen lansia dapat membaca dan menulis. 

Angka melek huruf lansia laki-laki lebih besar daripada perempuan (92,09 

persen berbanding 81,89 persen). Lansia yang tinggal di perkotaan memiliki 

AMH lebih besar daripada perdesaan (90,77 persen berbanding 81,55 persen). 

Selain itu, lansia dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi memiliki 

kemampuan membaca dan menulis yang jauh lebih baik. Sekitar separuh dari 
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jumlah lansia memiliki tingkat pendidikan tamat SD sederajat (34,13 persen) 

atau tidak tamat SD sederajat (27,28 persen), dengan angka rata-rata lama 

sekolah sebesar 6,03 tahun. Rata-rata lama sekolah lansia laki-laki lebih besar 

daripada perempuan (6,84 tahun berbanding 5,29 tahun), lansia di perkotaan 

lebih besar daripada perdesaan (7,14 tahun berbanding 4,58 tahun), serta lansia 

dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik memiliki pengalaman bersekolah 

yang jauh lebih lama. 

Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan 

lansia untuk lebih mendekatkan diri pada keluarga dan memberikan 

kesempatan untuk menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dalam Susenas 2025, akses lansia terhadap teknologi informasi dan 

komunikasi didapatkan dari informasi apakah masyarakat tersebut 

menggunakan telepon seluler (HP), menggunakan komputer, dan 

menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir. Separuh (52,23 persen) lansia 

yang menggunakan telepon seluler dan sekitar satu dari tiga (34,13 persen) 

lansia mengakses internet. Menurut jenis kelamin, sekitar 59,91 persen lansia 

laki-laki dan 45,17 persen lansia perempuan memiliki akses ke telepon seluler. 

Kemudahan akses telepon seluler dan internet lebih dinikmati oleh lansia pada 

lansia laki-laki, lansia di perkotaan, serta lansia yang berasal dari rumah tangga 

dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. 

Indikator kesehatan lansia menurut Susenas mencakup persentase lansia 

yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan, yang diukur 

berdasarkan pengakuan responden atas gangguan fisik maupun psikis selama 

sebulan terakhir. Keluhan kesehatan mencakup penyakit umum, akut, akibat 

kecelakaan, atau kriminalitas, sementara angka kesakitan menunjukkan 

gangguan aktivitas harian akibat keluhan tersebut. Data Susenas Maret 2025 

menunjukkan bahwa setelah tren penurunan dari 2018 hingga 2023, kondisi 

kesehatan lansia memburuk sejak 2024, dengan peningkatan keluhan 

kesehatan menjadi 44,02 persen dan angka kesakitan mencapai 21,21 persen 

pada 2025, meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan. 

Sebagian besar lansia yang mengalami keluhan kesehatan melakukan 

pengobatan, baik secara mandiri maupun melalui layanan rawat jalan, 

meskipun ada yang tidak berobat karena keterbatasan biaya atau merasa 

keluhannya ringan. Sekitar 77 persen lansia memilih berobat sendiri, dan hanya 
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47 persen yang menjalani rawat jalan, umumnya ke praktik dokter, puskesmas, 

atau rumah sakit. Rawat inap dialami oleh 7–8 persen lansia dalam setahun 

terakhir, lebih banyak pada kelompok berpengeluaran tinggi dan yang tinggal 

di perkotaan, dengan rumah sakit pemerintah dan swasta sebagai tempat 

utama. Rata-rata lama rawat inap adalah sekitar 5–6 hari, dan cenderung lebih 

lama pada lansia dengan pengeluaran tinggi serta yang tinggal di kota. 

Sakit pada lansia adalah hal yang wajar, sehingga penting bagi mereka 

memiliki jaminan kesehatan yang dapat digunakan kapan saja sesuai 

kebutuhan. Pemanfaatan jaminan ini terlihat dari perilaku lansia saat menjalani 

rawat jalan maupun rawat inap, di mana sekitar 60,89 persen lansia 

menggunakan jaminan kesehatan saat rawat jalan dan 87 persen saat rawat 

inap. Lansia dengan pengeluaran lebih tinggi cenderung lebih banyak 

memanfaatkan jaminan kesehatan, terutama untuk rawat jalan. BPJS PBI 

menjadi jenis jaminan yang paling banyak digunakan, baik untuk rawat jalan 

(65,13 persen) maupun rawat inap (63,53 persen), karena iurannya ditanggung 

pemerintah bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Selain itu, BPJS Non-PBI 

juga cukup banyak dimanfaatkan oleh lansia yang membayar premi secara 

mandiri atau melalui instansi tempat mereka bekerja. 

Active ageing dapat didukung dengan pola hidup sehat seperti olahraga, 

menjaga pola makan, dan tidak merokok. Data Susenas Maret 2025 

menunjukkan bahwa sebagian besar lansia, sekitar tiga per empat, tidak pernah 

merokok. Namun, masih ada 21,09 persen lansia yang merokok setiap hari dan 

2,21 persen yang merokok sesekali dalam sebulan terakhir, termasuk rokok 

tembakau dan rokok elektrik.  

Berdasarkan data Sakernas tahun 2025, lebih dari separuh penduduk 

lansia (54,21 persen) bekerja. Persentase lansia laki-laki yang bekerja jauh lebih 

besar daripada lansia perempuan, yaitu 67,23 persen berbanding 42,27 persen. 

Ditinjau menurut klasifikasi desa, persentase lansia di perdesaan yang bekerja 

lebih besar dibandingkan dengan lansia di perkotaan, yaitu 64,69 persen 

berbanding 47,72 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, 

semakin tinggi tingkat pendidikan lansia maka persentase lansia yang bekerja 

cenderung semakin rendah. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian 

merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lansia, yaitu 

sebesar 52,22 persen. Selanjutnya, berdasarkan status pekerjaan utama, 
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sebanyak 32,76 persen lansia bekerja dengan status berusaha sendiri, 27,35 

persen berusaha dengan bantuan buruh tidak dibayar, dan 5,36 persen dibantu 

buruh dibayar. Sementara itu, berdasarkan status jam kerja berlebih (excessive 

hours), sebanyak 20,05 persen pekerja lansia bekerja lebih dari 48 jam dalam 

seminggu.  

Semakin rendah tingkat kesejahteraan, semakin meningkat pula proporsi 

lansia dalam populasi. Hal itu terlihat dari data Susenas Maret 2025, dimana 

persentase lansia di Indonesia yang berada di rumah tangga dengan distribusi 

pengeluaran 20 persen teratas sebesar 20,68 persen, 40 persen menengah 

sebesar 37,57 persen, dan 40 persen terbawah sebesar 41,75 persen. Sebesar 

82,96 persen rumah tangga lansia memenuhi kebutuhan hidupnya dari 

penghasilan anggota rumah tangga yang bekerja, kemudian dari kiriman pihak 

lain (11,12 persen), dan dari uang pensiun (5,43 persen). Masih sedikit lansia 

yang memiliki perlindungan finansial dalam bentuk tabungan di lembaga 

keuangan maupun investasi. 

Pada tahun 2025, mayoritas lansia tinggal di rumah dengan status milik 

sendiri atau milik anggota rumah tangga yang lain (93,15 persen), sisanya 

tinggal di rumah bebas sewa (5,09 persen), dan kontrak atau sewa (1,63 persen). 

Selain dukungan ekonomi, lansia membutuhkan dukungan sosial untuk 

menjaga kualitas hidupnya. Susenas Maret 2025 mencatat 20 dari 100 lansia 

pernah bepergian dalam setahun terakhir, terutama untuk mengunjungi teman 

atau keluarga (54,92 persen). Namun demikian, masih ada sekitar 1 dari 100 

lansia pernah menjadi korban kejahatan.  

Lansia merupakan salah satu dari kelompok rentan. Keberadaan program 

kesejahteraan lansia menjadi penting agar lansia terjamin masa tuanya. Dalam 

rentang waktu enam tahun terakhir, persentase rumah tangga lansia yang 

menjadi penerima PKH semakin meningkat. Pada tahun 2025, terdapat 16,19 

persen rumah tangga lansia yang tercatat sebagai penerima PKH. Selanjutnya, 

persentase rumah tangga lansia yang pernah mendapat BPNT/program 

sembako sebesar 22,74 persen dan sekitar 80,78 persen lansia telah tercakup 

dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 
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PETUNJUK TEKNIS 
 

Metodologi 

Susenas merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang 

sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. 

Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan 

Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Ketahanan Sosial, Modul Kesehatan 

dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang dilaksanakan 

secara bergantian. Pelaksanaan Susenas mulai tahun 2015 dilaksanakan 2 (dua) 

kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Maret dan September. 

Susenas Maret Tahun 2025 menghasilkan data yang representatif sampai 

dengan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (BPS 2025). Namun 

pada publikasi ini secara umum disajikan hanya sampai dengan level provinsi. 

Unit observasi Susenas adalah rumah tangga, sedangkan yang menjadi unit 

analisis adalah rumah tangga dan individu. Selain mengumpulkan karakteristik 

rumah tangga, Susenas juga mengumpulkan karakteristik individu. 

Jumlah sampel Susenas Maret tahun 2025 mencakup 345.000 rumah tangga 

sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia (BPS 

2024). Pada setiap blok sensus yang dipilih secara Probability Proportional to 

Size (PPS) dilakukan pemilihan sampel sebanyak 10 rumah tangga dengan 

systematic sampling sehingga jumlah sampel blok sensus untuk Susenas Maret 

sebanyak 34.500 blok sensus. Stratifikasi dilakukan pada level blok sensus dan 

pada level rumah tangga di blok sensus terpilih untuk menghasilkan 

representative sample. Stratifikasi blok sensus dilakukan secara eksplisit (seluruh 

populasi blok sensus biasa Sensus Penduduk 2020 dikelompokkan menurut 

klasifikasi perkotaan/perdesaan), sedangkan implicit stratification dilakukan 

berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. 
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Relative Standard Error 

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas Maret 2025 dipengaruhi 

oleh dua jenis kesalahan (error), yaitu nonsampling error dan sampling error. 

Nonsampling error adalah kesalahan yang terjadi ketika proses pengumpulan 

maupun pengolahan data. Sedangkan sampling error adalah kesalahan yang 

terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu 

survei. Secara statistik, besarnya sampling error hasil Susenas 2025 ditunjukkan 

oleh nilai standard error (galat baku) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, 

persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan 

nilai relative standard error (RSE), yaitu perbandingan nilai standard error 

terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. Standard error 

juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (confidence 

interval), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan 

tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (interval 

estimation) dengan batas bawah/atas sebesar nilai estimasi dikurangi/ditambah 

dua standard error. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang 

kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.  

Kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan dimana 

keputusan mengenai keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari hasil 

penghitungan RSE tersebut. Kesalahan sampling dari beberapa estimasi harus 

digunakan secara hati-hati. Secara umum, besaran SE meningkat seiring 

dengan meningkatnya besaran estimasi begitu juga sebaliknya. Nilai estimasi 

dengan RSE ≤ 25 % dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan RSE > 

25 % tetapi ≤ 50 % perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan 

RSE > 50% dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan 

estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan RSE ≤ 25 %. 

Penghitungan tingkat sampling error menggunakan paket pemrograman 

dengan desain yang mengikuti desain sampling Susenas. 
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Konsep Definisi 

Akses lansia terhadap teknologi informasi adalah persentase penduduk 

lanjut usia yang pernah memiliki akses dan menggunakan fasilitas teknologi 

informasi dalam tiga bulan terakhir, termasuk menggunakan fasilitas telepon 

seluler, komputer, atau jaringan internet. 

Angka/Umur harapan hidup adalah perkiraan rata-rata lama hidup yang akan 

dicapai oleh penduduk sejak lahir, dengan asumsi tidak ada perubahan pola 

mortalitas menurut umur. 

Angka kesakitan lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang 

mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan terganggu aktivitas 

sehari-harinya akibat dari keluhan kesehatan tersebut.  

Angka melek huruf lansia adalah kemampuan seseorang penduduk lanjut 

usia untuk bisa membaca dan menulis kata-kata atau kalimat sederhana dalam 

huruf tertentu.  

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam 

bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya 

melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli 

bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerja sama 

dengan bank.  

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh 

atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit 

selama satu jam dalam seminggu terakhir, termasuk pekerja keluarga tanpa 

upah yang membantu dalam kegiatan ekonomi.  

Bepergian adalah pergi/keluar ke tempat/tujuan utama di luar kabupaten/kota 

tempat tinggal/lingkungan kesehariannya (bukan rutin) dalam wilayah 

geografis Indonesia kurang dari 12 bulan, baik dilakukan secara perorangan 

(sendiri) ataupun berkelompok (rombongan) dengan lama berdiam di 

tempat/tujuan utama paling sedikit 6 jam serta bukan bermaksud untuk 

sekolah atau bekerja secara rutin. Lama berdiam di tempat/tujuan utama paling 

sedikit 6 jam dapat merupakan kumulatif beberapa tempat/tujuan, namun tidak 

termasuk waktu perjalanan. 

Distribusi Pengeluaran merupakan share pengeluaran dari masing-masing 

kelompok distribusi pengeluaran (40% penduduk dengan pendapatan rendah; 

40% penduduk dengan pendapatan sedang; dan 20% penduduk dengan 

pendapatan tinggi.) terhadap total pengeluaran. 

Fasilitas kesehatan merupakan tempat penduduk yang mengalami keluhan 

kesehatan berinteraksi dengan tenaga kesehatan dan menerima pelayanan 
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kesehatan berupa berobat jalan atau rawat inap. Fasilitas kesehatan termasuk 

rumah sakit, praktik dokter, klinik, puskesmas, pengobatan tradisional, dan 

fasilitas lainnya.  

Jam kerja lansia adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan penduduk 

lanjut usia untuk bekerja, sebagai ukuran tingkat kelayakan waktu kerja. 

Klasifikasi jam kerja termasuk bekerja secara berlebihan (lebih dari 48 jam 

seminggu), bekerja secara penuh (35-48 jam seminggu), setengah 

pengangguran (kurang dari 35 jam seminggu), atau setengah pengangguran 

kritis (kurang dari 15 jam seminggu).  

Jaminan kesehatan adalah fasilitas perlindungan untuk pelayanan kesehatan 

yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif 

yang diberikan secara berjenjang bagi penerima manfaat jika jatuh sakit atau 

mengalami kecelakaan. Termasuk jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS 

PBI, BPJS non-PBI, Jamkesda, asuransi swasta, maupun fasilitas dari tempatnya 

bekerja.  

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan yang 

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip 

ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan. Jaminan kesehatan bisa berasal dari program Penerima Bantuan 

Iuran (PBI), non-PBI, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), asuransi swasta, 

dan jaminan kesehatan dari perusahaan tempatnya bekerja. 

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, 

yang terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, 

jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.  

Jenis kelamin dicatat berdasarkan informasi pada dokumen kependudukan 

resmi yang dimiliki (KTP/KK), atau berdasarkan pengakuan penduduk.  

Kebiasaan merokok lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang 

pernah atau masih merokok dalam sebulan terakhir, termasuk yang merokok 

setiap hari, tidak setiap hari, atau pernah merokok lebih dari sebulan terakhir.  

Kelompok pengeluaran rumah tangga lansia merupakan pengelompokkan 

rumah tangga lansia berdasarkan besaran nilai konsumsi dan pengeluaran 

rumah tangga per bulan, yang terdiri atas kelompok 40% persen terbawah, 40 

persen menengah, dan 20 persen teratas.  

Keluhan kesehatan lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang 

mengalami gangguan kesehatan fisik maupun psikis dalam sebulan terakhir, 

baik karena penyakit yang biasa dialami seperti panas, batuk, pilek, diare, sakit 
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kepala, maupun karena penyakit akut atau kronis (meskipun tidak mempunyai 

keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas atau keluhan kesehatan lainnya.  

Kepala rumah tangga adalah salah seorang anggota rumah tangga yang 

bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. 

Klasifikasi Desa menggambarkan kelompok desa/kelurahan tertentu yang 

termasuk daerah perkotaan atau perdesaan, berdasarkan indikator komposit 

yang dibangun dari tiga variabel; kepadatan penduduk, persentase rumah 

tangga pertanian, dan akses ke fasilitas umum. 

Korban Kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama 

setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau 

usaha/percobaan tindak kejahatan. 

Kredit usaha adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima 

untuk membantu menjalankan atau memperbesar kegiatan usaha, yang berasal 

dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit dari perbankan umum, Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi, perorangan dengan bunga, pegadaian, 

perusahaan leasing, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), badan usaha milik desa 

(BUMDES), atau sumber kredit usaha lainnya.  

Lansia bekerja adalah penduduk lanjut usia yang bekerja atau sementara tidak 

bekerja dalam seminggu terakhir.  

Lansia bepergian adalah penduduk lanjut usia yang pernah pergi/keluar ke 

tempat/tujuan utama di luar kabupaten/kota tempat tinggal/lingkungan 

kesehariannya (bukan rutin) dalam wilayah geografis Indonesia kurang dari 12 

bulan, baik dilakukan secara perorangan (sendiri) ataupun berkelompok 

(rombongan) dengan lama berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 6 

jam serta bukan bermaksud untuk sekolah atau bekerja secara rutin. Lama 

berdiam di tempat/tujuan utama paling sedikit 6 jam dapat merupakan 

kumulatif beberapa tempat/tujuan, namun tidak termasuk waktu perjalanan. 

Lansia korban kejahatan adalah seseorang lansia atau harta bendanya yang 

dalam setahun terakhir pernah mengalami atau terkena tindak kejahatan atau 

usaha percobaan tindak kejahatan, terdiri atas korban pencurian, 

penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan kejahatan 

lainnya.  

Lansia mengurus rumah tangga adalah penduduk lanjut usia yang dalam 

seminggu terakhir melakukan kegiatan lokal mengurus rumah tangga.  

Lansia pengangguran adalah penduduk lanjut usia yang dalam seminggu 

terakhir tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan 
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suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau 

sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.  

Lansia tinggal bersama keluarga inti artinya lansia tinggal bersama 

anak/menantu, atau Bersama orangtua/mertua dalam satu rumah tangga. 

Lansia tinggal bersama tiga generasi artinya lansia tinggal bersama 

anak/menantu dan cucunya, atau bersama anak/menantu dan orang 

tua/mertuanya dalam satu rumah tangga. 

Lapangan usaha pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau 

tempat seseorang bekerja, mengikuti Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 

(KLUI) dan dapat dikelompokkan menjadi sektor pertanian, manufaktur, dan 

jasa-jasa.  

Penduduk lanjut usia atau lansia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas, 

terdiri atas lansia muda (umur 60–69 tahun), lansia madya (umur 70–79 tahun), 

dan lansia tua (umur 80 tahun ke atas).  

Penghasilan lansia bekerja adalah rata-rata penghasilan dari penduduk lanjut 

usia yang bekerja, mencakup upah, gaji, dan pendapatan lainnya dalam 

sebulan. Upah Rendah adalah penghasilan yang kurang dari dua per tiga (2/3) 

nilai median penghasilan lansia bekerja.  

Precarious Employment adalah penduduk yang bekerja sebagai pekerja 

bebas, buruh dengan kontrak kerja jangka waktu tertentu, dan buruh dengan 

kontrak kerja lisan.  

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial 

bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima 

manfaat PKH, yang mencakup bantuan sosial untuk ibu hamil, penyandang 

disabilitas, dan lansia yang berasal dari keluarga miskin.  

Rasio ketergantungan lansia adalah perbandingan jumlah penduduk lanjut 

usia (60 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15–59 tahun).  

Rata-rata lama sekolah lansia adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan 

oleh penduduk lanjut usia untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang 

pernah dijalani.  

Rumah layak huni dihitung menggunakan pendekatan fasilitas dan bangunan 

tempat tinggal dengan kriteria kecukupan luas lantai minimal 7,2 meter persegi 

per kapita; memiliki akses air minum layak; memiliki sanitasi layak; dan 

memenuhi kriteria ketahanan bangunan (jenis atap, dinding, dan lantai). 
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Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama 

dalam satu bangunan tempat tinggal dengan pengurusan kebutuhan sehari-

hari dikelola menjadi satu.  

Rumah tangga lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota 

rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas.  

Status disabilitas adalah status gangguan fungsional yang dialami oleh 

seorang penduduk, terdiri atas sebagai penyandang disabilitas dan bukan 

penyandang disabilitas. Termasuk penyandang disabilitas adalah setiap orang 

yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik 

dalam jangka waktu lama, serta mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif 

dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.  

Status ekonomi lansia merupakan pengelompokkan penduduk lanjut usia 

berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangganya, yang terbagi atas 40 

persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.  

Status kepemilikan tempat tinggal adalah rumah dengan status penguasaan 

bangunan milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, dinas, dan status 

kepemilikan lainnya. 

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, yang 

mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, berusaha 

dibantu buruh dibayar, sebagai buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan 

pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.  

Status perkawinan adalah status perkawinan seorang penduduk berdasarkan 

catatan resmi yang sah secara hukum, termasuk sah secara adat, agama, atau 

pengakuan masyarakat sekitar. Status perkawinan terdiri atas belum kawin, 

kawin, cerai hidup, dan cerai mati. 

Status tinggal bersama (living arrangements) lansia adalah status anggota 

rumah tangga yang tinggal bersama lansia dalam suatu rumah tangga lansia, 

yang terdiri atas lansia tinggal sendiri, bersama pasangan (suami atau isteri), 

bersama keluarga (suami/isteri dan anak), tiga generasi (bersama 

anak/menantu dan cucu), dan lainnya.  

Sumber penghasilan lansia diperkirakan melalui sumber pembiayaan 

rumah tangga lansia, yaitu sumber utama atau sumber penghasilan terbesar 

yang digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran rumah tangga lansia, 

yang terdiri atas anggota rumah tangga yang bekerja, kiriman uang atau 

barang, pensiunan, dan investasi.  
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Tindakan pengobatan lansia adalah persentase penduduk lanjut usia yang 

mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan melakukan tindakan 

pengobatan, termasuk mengobati sendiri, berobat jalan kepada tenaga 

kesehatan, atau rawat inap di fasilitas kesehatan.  

Tingkat pendidikan lansia adalah jenjang pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan oleh penduduk lanjut usia, terdiri atas tidak pernah sekolah, tidak 

tamat SD sederajat, tamat SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, 

dan tamat pendidikan tinggi (termasuk diploma, sarjana, dan/atau pasca 

sarjana).  

Tujuan utama bepergian merupakan motif atau yang menjadi sebab utama 

terjadinya perjalanan/bepergian ke tempat/tujuan utama. 
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Pendahuluan 

 

 

Fenomena penuaan penduduk atau ageing population menjadi isu 

penting yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Meningkatnya 

angka harapan hidup dan menurunnya tingkat fertilitas telah mendorong 

bertambahnya proporsi penduduk lanjut usia dari tahun ke tahun. Kondisi ini 

berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan, sehingga 

memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia, 

upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia diatur melalui Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang 

menekankan pada peningkatan kualitas hidup, kemandirian, serta peran aktif 

lansia dalam pembangunan. Kehadiran regulasi tersebut menjadi dasar hukum 

penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan lanjut usia tidak hanya dilihat 

dari aspek pemeliharaan kesehatan, tetapi juga dari dukungan sosial, ekonomi, 

dan lingkungan yang layak. Dengan demikian, kebijakan yang responsif 

terhadap penduduk lansia diperlukan agar proses penuaan penduduk tidak 

menjadi beban, melainkan dapat menjadi potensi dalam pembangunan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, data kelanjutusiaan memiliki peran yang sangat 

penting sebagai dasar pemetaan dan pengembangan strategi kebijakan yang 

tepat guna mencapai kesejahteraan lansia secara menyeluruh. 

1.1 Penuaan Penduduk (Ageing Population) 

Fenomena ageing population atau penuaan penduduk menjadi salah satu 

isu demografi penting yang dihadapi hampir semua negara di dunia. 

Peningkatan harapan hidup akibat kemajuan di bidang kesehatan, gizi, dan 

teknologi, serta penurunan angka kelahiran secara global, menyebabkan 

proporsi penduduk lanjut usia terus bertambah. Data WHO (2024) mencatat 

bahwa Jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas di seluruh dunia 

diproyeksikan meningkat dari 1,1 miliar pada tahun 2023 menjadi 1,4 miliar 

pada tahun 2030. Bahkan, berdasarkan hasil proyeksi, jumlah populasi 
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penduduk berusia 60 tahun ke atas di dunia kembali mengalami peningkatan 

dua kali lipat (2,1 miliar) pada tahun 2050 (WHO, 2024). 

Struktur penduduk dapat dikatakan penduduk tua apabila proporsi lansia 

60 tahun ke atas telah mencapai 10 persen atau lebih (Adioetomo 2018). 

Berdasarkan kriteria tersebut, Indonesia saat ini telah berada pada struktur 

penduduk tua (ageing population), tepatnya Indonesia telah memasuki ageing 

population sejak tahun 2021 silam. Selama lima tahun terakhir (2020–2025) 

persentase lansia Indonesia mengalami peningkatan dari 9,93 persen pada 

tahun 2020 menjadi 11,93 persen pada tahun 2025. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020 

Gambar 1.1 Persentase Lansia Indonesia, 2020–2025 

Perubahan struktur penduduk ini membawa konsekuensi besar, baik dari 

sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sehingga menuntut perhatian serius 

melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan lansia. 

Kondisi ini menandai bahwa Indonesia telah memasuki fase ageing society yang 

menuntut adanya strategi kebijakan yang komprehensif, terutama dalam aspek 

kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan, agar kelompok lanjut usia 

dapat tetap produktif dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan 
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pada tahun 2050, penduduk lansia diproyeksikan akan berjumlah 72,03 juta 

atau mencapai 20,90 persen dari total penduduk (BPS 2023). 

Jika penduduk lansia tetap sehat dan produktif, Indonesia memiliki 

potensi untuk dapat mengalami bonus demografi kedua. Menurut Bloom, 

Canning, dan Malaney (1999) dalam Hakim (2020) besarnya populasi lansia 

tersebut menciptakan peluang untuk bonus demografi kedua. Bonus 

demografi adalah sebuah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih 

besar dari jumlah penduduk usia nonproduktif. Sementara itu, bonus demografi 

kedua menggambarkan keadaan suatu negara atau wilayah ketika proporsi dari 

penduduk yang berusia tua semakin besar, namun masih tetap produktif dan 

memberikan kontribusi bagi perekonomian negara (Heryanah 2015). 

Perbedaan antara masa bonus demografi pertama dan kedua terletak pada 

aktor utamanya. Pada masa bonus demografi pertama, peran utama 

pembangunan dilakukan oleh penduduk usia produktif, sedangkan pada masa 

bonus demografi kedua, peran tersebut dipegang oleh penduduk usia 

nonproduktif yaitu lansia (Rapih 2019) dalam Hakim (2020). 

Peningkatan penduduk lanjut usia yang terjadi saat ini merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dihindari mengingat jumlah mereka yang berusia 

produktif saat ini berlimpah, namun beberapa tahun yang akan datang mereka 

akan memasuki usia lanjut atau pensiun. 

1.2 Tantangan Penduduk Lanjut Usia 

Seperti dua sisi mata uang, jumlah penduduk lanjut usia yang meningkat 

di satu sisi merupakan prestasi pembangunan, namun di sisi lain juga 

merupakan tantangan. Bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia dapat 

memberikan dampak positif jika penduduk lanjut usia berada dalam keadaan 

sehat, aktif, dan produktif. Namun demikian, penuaan penduduk tersebut juga 

menimbulkan tantangan yang harus dihadapi, baik oleh lansia itu sendiri, 

keluarga lansia, masyarakat, dan pemerintah. Tantangan utama saat ini yakni 

bagaimana mempertahankan kualitas hidup lansia, mengingat bertambahnya 

usia umumnya disertai dengan penurunan kemampuan fisik dan penurunan 
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status kesehatan yang berakibat pada penurunan kapabilitas bekerja. Selain itu, 

penuaan penduduk juga diiringi dengan bertambahnya penyakit degeneratif 

dan disabilitas yang meningkatkan kebutuhan untuk pendampingan dan 

perawatan jangka panjang bagi lansia (Adioetomo 2018, 295). Jika Indonesia 

tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut ageing population, 

dikhawatirkan negara akan menanggung beban biaya yang tidak sedikit. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya serius untuk menyiapkan generasi produktif saat 

ini dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. 

Lansia seringkali digambarkan sebagai kelompok penduduk yang rentan. 

Menurut Bloom, dkk. (2011) dalam TNP2K (2020), terdapat tiga faktor utama 

yang menjadikan lansia rentan, yaitu tidak lagi produktif secara ekonomi, 

masalah kesehatan, dan kebutuhan pendamping sebagai pengasuh (caregiver). 

Permasalahan lanjut usia pada umumnya terjadi dengan menurunnya derajat 

kesehatan dan fungsi-fungsi motorik. Seiring bertambahnya usia, lansia secara 

alamiah mengalami penurunan fungsi fisiologis dan kognitif yang membuat 

mereka rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Menurut WHO (2012), 

beban kesehatan lansia di berbagai negara berpenghasilan rendah dan 

menengah umumnya berasal dari berbagai penyakit seperti jantung, stroke, 

gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam mengantisipasi peningkatan lansia adalah memastikan 

angka harapan hidup sehat turut mengalami peningkatan. 

Selain kesehatan, tantangan lain bagi lansia yakni kemandirian finansial. 

Dengan meningkatnya persentase penduduk lanjut usia, maka angka beban 

ketergantungan penduduk kelompok usia tidak produktif terhadap kelompok 

usia produktif juga akan meningkat (Infodatin Kemenkes 2014). Lansia 

umumnya sudah tidak produktif dan seringkali tidak memiliki kemandirian 

secara finansial. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, rasio ketergantungan 

lansia terus meningkat dari 8,88 pada tahun 2020 menjadi 11,00 pada tahun 

2025. Tingginya rasio ketergantungan lansia dapat diperparah dengan 

ketidaksiapan kondisi finansial lansia mengingat tidak semua lansia memiliki 

jaminan sosial, dana pensiun, atau bahkan sumber pendanaan lainnya yang 
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mampu menopang kebutuhan mereka. Banyak lansia yang tidak 

mempersiapkan kondisi finansial secara matang untuk hari tua, sehingga dalam 

satu struktur keluarga, lansia sering kali menggantungkan kebutuhan 

ekonominya pada anak atau anggota keluarga yang lebih muda. 

Fenomena ageing population sebenarnya dapat berpotensi menjadi 

bonus demografi kedua apabila penduduk lansia masih dalam kondisi produktif 

dan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara, salah satunya 

dengan mencapai penuaan aktif (active ageing). Penuaan aktif (active ageing) 

merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh WHO, yang memandang usia 

tua sebagai kesempatan untuk menjadi sehat, berpartisipasi di masyarakat, dan 

aman (termasuk aman secara ekonomi) (Amir 2022). Konsep active ageing 

diharapkan dapat memaksimalkan potensi lansia yang bertujuan menciptakan 

lansia yang mandiri baik secara fisik maupun finansial dan pada akhirnya 

meningkatkan jumlah lansia produktif di masa depan. Dorongan untuk 

menjaga produktivitas lansia sesuai dengan kapasitasnya, terutama melalui 

integrasi teknologi dan kebijakan demografi, diharapkan dapat menghindarkan 

penduduk lansia dari menjadi beban keluarga dan masyarakat dan sebaliknya 

justru dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Selain memberikan manfaat secara ekonomi, pemberdayaan lansia 

dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan 

berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara (UU Nomor 13 Tahun 1998). Untuk itu, pemerintah perlu 

memberikan perhatian lebih untuk mengembangkan pola kebijakan penuaan 

penduduk yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. 

Pembaruan paradigma yang mengintegrasikan aspek kesehatan, 

pemberdayaan ekonomi, kreativitas, dan intelektualitas penduduk lansia serta 

didukung oleh kolaborasi lintas sektor seyogianya dikedepankan sebelum 

jendela bonus demografi benar-benar tertutup rapat. 
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1.3 Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia 

Penuaan penduduk merupakan suatu proses alamiah yang saat ini 

menjadi isu global, termasuk di Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan 

pemangku kebijakan harus memberikan perhatian khusus kepada warga lansia 

mengingat penduduk lansia di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan. Tantangan ke depan tentunya tidak mudah terutama dalam 

mempersiapkan agar para lansia tidak menjadi beban, namun harus menjadi 

potensi yang berkontribusi. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat sebagai 

antisipasi dini diperlukan agar lansia tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia 

senja mereka. 

Pemerintah telah merespon tren penuaan penduduk (ageing population) 

baik melalui berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun 

program pembangunan. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak 

mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

mengamanatkan pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat lansia agar 

tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi. Sebagai 

konsekuensinya, pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup 

mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi. Selain itu, Undang-Undang 

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Nomor 13 Tahun 1998) dan Peraturan 

Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 

(Permensos Nomor 5 Tahun 2018) juga telah disahkan guna memastikan lansia 

sejahtera dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam 

kehidupan masyarakat. 

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang 

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial 

mengatur berbagai upaya dalam memperbaiki kesejahteraan lansia antara lain 

sebagai berikut: 
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Pendahuluan 

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual; 

2. Pelayanan kesehatan;  

3. Pelayanan kesempatan kerja; 

4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan; 

5. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan 

fasilitas, sarana, dan prasarana umum; 

6. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; serta  

7. Bantuan sosial.  

Jumlah penduduk lansia yang terus bertambah memberikan tantangan 

tersendiri yang perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah 

telah menetapkan bahwa warga lansia harus diberi peluang untuk berkontribusi 

dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini telah diamanatkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional 

Kelanjutusiaan. 

Melalui Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi 

Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Kelanjutusiaan), pemerintah telah 

menunjukkan keseriusan dan kesiapan dalam menghadapi fase ageing 

population. Dengan Stranas Kelanjutusiaan ini, pemerintah pusat hingga daerah 

dapat menetapkan langkah yang sama untuk memastikan agar lanjut usia bisa 

tetap mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Terkait dengan hal tersebut, terdapat 

beberapa poin yang menjadi target pembangunan daerah terkait 

kelanjutusiaan, antara lain: (1) peningkatan perlindungan sosial, jaminan 

pendapatan, dan kapasitas individu; (2) peningkatan derajat kesehatan dan 

kualitas hidup lanjut usia; (3) pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah 

lanjut usia; (4) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; dan 

(5) penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia. 

1.4 Ketersediaan Data 

Dalam rangka pemetaan situasi dan kondisi terkini lansia di Indonesia, 

serta untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan dan program 

kesejahteraan lanjut usia, diperlukan data dan informasi terkait kelanjutusiaan, 
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baik pada tingkat nasional maupun regional. Untuk menyikapi kondisi tersebut, 

BPS menyusun data dan informasi terkait penduduk lanjut usia dan 

mengemasnya menjadi suatu bentuk buku publikasi “Statistik Penduduk Lanjut 

Usia 2025”. Publikasi ini memuat informasi lansia yang dilihat dari berbagai 

aspek, yaitu demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial 

ekonomi, dan program kesejahteraan lanjut usia yang telah dijalankan oleh 

pemerintah.  

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi tentang 

lansia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan 

evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang kelanjutusiaan. 

Data yang disajikan pada publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus 

Penduduk (SP), dan data sekunder dari Kementerian/Lembaga terkait. Publikasi 

ini disusun secara sistematis menjadi tujuh bagian. Ringkasan di bagian awal 

publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dari keseluruhan 

isi publikasi. Metodologi dan penjelasan teknis serta konsep definisi variabel 

dan indikator yang digunakan pada publikasi dirinci pada bagian awal publikasi. 

Penyajian data lansia menurut topik disajikan dalam bab-bab. 

Bagian pertama (Bab 1) menyajikan bagaimana perjalanan penuaan 

penduduk Indonesia dari waktu ke waktu dan tantangan yang akan dihadapi 

serta kebijakan pemerintah terkait kelanjutusiaan. Selanjutnya, Bab 2 

membahas potret lansia Indonesia dari sudut pandang demografi. Sementara 

itu, Bab 3 membahas pendidikan lansia yang di dalamnya mengupas bahwa 

lansia juga memiliki potensi yang dapat diberdayakan guna menunjang 

pembangunan nasional. Selanjutnya, Bab 4 membahas kesehatan lansia, pola 

pengobatan, kepemilikan jaminan kesehatan serta perilaku merokok lansia. 

Keterlibatan lansia secara nyata dalam menggerakkan perekonomian negeri 

dibahas pada Bab 5 Ketenagakerjaan. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga 

lansia dijabarkan pada Bab 6. Terakhir, program-program kesejahteraan lanjut 

usia termasuk perlindungan sosial yang sudah diterima oleh rumah tangga 

lansia disajikan pada Bab 7.
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Jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia terus meningkat. Selain 

jumlah, persentase penduduk lansia juga mengalami peningkatan yang 

signifikan. Lonjakan ini dipicu oleh menurunnya angka kelahiran dan kematian, 

serta kemajuan di bidang kesehatan yang memperpanjang umur harapan 

hidup. Semua kondisi ini menandai transisi demografi menuju struktur 

penduduk tua. Tingginya jumlah lansia akan menjadi tantangan pembangunan 

karena dapat memberi dampak positif, tetapi bisa juga berdampak negatif. Jika 

penduduk lansia sehat dan produktif, maka hal tersebut bisa menjadi bonus 

demografi yang kedua bagi Indonesia (Wahyudi 2019). Oleh karena itu, jumlah 

penduduk lansia yang besar itu harus disikapi secara bijak untuk memastikan 

kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. 

2.1 Komposisi Penduduk Lanjut Usia  

Indonesia sedang mengalami perubahan demografi yang ditandai 

dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, sebagai dampak dari 

meningkatnya harapan hidup dan menurunnya angka kelahiran. Transformasi 

ini terlihat jelas dalam bentuk piramida penduduk yang berubah dari dominasi 

usia muda pada tahun 1971 menjadi struktur yang lebih seimbang pada tahun 

2020, dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan pada kelompok usia 

dewasa dan lansia. Proyeksi tahun 2050 menunjukkan bahwa bagian atas pada 

piramida, kelompok usia tua, akan semakin melebar, menandakan bahwa 

Indonesia akan memasuki era penuaan penduduk (ageing population). 

Perubahan ini menuntut kebijakan yang adaptif di bidang sosial, kesehatan, dan 

ekonomi untuk menjawab kebutuhan populasi lansia yang semakin besar.  

 

DEMOGRAFI 2 
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 1971, Sensus Penduduk 2020, dan Proyeksi 

Penduduk 2050 

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Indonesia, Tahun 1971, 2020, dan 2050 

Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia 

mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2025, kelompok lansia 

mencakup 11,93 persen dari total populasi (Gambar 2.2), menandakan bahwa 

Indonesia telah memasuki tahap struktur demografi menua. Ciri utama dari fase 

ini adalah proporsi penduduk lansia yang telah melampaui ambang batas 10 

persen (Cicih 2018). 

Salah satu permasalahan dari peningkatan jumlah lansia adalah 

peningkatan rasio ketergantungan lansia. Banyak yang beranggapan bahwa 

lansia merupakan beban tanggungan bagi anggota rumah tangga yang masih 

produktif secara ekonomi. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa seiring dengan 

peningkatan persentase lansia, rasio ketergantungan lansia juga mengalami 

peningkatan. Ketergantungan lansia ini juga menandakan bahwa 

bertambahnya jumlah penduduk lansia akan menambah beban ekonomi 

penduduk usia produktif. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan lansia sebesar 

11,00. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif 

(usia 15–59 tahun) harus menanggung setidaknya 11 penduduk lansia. Kondisi 

ini mengalami peningkatan sekitar 0,46 poin jika dibandingkan dengan capaian 

tahun 2024. 

 

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



 
 

 15 

 

Demografi 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020 

Gambar 2.2 Tren Persentase Lansia dan Rasio Ketergantungan Lansia, 2020–

2025 

Dilihat persebarannya (Gambar 2.3), tampak bahwa persentase lansia 

perempuan lebih besar dibanding laki-laki, yakni 52,16 persen berbanding 

47,84 persen. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan umur, komposisi lansia 

paling besar adalah lansia kelompok umur muda, yakni penduduk yang 

berumur 60–69 tahun, dengan persentase sebesar 63,72 persen, diikuti oleh 

lansia madya sebesar 28,94 persen, dan lansia tua sebesar 7,34 persen. 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020 

Gambar 2.3 Persentase Lansia Menurut Karakteristik, 2025 
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Jika dilihat berdasarkan penyebarannya pada level provinsi, setidaknya 

ada 16 provinsi yang telah memasuki fase struktur penduduk tua karena 

persentase penduduk lansia yang sudah di atas 10 persen. Provinsi DI 

Yogyakarta menempati posisi teratas dengan persentase lansia sebesar 17,78 

persen. Jawa Timur menyusul dengan persentase lansia sebesar 15,40 persen, 

diikuti oleh Bali dengan persentase lansia sekitar 15,03 persen. Sedangkan 

provinsi dengan proporsi penduduk lansia terendah yakni Provinsi Papua 

Tengah sebesar 6,69 persen. 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020 

Gambar 2.4 Persentase Lansia Menurut Provinsi, 2025 

2.2 Lansia di Rumah Tangga  

Rumah tangga lansia adalah rumah tangga yang memiliki penduduk 

lanjut usia sebagai anggota keluarganya, baik sebagai kepala rumah tangga, 

atau sebagai anggota rumah tangga. Gambar 2.5 menunjukkan bahwa 

persentase rumah tangga lansia meningkat secara konsisten dari tahun 2020 

(28,48 persen) hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 (36,05 persen). 

Pada tahun 2025, terjadi sedikit penurunan menjadi 34,31 persen. Angka ini 

masih belum bisa menggambarkan bagaimana kondisi rumah tangga lansia, 

apa peran lansia dalam rumah tangga tersebut, dan dengan siapa para lansia 

ini tinggal dalam rumah tangga tersebut. Analisa-analisa tersebut terjelaskan 

berikutnya. 
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Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2025 

Gambar 2.5 Tren Persentase Rumah Tangga Lansia, 2020–2025 

Peranan di dalam rumah tangga dengan tanggung jawab sebagai kepala 

rumah tangga (KRT) yang sangat besar dari sisi psikologis maupun ekonomis, 

ternyata masih banyak diemban oleh penduduk lansia yang seharusnya 

menikmati hari tua tanpa beban berat (Andini et al. 2013). Pada tahun 2025, 

sekitar 53,98 persen lansia merupakan kepala rumah tangga (KRT). Sementara 

itu, sisanya merupakan anggota rumah tangga yang meliputi pasangan KRT, 

mertua/orang tua dari KRT, dan anggota rumah tangga lainnya.  

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025  

Gambar 2.6 Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga 

dan Jenis Kelamin, 2025 
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Namun, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terjadi ketimpangan yang 

sangat signifikan, dimana lansia laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga 

jauh lebih besar dibanding lansia perempuan (85,86 persen berbanding 24,69 

persen). Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur, semakin tua umur seorang 

lansia, maka peluangnya untuk menjadi kepala rumah tangga semakin kecil. 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025  

Gambar 2.7 Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga 

dan Jenis Kelamin, 2025 

2.3 Status Tinggal Bersama Lansia  

Proses penuaan pada lansia yang merupakan tahapan lanjut dari situasi 

proses kehidupan, dapat membuat kualitas hidup lansia semakin menurun. 

Oleh karenanya lansia memerlukan dukungan sehingga dapat meningkatkan 

kondisi lansia menjadi lebih baik. Dukungan dari pasangan atau keluarga utama 

akan sangat berarti dibandingkan dengan dukungan dari orang lain yang tidak 

menjalin hubungan apapun. Pasangan hidup lansia yang selalu berada 

disampingnya, membuat lansia memiliki teman bicara untuk berkeluh kesah 

tentang kebahagiaan maupun kesedihan, sehingga dengan dukungan positif 

dari pasangan akan meningkatkan kualitas hidup lansia (Astuti 2019). 
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Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 2.8 Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin, 

2025 

Sebagian besar lansia masih memiliki pasangan atau berstatus kawin 

(67,15 persen), sedangkan sisanya tidak memiliki pasangan baik karena cerai 

mati (30,16 persen), cerai hidup (1,77 persen), maupun belum kawin (0,92 

persen). Apabila dilihat menurut jenis kelamin, pola status perkawinan lansia 

laki-laki berbeda dengan perempuan, lansia yang berstatus kawin didominasi 

oleh lansia laki-laki (86,18 persen) dibandingkan lansia perempuan (49,66 

persen), sedangkan lansia yang berstatus cerai mati didominasi oleh lansia 

perempuan (46,71 persen) dibandingkan lansia laki-laki (12,15 persen).  

Pada sebuah tatanan keluarga besar, bertemunya tiga atau bahkan empat 

generasi dalam satu waktu merupakan hal yang lazim terjadi. Termasuk di 

dalamnya adalah generasi lansia (Nugroho 2019). Dilihat dari status tempat 

tinggal dan struktur rumah tangga, lansia lebih banyak tinggal dalam rumah 

tangga yang berisi tiga generasi yaitu sebesar 33,44 persen. Selain itu, sebesar 

36,08 persen lansia tinggal bersama keluarga inti. Meskipun demikian masih 

ada lansia yang tinggal sendiri dengan persentase sebesar 5,03 persen. 
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Catatan: 1) Bersama keluarga inti artinya lansia tinggal bersama anak/menantu, atau bersama 

orang tua/mertua dalam satu rumah tangga 

 2) Tiga generasi artinya lansia tinggal bersama anak/menantu dan cucunya, atau 

bersama anak/menantu dan orang tua/mertuanya dalam satu rumah tangga 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 2.9 Persentase Lansia Menurut Status Tinggal  Dalam Rumah Tangga, 

2025 
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Tabel 2.1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2025 

Provinsi 

Kelompok Umur 

Jumlah 
<45 tahun 

Pra-Lansia  

(45–59 Tahun) 

Lansia  

(60 Tahun +) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

Total 69,64 18,42 11,93 100,00 

     

Jenis Kelamin     

 Laki-Laki 70,48 18,21 11,31 100,00 

 Perempuan 68,79 18,65 12,57 100,00 

     

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020 
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Tabel 2.2 Persentase Lansia Menurut Kelompok Umur, 2025 

Provinsi 

Kelompok Umur Lansia 

Jumlah Lansia Muda 

(60-69 Tahun) 

Lansia Madya 

(70-79 Tahun) 

Lansia Tua 

(80 Tahun +) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

Total 63,72 28,94 7,34 100,00 

     

Jenis Kelamin     

 Laki-Laki 65,24 28,52 6,25 100,00 

 Perempuan 62,32 29,32 8,35 100,00 

     

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020 
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Tabel 2.3 Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga, 

2025 

Karakteristik 

Status Keanggotaan Rumah Tangga 

Jumlah 
Kepala 

Rumah 

Tangga 

(KRT) 

Pasangan 

KRT 

Mertua/ 

Orang 

Tua 

Lainnya 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
Total 53,98 22,85 20,89 2,28 100,00 

      
Jenis Kelamin      

Laki-Laki 85,86 0,68 12,25 1,21 100,00 

Perempuan 24,69 43,22 28,82 3,27 100,00 

      
Kelompok Umur      

Lansia Muda (60-69 Tahun) 55,22 28,60 14,35 1,83 100,00 

Lansia Madya (70-79 Tahun) 54,69 15,27 27,61 2,43 100,00 

Lansia Tua (80 Tahun ke Atas) 42,34 5,36 47,14 5,15 100,00 

      
Klasifikasi Desa      

Perkotaan 54,47 22,54 20,78 2,21 100,00 

Perdesaan 53,34 23,26 21,03 2,37 100,00 

      

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 2.4 Persentase Lansia Menurut Status Perkawinan, 2025 

Karakteristik 

Status Perkawinan 

Jumlah Belum 

Kawin 
Kawin 

Cerai 

Hidup 

Cerai 

Mati 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
Total 0,92 67,15 1,77 30,16 100,00 

      
Jenis Kelamin      

Laki-Laki 0,64 86,18 1,03 12,15 100,00 

Perempuan 1,18 49,66 2,45 46,71 100,00 

      
Klasifikasi Desa      

Perkotaan 1,00 66,22 1,93 30,85 100,00 

Perdesaan 0,80 68,37 1,57 29,26 100,00 

      

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 2.5 Persentase Lansia Menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga, 

2025 

Karakteristik 

Status Tinggal dalam Rumah Tangga 

Jumlah Tinggal 

Sendiri 

Bersama 

Pasangan 

Bersama 

Keluarga 

Inti1 

Tiga 

Generasi2 

Lain-

nya 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       
Total 5,03 22,90 36,08 33,44 2,55 100,00 

       
Jenis Kelamin       

Laki-Laki 1,96 26,86 41,24 28,66 1,28 100,00 

Perempuan 7,85 19,25 31,34 37,84 3,72 100,00 

       
Kelompok Umur       

Lansia Muda (60-69 Tahun) 3,07 22,44 42,13 30,40 1,96 100,00 

Lansia Madya (70-79 Tahun) 8,06 25,83 25,93 37,22 2,96 100,00 

Lansia Tua (80 Tahun ke Atas) 9,44 16,43 24,99 43,49 5,65 100,00 

       
Klasifikasi Desa       

Perkotaan 4,73 20,99 39,64 32,10 2,54 100,00 

Perdesaan 5,41 25,38 31,43 35,20 2,57 100,00 

       

Catatan:  1) Bersama keluarga inti artinya lansia tinggal bersama anak/menantu, atau bersama 

orang tua/mertua dalam satu rumah tangga 

 2) Tiga generasi artinya lansia tinggal bersama anak/menantu dan cucunya, atau 

bersama anak/menantu dan orang tua/mertuanya dalam satu rumah tangga 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025htt
ps
://w
ww
.bp
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Tabel 2.6 Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 

2025 

Provinsi 

Kelompok Umur 

Jumlah 
<45 tahun 

Pra-Lansia  

(45–59 

Tahun) 

Lansia  

(60 Tahun +) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Aceh 74,13 16,34 9,53 100,00 

Sumatera Utara 73,29 16,49 10,22 100,00 

Sumatera Barat 71,14 16,88 11,98 100,00 

Riau 74,15 17,22 8,62 100,00 

Jambi 72,15 17,92 9,93 100,00 

Sumatera Selatan 71,74 17,64 10,62 100,00 

Bengkulu 72,13 17,65 10,22 100,00 

Lampung 70,56 18,08 11,36 100,00 

Kep. Bangka Belitung 71,76 18,01 10,23 100,00 

Kepulauan Riau 73,86 18,09 8,05 100,00 

DKI Jakarta 67,56 20,47 11,97 100,00 

Jawa Barat 69,93 18,59 11,48 100,00 

Jawa Tengah 66,14 19,47 14,39 100,00 

DI Yogyakarta 61,96 20,26 17,78 100,00 

Jawa Timur 64,23 20,37 15,40 100,00 

Banten 72,34 18,18 9,48 100,00 

Bali 64,67 20,30 15,03 100,00 

Nusa Tenggara Barat 73,11 17,20 9,69 100,00 

Nusa Tenggara Timur 75,37 14,72 9,91 100,00 

Kalimantan Barat 72,90 17,25 9,85 100,00 

Kalimantan Tengah 73,21 17,60 9,19 100,00 

Kalimantan Selatan 71,59 18,18 10,23 100,00 

Kalimantan Timur 73,53 17,44 9,03 100,00 

Kalimantan Utara 73,93 17,32 8,74 100,00 

Sulawesi Utara 66,86 19,06 14,08 100,00 

Sulawesi Tengah 73,06 17,04 9,90 100,00 

Sulawesi Selatan 71,00 17,33 11,67 100,00 

Sulawesi Tenggara 75,53 15,64 8,83 100,00 

Gorontalo 72,20 17,35 10,45 100,00 

Sulawesi Barat 75,82 15,40 8,78 100,00 

Maluku 75,02 15,44 9,54 100,00 

Maluku Utara 75,46 15,99 8,55 100,00 

Papua Barat 77,39 15,87 6,75 100,00 

Papua Barat Daya 76,36 15,81 7,82 100,00 

Papua 77,98 14,07 7,95 100,00 

Papua Selatan 80,63 12,59 6,78 100,00 

Papua Tengah 75,32 17,99 6,69 100,00 

Papua Pegunungan 71,70 19,67 8,63 100,00 

Indonesia 69,64 18,42 11,93 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020 
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Tabel 2.7 Persentase Lansia Menurut Provinsi, dan Jenis Kelamin, 2025 

Provinsi 
Jenis Kelamin 

Total 
Laki-Laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) 

Aceh 8,72 10,34 9,53 

Sumatera Utara 9,25 11,20 10,22 

Sumatera Barat 10,82 13,15 11,98 

Riau 8,59 8,66 8,62 

Jambi 9,81 10,06 9,93 

Sumatera Selatan 10,20 11,05 10,62 

Bengkulu 10,00 10,45 10,22 

Lampung 11,26 11,46 11,36 

Kep. Bangka Belitung 9,88 10,60 10,23 

Kepulauan Riau 8,12 7,97 8,05 

DKI Jakarta 11,33 12,62 11,97 

Jawa Barat 11,08 11,89 11,48 

Jawa Tengah 13,50 15,29 14,39 

DI Yogyakarta 16,43 19,09 17,78 

Jawa Timur 14,39 16,41 15,40 

Banten 9,24 9,73 9,48 

Bali 14,19 15,86 15,03 

Nusa Tenggara Barat 9,17 10,21 9,69 

Nusa Tenggara Timur 9,45 10,37 9,91 

Kalimantan Barat 9,52 10,20 9,85 

Kalimantan Tengah 9,19 9,19 9,19 

Kalimantan Selatan 9,67 10,80 10,23 

Kalimantan Timur 9,10 8,95 9,03 

Kalimantan Utara 8,90 8,56 8,74 

Sulawesi Utara 13,36 14,83 14,08 

Sulawesi Tengah 9,70 10,11 9,90 

Sulawesi Selatan 10,58 12,75 11,67 

Sulawesi Tenggara 8,50 9,17 8,83 

Gorontalo 9,82 11,10 10,45 

Sulawesi Barat 8,36 9,21 8,78 

Maluku 9,07 10,02 9,54 

Maluku Utara 8,34 8,77 8,55 

Papua Barat 6,89 6,60 6,75 

Papua Barat Daya 7,84 7,80 7,82 

Papua 7,90 8,01 7,95 

Papua Selatan 6,74 6,83 6,78 

Papua Tengah 7,31 5,99 6,69 

Papua Pegunungan 9,28 7,88 8,63 

Indonesia 11,31 12,57 11,93 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020 
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Tabel 2.8 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025 

Provinsi 

Kelompok Umur 

Jumlah Lansia Muda 

(60–69 tahun) 

Lansia Madya 

(70–79 tahun) 

Lansia Tua 

(80+ tahun) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Aceh 63,90 28,36 7,74 100,00 

Sumatera Utara 65,33 28,55 6,13 100,00 

Sumatera Barat 62,07 29,93 8,00 100,00 

Riau 69,94 25,18 4,87 100,00 

Jambi 67,26 26,84 5,90 100,00 

Sumatera Selatan 64,73 28,51 6,75 100,00 

Bengkulu 66,02 27,82 6,17 100,00 

Lampung 63,38 28,82 7,80 100,00 

Kep. Bangka Belitung 65,67 28,46 5,87 100,00 

Kepulauan Riau 69,02 25,16 5,82 100,00 

DKI Jakarta 67,02 26,73 6,25 100,00 

Jawa Barat 65,10 28,57 6,33 100,00 

Jawa Tengah 61,90 30,18 7,93 100,00 

DI Yogyakarta 57,16 31,61 11,22 100,00 

Jawa Timur 61,35 30,20 8,45 100,00 

Banten 69,21 25,57 5,22 100,00 

Bali 60,56 30,06 9,38 100,00 

Nusa Tenggara Barat 64,77 28,22 7,01 100,00 

Nusa Tenggara Timur 61,08 30,31 8,61 100,00 

Kalimantan Barat 65,42 27,81 6,77 100,00 

Kalimantan Tengah 66,56 26,91 6,54 100,00 

Kalimantan Selatan 67,57 26,61 5,82 100,00 

Kalimantan Timur 67,02 26,74 6,24 100,00 

Kalimantan Utara 66,96 26,59 6,45 100,00 

Sulawesi Utara 61,01 30,12 8,87 100,00 

Sulawesi Tengah 65,55 28,07 6,37 100,00 

Sulawesi Selatan 61,19 29,79 9,02 100,00 

Sulawesi Tenggara 64,57 28,40 7,03 100,00 

Gorontalo 64,85 28,15 6,99 100,00 

Sulawesi Barat 64,02 28,54 7,44 100,00 

Maluku 62,71 29,45 7,85 100,00 

Maluku Utara 66,50 27,72 5,77 100,00 

Papua Barat 72,05 24,25 3,70 100,00 

Papua Barat Daya 67,90 27,36 4,74 100,00 

Papua 65,30 27,94 6,77 100,00 

Papua Selatan 65,29 28,13 6,58 100,00 

Papua Tengah 72,05 23,68 4,27 100,00 

Papua Pegunungan 75,15 21,79 3,05 100,00 

Indonesia 63,72 28,94 7,34 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020 
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Tabel 2.9 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan 

Rumah Tangga, 2025 

Provinsi 

Status Keanggotaan Rumah Tangga 

Jumlah 
Kepala Rumah 

Tangga 

Istri/ 

Suami 

Mertua/ 

Orang Tua 
Lainnya 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 64,76 20,82 13,50 0,92 100,00 

Sumatera Utara 56,66 25,60 16,38 1,36 100,00 

Sumatera Barat 52,30 21,76 23,57 2,37 100,00 

Riau 58,02 23,68 17,45 0,851 100,00 

Jambi 56,26 23,10 19,09 1,55 100,00 

Sumatera Selatan 51,77 24,17 22,48 1,57 100,00 

Bengkulu 52,07 24,01 22,51 1,40 100,00 

Lampung 51,60 23,32 23,94 1,14 100,00 

Kep. Bangka Belitung 55,51 22,97 19,83 1,701 100,00 

Kepulauan Riau 55,57 21,95 20,69 1,791 100,00 

DKI Jakarta 62,05 25,95 10,10 1,89 100,00 

Jawa Barat 58,52 24,57 15,66 1,26 100,00 

Jawa Tengah 50,01 21,87 25,49 2,64 100,00 

DI Yogyakarta 51,79 22,80 23,38 2,04 100,00 

Jawa Timur 50,71 20,83 25,25 3,21 100,00 

Banten 59,53 23,95 14,95 1,571 100,00 

Bali 37,86 19,63 37,56 4,95 100,00 

Nusa Tenggara Barat 55,99 24,29 18,03 1,70 100,00 

Nusa Tenggara Timur 53,91 21,86 20,10 4,13 100,00 

Kalimantan Barat 50,45 21,11 25,89 2,55 100,00 

Kalimantan Tengah 57,29 25,04 16,13 1,541 100,00 

Kalimantan Selatan 60,32 21,21 16,84 1,63 100,00 

Kalimantan Timur 56,47 24,15 18,16 1,221 100,00 

Kalimantan Utara 54,38 22,77 21,49 1,361 100,00 

Sulawesi Utara 51,10 26,97 19,39 2,54 100,00 

Sulawesi Tengah 56,64 22,03 18,33 3,00 100,00 

Sulawesi Selatan 50,05 21,08 23,75 5,12 100,00 

Sulawesi Tenggara 59,55 22,40 17,03 1,03 100,00 

Gorontalo 48,85 24,30 24,45 2,39 100,00 

Sulawesi Barat 56,70 19,93 17,74 5,63 100,00 

Maluku 51,90 25,14 19,92 3,031 100,00 

Maluku Utara 51,45 25,45 20,87 2,23 100,00 

Papua Barat 64,75 24,97 8,081 2,201 100,00 

Papua Barat Daya 59,10 25,56 12,47 2,871 100,00 

Papua 64,67 28,94 5,59 0,801 100,00 

Papua Selatan 66,26 25,12 7,901 NA 100,00 

Papua Tengah 65,05 26,26 7,87 NA 100,00 

Papua Pegunungan 67,96 28,39 1,261 NA 100,00 

Indonesia 53,98 22,85 20,89 2,28 100,00 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 2.10 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2025 

Provinsi 

Status Perkawinan 

Jumlah Belum 

Kawin 
Kawin 

Cerai 

Hidup 
Cerai Mati 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 0,49 64,27 1,54 33,70 100,00 

Sumatera Utara 1,04 68,79 1,07 29,10 100,00 

Sumatera Barat 0,261 65,21 3,06 31,47 100,00 

Riau 0,661 71,07 1,26 27,00 100,00 

Jambi 0,771 69,63 1,74 27,86 100,00 

Sumatera Selatan 0,891 71,83 0,93 26,36 100,00 

Bengkulu 0,421 73,69 1,67 24,21 100,00 

Lampung 0,231 70,97 1,12 27,67 100,00 

Kep. Bangka Belitung 1,471 69,12 2,29 27,12 100,00 

Kepulauan Riau 0,791 69,76 1,631 27,83 100,00 

DKI Jakarta 1,611 70,73 1,50 26,17 100,00 

Jawa Barat 0,301 69,65 1,88 28,17 100,00 

Jawa Tengah 0,62 65,93 1,68 31,76 100,00 

DI Yogyakarta 1,98 63,48 2,56 31,99 100,00 

Jawa Timur 0,75 63,04 2,04 34,16 100,00 

Banten 0,791 70,31 1,591 27,30 100,00 

Bali 3,05 68,00 1,40 27,55 100,00 

Nusa Tenggara Barat 0,571 67,72 2,14 29,57 100,00 

Nusa Tenggara Timur 3,06 65,95 1,39 29,61 100,00 

Kalimantan Barat 1,52 66,65 1,30 30,53 100,00 

Kalimantan Tengah NA 73,72 1,43 24,04 100,00 

Kalimantan Selatan 1,25 63,43 3,30 32,02 100,00 

Kalimantan Timur 1,181 71,85 1,93 25,05 100,00 

Kalimantan Utara 0,661 70,85 1,231 27,27 100,00 

Sulawesi Utara 1,94 69,25 1,30 27,51 100,00 

Sulawesi Tengah 1,30 65,75 1,43 31,51 100,00 

Sulawesi Selatan 3,13 62,46 2,02 32,39 100,00 

Sulawesi Tenggara 0,851 66,79 1,83 30,53 100,00 

Gorontalo 1,651 66,50 1,911 29,93 100,00 

Sulawesi Barat 3,95 60,54 1,831 33,69 100,00 

Maluku 1,591 68,92 1,761 27,74 100,00 

Maluku Utara 1,151 71,48 2,03 25,34 100,00 

Papua Barat 0,371 72,17 NA 25,86 100,00 

Papua Barat Daya 0,511 69,73 2,201 27,56 100,00 

Papua 0,761 75,04 1,691 22,52 100,00 

Papua Selatan NA 70,70 NA 27,52 100,00 

Papua Tengah NA 77,71 1,161 21,07 100,00 

Papua Pegunungan NA 85,87 NA 12,50 100,00 

Indonesia 0,92 67,15 1,77 30,16 100,00 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 2.11  Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal dalam 

Rumah Tangga, 2025 

Provinsi 

Status Tinggal dalam Rumah Tangga 

Tinggal 

Sendiri 

Bersama 

Pasangan 

Bersama 

Keluarga 

Inti 

Tiga 

Generasi 
Lainnya 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 7,44 17,43 50,26 23,71 1,16 

Sumatera Utara 4,24 24,81 43,45 25,78 1,71 

Sumatera Barat 4,94 16,93 35,12 40,56 2,45 

Riau 4,23 21,49 44,02 29,36 0,891 

Jambi 3,42 25,44 39,63 29,63 1,87 

Sumatera Selatan 2,79 20,92 36,99 37,54 1,76 

Bengkulu 3,33 26,44 34,24 34,37 1,62 

Lampung 2,43 22,45 36,92 36,98 1,21 

Kep. Bangka Belitung 3,72 24,76 41,78 27,72 2,021 

Kepulauan Riau 3,25 20,41 44,36 29,83 2,151 

DKI Jakarta 3,76 25,03 51,93 16,09 3,19 

Jawa Barat 5,70 28,32 40,58 24,01 1,38 

Jawa Tengah 5,88 21,46 29,98 39,93 2,75 

DI Yogyakarta 9,99 22,65 29,92 35,16 2,28 

Jawa Timur 5,87 23,66 27,32 39,72 3,44 

Banten 3,05 18,65 49,71 26,63 1,961 

Bali 3,40 19,14 26,53 45,88 5,05 

Nusa Tenggara Barat 7,01 24,09 38,54 28,84 1,52 

Nusa Tenggara Timur 2,51 9,13 36,46 46,94 4,97 

Kalimantan Barat 2,39 16,04 38,89 39,99 2,70 

Kalimantan Tengah 4,55 31,96 38,90 22,80 1,801 

Kalimantan Selatan 10,00 27,85 38,31 21,70 2,15 

Kalimantan Timur 3,21 28,66 40,47 25,94 1,721 

Kalimantan Utara 2,82 19,67 38,20 37,64 1,671 

Sulawesi Utara 3,12 29,16 31,54 32,80 3,37 

Sulawesi Tengah 4,93 21,14 36,63 33,99 3,32 

Sulawesi Selatan 2,51 14,75 35,09 41,80 5,85 

Sulawesi Tenggara 4,83 20,00 37,31 36,52 1,34 

Gorontalo 2,32 19,19 37,19 37,97 3,32 

Sulawesi Barat 3,07 11,80 35,60 42,75 6,77 

Maluku 1,30 8,76 35,50 50,92 3,52 

Maluku Utara 2,15 11,96 34,14 49,28 2,47 

Papua Barat 4,79 20,17 47,87 24,61 2,561 

Papua Barat Daya 2,78 13,05 45,08 36,14 2,961 

Papua 3,14 25,23 48,83 21,98 0,821 

Papua Selatan 7,90 25,91 50,06 15,41 NA 

Papua Tengah 5,41 21,58 61,07 10,62 1,331 

Papua Pegunungan 5,091 23,13 66,40 NA NA 

Indonesia 5,03 22,90 36,08 33,44 2,55 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025  
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Tabel 2.12  Sampling Error Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status 

Keanggotaan Rumah Tangga, 2025 

 
 

  

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 64,76 63,21 66,32 1,23 20,82 19,46 22,17 3,33

Sumatera Utara 56,66 55,15 58,18 1,36 25,60 24,35 26,85 2,49

Sumatera Barat 52,30 50,68 53,92 1,58 21,76 20,48 23,04 3,00

Riau 58,02 55,92 60,12 1,85 23,68 21,93 25,43 3,76

Jambi 56,26 54,21 58,31 1,86 23,10 21,46 24,74 3,62

Sumatera Selatan 51,77 50,03 53,51 1,72 24,17 22,77 25,58 2,97

Bengkulu 52,07 49,89 54,25 2,14 24,01 22,22 25,80 3,80

Lampung 51,60 49,85 53,35 1,73 23,32 21,92 24,72 3,06

Kepulauan Bangka Belitung 55,51 52,68 58,34 2,60 22,97 20,74 25,19 4,95

Kepulauan Riau 55,57 51,30 59,85 3,93 21,95 18,66 25,25 7,65

DKI Jakarta 62,05 59,68 64,43 1,95 25,95 23,91 28,00 4,02

Jawa Barat 58,52 57,41 59,63 0,97 24,57 23,64 25,50 1,94

Jawa Tengah 50,01 49,16 50,86 0,87 21,87 21,20 22,54 1,56

DI Yogyakarta 51,79 49,74 53,84 2,02 22,80 21,19 24,40 3,60

Jawa Timur 50,71 49,88 51,55 0,84 20,83 20,17 21,48 1,60

Banten 59,53 57,15 61,90 2,04 23,95 22,05 25,85 4,04

Bali 37,86 36,09 39,63 2,38 19,63 18,27 20,98 3,53

Nusa Tenggara Barat 55,99 53,85 58,13 1,95 24,29 22,47 26,10 3,82

Nusa Tenggara Timur 53,91 52,44 55,37 1,39 21,86 20,66 23,07 2,81

Kalimantan Barat 50,45 48,44 52,46 2,04 21,11 19,59 22,63 3,68

Kalimantan Tengah 57,29 55,10 59,48 1,95 25,04 23,19 26,88 3,76

Kalimantan Selatan 60,32 58,38 62,26 1,64 21,21 19,63 22,78 3,79

Kalimantan Timur 56,47 54,01 58,92 2,22 24,15 22,01 26,29 4,52

Kalimantan Utara 54,38 50,54 58,22 3,60 22,77 19,57 25,97 7,18

Sulawesi Utara 51,10 49,49 52,71 1,61 26,97 25,60 28,34 2,60

Sulawesi Tengah 56,64 54,45 58,82 1,97 22,03 20,37 23,69 3,85

Sulawesi Selatan 50,05 48,68 51,43 1,40 21,08 19,98 22,18 2,66

Sulawesi Tenggara 59,55 57,50 61,60 1,76 22,40 20,77 24,02 3,70

Gorontalo 48,85 46,00 51,71 2,98 24,30 21,93 26,67 4,97

Sulawesi Barat 56,70 53,49 59,92 2,89 19,93 17,36 22,50 6,58

Maluku 51,90 49,54 54,26 2,32 25,14 23,12 27,17 4,11

Maluku Utara 51,45 48,86 54,03 2,56 25,45 23,33 27,58 4,26

Papua Barat 64,75 60,51 68,99 3,34 24,97 21,40 28,54 7,30

Papua Barat Daya 59,10 54,95 63,26 3,59 25,56 21,98 29,14 7,15

Papua 64,67 62,01 67,33 2,10 28,94 26,45 31,42 4,38

Papua Selatan 66,26 61,66 70,85 3,54 25,12 20,92 29,32 8,53

Papua Tengah 65,05 61,10 69,00 3,10 26,26 22,88 29,64 6,57

Papua Pegunungan 67,96 63,62 72,30 3,26 28,39 24,07 32,70 7,75

Indonesia 53,98 53,63 54,33 0,33 22,85 22,56 23,14 0,64

Provinsi
Estimasi

Selang 

Kepercayaan

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Relative 

Standard 

Error

Kepala Rumah Tangga Istri/Suami

Estimasi
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Lanjutan Tabel 2.12 

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

  

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Aceh 13,50 11,96 15,05 5,82 0,92 0,52 1,31 21,90

Sumatera Utara 16,38 14,57 18,18 5,63 1,36 0,91 1,80 16,72

Sumatera Barat 23,57 21,57 25,56 4,32 2,37 1,73 3,01 13,77

Riau 17,45 14,98 19,92 7,21 0,85 0,38 1,31 27,92

Jambi 19,09 16,61 21,56 6,61 1,55 0,81 2,29 24,30

Sumatera Selatan 22,48 20,21 24,76 5,17 1,57 0,94 2,20 20,53

Bengkulu 22,51 19,62 25,41 6,56 1,40 0,74 2,06 24,05

Lampung 23,94 21,63 26,25 4,92 1,14 0,67 1,62 21,19

Kepulauan Bangka Belitung 19,83 16,31 23,34 9,04 1,70 0,80 2,60 27,05

Kepulauan Riau 20,69 15,90 25,48 11,81 1,79 0,59 2,98 34,09

DKI Jakarta 10,10 7,53 12,67 12,98 1,89 1,05 2,74 22,82

Jawa Barat 15,66 14,38 16,93 4,16 1,26 0,88 1,63 15,11

Jawa Tengah 25,49 24,40 26,57 2,18 2,64 2,24 3,04 7,72

DI Yogyakarta 23,38 20,80 25,96 5,64 2,04 1,30 2,77 18,35

Jawa Timur 25,25 24,19 26,31 2,14 3,21 2,79 3,63 6,61

Banten 14,95 12,36 17,55 8,84 1,57 0,60 2,54 31,47

Bali 37,56 35,06 40,05 3,39 4,95 3,95 5,96 10,35

Nusa Tenggara Barat 18,03 15,53 20,53 7,06 1,70 1,03 2,36 20,03

Nusa Tenggara Timur 20,10 18,41 21,78 4,28 4,13 3,41 4,85 8,86

Kalimantan Barat 25,89 23,35 28,43 5,00 2,55 1,72 3,39 16,75

Kalimantan Tengah 16,13 13,63 18,64 7,93 1,54 0,59 2,49 31,51

Kalimantan Selatan 16,84 14,66 19,03 6,62 1,63 0,95 2,31 21,38

Kalimantan Timur 18,16 15,18 21,14 8,38 1,22 0,50 1,95 30,20

Kalimantan Utara 21,49 16,67 26,32 11,45 1,36 0,26 2,45 41,23

Sulawesi Utara 19,39 17,35 21,42 5,35 2,54 1,82 3,27 14,57

Sulawesi Tengah 18,33 15,78 20,89 7,11 3,00 2,09 3,92 15,55

Sulawesi Selatan 23,75 22,00 25,49 3,75 5,12 4,27 5,96 8,43

Sulawesi Tenggara 17,03 14,67 19,39 7,06 1,03 0,54 1,51 24,14

Gorontalo 24,45 20,65 28,26 7,94 2,39 1,23 3,56 24,83

Sulawesi Barat 17,74 14,26 21,21 9,99 5,63 3,47 7,79 19,54

Maluku 19,92 16,97 22,88 7,57 3,03 1,42 4,65 27,11

Maluku Utara 20,87 17,52 24,22 8,20 2,23 1,23 3,23 22,95

Papua Barat 8,08 4,07 12,09 25,31 2,20 0,15 4,25 47,44

Papua Barat Daya 12,47 8,39 16,55 16,71 2,87 0,81 4,93 36,67

Papua 5,59 3,67 7,51 17,54 0,80 0,09 1,51 45,10

Papua Selatan 7,90 3,85 11,96 26,20 NA NA NA 98,69

Papua Tengah 7,87 4,54 11,20 21,58 NA NA NA 68,17

Papua Pegunungan 1,26 0,09 2,43 47,47 NA NA NA 52,05

Indonesia 20,89 20,46 21,31 1,04 2,28 2,14 2,43 3,24

Provinsi
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Selang 

Kepercayaan
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Tabel 2.13  Sampling Error Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status 

Perkawinan, 2025 

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 0,49 0,26 0,72 24,03 64,27 62,03 66,50 1,77

Sumatera Utara 1,04 0,57 1,50 22,96 68,79 66,76 70,82 1,51

Sumatera Barat 0,26 0,11 0,42 29,80 65,21 63,06 67,35 1,68

Riau 0,66 0,20 1,11 35,22 71,07 68,37 73,78 1,94

Jambi 0,77 0,33 1,21 29,01 69,63 67,01 72,25 1,92

Sumatera Selatan 0,89 0,44 1,35 26,08 71,83 69,63 74,02 1,56

Bengkulu 0,42 0,11 0,73 37,72 73,69 71,04 76,35 1,84

Lampung 0,23 0,07 0,39 34,71 70,97 68,81 73,14 1,56

Kepulauan Bangka Belitung 1,47 0,71 2,23 26,23 69,12 65,64 72,61 2,57

Kepulauan Riau 0,79 0,20 1,38 38,31 69,76 64,11 75,40 4,13

DKI Jakarta 1,61 0,77 2,45 26,74 70,73 67,50 73,95 2,33

Jawa Barat 0,30 0,14 0,46 26,66 69,65 68,15 71,15 1,10

Jawa Tengah 0,62 0,46 0,79 13,31 65,93 64,82 67,04 0,86

DI Yogyakarta 1,98 1,31 2,65 17,31 63,48 60,77 66,18 2,17

Jawa Timur 0,75 0,57 0,94 12,64 63,04 61,93 64,15 0,90

Banten 0,79 0,04 1,55 48,61 70,31 67,30 73,32 2,18

Bali 3,05 2,30 3,80 12,53 68,00 65,71 70,29 1,72

Nusa Tenggara Barat 0,57 0,26 0,89 28,06 67,72 64,76 70,68 2,23

Nusa Tenggara Timur 3,06 2,41 3,71 10,82 65,95 63,99 67,90 1,51

Kalimantan Barat 1,52 0,93 2,10 19,72 66,65 64,14 69,16 1,92

Kalimantan Tengah NA NA NA 52,24 73,72 70,92 76,52 1,94

Kalimantan Selatan 1,25 0,67 1,84 23,84 63,43 60,81 66,05 2,11

Kalimantan Timur 1,18 0,43 1,93 32,51 71,85 68,70 74,99 2,23

Kalimantan Utara 0,66 0,03 1,28 48,39 70,85 66,01 75,68 3,48

Sulawesi Utara 1,94 1,32 2,56 16,36 69,25 67,06 71,44 1,61

Sulawesi Tengah 1,30 0,72 1,88 22,70 65,75 62,94 68,56 2,18

Sulawesi Selatan 3,13 2,46 3,80 10,88 62,46 60,58 64,34 1,54

Sulawesi Tenggara 0,85 0,36 1,33 29,14 66,79 64,14 69,44 2,02

Gorontalo 1,65 0,71 2,59 28,94 66,50 62,52 70,49 3,06

Sulawesi Barat 3,95 2,12 5,78 23,61 60,54 56,15 64,92 3,70

Maluku 1,59 0,65 2,52 30,09 68,92 65,48 72,35 2,54

Maluku Utara 1,15 0,43 1,87 32,08 71,48 68,27 74,70 2,29

Papua Barat 0,37 0,06 0,68 43,08 72,17 66,90 77,44 3,73

Papua Barat Daya 0,51 0,03 0,99 48,09 69,73 64,03 75,43 4,17

Papua 0,76 0,08 1,43 45,85 75,04 71,39 78,68 2,48

Papua Selatan NA NA NA 100,25 70,70 64,19 77,21 4,70

Papua Tengah NA NA NA 70,60 77,71 73,14 82,29 3,00

Papua Pegunungan NA NA NA 99,88 85,87 81,08 90,67 2,85

Indonesia 0,92 0,83 1,00 4,58 67,15 66,68 67,62 0,36

Provinsi

Belum Kawin Kawin

Estimasi
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Kepercayaan
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Demografi 

Lanjutan Tabel 2.13  

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

  

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Aceh 1,54 1,04 2,04 16,50 33,70 31,51 35,88 3,31

Sumatera Utara 1,07 0,77 1,38 14,32 29,10 27,13 31,07 3,45

Sumatera Barat 3,06 2,34 3,78 11,98 31,47 29,42 33,51 3,32

Riau 1,26 0,70 1,83 22,88 27,00 24,38 29,62 4,95

Jambi 1,74 1,12 2,36 18,23 27,86 25,31 30,41 4,67

Sumatera Selatan 0,93 0,49 1,37 24,04 26,36 24,26 28,45 4,05

Bengkulu 1,67 0,94 2,40 22,29 24,21 21,67 26,76 5,36

Lampung 1,12 0,72 1,53 18,47 27,67 25,55 29,80 3,92

Kepulauan Bangka Belitung 2,29 1,29 3,29 22,34 27,12 23,81 30,43 6,23

Kepulauan Riau 1,63 0,62 2,64 31,72 27,83 22,17 33,48 10,37

DKI Jakarta 1,50 0,78 2,22 24,51 26,17 23,10 29,23 5,98

Jawa Barat 1,88 1,50 2,26 10,28 28,17 26,71 29,62 2,63

Jawa Tengah 1,68 1,42 1,95 8,06 31,76 30,69 32,84 1,73

DI Yogyakarta 2,56 1,75 3,38 16,24 31,99 29,41 34,56 4,11

Jawa Timur 2,04 1,74 2,34 7,48 34,16 33,09 35,24 1,61

Banten 1,59 0,80 2,39 25,47 27,30 24,50 30,11 5,25

Bali 1,40 0,84 1,95 20,24 27,55 25,42 29,69 3,95

Nusa Tenggara Barat 2,14 1,40 2,88 17,62 29,57 26,69 32,44 4,96

Nusa Tenggara Timur 1,39 0,98 1,80 15,05 29,61 27,77 31,44 3,17

Kalimantan Barat 1,30 0,80 1,80 19,64 30,53 28,08 32,99 4,11

Kalimantan Tengah 1,43 0,78 2,07 23,22 24,04 21,38 26,70 5,65

Kalimantan Selatan 3,30 2,45 4,15 13,18 32,02 29,58 34,47 3,90

Kalimantan Timur 1,93 1,11 2,75 21,66 25,05 22,09 28,01 6,03

Kalimantan Utara 1,23 0,06 2,40 48,38 27,27 22,56 31,97 8,80

Sulawesi Utara 1,30 0,81 1,79 19,11 27,51 25,42 29,60 3,88

Sulawesi Tengah 1,43 0,91 1,96 18,61 31,51 28,76 34,27 4,46

Sulawesi Selatan 2,02 1,58 2,45 10,99 32,39 30,65 34,14 2,75

Sulawesi Tenggara 1,83 1,15 2,52 19,15 30,53 27,97 33,09 4,28

Gorontalo 1,91 0,87 2,96 27,79 29,93 26,18 33,69 6,40

Sulawesi Barat 1,83 0,88 2,78 26,50 33,69 29,51 37,86 6,32

Maluku 1,76 0,86 2,66 26,09 27,74 24,63 30,84 5,71

Maluku Utara 2,03 1,06 3,01 24,47 25,34 22,26 28,41 6,20

Papua Barat NA NA NA 50,53 25,86 20,80 30,93 9,99

Papua Barat Daya 2,20 0,55 3,86 38,32 27,56 22,09 33,02 10,11

Papua 1,69 0,77 2,62 27,76 22,52 19,02 26,01 7,93

Papua Selatan NA NA NA 83,01 27,52 21,35 33,68 11,43

Papua Tengah 1,16 0,10 2,22 46,63 21,07 16,57 25,57 10,89

Papua Pegunungan NA NA NA 63,06 12,50 8,00 16,99 18,37

Indonesia 1,77 1,65 1,89 3,34 30,16 29,71 30,61 0,76

Provinsi

Cerai Hidup

Estimasi

Selang 

Kepercayaan

Cerai Mati
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Tabel 2.14  Sampling Error Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status 

Tinggal dalam Rumah Tangga, 2025 

 

  

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 7,44 6,55 8,33 6,11 17,43 15,50 19,36 5,64 50,26 47,69 52,83 2,61

Sumatera Utara 4,24 3,73 4,76 6,15 24,81 22,81 26,81 4,11 43,45 41,01 45,89 2,87

Sumatera Barat 4,94 4,32 5,57 6,45 16,93 15,28 18,58 4,98 35,12 32,74 37,49 3,45

Riau 4,23 3,43 5,03 9,65 21,49 18,94 24,05 6,07 44,02 40,67 47,38 3,89

Jambi 3,42 2,69 4,16 10,99 25,44 22,81 28,07 5,27 39,63 36,51 42,75 4,01

Sumatera Selatan 2,79 2,36 3,22 7,84 20,92 19,02 22,81 4,62 36,99 34,36 39,63 3,63

Bengkulu 3,33 2,64 4,02 10,57 26,44 23,45 29,42 5,77 34,24 30,89 37,58 4,98

Lampung 2,43 2,03 2,84 8,55 22,45 20,26 24,65 5,00 36,92 34,33 39,51 3,58

Kepulauan Bangka Belitung 3,72 2,83 4,61 12,20 24,76 21,08 28,43 7,58 41,78 37,52 46,05 5,21

Kepulauan Riau 3,25 2,07 4,42 18,41 20,41 16,04 24,78 10,92 44,36 38,06 50,66 7,25

DKI Jakarta 3,76 2,86 4,66 12,19 25,03 21,56 28,51 7,08 51,93 47,89 55,96 3,96

Jawa Barat 5,70 5,16 6,24 4,84 28,32 26,73 29,91 2,87 40,58 38,78 42,39 2,27

Jawa Tengah 5,88 5,48 6,28 3,46 21,46 20,42 22,49 2,46 29,98 28,79 31,17 2,03

DI Yogyakarta 9,99 8,55 11,42 7,33 22,65 20,09 25,21 5,76 29,92 27,14 32,71 4,75

Jawa Timur 5,87 5,50 6,25 3,25 23,66 22,62 24,69 2,24 27,32 26,18 28,45 2,12

Banten 3,05 2,36 3,74 11,55 18,65 15,84 21,45 7,67 49,71 46,08 53,34 3,72

Bali 3,40 2,74 4,06 9,86 19,14 17,27 21,01 4,99 26,53 24,04 29,02 4,79

Nusa Tenggara Barat 7,01 5,69 8,33 9,62 24,09 20,92 27,26 6,71 38,54 35,06 42,02 4,61

Nusa Tenggara Timur 2,51 2,04 2,98 9,48 9,13 7,90 10,36 6,88 36,46 34,29 38,62 3,03

Kalimantan Barat 2,39 1,76 3,01 13,42 16,04 14,08 18,00 6,25 38,89 36,05 41,73 3,73

Kalimantan Tengah 4,55 3,56 5,53 11,03 31,96 28,69 35,22 5,21 38,90 35,42 42,37 4,56

Kalimantan Selatan 10,00 8,75 11,24 6,35 27,85 25,17 30,52 4,90 38,31 35,38 41,24 3,90

Kalimantan Timur 3,21 2,39 4,03 13,05 28,66 24,95 32,38 6,61 40,47 36,48 44,45 5,03

Kalimantan Utara 2,82 1,60 4,03 21,96 19,67 14,67 24,68 12,98 38,20 32,53 43,88 7,58

Sulawesi Utara 3,12 2,62 3,62 8,19 29,16 26,75 31,57 4,21 31,54 28,90 34,19 4,28

Sulawesi Tengah 4,93 4,01 5,84 9,46 21,14 18,70 23,57 5,88 36,63 33,58 39,68 4,25

Sulawesi Selatan 2,51 2,13 2,89 7,78 14,75 13,50 16,00 4,34 35,09 33,05 37,14 2,97

Sulawesi Tenggara 4,83 3,95 5,72 9,37 20,00 17,64 22,35 6,00 37,31 34,35 40,27 4,05

Gorontalo 2,32 1,49 3,15 18,30 19,19 15,98 22,39 8,51 37,19 32,69 41,70 6,18

Sulawesi Barat 3,07 2,03 4,12 17,27 11,80 9,17 14,44 11,39 35,60 31,26 39,94 6,22

Maluku 1,30 0,88 1,72 16,51 8,76 6,85 10,68 11,17 35,50 31,84 39,15 5,25

Maluku Utara 2,15 1,41 2,88 17,38 11,96 9,61 14,32 10,05 34,14 30,34 37,94 5,68

Papua Barat 4,79 3,28 6,29 16,02 20,17 13,87 26,47 15,94 47,87 41,13 54,62 7,19

Papua Barat Daya 2,78 1,92 3,64 15,81 13,05 8,61 17,49 17,36 45,08 37,90 52,25 8,12

Papua 3,14 2,23 4,05 14,78 25,23 20,76 29,70 9,04 48,83 43,95 53,71 5,10

Papua Selatan 7,90 4,93 10,88 19,19 25,91 18,72 33,09 14,15 50,06 42,01 58,12 8,21

Papua Tengah 5,41 3,34 7,48 19,53 21,58 16,60 26,55 11,76 61,07 55,08 67,06 5,00

Papua Pegunungan 5,09 2,60 7,59 25,01 23,13 16,51 29,75 14,61 66,40 58,81 74,00 5,84

Indonesia 5,03 4,87 5,18 1,57 22,90 22,44 23,36 1,02 36,08 35,54 36,62 0,76

Provinsi
Estimasi

Selang 

Kepercayaan

Estimasi

Selang 

KepercayaanRelative 

Standard 

Error

Relative 

Standard 

Error

Relative 

Standard 

Error

Tinggal Sendiri Bersama Pasangan Bersama Keluarga Inti
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Lanjutan Tabel 2.14 

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

 

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Aceh 23,71 21,51 25,91 4,74 1,16 0,70 1,62 20,26

Sumatera Utara 25,78 23,58 27,99 4,37 1,71 1,14 2,28 17,07

Sumatera Barat 40,56 38,09 43,03 3,11 2,45 1,81 3,09 13,41

Riau 29,36 26,23 32,49 5,44 0,89 0,36 1,43 30,59

Jambi 29,63 26,57 32,70 5,28 1,87 1,04 2,69 22,52

Sumatera Selatan 37,54 34,79 40,29 3,74 1,76 1,09 2,43 19,53

Bengkulu 34,37 31,02 37,73 4,97 1,62 0,92 2,32 22,05

Lampung 36,98 34,31 39,65 3,69 1,21 0,72 1,70 20,60

Kepulauan Bangka Belitung 27,72 23,69 31,75 7,41 2,02 0,98 3,06 26,31

Kepulauan Riau 29,83 23,92 35,74 10,11 2,15 0,88 3,43 30,12

DKI Jakarta 16,09 12,88 19,30 10,17 3,19 1,96 4,41 19,59

Jawa Barat 24,01 22,39 25,63 3,44 1,38 0,99 1,78 14,59

Jawa Tengah 39,93 38,64 41,22 1,65 2,75 2,33 3,16 7,69

DI Yogyakarta 35,16 32,04 38,28 4,52 2,28 1,46 3,09 18,27

Jawa Timur 39,72 38,47 40,97 1,61 3,44 2,99 3,88 6,60

Banten 26,63 23,34 29,92 6,31 1,96 0,61 3,30 35,04

Bali 45,88 43,25 48,51 2,92 5,05 4,00 6,10 10,57

Nusa Tenggara Barat 28,84 25,63 32,06 5,68 1,52 0,95 2,09 19,22

Nusa Tenggara Timur 46,94 44,73 49,15 2,40 4,97 4,15 5,78 8,36

Kalimantan Barat 39,99 37,09 42,88 3,69 2,70 1,80 3,60 17,02

Kalimantan Tengah 22,80 19,73 25,86 6,85 1,80 0,68 2,93 31,87

Kalimantan Selatan 21,70 19,15 24,24 5,98 2,15 1,29 3,00 20,38

Kalimantan Timur 25,94 22,16 29,72 7,44 1,72 0,81 2,64 27,13

Kalimantan Utara 37,64 31,57 43,70 8,23 1,67 0,52 2,82 35,24

Sulawesi Utara 32,80 30,17 35,44 4,10 3,37 2,49 4,26 13,40

Sulawesi Tengah 33,99 30,85 37,13 4,72 3,32 2,26 4,37 16,26

Sulawesi Selatan 41,80 39,71 43,89 2,55 5,85 4,89 6,82 8,40

Sulawesi Tenggara 36,52 33,54 39,51 4,17 1,34 0,77 1,91 21,70

Gorontalo 37,97 33,47 42,48 6,06 3,32 1,89 4,76 22,02

Sulawesi Barat 42,75 37,96 47,53 5,71 6,77 4,31 9,23 18,52

Maluku 50,92 46,93 54,90 3,99 3,52 1,87 5,17 23,90

Maluku Utara 49,28 45,16 53,40 4,27 2,47 1,44 3,49 21,18

Papua Barat 24,61 18,96 30,25 11,70 2,56 0,45 4,68 42,10

Papua Barat Daya 36,14 29,45 42,82 9,44 2,96 0,86 5,05 36,20

Papua 21,98 18,15 25,82 8,90 0,82 0,12 1,52 43,66

Papua Selatan 15,41 8,91 21,90 21,51 NA NA NA 98,69

Papua Tengah 10,62 6,59 14,65 19,38 1,33 0,04 2,61 49,31

Papua Pegunungan NA NA NA 56,85 NA NA NA 52,27

Indonesia 33,44 32,92 33,97 0,80 2,55 2,39 2,71 3,23

Provinsi
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Pendidikan 

 

 

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan 

sumber daya manusia, termasuk bagi kelompok penduduk lanjut usia. Tingkat 

pendidikan yang dimiliki lansia mencerminkan hasil pembangunan pendidikan 

pada masa sebelumnya, sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai 

kapasitas mereka dalam mengakses informasi, layanan kesehatan, dan peluang 

sosial ekonomi. Analisis terhadap karakteristik pendidikan penduduk lanjut usia 

memberikan gambaran tentang dinamika sosial yang terbentuk dari perbedaan 

kesempatan pendidikan antargenerasi. Bab ini menyajikan data mengenai 

kemampuan baca-tulis, tingkat pendidikan lansia, akses teknologi informasi 

dan telekomunikasi, serta distribusinya menurut jenis kelamin, daerah tempat 

tinggal, distribusi pengeluaran, dan provinsi. Informasi ini diharapkan dapat 

menjadi dasar perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia 

dan memperkuat ketahanan sosial di masyarakat. 

3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis 

Kemampuan membaca dan menulis adalah keterampilan dasar yang 

menjadi fondasi dalam kehidupan. Bagi penduduk lanjut usia, kemampuan ini 

bukan hanya soal mengenali huruf atau menulis kata, tetapi juga kunci untuk 

tetap mandiri dan terhubung dengan lingkungan sekitar. Keaksaraan atau 

melek aksara didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan 

menulis kalimat sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

(Syukri 2008).  

Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat 

diukur melalui tingkat keaksaraan penduduknya (Rosadi 2017). Indikator 

keaksaraan tersebut dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH) pada Susenas. 

Perbedaan kemampuan baca tulis di kalangan lansia dapat mencerminkan 

ketimpangan akses pendidikan di masa lalu. Dengan memahami kondisi ini, kita 

PENDIDIKAN 3 
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dapat melihat seberapa jauh upaya pembangunan pendidikan telah 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan hasil Susenas, terlihat bahwa AMH penduduk lanjut usia 

menunjukkan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir, dengan capaian AMH nasional sebesar 86,77 persen pada tahun 2025. 

Tren AMH yang meningkat tersebut juga terlihat pada penduduk lanjut usia 

laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, Gambar 3.1 menunjukkan 

masih adanya kesenjangan yang cukup besar dalam AMH menurut jenis 

kelamin ditandai dengan AMH penduduk lanjut usia laki-laki lebih jauh lebih 

tinggi dibandingkan AMH penduduk lanjut usia perempuan (92,09 persen 

berbanding 81,89 persen). 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021−2025 

Gambar 3.1  Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Jenis Kelamin (persen), 

2021–2025 

Selanjutnya, pada Gambar 3.2 disajikan informasi mengenai kemampuan 

baca tulis lansia berdasarkan beberapa karakteristik. Dapat dilihat bahwa masih 

terdapat kesenjangan kemampuan baca tulis lansia yang ditunjukkan dengan 

AMH lansia yang bukan penyandang disabilitas lebih tinggi dibandingkan 

lansia penyandang disabilitas, yakni 88,05 persen berbanding 76,12 persen. 
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Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fisik yang dialami 

lansia penyandang disabilitas dapat menghambat akses terhadap pendidikan 

dan informasi, baik pada masa lalu maupun saat ini. 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 3.2   Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Karakteristik, 2025 

Kondisi ekonomi rumah tangga lansia pada Susenas 2025 diukur 

menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita rumah tangga sebulan. 

Semakin tinggi pengeluaran per kapita rumah tangga sebulan mengindikasikan 

kondisi ekonomi yang semakin baik. Pada Gambar 3.2 terlihat bahwa capaian 

AMH lansia pada rumah tangga kelompok pengeluaran 20 persen teratas 

(95,77 persen) lebih besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 40 

persen menengah (89,58 persen) dan 40 persen kelompok pengeluaran 

terbawah (79,79 persen). Sementara itu, jika dilihat berdasarkan wilayah tempat 

tinggalnya, AMH lansia di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan (90,77 

persen berbanding 81,55 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa akses 

terhadap pendidikan dan informasi di wilayah perkotaan relatif lebih baik 

dibandingkan perdesaan. Kesenjangan ini juga mencerminkan masih adanya 

perbedaan kesempatan belajar di masa lalu, yang berpengaruh terhadap 

tingkat literasi lansia saat ini. 
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Gambar 3.3 merepresentasikan AMH lansia menurut provinsi di 

Indonesia. Warna merah muda menunjukkan nilai AMH lansia yang berada di 

bawah AMH lansia secara nasional (86,77 persen) sehingga perlu menjadi 

perhatian lebih bagi pemerintah. Hasilnya, terdapat 13 provinsi yang memiliki 

capaian di bawah AMH lansia nasional. Pulau Jawa yang selama ini dipandang 

sebagai wilayah yang paling lengkap infrastruktur pendidikannya, ternyata 

memiliki capaian AMH lansia yang di bawah angka nasional, yakni Jawa Tengah, 

Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Adapun dua provinsi dengan capaian AMH 

lansia terendah yaitu Papua Pegunungan (47,38 persen) dan NTB (63,27 

persen). 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 3.3  Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Provinsi (persen), 2025 

3.2 Tingkat Pendidikan 

Investasi modal manusia sangat penting karena dengan pendidikan yang 

tinggi, produktivitas tenaga kerja akan naik dan akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan individu. Hal tersebut sejalan dengan teori human capital yakni 

setiap tahun yang digunakan seseorang untuk bersekolah (peningkatan lama 

sekolah) akan meningkatkan upah yang diterimanya (Mankiw dkk. 2012). 

Peningkatan upah pada waktunya akan mendorong tingkat kesejahteraan 

seseorang dan menjauhkannya dari jerat kemiskinan. Namun sayangnya hal 

tersebut mungkin kurang menguntungkan bagi lansia mengingat akses 

terhadap fasilitas pendidikan di masa lalu yang masih terbatas. Saat ini, lansia 

di Indonesia masih didominasi oleh kelompok lansia yang memiliki latar 
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pendidikan rendah yakni 27,28 persen tidak tamat SD dan sebanyak 10,66 

persen lansia tidak pernah sekolah. Sementara itu, hanya ada sekitar 18 persen 

lansia yang menamatkan pendidikan SMA/SMK sederajat atau pendidikan 

tinggi. 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 3.4  Persentase Lansia Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 

2025 

Berdasarkan Gambar 3.5, terlihat bahwa terdapat kesenjangan tingkat 

pendidikan antara lansia laki-laki dan perempuan yang cukup lebar. 

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sejak usia muda berkontribusi pada 

kesenjangan di usia lansia (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010). Hal ini 

tercermin dari persentase lansia perempuan tidak pernah sekolah yang 

besarnya lebih dari dua kali lipat persentase lansia laki-laki yang tidak pernah 

sekolah (14,56 persen berbanding 6,42 persen). Di tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi, persentase lansia laki-laki yang menamatkan pendidikan SMA/SMK 

sederajat dan pendidikan tinggi (14,27 persen dan 8,55 persen) juga jauh lebih 

besar daripada lansia perempuan (8,39 persen dan 5,33 persen). 
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Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 3.5   Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Tingkat Pendidikan 

yang Ditamatkan (persen), 2025 

Pola keterkaitan juga terlihat antara karakteristik wilayah tempat tinggal 

dan tingkat pendidikan lansia. Lansia yang tinggal di perkotaan cenderung 

memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik daripada mereka yang tinggal di 

perdesaan (Gambar 3.5). Di perkotaan, 26,51 persen lansia menamatkan 

pendidikan SMA/SMK sederajat dan pendidikan tinggi. Angka tersebut tiga kali 

lebih besar dari capaian lansia di perdesaan, yang mana hanya sebesar 7,06 

persen lansia di perdesaan yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut. 

 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2025 

Gambar 3.6  Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Lansia (tahun), 2021–2025 
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Masih dominannya penduduk lansia dengan pendidikan rendah 

berimplikasi pada rendahnya rata-rata lama sekolah lansia (Gambar 3.6). 

Selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah lansia mengalami 

peningkatan dari 5,14 tahun pada tahun 2021 menjadi 6,03 tahun pada tahun 

2025. Artinya secara rata-rata, lansia pernah bersekolah hanya sampai tamat SD 

sederajat. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan pendidikan lansia berjalan 

positif, namun masih menyisakan tantangan dalam pemerataan akses 

pendidikan pada generasi terdahulu. 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 3.7   Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Karakteristik, 2025 

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat adanya ketimpangan angka rata-rata 

lama sekolah lansia. Rata-rata lama sekolah lansia laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan lansia perempuan, yaitu 6,84 tahun berbanding 5,29 

tahun. Adapun menurut status disabilitas, lansia bukan penyandang disabilitas 

memiliki rata-rata lama sekolah lebih lama dibandingkan lansia penyandang 

disabilitas, yaitu 6,19 tahun berbanding 4,69 tahun. Kondisi ini menunjukkan 

akses dan kesempatan pendidikan di masa lalu masih belum sepenuhnya 

merata di seluruh kelompok penduduk. 
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Berdasarkan gambar tersebut juga terlihat adanya pola antara tingkat 

pendidikan dan status ekonomi lansia. Menurut Becker, G. S. (1993), pendidikan 

merupakan bentuk investasi modal manusia yang meningkatkan produktivitas, 

pendapatan, dan kesejahteraan di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan 

hasil Susenas tahun 2025 yang menunjukkan bahwa lansia yang berada pada 

kelompok pengeluaran 20 persen teratas memiliki rata-rata lama sekolah yang 

paling tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lain, yakni 9,62 tahun atau 

setara tamat SMP sederajat. Sementara itu, rata-rata lama sekolah lansia yang 

berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah hanya 4,29 tahun atau 

setara dengan SD sederajat kelas 4. 

Capaian pendidikan lansia juga menunjukkan perbedaan yang cukup 

terlihat berdasarkan klasifikasi desa atau kota tempat tinggal. Lansia yang 

tinggal di perkotaan cenderung mengenyam pendidikan lebih lama 

dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan, yaitu 7,14 tahun berbanding 

4,58 tahun. Perbedaan ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses dan 

kesempatan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di masa lalu, 

yang berpotensi memengaruhi kualitas hidup lansia di masa kini. 
 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 3.8  Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Provinsi (tahun), 2025 

Analisis lebih mendalam berdasarkan letak geografis terlihat pada 

Gambar 3.8, warna hijau gelap menunjukkan capaian rata-rata lama sekolah 

lansia yang di bawah capaian nasional, sementara warna hijau muda 
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menunjukkan capaian rata-rata lama sekolah lansia yang di atas capaian 

nasional. Dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah lansia masih tidak merata 

di wilayah Indonesia. DKI Jakarta memiliki angka rata rata lama sekolah lansia 

yang tertinggi yakni 10,01 tahun yang menunjukkan bahwa rata-rata lansia 

mampu bersekolah sampai dengan kelas 1 SMA/SMK sederajat. Sebaliknya, 

nilai rata-rata lama sekolah yang paling rendah berada di Provinsi Papua 

Pegunungan dengan rata-rata lama sekolah penduduk lansia hanya 2,53 tahun 

atau tidak sampai tamat SD sederajat. Perbedaan tersebut menggarisbawahi 

masih adanya kesenjangan dalam akses pendidikan di masa lalu, terutama di 

wilayah Pulau Papua. 

3.3 Akses Teknologi Informasi dan Telekomunikasi 

Pola interaksi dan kehidupan masyarakat kini telah bergeser ke era digital, 

termasuk di kalangan lansia. Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi membuat berbagai aktivitas sehari-hari—seperti berbelanja, 

berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga mengakses layanan publik—

semakin bergantung pada perangkat digital. Lansia yang mampu beradaptasi 

dengan perubahan ini cenderung lebih mudah menjaga konektivitas sosial, 

memperoleh informasi yang relevan, dan memanfaatkan layanan daring untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya.  

Dalam Susenas 2025, akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan 

komunikasi didapatkan dari informasi apakah masyarakat tersebut 

menggunakan telepon seluler (HP), menggunakan internet, dan menggunakan 

komputer dalam tiga bulan terakhir. Dari ketiga akses teknologi informasi dan 

komunikasi tersebut, telepon seluler (HP) menjadi hal yang paling sering 

digunakan. Lebih dari separuh lansia (52,23 persen lansia) menggunakan 

telepon seluler, dan angka ini menunjukkan peningkatan dalam lima tahun 

terakhir. 
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Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2025 

Gambar 3.9   Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) Menurut Jenis Fasilitas, 2021–2025 

Selanjutnya, akses internet oleh lansia juga menunjukkan tren yang 

meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, sebesar 34,13 persen 

lansia pernah mengakses internet. Angka tersebut meningkat signifikan 

dibanding tahun 2021 yang hanya terdapat sebesar 14,10 persen lansia yang 

mengakses internet. Sementara itu, penggunaan komputer oleh lansia relatif 

stabil dalam lima tahun terakhir, yakni tidak lebih dari dua persen.  

Gambar 3.10 memberikan gambaran akses lansia terhadap telepon 

seluler (HP) dan internet yang dilihat berdasarkan beberapa karakteristik. 

Secara umum, pola penggunaan telepon seluler dan internet di kalangan lansia 

menunjukkan kecenderungan yang serupa jika dilihat menurut jenis kelamin, 

distribusi pengeluaran, maupun wilayah tempat tinggal. Berdasarkan jenis 

kelamin, lansia laki-laki cenderung lebih banyak menggunakan telepon seluler 

dan mengakses internet dibandingkan dengan lansia perempuan. Sementara 

jika dilihat menurut wilayah tempat tinggalnya, lansia di perkotaan lebih banyak 

yang menggunakan telepon seluler maupun mengakses internet dibandingkan 

lansia di perdesaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap 

infrastruktur dan fasilitas komunikasi. 
 

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



 
 

 51 

 

Pendidikan 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 3.10 Persentase Lansia Terhadap Akses Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) Menurut Karakteristik, 2025 

Status ekonomi dan akses teknologi informasi dan komunikasi lansia 

menunjukkan suatu pola, baik itu dalam penggunaan telepon seluler maupun 

akses internet. Hanya sekitar 36,74 persen lansia pada kelompok pengeluaran 

40 persen terbawah yang menggunakan telepon seluler, sementara lansia pada 

rumah tangga kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang menggunakan 

telepon seluler telah mencapai 77,66 persen. Lebih lanjut, persentase lansia 

yang mengakses internet pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas 

mencapai tiga kali lebih besar dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah 

(65,99 persen berbanding 18,03 persen). 

Secara umum, persentase lansia yang menggunakan telepon seluler lebih 

tinggi dibandingkan persentase lansia yang mengakses internet. Artinya, 

meskipun penggunaan telepon seluler sudah relatif umum, pemanfaatan 

internet masih terbatas, terutama di kelompok perempuan, kelompok 

pengeluaran rendah, dan untuk mereka yang tinggal di wilayah perdesaan.
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Tabel 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Karakteristik dan 

Klasifikasi Desa, 2025 

Karakteristik 
Klasifikasi Desa 

Total 
Perkotaan Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

    
Total 90,77 81,55 86,77 

    
Jenis Kelamin    

 Laki-Laki 94,98 88,34 92,09 

 Perempuan 86,93 75,27 81,89 

    

Kelompok Umur    

 Lansia Muda (60–69 tahun) 93,63 85,81 90,28 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 88,26 78,50 84,00 

 Lansia Tua (80+ tahun) 76,78 61,96 69,87 

    

Status Disabilitas    

 Nondisabilitas 91,84 83,07 88,05 

 Disabilitas 81,65 69,24 76,12 

    

Distribusi Pengeluaran    

20% Teratas 97,90 89,06 94,26 

40% Menengah 93,30 84,32 89,35 

40% Terbawah 84,60 75,39 80,55 
    

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 3.2  Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Pendidikan Tertinggi 

yang Ditamatkan, 2025 

Karakteristik 

Tidak 

Pernah 

Sekolah 

Tidak 

Tamat  

SD 

Tamat 

SD 

Sederajat 

Tamat 

SMP 

Sederajat 

Tamat 

SMA/ 

SMK 

Sederajat 

Tamat 

Pendidikan 

Tinggi 
Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        
Total 10,66 27,28 34,13 9,86 11,20 6,87 100,00 

        
Jenis Kelamin        

 Laki-Laki 6,42 24,30 35,44 11,04 14,27 8,55 100,00 

 Perempuan 14,56 30,02 32,92 8,78 8,39 5,33 100,00 

        

Kelompok Umur        

 Lansia Muda (60–69 tahun) 7,83 25,05 35,34 10,90 12,73 8,15 100,00 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 12,82 30,50 33,45 8,80 9,37 5,07 100,00 

 Lansia Tua (80+ tahun) 24,53 33,09 27,35 5,61 6,01 3,41 100,00 

        

Status Disabilitas        

 Nondisabilitas 9,66 26,76 34,56 10,16 11,60 7,27 100,00 

 Disabilitas 19,02 31,65 30,47 7,35 7,93 3,58 100,00 

        

Distribusi Pengeluaran        

20% Teratas 4,49 12,43 23,30 12,51 24,10 23,17 100,00 

40% Menengah 8,76 26,55 37,15 11,59 11,61 4,34 100,00 

40% Terbawah 15,43 35,29 36,76 6,99 4,45 1,08 100,00 

        

Klasifikasi Desa        

 Perkotaan 7,75 22,02 31,96 11,75 16,24 10,27 100,00 

 Perdesaan 14,46 34,14 36,95 7,39 4,63 2,43 100,00 

        

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 3.3  Rata-Rata Lama Sekolah Lansia Menurut Karakteristik dan 

Klasifikasi Desa, 2025 

Karakteristik 
Klasifikasi Desa 

Total 
Perkotaan Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

    
Total 7,14 4,58 6,03 

    
Jenis Kelamin    

 Laki-Laki 8,01 5,32 6,84 

 Perempuan 6,35 3,89 5,29 

    

Kelompok Umur    

 Lansia Muda (60–69 tahun) 7,72 5,04 6,57 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 6,44 4,09 5,41 

 Lansia Tua (80+ tahun) 5,02 2,92 4,04 

    

Status Disabilitas    

 Nondisabilitas 7,33 4,69 6,19 

 Disabilitas 5,52 3,65 4,69 

    

Distribusi Pengeluaran    

20% Teratas 11,05 6,12 9,02 

40% Menengah 7,24 4,68 6,12 

40% Terbawah 4,94 3,73 4,41 

    

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 3.4  Persentase Lansia yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Menurut Karakteristik dan Jenis Fasilitas, 2025 

Karakteristik 

Jenis Fasilitas 

Menggunakan 

Telepon Seluler 

(HP) 

Menggunakan 

Komputer 
Akses Internet 

(1) (2) (3) (4) 

    
Total 52,23 1,63 34,13 

    
Jenis Kelamin       

 Laki-Laki 59,91 2,48 40,75 

 Perempuan 45,17 0,86 28,06 

    

Kelompok Umur       

 Lansia Muda (60–69 tahun) 60,07 2,24 41,45 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 42,78 0,62 24,40 

 Lansia Tua (80+ tahun) 25,37 0,52 12,17 

    

Status Disabilitas       

 Nondisabilitas 55,09 1,78 36,51 

 Disabilitas 28,32 0,36 14,30 

    

Distribusi Pengeluaran       

20% Teratas 77,66 6,40 65,99 

40% Menengah 55,44 0,71 34,50 

40% Terbawah 36,74 0,10 18,03 

    

Klasifikasi Desa       

 Perkotaan 56,76 2,59 42,52 

 Perdesaan 46,31 0,39 23,18 
    

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 3.5  Angka Melek Huruf (AMH) Lansia Menurut Provinsi, Jenis 

Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 

Provinsi 
Jenis Kelamin Klasifikasi Desa 

Total 
Laki-Laki Perempuan Perkotaan Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 97,22 91,08 97,14 92,38 93,97 

Sumatera Utara 97,38 93,70 97,76 92,39 95,41 

Sumatera Barat 97,15 93,51 96,56 93,89 95,21 

Riau 96,46 91,03 96,12 92,25 93,74 

Jambi 95,11 81,27 92,36 86,03 88,15 

Sumatera Selatan 97,10 91,82 96,74 93,00 94,39 

Bengkulu 94,51 83,45 94,50 86,75 89,00 

Lampung 93,93 84,66 94,24 86,93 89,29 

Kep. Bangka Belitung 95,53 88,68 95,44 87,16 92,20 

Kepulauan Riau 98,61 93,53 97,92 85,36 96,13 

DKI Jakarta 99,01 97,89 98,43 – 98,43 

Jawa Barat 96,83 90,86 94,21 92,39 93,77 

Jawa Tengah 87,88 73,22 83,64 76,32 80,11 

DI Yogyakarta 91,34 75,73 86,70 74,90 82,90 

Jawa Timur 87,27 72,26 86,11 71,18 79,25 

Banten 96,54 89,81 94,26 89,33 93,18 

Bali 90,05 74,78 85,48 74,81 81,99 

Nusa Tenggara Barat 76,96 51,67 68,68 57,21 63,27 

Nusa Tenggara Timur 87,50 80,52 89,59 82,01 83,78 

Kalimantan Barat 86,18 71,71 84,97 74,98 78,89 

Kalimantan Tengah 97,64 92,36 95,59 94,95 95,23 

Kalimantan Selatan 93,21 83,76 93,17 83,70 88,34 

Kalimantan Timur 96,38 90,92 94,36 92,54 93,76 

Kalimantan Utara 92,40 86,93 93,70 84,76 89,87 

Sulawesi Utara 99,35 99,28 99,25 99,40 99,32 

Sulawesi Tengah 95,85 91,22 97,33 91,88 93,52 

Sulawesi Selatan 85,19 77,37 88,65 75,03 80,90 

Sulawesi Tenggara 91,94 76,50 89,47 81,12 83,88 

Gorontalo 95,77 95,33 98,49 93,04 95,54 

Sulawesi Barat 85,81 73,76 88,76 76,84 79,46 

Maluku 98,85 96,56 99,57 96,21 97,66 

Maluku Utara 97,09 91,10 97,98 92,59 94,08 

Papua Barat 95,08 92,18 98,85 91,43 93,74 

Papua Barat Daya 95,11 90,10 98,60 86,11 92,72 

Papua 96,24 91,55 96,23 90,54 93,95 

Papua Selatan 88,81 80,15 95,00 79,45 84,77 

Papua Tengah 73,43 73,26 94,99 64,85 73,36 

Papua Pegunungan 52,06 38,61 72,43 44,14 47,38 

Indonesia 92,09 81,89 90,77 81,55 86,77 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025  
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Tabel 3.6  Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi 

yang Ditamatkan, 2025 

Provinsi 

Tidak 

Pernah 

Sekolah 

Tidak 

Tamat 

SD 

Tamat 

SD 

Sede- 

rajat 

Tamat 

SMP 

Sede- 

rajat 

Tamat 

SMA/ 

SMK 

Sederajat 

Tamat 

Pendidikan 

Tinggi 

Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Aceh 3,03 20,46 44,67 15,93 9,16 6,75 100,00 

Sumatera Utara 3,36 19,91 35,73 16,37 17,88 6,75 100,00 

Sumatera Barat 2,26 29,39 27,47 16,37 15,64 8,87 100,00 

Riau 8,05 23,95 38,24 14,67 10,27 4,81 100,00 

Jambi 10,32 30,56 32,32 10,01 12,86 3,94 100,00 

Sumatera Selatan 5,81 29,68 40,54 8,25 10,29 5,44 100,00 

Bengkulu 6,41 33,02 30,63 9,24 13,90 6,80 100,00 

Lampung 5,83 41,11 32,05 8,44 7,64 4,95 100,00 

Kep. Bangka Belitung 5,68 30,14 37,46 11,59 11,59 3,55 100,00 

Kepulauan Riau 3,71 21,80 34,68 12,21 20,95 6,65 100,00 

DKI Jakarta 1,83 7,28 24,37 19,04 27,26 20,22 100,00 

Jawa Barat 6,33 24,10 43,59 7,47 11,74 6,78 100,00 

Jawa Tengah 13,65 33,74 31,98 7,74 8,05 4,85 100,00 

DI Yogyakarta 12,10 30,71 25,31 11,02 12,31 8,54 100,00 

Jawa Timur 16,66 29,93 30,56 8,60 7,86 6,38 100,00 

Banten 9,01 20,34 37,14 10,79 14,40 8,33 100,00 

Bali 17,40 17,21 34,81 7,74 12,63 10,23 100,00 

Nusa Tenggara Barat 31,54 32,44 18,68 5,14 6,79 5,41 100,00 

Nusa Tenggara Timur 11,49 32,20 34,55 6,82 9,48 5,45 100,00 

Kalimantan Barat 18,14 32,05 25,06 11,45 8,72 4,60 100,00 

Kalimantan Tengah 3,86 19,13 42,08 13,57 11,10 10,25 100,00 

Kalimantan Selatan 3,43 34,33 32,44 9,12 11,17 9,51 100,00 

Kalimantan Timur 4,08 27,02 36,63 14,31 13,82 4,14 100,00 

Kalimantan Utara 6,03 24,73 29,47 20,74 15,93 3,101 100,00 

Sulawesi Utara 1,75 22,42 31,98 16,18 21,11 6,57 100,00 

Sulawesi Tengah 7,89 14,87 41,53 13,87 14,02 7,83 100,00 

Sulawesi Selatan 15,32 27,50 27,74 9,23 11,49 8,72 100,00 

Sulawesi Tenggara 12,41 25,43 36,85 9,13 8,37 7,82 100,00 

Gorontalo 5,56 44,61 31,17 7,27 6,88 4,50 100,00 

Sulawesi Barat 13,68 24,97 34,59 7,41 10,25 9,10 100,00 

Maluku 3,20 19,14 41,08 15,99 16,47 4,11 100,00 

Maluku Utara 4,09 27,72 38,79 12,26 12,91 4,23 100,00 

Papua Barat 9,17 25,73 29,75 12,57 14,91 7,86 100,00 

Papua Barat Daya 8,99 17,14 30,37 15,30 21,73 6,48 100,00 

Papua 16,77 9,50 28,16 22,01 13,13 10,44 100,00 

Papua Selatan 26,03 19,95 27,25 16,22 7,54 3,021 100,00 

Papua Tengah 37,92 7,50 27,36 13,09 10,91 3,221 100,00 

Papua Pegunungan 69,57 5,571 8,99 6,581 6,881 NA 100,00 

Indonesia 10,66 27,28 34,13 9,86 11,20 6,87 100,00 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
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Tabel 3.7  Rata-Rata Lama Sekolah Lansia (Tahun) Menurut Provinsi, Jenis 

Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 

Provinsi 
Jenis Kelamin Klasifikasi Desa 

Total 
Laki-Laki Perempuan Perkotaan Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 7,36 6,16 8,27 5,95 6,73 

Sumatera Utara 8,12 6,74 8,36 6,12 7,38 

Sumatera Barat 7,67 6,84 8,39 6,09 7,23 

Riau 6,74 5,60 7,93 5,07 6,17 

Jambi 6,56 4,82 7,85 4,59 5,68 

Sumatera Selatan 6,66 5,30 8,17 4,66 5,96 

Bengkulu 7,18 5,24 9,09 5,04 6,22 

Lampung 6,03 4,66 6,93 4,58 5,34 

Kep. Bangka Belitung 6,50 5,17 6,99 4,07 5,85 

Kepulauan Riau 8,17 6,22 7,71 4,27 7,22 

DKI Jakarta 10,70 9,37 10,01 – 10,01 

Jawa Barat 7,08 5,73 6,88 4,87 6,39 

Jawa Tengah 5,97 4,31 5,92 4,21 5,09 

DI Yogyakarta 7,11 5,24 7,06 4,06 6,10 

Jawa Timur 6,12 4,52 6,51 3,80 5,27 

Banten 7,64 5,72 7,31 4,46 6,68 

Bali 7,63 5,27 7,08 4,96 6,38 

Nusa Tenggara Barat 5,22 2,91 4,89 2,94 3,97 

Nusa Tenggara Timur 6,26 4,71 8,06 4,63 5,43 

Kalimantan Barat 5,92 3,98 6,45 3,97 4,94 

Kalimantan Tengah 7,87 6,48 8,72 6,12 7,24 

Kalimantan Selatan 7,35 5,68 8,19 4,86 6,49 

Kalimantan Timur 7,39 5,45 7,14 5,06 6,46 

Kalimantan Utara 7,29 5,83 7,35 5,63 6,61 

Sulawesi Utara 7,92 7,46 8,73 6,43 7,68 

Sulawesi Tengah 7,77 6,43 9,29 6,15 7,09 

Sulawesi Selatan 6,79 5,25 7,85 4,50 5,94 

Sulawesi Tenggara 7,18 4,67 7,94 4,85 5,87 

Gorontalo 4,98 5,61 6,54 4,27 5,31 

Sulawesi Barat 6,63 5,56 8,01 5,52 6,07 

Maluku 7,30 6,83 8,70 5,81 7,06 

Maluku Utara 7,04 5,89 9,11 5,45 6,46 

Papua Barat 8,13 6,41 9,30 6,44 7,34 

Papua Barat Daya 8,05 6,46 9,05 5,31 7,29 

Papua 8,34 6,48 8,88 5,25 7,43 

Papua Selatan 6,47 4,23 8,34 3,91 5,43 

Papua Tengah 5,00 4,45 8,69 3,25 4,78 

Papua Pegunungan 3,13 1,421 8,001 1,83 2,53 

Indonesia 6,84 5,29 7,14 4,58 6,03 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
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Tabel 3.8  Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) 

Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 

Provinsi 
Jenis Kelamin Klasifikasi Desa 

Total 
Laki-Laki Perempuan Perkotaan Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 66,75 47,23 65,78 51,72 56,43 

Sumatera Utara 80,07 67,82 74,83 71,82 73,52 

Sumatera Barat 77,38 69,82 77,00 69,77 73,35 

Riau 81,66 60,74 80,68 65,25 71,17 

Jambi 69,16 46,32 64,98 54,00 57,68 

Sumatera Selatan 67,58 49,99 66,66 53,77 58,56 

Bengkulu 64,27 44,52 70,03 48,04 54,44 

Lampung 65,98 50,53 63,63 55,69 58,26 

Kep. Bangka Belitung 67,85 56,74 70,06 50,59 62,43 

Kepulauan Riau 83,00 73,37 80,83 63,04 78,29 

DKI Jakarta 82,99 75,42 79,07 – 79,07 

Jawa Barat 57,63 42,62 51,75 44,26 49,94 

Jawa Tengah 46,13 34,33 44,26 35,18 39,88 

DI Yogyakarta 53,08 41,12 48,65 42,31 46,61 

Jawa Timur 51,35 34,63 48,25 35,55 42,41 

Banten 54,55 36,31 50,91 25,93 45,46 

Bali 59,63 36,41 51,58 38,74 47,38 

Nusa Tenggara Barat 66,66 52,13 61,56 55,70 58,80 

Nusa Tenggara Timur 67,50 54,52 71,93 57,14 60,60 

Kalimantan Barat 59,67 39,80 68,10 37,78 49,66 

Kalimantan Tengah 71,59 53,32 73,46 55,56 63,24 

Kalimantan Selatan 69,62 46,67 65,05 50,80 57,77 

Kalimantan Timur 84,04 66,04 77,09 72,00 75,43 

Kalimantan Utara 77,01 72,24 76,29 72,82 74,80 

Sulawesi Utara 63,00 58,17 68,52 50,97 60,51 

Sulawesi Tengah 59,74 45,74 63,04 48,24 52,70 

Sulawesi Selatan 68,03 59,87 70,46 58,33 63,55 

Sulawesi Tenggara 76,17 65,34 76,82 67,40 70,52 

Gorontalo 63,51 56,46 62,03 57,91 59,80 

Sulawesi Barat 69,19 51,68 61,23 59,60 59,96 

Maluku 72,33 67,38 81,43 60,90 69,76 

Maluku Utara 62,31 47,14 80,07 45,01 54,68 

Papua Barat 65,60 49,79 74,25 51,06 58,30 

Papua Barat Daya 73,04 56,86 74,48 55,03 65,32 

Papua 71,87 53,06 69,42 52,63 62,70 

Papua Selatan 54,48 35,56 67,73 34,18 45,67 

Papua Tengah 44,51 39,67 90,13 23,88 42,58 

Papua Pegunungan 27,63 8,781 68,691 14,91 21,07 

Indonesia 59,91 45,17 56,76 46,31 52,23 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 3.9  Persentase Lansia yang Mengakses Internet Menurut Provinsi, 

Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 

Provinsi 
Jenis Kelamin Klasifikasi Desa 

Total 
Laki-Laki Perempuan Perkotaan Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 29,43 17,72 37,78 15,92 23,24 

Sumatera Utara 50,50 38,69 48,99 37,98 44,18 

Sumatera Barat 44,70 35,21 49,42 30,06 39,64 

Riau 48,72 30,84 54,94 30,29 39,75 

Jambi 38,48 22,19 43,83 23,46 30,29 

Sumatera Selatan 38,36 26,55 47,54 23,29 32,30 

Bengkulu 38,13 24,53 51,21 23,22 31,36 

Lampung 41,25 29,90 44,79 31,17 35,57 

Kep. Bangka Belitung 38,96 29,59 42,62 21,62 34,39 

Kepulauan Riau 69,55 54,62 67,16 32,72 62,25 

DKI Jakarta 77,55 68,25 72,73 – 72,73 

Jawa Barat 43,25 30,88 40,42 25,91 36,91 

Jawa Tengah 34,10 22,80 33,17 22,69 28,12 

DI Yogyakarta 43,56 29,40 41,35 24,43 35,90 

Jawa Timur 35,03 21,43 35,50 18,67 27,76 

Banten 48,13 29,82 45,61 15,33 39,01 

Bali 44,40 24,19 37,79 25,39 33,74 

Nusa Tenggara Barat 28,18 20,31 27,67 19,71 23,92 

Nusa Tenggara Timur 28,35 18,62 47,90 15,64 23,18 

Kalimantan Barat 42,96 27,32 53,26 23,38 35,09 

Kalimantan Tengah 51,23 33,86 57,94 32,30 43,29 

Kalimantan Selatan 46,94 27,15 47,84 26,08 36,73 

Kalimantan Timur 56,00 42,48 57,00 34,12 49,53 

Kalimantan Utara 45,67 40,18 47,42 37,41 43,14 

Sulawesi Utara 33,25 31,47 42,74 19,94 32,33 

Sulawesi Tengah 28,51 19,58 39,03 17,54 24,02 

Sulawesi Selatan 39,10 29,75 47,90 23,44 33,97 

Sulawesi Tenggara 32,02 20,02 35,03 21,17 25,76 

Gorontalo 24,82 19,74 31,33 14,38 22,15 

Sulawesi Barat 28,84 19,41 38,14 19,85 23,87 

Maluku 36,42 30,61 52,02 19,26 33,40 

Maluku Utara 29,38 17,07 51,62 12,36 23,19 

Papua Barat 43,97 25,27 41,12 32,70 35,33 

Papua Barat Daya 37,72 32,39 49,50 19,07 35,18 

Papua 44,54 31,78 49,98 20,86 38,32 

Papua Selatan 40,47 19,46 54,44 18,32 30,68 

Papua Tengah 22,26 18,67 46,58 10,70 20,83 

Papua Pegunungan 19,58 NA 68,691 8,111 15,06 

Indonesia 40,75 28,06 42,52 23,18 34,13 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 3.10  Sampling Error Persentase Lansia Menurut Provinsi dan 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 

 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 3,03 2,27 3,79 12,80 20,46 18,71 22,21 4,37 44,67 42,44 46,90 2,55

Sumatera Utara 3,36 2,71 4,01 9,91 19,91 18,37 21,46 3,96 35,73 33,64 37,83 2,99

Sumatera Barat 2,26 1,70 2,82 12,63 29,39 27,46 31,32 3,35 27,47 25,59 29,34 3,48

Riau 8,05 6,53 9,56 9,61 23,95 21,33 26,58 5,60 38,24 35,29 41,19 3,94

Jambi 10,32 8,65 11,99 8,24 30,56 28,04 33,07 4,20 32,32 29,58 35,05 4,31

Sumatera Selatan 5,81 4,59 7,02 10,68 29,68 27,54 31,82 3,68 40,54 38,17 42,91 2,98

Bengkulu 6,41 5,01 7,82 11,18 33,02 30,16 35,87 4,41 30,63 27,96 33,30 4,45

Lampung 5,83 4,66 6,99 10,17 41,11 38,73 43,48 2,95 32,05 29,75 34,35 3,66

Kep. Bangka Belitung 5,68 4,11 7,25 14,10 30,14 26,65 33,63 5,91 37,46 33,85 41,07 4,92

Kepulauan Riau 3,71 2,13 5,28 21,65 21,80 17,82 25,77 9,31 34,68 29,54 39,82 7,56

DKI Jakarta 1,83 0,96 2,69 24,24 7,28 5,43 9,12 12,94 24,37 21,26 27,48 6,51

Jawa Barat 6,33 5,42 7,24 7,34 24,10 22,66 25,53 3,04 43,59 41,97 45,20 1,89

Jawa Tengah 13,65 12,85 14,46 3,02 33,74 32,63 34,84 1,67 31,98 30,89 33,06 1,73

DI Yogyakarta 12,10 10,35 13,86 7,39 30,71 28,15 33,27 4,25 25,31 23,03 27,60 4,60

Jawa Timur 16,66 15,82 17,51 2,59 29,93 28,92 30,95 1,73 30,56 29,54 31,58 1,70

Banten 9,01 7,02 10,99 11,23 20,34 17,66 23,01 6,71 37,14 33,77 40,51 4,63

Bali 17,40 15,64 19,15 5,14 17,21 15,44 18,97 5,22 34,81 32,62 37,00 3,21

Nusa Tenggara Barat 31,54 28,47 34,60 4,96 32,44 29,45 35,44 4,71 18,68 16,44 20,93 6,13

Nusa Tenggara Timur 11,49 10,30 12,69 5,29 32,20 30,34 34,06 2,94 34,55 32,62 36,48 2,85

Kalimantan Barat 18,14 16,18 20,09 5,49 32,05 29,62 34,48 3,87 25,06 22,81 27,30 4,57

Kalimantan Tengah 3,86 2,58 5,14 16,87 19,13 16,72 21,54 6,42 42,08 39,07 45,10 3,66

Kalimantan Selatan 3,43 2,41 4,45 15,20 34,33 31,84 36,82 3,70 32,44 30,09 34,78 3,69

Kalimantan Timur 4,08 2,80 5,36 15,98 27,02 23,69 30,35 6,28 36,63 33,11 40,14 4,89

Kalimantan Utara 6,03 3,83 8,23 18,62 24,73 20,36 29,11 9,03 29,47 25,09 33,84 7,57

Sulawesi Utara 1,75 1,25 2,24 14,51 22,42 20,44 24,40 4,50 31,98 29,81 34,15 3,46

Sulawesi Tengah 7,89 6,29 9,49 10,33 14,87 12,89 16,84 6,78 41,53 38,73 44,32 3,43

Sulawesi Selatan 15,32 13,97 16,67 4,50 27,50 25,86 29,14 3,05 27,74 26,07 29,42 3,08

Sulawesi Tenggara 12,41 10,74 14,07 6,85 25,43 23,04 27,81 4,79 36,85 34,20 39,50 3,66

Gorontalo 5,56 3,89 7,24 15,37 44,61 40,45 48,78 4,76 31,17 27,32 35,02 6,30

Sulawesi Barat 13,68 10,67 16,68 11,21 24,97 21,25 28,70 7,61 34,59 30,77 38,41 5,64

Maluku 3,20 2,19 4,21 16,13 19,14 16,59 21,69 6,80 41,08 37,67 44,49 4,24

Maluku Utara 4,09 2,68 5,50 17,58 27,72 24,36 31,07 6,18 38,79 35,29 42,29 4,60

Papua Barat 9,17 6,12 12,23 17,00 25,73 19,71 31,75 11,93 29,75 24,40 35,10 9,17

Papua Barat Daya 8,99 6,70 11,27 12,97 17,14 12,77 21,51 13,01 30,37 25,07 35,66 8,89

Papua 16,77 13,75 19,78 9,16 9,50 7,19 11,81 12,40 28,16 24,37 31,94 6,86

Papua Selatan 26,03 20,47 31,58 10,89 19,95 14,67 25,22 13,50 27,25 20,72 33,79 12,23

Papua Tengah 37,92 32,89 42,96 6,77 7,50 4,66 10,33 19,32 27,36 21,85 32,88 10,28

Papua Pegunungan 69,57 62,56 76,59 5,15 5,57 2,03 9,11 32,41 8,99 5,99 11,99 17,04

Indonesia 10,66 10,35 10,96 1,46 27,28 26,85 27,71 0,81 34,13 33,65 34,60 0,71

Provinsi
Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Estimasi

Relative 

Standard 

Error

Relative 

Standard 

Error

Relative 

Standard 

Error

Tidak pernah sekolah Tidak tamat SD Tamat SD sederajat

Estimasi

Selang 

Kepercayaan

Selang 

Kepercayaan
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Lanjutan Tabel 3.10 

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

Aceh 15,93 14,30 17,56 5,23 9,16 7,91 10,40 6,96 6,75 5,58 7,92 8,84

Sumatera Utara 16,37 14,75 17,98 5,04 17,88 15,87 19,89 5,73 6,75 5,69 7,80 8,00

Sumatera Barat 16,37 14,81 17,94 4,88 15,64 14,05 17,22 5,17 8,87 7,60 10,15 7,34

Riau 14,67 12,71 16,63 6,82 10,27 8,45 12,10 9,08 4,81 3,48 6,15 14,19

Jambi 10,01 8,38 11,64 8,30 12,86 10,99 14,72 7,42 3,94 2,81 5,08 14,70

Sumatera Selatan 8,25 6,90 9,59 8,33 10,29 8,77 11,80 7,54 5,44 4,16 6,72 12,01

Bengkulu 9,24 7,53 10,95 9,44 13,90 11,89 15,90 7,36 6,80 5,09 8,50 12,79

Lampung 8,44 7,17 9,70 7,64 7,64 6,41 8,86 8,18 4,95 3,89 6,00 10,88

Kep. Bangka Belitung 11,59 9,17 14,00 10,65 11,59 9,28 13,89 10,14 3,55 2,20 4,90 19,42

Kepulauan Riau 12,21 8,01 16,42 17,56 20,95 15,94 25,97 12,22 6,65 3,74 9,56 22,34

DKI Jakarta 19,04 16,14 21,94 7,77 27,26 24,17 30,35 5,78 20,22 17,01 23,43 8,11

Jawa Barat 7,47 6,64 8,29 5,63 11,74 10,66 12,82 4,68 6,78 5,96 7,60 6,17

Jawa Tengah 7,74 7,17 8,30 3,72 8,05 7,47 8,63 3,68 4,85 4,38 5,31 4,89

DI Yogyakarta 11,02 9,48 12,56 7,13 12,31 10,64 13,98 6,92 8,54 6,92 10,16 9,67

Jawa Timur 8,60 8,03 9,17 3,37 7,86 7,25 8,46 3,94 6,38 5,84 6,93 4,35

Banten 10,79 8,97 12,60 8,59 14,40 12,16 16,64 7,94 8,33 6,70 9,96 9,99

Bali 7,74 6,58 8,89 7,61 12,63 10,96 14,29 6,73 10,23 8,67 11,79 7,80

Nusa Tenggara Barat 5,14 3,95 6,33 11,80 6,79 5,40 8,19 10,45 5,41 4,09 6,72 12,44

Nusa Tenggara Timur 6,82 5,80 7,83 7,60 9,48 8,23 10,74 6,74 5,45 4,49 6,42 9,05

Kalimantan Barat 11,45 9,88 13,01 6,96 8,72 7,24 10,20 8,66 4,60 3,53 5,66 11,79

Kalimantan Tengah 13,57 11,71 15,44 7,00 11,10 9,18 13,02 8,81 10,25 8,34 12,15 9,48

Kalimantan Selatan 9,12 7,74 10,50 7,73 11,17 9,61 12,72 7,10 9,51 8,02 11,01 8,03

Kalimantan Timur 14,31 11,89 16,72 8,61 13,82 11,38 16,27 9,04 4,14 2,87 5,42 15,73

Kalimantan Utara 20,74 16,00 25,48 11,67 15,93 12,10 19,77 12,28 3,10 1,40 4,80 28,01

Sulawesi Utara 16,18 14,42 17,93 5,53 21,11 19,07 23,14 4,92 6,57 5,38 7,76 9,25

Sulawesi Tengah 13,87 11,99 15,74 6,89 14,02 12,01 16,03 7,31 7,83 6,34 9,33 9,72

Sulawesi Selatan 9,23 8,16 10,30 5,92 11,49 10,21 12,76 5,65 8,72 7,54 9,90 6,88

Sulawesi Tenggara 9,13 7,53 10,73 8,97 8,37 6,89 9,86 9,05 7,82 6,36 9,27 9,52

Gorontalo 7,27 5,30 9,23 13,78 6,88 4,93 8,83 14,45 4,50 2,64 6,37 21,16

Sulawesi Barat 7,41 5,25 9,58 14,88 10,25 7,95 12,54 11,42 9,10 6,76 11,44 13,13

Maluku 15,99 13,39 18,58 8,28 16,47 13,60 19,35 8,90 4,11 2,33 5,89 22,06

Maluku Utara 12,26 9,93 14,58 9,69 12,91 10,40 15,43 9,93 4,23 2,79 5,68 17,38

Papua Barat 12,57 8,52 16,62 16,44 14,91 11,11 18,72 13,01 7,86 4,50 11,22 21,80

Papua Barat Daya 15,30 10,67 19,94 15,44 21,73 16,27 27,18 12,81 6,48 3,62 9,34 22,52

Papua 22,01 18,40 25,61 8,35 13,13 10,09 16,17 11,81 10,44 7,41 13,48 14,82

Papua Selatan 16,22 10,63 21,81 17,58 7,54 3,86 11,22 24,91 3,02 0,48 5,55 42,82

Papua Tengah 13,09 9,17 17,01 15,28 10,91 7,13 14,69 17,67 3,22 1,27 5,17 30,95

Papua Pegunungan 6,58 2,63 10,52 30,61 6,88 3,20 10,57 27,31 NA NA NA 53,37

Indonesia 9,86 9,58 10,14 1,43 11,20 10,88 11,52 1,46 6,87 6,61 7,13 1,94

Provinsi
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Tabel 3.11  Sampling Error Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Lanjut Usia 

(Tahun) Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2025 

 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 8,27 7,90 8,64 2,27 5,95 5,75 6,15 1,71

Sumatera Utara 8,36 8,08 8,65 1,74 6,12 5,91 6,34 1,79

Sumatera Barat 8,39 8,06 8,71 1,98 6,09 5,87 6,32 1,89

Riau 7,93 7,46 8,41 3,05 5,07 4,82 5,32 2,53

Jambi 7,85 7,37 8,33 3,13 4,59 4,33 4,86 2,93

Sumatera Selatan 8,17 7,71 8,63 2,90 4,66 4,47 4,85 2,05

Bengkulu 9,09 8,43 9,75 3,71 5,04 4,77 5,31 2,76

Lampung 6,93 6,54 7,33 2,90 4,58 4,35 4,81 2,57

Kep. Bangka Belitung 6,99 6,58 7,40 2,98 4,07 3,66 4,49 5,14

Kepulauan Riau 7,71 7,15 8,26 3,66 4,27 3,88 4,65 4,62

DKI Jakarta 10,01 9,65 10,37 1,85 – – – –

Jawa Barat 6,88 6,69 7,06 1,39 4,87 4,68 5,06 2,01

Jawa Tengah 5,92 5,77 6,06 1,26 4,21 4,08 4,34 1,58

DI Yogyakarta 7,06 6,69 7,44 2,70 4,06 3,72 4,40 4,27

Jawa Timur 6,51 6,36 6,67 1,22 3,80 3,68 3,92 1,65

Banten 7,31 6,93 7,68 2,60 4,46 4,03 4,88 4,91

Bali 7,08 6,73 7,42 2,48 4,96 4,59 5,33 3,79

Nusa Tenggara Barat 4,89 4,43 5,35 4,76 2,94 2,57 3,31 6,37

Nusa Tenggara Timur 8,06 7,53 8,59 3,34 4,63 4,46 4,80 1,85

Kalimantan Barat 6,45 5,99 6,91 3,62 3,97 3,72 4,22 3,20

Kalimantan Tengah 8,72 8,22 9,23 2,94 6,12 5,84 6,40 2,31

Kalimantan Selatan 8,19 7,78 8,59 2,51 4,86 4,61 5,12 2,64

Kalimantan Timur 7,14 6,78 7,51 2,60 5,06 4,63 5,50 4,39

Kalimantan Utara 7,35 6,72 7,98 4,38 5,63 5,06 6,20 5,15

Sulawesi Utara 8,73 8,43 9,04 1,78 6,43 6,21 6,65 1,73

Sulawesi Tengah 9,29 8,72 9,86 3,10 6,15 5,89 6,40 2,13

Sulawesi Selatan 7,85 7,46 8,24 2,52 4,50 4,31 4,68 2,10

Sulawesi Tenggara 7,94 7,40 8,48 3,47 4,85 4,59 5,10 2,71

Gorontalo 6,54 5,93 7,14 4,73 4,27 3,90 4,63 4,36

Sulawesi Barat 8,01 7,00 9,03 6,46 5,52 5,07 5,97 4,15

Maluku 8,70 8,12 9,28 3,40 5,81 5,55 6,07 2,29

Maluku Utara 9,11 8,52 9,70 3,30 5,45 5,17 5,74 2,69

Papua Barat 9,30 8,50 10,11 4,41 6,44 5,81 7,07 4,99

Papua Barat Daya 9,05 8,23 9,87 4,61 5,31 4,78 5,84 5,10

Papua 8,88 8,24 9,52 3,69 5,25 4,80 5,71 4,43

Papua Selatan 8,34 7,16 9,52 7,21 3,91 3,41 4,41 6,54

Papua Tengah 8,69 7,67 9,71 5,97 3,25 2,76 3,73 7,62

Papua Pegunungan 8,00 4,04 11,95 25,22 1,83 1,28 2,38 15,37

Indonesia 7,14 7,07 7,22 0,51 4,58 4,53 4,62 0,54

Provinsi

Perkotaan Perdesaan

Estimasi
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Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 

Lanjutan Tabel 3.11 

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Aceh 7,36 7,12 7,60 1,65 6,16 5,93 6,39 1,92 6,73 6,54 6,91 1,41

Sumatera Utara 8,12 7,89 8,35 1,46 6,74 6,53 6,96 1,63 7,38 7,19 7,57 1,32

Sumatera Barat 7,67 7,40 7,94 1,77 6,84 6,60 7,08 1,78 7,23 7,03 7,43 1,42

Riau 6,74 6,44 7,03 2,24 5,60 5,29 5,91 2,80 6,17 5,92 6,42 2,09

Jambi 6,56 6,28 6,84 2,20 4,82 4,52 5,12 3,18 5,68 5,44 5,93 2,24

Sumatera Selatan 6,66 6,40 6,91 1,96 5,30 5,04 5,57 2,54 5,96 5,73 6,19 1,96

Bengkulu 7,18 6,83 7,54 2,50 5,24 4,91 5,57 3,22 6,22 5,93 6,51 2,38

Lampung 6,03 5,78 6,27 2,10 4,66 4,42 4,90 2,65 5,34 5,13 5,55 1,99

Kep. Bangka Belitung 6,50 6,11 6,88 3,02 5,17 4,81 5,52 3,52 5,85 5,54 6,16 2,71

Kepulauan Riau 8,17 7,60 8,74 3,56 6,22 5,63 6,80 4,79 7,22 6,74 7,70 3,40

DKI Jakarta 10,70 10,28 11,12 2,02 9,37 8,96 9,78 2,25 10,01 9,65 10,37 1,85

Jawa Barat 7,08 6,90 7,26 1,31 5,73 5,56 5,90 1,52 6,39 6,24 6,54 1,21

Jawa Tengah 5,97 5,85 6,10 1,07 4,31 4,20 4,43 1,33 5,09 4,99 5,19 0,99

DI Yogyakarta 7,11 6,76 7,46 2,51 5,24 4,92 5,56 3,15 6,10 5,82 6,38 2,34

Jawa Timur 6,12 5,99 6,26 1,09 4,52 4,40 4,64 1,33 5,27 5,16 5,37 1,01

Banten 7,64 7,28 8,00 2,41 5,72 5,37 6,08 3,14 6,68 6,37 6,99 2,37

Bali 7,63 7,29 7,97 2,26 5,27 4,97 5,56 2,87 6,38 6,12 6,65 2,11

Nusa Tenggara Barat 5,22 4,82 5,63 3,98 2,91 2,61 3,21 5,25 3,97 3,67 4,27 3,85

Nusa Tenggara Timur 6,26 6,01 6,51 2,06 4,71 4,51 4,91 2,19 5,43 5,25 5,62 1,76

Kalimantan Barat 5,92 5,62 6,21 2,53 3,98 3,69 4,28 3,77 4,94 4,70 5,18 2,48

Kalimantan Tengah 7,87 7,55 8,19 2,09 6,48 6,11 6,85 2,89 7,24 6,96 7,51 1,95

Kalimantan Selatan 7,35 7,05 7,66 2,13 5,68 5,38 5,98 2,66 6,49 6,24 6,73 1,93

Kalimantan Timur 7,39 7,04 7,74 2,43 5,45 5,10 5,80 3,31 6,46 6,17 6,75 2,28

Kalimantan Utara 7,29 6,79 7,78 3,49 5,83 5,26 6,41 5,03 6,61 6,17 7,06 3,44

Sulawesi Utara 7,92 7,68 8,16 1,55 7,46 7,21 7,70 1,68 7,68 7,48 7,88 1,33

Sulawesi Tengah 7,77 7,45 8,09 2,10 6,43 6,11 6,75 2,54 7,09 6,84 7,35 1,82

Sulawesi Selatan 6,79 6,51 7,06 2,07 5,25 5,03 5,47 2,14 5,94 5,74 6,15 1,78

Sulawesi Tenggara 7,18 6,85 7,52 2,38 4,67 4,38 4,96 3,16 5,87 5,61 6,13 2,23

Gorontalo 4,98 4,54 5,42 4,54 5,61 5,18 6,03 3,84 5,31 4,96 5,65 3,33

Sulawesi Barat 6,63 6,11 7,15 4,00 5,56 5,05 6,07 4,68 6,07 5,65 6,49 3,54

Maluku 7,30 6,95 7,65 2,46 6,83 6,45 7,21 2,85 7,06 6,74 7,37 2,27

Maluku Utara 7,04 6,69 7,38 2,50 5,89 5,54 6,25 3,08 6,46 6,18 6,74 2,23

Papua Barat 8,13 7,46 8,80 4,20 6,41 5,85 6,97 4,46 7,34 6,82 7,85 3,58

Papua Barat Daya 8,05 7,31 8,78 4,64 6,46 5,79 7,13 5,30 7,29 6,73 7,84 3,87

Papua 8,34 7,82 8,85 3,15 6,48 5,96 7,00 4,09 7,43 6,99 7,87 3,03

Papua Selatan 6,47 5,74 7,20 5,76 4,23 3,55 4,91 8,23 5,43 4,88 5,98 5,17

Papua Tengah 5,00 4,42 5,58 5,91 4,45 3,87 5,04 6,71 4,78 4,29 5,27 5,20

Papua Pegunungan 3,13 2,40 3,86 11,95 1,42 0,62 2,22 28,75 2,53 1,87 3,20 13,45

Indonesia 6,84 6,78 6,89 0,43 5,29 5,24 5,34 0,51 6,03 5,98 6,08 0,40

Provinsi

Laki-Laki Perempuan Total

Estimasi

Selang 
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Tabel 3.12 Sampling Error Persentase Lansia yang Menggunakan Telepon 

Seluler (HP) menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 

2025 

 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 65,78 61,99 69,56 2,94 51,72 48,90 54,54 2,78

Sumatera Utara 74,83 71,89 77,77 2,00 71,82 69,39 74,26 1,73

Sumatera Barat 77,00 74,02 79,98 1,97 69,77 67,10 72,43 1,95

Riau 80,68 76,71 84,64 2,51 65,25 61,63 68,87 2,83

Jambi 64,98 59,93 70,04 3,97 54,00 50,43 57,56 3,37

Sumatera Selatan 66,66 62,60 70,71 3,10 53,77 50,83 56,70 2,78

Bengkulu 70,03 64,15 75,91 4,28 48,04 44,47 51,62 3,79

Lampung 63,63 59,70 67,56 3,15 55,69 52,58 58,80 2,85

Kep. Bangka Belitung 70,06 65,46 74,66 3,35 50,59 44,27 56,91 6,37

Kepulauan Riau 80,83 76,24 85,42 2,90 63,04 57,01 69,07 4,88

DKI Jakarta 79,07 76,17 81,96 1,87 – – – –

Jawa Barat 51,75 49,80 53,70 1,92 44,26 40,99 47,53 3,77

Jawa Tengah 44,26 42,77 45,75 1,72 35,18 33,37 36,98 2,62

DI Yogyakarta 48,65 45,19 52,11 3,63 42,31 37,16 47,45 6,20

Jawa Timur 48,25 46,72 49,78 1,62 35,55 33,93 37,18 2,33

Banten 50,91 46,97 54,85 3,95 25,93 20,81 31,05 10,07

Bali 51,58 48,48 54,67 3,06 38,74 34,97 42,51 4,97

Nusa Tenggara Barat 61,56 57,38 65,74 3,46 55,70 50,34 61,07 4,92

Nusa Tenggara Timur 71,93 67,14 76,72 3,40 57,14 54,95 59,33 1,96

Kalimantan Barat 68,10 63,98 72,23 3,09 37,78 34,60 40,96 4,30

Kalimantan Tengah 73,46 68,91 78,02 3,16 55,56 51,40 59,72 3,82

Kalimantan Selatan 65,05 61,34 68,76 2,91 50,80 47,13 54,47 3,69

Kalimantan Timur 77,09 73,20 80,99 2,58 72,00 66,77 77,22 3,70

Kalimantan Utara 76,29 70,03 82,55 4,19 72,82 65,85 79,80 4,89

Sulawesi Utara 68,52 65,20 71,83 2,47 50,97 47,57 54,38 3,41

Sulawesi Tengah 63,04 57,23 68,84 4,70 48,24 44,85 51,63 3,58

Sulawesi Selatan 70,46 67,32 73,60 2,27 58,33 56,13 60,52 1,92

Sulawesi Tenggara 76,82 71,90 81,74 3,27 67,40 64,34 70,47 2,32

Gorontalo 62,03 55,30 68,77 5,54 57,91 52,68 63,15 4,61

Sulawesi Barat 61,23 52,98 69,48 6,87 59,60 54,45 64,75 4,41

Maluku 81,43 76,26 86,59 3,24 60,90 57,18 64,61 3,11

Maluku Utara 80,07 75,01 85,14 3,23 45,01 40,64 49,38 4,96

Papua Barat 74,25 66,68 81,83 5,20 51,06 42,74 59,38 8,32

Papua Barat Daya 74,48 64,17 84,78 7,06 55,03 49,04 61,02 5,55

Papua 69,42 63,56 75,28 4,31 52,63 47,12 58,14 5,34

Papua Selatan 67,73 54,10 81,36 10,27 34,18 26,23 42,14 11,88

Papua Tengah 90,13 82,97 97,28 4,05 23,88 18,52 29,23 11,44

Papua Pegunungan 68,69 33,61 100,00 26,06 14,91 9,69 20,13 17,86

Indonesia 56,76 56,05 57,47 0,64 46,31 45,63 47,00 0,75

Provinsi

Perkotaan Perdesaan

Estimasi

Selang 
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Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 

Lanjutan Tabel 3.12 

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Aceh 66,75 63,84 69,66 2,22 47,23 44,41 50,05 3,05 56,43 54,15 58,70 2,06

Sumatera Utara 80,07 77,78 82,35 1,46 67,82 65,28 70,36 1,91 73,52 71,55 75,49 1,37

Sumatera Barat 77,38 74,90 79,86 1,64 69,82 67,33 72,31 1,82 73,35 71,34 75,35 1,39

Riau 81,66 78,78 84,53 1,80 60,74 57,04 64,44 3,11 71,17 68,44 73,90 1,96

Jambi 69,16 65,82 72,50 2,46 46,32 42,73 49,92 3,96 57,68 54,78 60,59 2,57

Sumatera Selatan 67,58 64,79 70,37 2,11 49,99 46,99 52,98 3,06 58,56 56,14 60,97 2,10

Bengkulu 64,27 60,61 67,92 2,90 44,52 40,77 48,27 4,30 54,44 51,34 57,53 2,90

Lampung 65,98 63,11 68,85 2,22 50,53 47,47 53,59 3,09 58,26 55,79 60,72 2,16

Kep. Bangka Belitung 67,85 63,33 72,36 3,39 56,74 51,96 61,51 4,29 62,43 58,64 66,22 3,10

Kepulauan Riau 83,00 78,36 87,64 2,85 73,37 67,33 79,42 4,21 78,29 74,26 82,32 2,63

DKI Jakarta 82,99 79,58 86,40 2,10 75,42 71,58 79,27 2,60 79,07 76,17 81,96 1,87

Jawa Barat 57,63 55,61 59,64 1,78 42,62 40,60 44,63 2,41 49,94 48,26 51,61 1,71

Jawa Tengah 46,13 44,66 47,61 1,63 34,33 33,00 35,65 1,97 39,88 38,71 41,04 1,49

DI Yogyakarta 53,08 49,41 56,74 3,52 41,12 37,86 44,39 4,05 46,61 43,75 49,48 3,14

Jawa Timur 51,35 49,91 52,79 1,43 34,63 33,35 35,91 1,89 42,41 41,29 43,53 1,35

Banten 54,55 50,67 58,44 3,64 36,31 32,40 40,21 5,49 45,46 42,14 48,78 3,73

Bali 59,63 56,60 62,66 2,59 36,41 33,57 39,25 3,98 47,38 44,96 49,80 2,60

Nusa Tenggara Barat 66,66 62,70 70,63 3,03 52,13 48,22 56,05 3,83 58,80 55,43 62,17 2,92

Nusa Tenggara Timur 67,50 65,11 69,90 1,81 54,52 52,00 57,04 2,36 60,60 58,56 62,63 1,72

Kalimantan Barat 59,67 56,54 62,79 2,67 39,80 36,66 42,94 4,03 49,66 47,06 52,25 2,67

Kalimantan Tengah 71,59 68,16 75,02 2,44 53,32 49,09 57,54 4,04 63,24 60,12 66,35 2,51

Kalimantan Selatan 69,62 66,47 72,77 2,31 46,67 43,37 49,98 3,61 57,77 55,14 60,40 2,32

Kalimantan Timur 84,04 80,80 87,27 1,96 66,04 61,47 70,62 3,53 75,43 72,31 78,55 2,11

Kalimantan Utara 77,01 71,39 82,63 3,72 72,24 65,96 78,52 4,44 74,80 70,14 79,47 3,18

Sulawesi Utara 63,00 60,08 65,91 2,36 58,17 55,24 61,10 2,57 60,51 58,07 62,94 2,05

Sulawesi Tengah 59,74 56,24 63,24 2,99 45,74 42,01 49,46 4,15 52,70 49,76 55,64 2,85

Sulawesi Selatan 68,03 65,72 70,34 1,73 59,87 57,63 62,10 1,91 63,55 61,70 65,40 1,49

Sulawesi Tenggara 76,17 73,07 79,28 2,08 65,34 62,01 68,66 2,60 70,52 67,89 73,15 1,90

Gorontalo 63,51 58,34 68,69 4,16 56,46 51,28 61,64 4,68 59,80 55,61 63,99 3,57

Sulawesi Barat 69,19 64,08 74,29 3,76 51,68 46,15 57,22 5,47 59,96 55,55 64,36 3,75

Maluku 72,33 68,79 75,87 2,50 67,38 63,55 71,22 2,91 69,76 66,64 72,88 2,28

Maluku Utara 62,31 58,01 66,61 3,52 47,14 42,65 51,63 4,86 54,68 51,04 58,33 3,40

Papua Barat 65,60 58,47 72,73 5,54 49,79 41,65 57,93 8,34 58,30 52,03 64,56 5,48

Papua Barat Daya 73,04 66,45 79,64 4,60 56,86 48,44 65,28 7,56 65,32 59,05 71,59 4,89

Papua 71,87 67,38 76,35 3,18 53,06 47,55 58,57 5,30 62,70 58,50 66,89 3,41

Papua Selatan 54,48 46,20 62,76 7,76 35,56 26,51 44,62 12,99 45,67 38,59 52,74 7,91

Papua Tengah 44,51 39,47 49,55 5,78 39,67 32,43 46,92 9,32 42,58 37,39 47,78 6,22

Papua Pegunungan 27,63 20,55 34,72 13,08 8,78 1,24 16,31 43,80 21,07 14,75 27,40 15,32

Indonesia 59,91 59,30 60,52 0,52 45,17 44,57 45,76 0,67 52,23 51,72 52,73 0,49

Provinsi

Laki-Laki Perempuan Total

Estimasi Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi
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Kepercayaan
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Standard 

Error
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Pendidikan 

Tabel 3.13  Sampling Error Persentase Lansia yang Mengakses Internet 

menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Desa, 2025 

 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 37,78 33,72 41,85 5,49 15,92 13,92 17,91 6,40

Sumatera Utara 48,99 45,59 52,39 3,54 37,98 35,37 40,58 3,50

Sumatera Barat 49,42 45,89 52,95 3,64 30,06 27,44 32,69 4,45

Riau 54,94 49,54 60,34 5,01 30,29 26,80 33,78 5,88

Jambi 43,83 38,69 48,98 5,99 23,46 20,42 26,49 6,61

Sumatera Selatan 47,54 42,82 52,26 5,06 23,29 20,81 25,77 5,43

Bengkulu 51,21 44,82 57,60 6,37 23,22 20,27 26,17 6,49

Lampung 44,79 40,78 48,80 4,57 31,17 28,27 34,08 4,76

Kep. Bangka Belitung 42,62 37,53 47,71 6,09 21,62 16,44 26,81 12,23

Kepulauan Riau 67,16 61,81 72,52 4,07 32,72 26,37 39,06 9,90

DKI Jakarta 72,73 69,55 75,91 2,23 – – – –

Jawa Barat 40,42 38,54 42,30 2,37 25,91 23,09 28,73 5,56

Jawa Tengah 33,17 31,79 34,56 2,13 22,69 21,12 24,26 3,53

DI Yogyakarta 41,35 38,01 44,69 4,12 24,43 20,05 28,81 9,15

Jawa Timur 35,50 34,02 36,98 2,13 18,67 17,37 19,98 3,58

Banten 45,61 41,69 49,53 4,38 15,33 11,10 19,55 14,08

Bali 37,79 34,81 40,78 4,03 25,39 21,87 28,91 7,07

Nusa Tenggara Barat 27,67 24,14 31,19 6,50 19,71 15,49 23,94 10,93

Nusa Tenggara Timur 47,90 42,32 53,47 5,94 15,64 14,04 17,23 5,20

Kalimantan Barat 53,26 48,69 57,84 4,38 23,38 20,57 26,19 6,13

Kalimantan Tengah 57,94 52,76 63,13 4,57 32,30 28,70 35,89 5,68

Kalimantan Selatan 47,84 43,87 51,82 4,24 26,08 22,80 29,35 6,40

Kalimantan Timur 57,00 52,32 61,68 4,19 34,12 28,07 40,16 9,04

Kalimantan Utara 47,42 39,62 55,23 8,40 37,41 29,79 45,03 10,39

Sulawesi Utara 42,74 39,06 46,41 4,39 19,94 17,42 22,47 6,46

Sulawesi Tengah 39,03 33,23 44,83 7,59 17,54 14,98 20,10 7,45

Sulawesi Selatan 47,90 44,49 51,31 3,63 23,44 21,62 25,26 3,97

Sulawesi Tenggara 35,03 29,79 40,26 7,62 21,17 18,61 23,74 6,18

Gorontalo 31,33 24,97 37,69 10,35 14,38 10,88 17,88 12,41

Sulawesi Barat 38,14 29,56 46,72 11,48 19,85 15,87 23,84 10,23

Maluku 52,02 45,06 58,99 6,83 19,26 16,02 22,49 8,57

Maluku Utara 51,62 44,45 58,79 7,08 12,36 9,81 14,92 10,53

Papua Barat 41,12 31,51 50,72 11,92 32,70 24,57 40,84 12,69

Papua Barat Daya 49,50 38,21 60,79 11,64 19,07 13,80 24,35 14,10

Papua 49,98 43,22 56,74 6,90 20,86 16,53 25,19 10,60

Papua Selatan 54,44 39,40 69,48 14,10 18,32 11,00 25,64 20,38

Papua Tengah 46,58 34,05 59,10 13,72 10,70 6,51 14,89 19,96

Papua Pegunungan 68,69 33,61 100,00 26,06 8,11 4,11 12,11 25,15

Indonesia 42,52 41,82 43,23 0,85 23,18 22,60 23,76 1,28

Provinsi

Perkotaan Perdesaan

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 
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Lanjutan Tabel 3.13 

 

Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Aceh 29,43 26,77 32,09 4,61 17,72 15,58 19,86 6,17 23,24 21,28 25,20 4,30

Sumatera Utara 50,50 47,72 53,28 2,81 38,69 36,10 41,28 3,41 44,18 41,94 46,43 2,59

Sumatera Barat 44,70 41,82 47,59 3,29 35,21 32,66 37,76 3,69 39,64 37,40 41,87 2,87

Riau 48,72 45,02 52,42 3,87 30,84 27,34 34,33 5,79 39,75 36,70 42,81 3,92

Jambi 38,48 35,05 41,91 4,55 22,19 19,15 25,23 6,99 30,29 27,61 32,96 4,51

Sumatera Selatan 38,36 35,40 41,32 3,94 26,55 23,75 29,34 5,38 32,30 29,85 34,75 3,87

Bengkulu 38,13 34,43 41,82 4,94 24,53 21,28 27,78 6,75 31,36 28,46 34,25 4,71

Lampung 41,25 38,32 44,17 3,62 29,90 27,16 32,64 4,67 35,57 33,20 37,95 3,41

Kep. Bangka Belitung 38,96 34,32 43,60 6,07 29,59 25,08 34,10 7,78 34,39 30,62 38,17 5,60

Kepulauan Riau 69,55 63,83 75,27 4,20 54,62 47,84 61,40 6,33 62,25 57,47 67,02 3,91

DKI Jakarta 77,55 73,82 81,28 2,46 68,25 64,04 72,45 3,14 72,73 69,55 75,91 2,23

Jawa Barat 43,25 41,25 45,25 2,36 30,88 29,05 32,72 3,03 36,91 35,33 38,50 2,19

Jawa Tengah 34,10 32,72 35,48 2,07 22,80 21,65 23,96 2,58 28,12 27,07 29,16 1,89

DI Yogyakarta 43,56 39,96 47,16 4,22 29,40 26,45 32,35 5,12 35,90 33,24 38,57 3,79

Jawa Timur 35,03 33,68 36,39 1,97 21,43 20,32 22,53 2,62 27,76 26,74 28,78 1,87

Banten 48,13 44,27 52,00 4,10 29,82 26,07 33,57 6,42 39,01 35,74 42,28 4,27

Bali 44,40 41,29 47,51 3,58 24,19 21,60 26,78 5,46 33,74 31,43 36,05 3,49

Nusa Tenggara Barat 28,18 24,72 31,64 6,26 20,31 17,29 23,33 7,58 23,92 21,19 26,65 5,83

Nusa Tenggara Timur 28,35 25,94 30,76 4,34 18,62 16,57 20,67 5,62 23,18 21,32 25,03 4,08

Kalimantan Barat 42,96 39,73 46,19 3,83 27,32 24,32 30,32 5,60 35,09 32,54 37,63 3,70

Kalimantan Tengah 51,23 47,56 54,91 3,66 33,86 29,91 37,81 5,95 43,29 40,16 46,43 3,70

Kalimantan Selatan 46,94 43,54 50,34 3,69 27,15 24,24 30,07 5,47 36,73 34,12 39,33 3,62

Kalimantan Timur 56,00 51,63 60,37 3,98 42,48 37,76 47,20 5,67 49,53 45,76 53,30 3,88

Kalimantan Utara 45,67 39,16 52,19 7,28 40,18 33,27 47,09 8,77 43,14 37,59 48,68 6,56

Sulawesi Utara 33,25 30,27 36,23 4,57 31,47 28,68 34,26 4,53 32,33 29,93 34,73 3,79

Sulawesi Tengah 28,51 25,26 31,76 5,82 19,58 16,68 22,48 7,56 24,02 21,52 26,51 5,30

Sulawesi Selatan 39,10 36,68 41,52 3,16 29,75 27,63 31,87 3,64 33,97 32,12 35,83 2,79

Sulawesi Tenggara 32,02 28,73 35,30 5,23 20,02 17,19 22,85 7,21 25,76 23,31 28,21 4,85

Gorontalo 24,82 20,33 29,31 9,22 19,74 15,73 23,76 10,37 22,15 18,62 25,67 8,12

Sulawesi Barat 28,84 23,96 33,71 8,62 19,41 15,10 23,72 11,32 23,87 20,16 27,57 7,92

Maluku 36,42 32,09 40,74 6,06 30,61 25,74 35,48 8,11 33,40 29,61 37,20 5,80

Maluku Utara 29,38 25,48 33,27 6,77 17,07 13,72 20,42 10,01 23,19 20,24 26,14 6,50

Papua Barat 43,97 36,54 51,41 8,62 25,27 17,90 32,64 14,88 35,33 29,01 41,65 9,13

Papua Barat Daya 37,72 29,84 45,61 10,66 32,39 24,64 40,13 12,20 35,18 28,49 41,86 9,69

Papua 44,54 39,15 49,94 6,18 31,78 26,41 37,15 8,62 38,32 33,73 42,91 6,11

Papua Selatan 40,47 32,16 48,78 10,48 19,46 10,95 27,98 22,32 30,68 23,51 37,85 11,92

Papua Tengah 22,26 16,84 27,68 12,42 18,67 12,40 24,95 17,15 20,83 16,00 25,67 11,84

Papua Pegunungan 19,58 13,50 25,66 15,85 NA NA NA 55,76 15,06 9,44 20,67 19,03

Indonesia 40,75 40,14 41,36 0,76 28,06 27,51 28,60 0,99 34,13 33,65 34,61 0,72

Provinsi

Laki-Laki Perempuan Total

Estimasi Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 
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Kesehatan 

 

 

Active Ageing adalah konsep yang dikembangkan oleh Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) untuk membantu individu dan kelompok lansia 

memperpanjang usia harapan hidup mereka dalam keadaan sehat dan 

berkualitas. Konsep ini bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup 

dalam keadaan sehat dan berkualitas. Active Ageing juga mencakup upaya 

untuk membentuk lansia yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif, dengan 

tujuan memperpanjang usia harapan hidup dalam keadaan sehat dan 

berkualitas.  

Konsep ini memungkinkan individu dan kelompok lansia untuk 

menyadari potensi fisik, sosial, mental, dan kesejahteraan mereka sepanjang 

hidup, serta untuk berpartisipasi di masyarakat sesuai dengan kebutuhan, 

keinginan, dan kapasitas mereka. Dengan konsep “Active Ageing”, penduduk 

yang berusia lanjut masih dapat terus berpartisipasi dalam urusan sosial, 

ekonomi, budaya, spiritual dan kewarganegaraan, bukan hanya kemampuan 

untuk beraktivitas fisik atau berpartisipasi dalam angkatan kerja (WHO 2002). 

Kesehatan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Active Ageing. Pada 

bab ini akan dibahas berbagai aspek terkait kesehatan lansia, meliputi kondisi 

fisik mereka, upaya pengobatan yang dilakukan, pemanfaatan layanan jaminan 

kesehatan, serta kebiasaan merokok yang masih dijalani. 

4.1 Kondisi Kesehatan 

Indikator kesehatan yang dihasilkan Susenas dalam menggambarkan 

kesehatan lansia secara umum di Indonesia adalah persentase lansia yang 

mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan (morbiditas) lansia. 

Persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan, yakni keadaan seorang 

lansia yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena 

gangguan/penyakit yang sering dialami seperti panas, batuk, pilek, diare, sakit 
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kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit karena kecelakaan, kriminalitas 

atau keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dicatat adalah keluhan fisik 

maupun psikis yang dialami lansia selama kurun waktu sebulan terakhir. 

Adapun angka kesakitan lansia, yaitu kondisi ketika seseorang lansia 

mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktivitas atau 

kegiatan sehari-hari. Keluhan kesehatan dan angka kesakitan dari Susenas 

diukur dengan pendekatan pengakuan dari responden. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 4.1 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka 

Kesakitan Lansia, 2018−2025 

Hasil Susenas Maret 2025 pada Gambar 4.1 memperlihatkan secara 

konsisten, persentase lansia yang memiliki keluhan kesehatan dan angka 

kesakitan mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2023, sebagai 

gambaran kondisi kesehatan lansia yang semakin membaik. Namun sebaliknya, 

sejak tahun 2024, persentase lansia yang memiliki keluhan kesehatan dan 

angka kesakitan justru menunjukkan kondisi yang meningkat, sebagai indikasi 

kondisi kesehatan lansia yang semakin tidak baik. Pada tahun 2025, setidaknya 

44 dari 100 orang lansia memiliki keluhan kesehatan. Capaian ini mengalami 

peningkatan sebesar 1,21 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan 
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angka kesakitan lansia sebesar 21,21 yang menggambarkan ada sekitar 21 

orang dari 100 orang lansia yang terganggu aktivitas sehari-harinya karena 

memiliki keluhan kesehatan. Dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini 

mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.  

4.2 Tindakan Pengobatan 

Setiap bentuk keluhan kesehatan yang dialami lansia, baik yang 

mengganggu aktivitas harian maupun yang tidak, seharusnya segera ditangani 

agar tidak berkepanjangan dan memungkinkan lansia untuk kembali 

beraktivitas secara normal. Dalam merespons keluhan tersebut, lansia memiliki 

beberapa opsi pengobatan, seperti melakukan perawatan secara mandiri atau 

mendatangi fasilitas layanan kesehatan untuk rawat jalan. Meski demikian, 

masih terdapat lansia yang memilih untuk tidak melakukan pengobatan sama 

sekali meskipun mengalami keluhan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor 

seperti keterbatasan akses, minimnya pengetahuan kesehatan, atau anggapan 

bahwa keluhan tersebut tidak serius. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 4.2 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut 

Tindakan Pengobatan dan Distribusi Pengeluaran, 2025 

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, 

sebagian besar lansia yang mengalami gangguan kesehatan telah melakukan 

upaya pengobatan, baik secara mandiri maupun melalui layanan rawat jalan. 

Sekitar 77,14 persen lansia mengobati penyakitnya dengan berobat sendiri, 

baik dengan mengombinasikannya dengan berobat jalan (27,39 persen) atau 
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hanya mengobati penyakit nya sendiri (49,75 persen), salah satunya misalnya 

dengan mengonsumsi obat dari warung atau toko obat tanpa resep dokter atau 

tenaga kesehatan.  

Kondisi tersebut sama jika dilihat pada kelompok lansia berdasarkan 

pengeluaran. Namun disisi lainnya terlihat bahwa kondisi ekonomi yang kuat 

menyebabkan lansia lebih memilih untuk rawat inap. Terlihat bahwa persentase 

lansia dengan tingkat pengeluaran 20 persen teratas lebih tinggi (25,19 persen) 

dibanding dengan lansia pada kelompok pengeluaran lainnya. Selain itu, 

terdapat sekitar 3,30 persen lansia yang tidak melakukan pengobatan sama 

sekali. Meskipun angkanya tidak terlalu mencolok, proporsi ini cenderung 

meningkat pada kelompok dengan pengeluaran lebih rendah.  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 4.3 Persentase Lansia yang Tidak Rawat Jalan Ketika Mengalami 

Keluhan Kesehatan Menurut Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 

2025 

Kondisi tubuh lansia rentan terhadap penyakit, dan kondisi penyakit yang 

dialami lansia berpeluang penyakit berat yang mengharuskan lansia untuk 

dirawat oleh tenaga kesehatan (rawat jalan). Namun demikian persentase lansia 

yang rawat jalan tidak terlalu tinggi (46,96 persen), baik yang dikombinasikan 
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dengan berobat sendiri (27,39 persen) maupun hanya berobat jalan saja (19,57 

persen). Ada lebih dari 50 persen lansia yang tidak rawat jalan. Dari mereka 

yang tidak menjalani rawat jalan, sekitar 1,36 persen menyatakan alasan 

utamanya adalah keterbatasan biaya, baik biaya transportasi maupun biaya 

untuk berobat. Namun, alasan paling umum lansia tidak melakukan rawat jalan 

adalah karena mengobati sendiri 65,90 persen. Sebanyak 30,60 persen lansia 

yang tidak melakukan pengobatan menyatakan bahwa keluhan kesehatannya 

dianggap ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya tanpa perlu penanganan 

medis. 

Dalam pembahasan lebih lanjut mengenai lansia yang menjalani rawat 

jalan, Susenas turut mencatat jenis fasilitas kesehatan yang mereka datangi. 

Mayoritas lansia memilih berobat ke layanan kesehatan modern, dengan dua 

tempat yang paling sering dikunjungi adalah praktik dokter/bidan/perawat 

serta puskesmas atau pustu. Sebanyak 35,66 persen lansia mendatangi praktik 

dokter/bidan/perawat, sementara 28,51 persen lainnya memilih berobat ke 

puskesmas/puskesmas pembantu (pustu)/puskesmas keliling (pusling). 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 4.4 Persentase Lansia yang Rawat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan, 

2025 
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Di antara lansia yang menjalani rawat jalan, sekitar 14,80 persen memilih 

berobat ke rumah sakit pemerintah. Sementara itu, 13,53 persen mendatangi 

rumah sakit swasta, dan sekitar 10,39 persen lainnya mengunjungi klinik ketika 

rawat jalan. Sebagian kecil lansia, yakni 3,21 persen, memanfaatkan layanan dari 

UKBM seperti poskesdes, polindes, posyandu, dan balai pengobatan. Adapun 

1,67 persen lansia memilih berobat ke tempat pengobatan tradisional. Sisanya 

sekitar 1,41 persen lainnya berobat jalan ke fasilitas kesehatan lainnya. 

Selain menjalani rawat jalan, sebagian lansia yang mengalami gangguan 

kesehatan juga menghadapi kondisi yang memerlukan perawatan inap. 

Informasi mengenai lansia yang pernah dirawat inap juga tercantum dalam 

Susenas, namun dengan rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan data 

keluhan kesehatan, yaitu mencakup satu tahun terakhir. Artinya, pengalaman 

rawat inap yang tercatat tidak secara langsung berkaitan dengan keluhan 

kesehatan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 4.5 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun 

Terakhir, 2025 

Dalam Susenas, rawat inap diartikan sebagai proses pengobatan yang 

mengharuskan pasien menginap minimal satu malam di fasilitas pelayanan 

kesehatan, baik yang bersifat modern maupun tradisional, termasuk perawatan 

untuk melahirkan. Pada tahun 2025, dari 100 lansia, sekitar 7 hingga 8 
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diantaranya tercatat pernah menjalani perawatan inap selama satu tahun 

terakhir (Gambar 4.5). Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, lansia 

dari kelompok 20 persen dengan pengeluaran tertinggi memiliki proporsi rawat 

inap yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Sejalan dengan itu, 

persentase lansia di perkotaan juga lebih tinggi yang menjalani perawatan inap 

dibandingkan lansia yang tinggal di perdesaan. Hal tersebut sangat 

dimungkinkan karena perawatan inap membutuhkan biaya yang jauh lebih 

besar dibandingkan layanan kesehatan lainnya.  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 4.6 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun 

Terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan, 2025 

Jika ditinjau lebih mendalam mengenai lokasi perawatan inap lansia 

(Gambar 4.6), hampir setengah dari lansia yang pernah dirawat memilih rumah 

sakit pemerintah sebagai tempat perawatan (45,16 persen). Selain itu, rumah 

sakit swasta juga menjadi salah satu fasilitas yang cukup banyak digunakan oleh 

lansia untuk rawat inap (41,71 persen). Sementara itu, jumlah lansia yang 

menjalani rawat inap di pengobatan tradisional sangat kecil, yaitu kurang dari 

0,5 persen. Lansia yang sakit masih kurang memanfaatkan layanan kesehatan 

puskesmas, klinik dan tempat praktik bidan, diasumsikan karena fasilitas 

layanan kesehatan yang masih terbatas dan juga masih banyak fasilitas yang 

belum menyediakan layanan rawat inap. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 4.7 Rata-Rata Lama Rawat Inap dari Lansia yang Pernah Dirawat Inap 

dalam Setahun Terakhir, 2025 

Masih dalam konteks rawat inap, secara keseluruhan rata-rata lama 

perawatan lansia berkisar antara 5 hingga 6 hari, dengan angka rata-rata 5,56 

hari. Jika dilihat berdasarkan distribusi pengeluaran rumah tangga, terlihat 

bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga, maka lama durasi 

rawat inap lansia. Sedangkan jika dilihat berdasarkan klasifikasi desa tempat 

tinggal lansia, tidak terlihat perbedaan yang signifikan terkait lama durasi rawat 

inap antara lansia yang tinggal diperkotaan dengan di perdesaan. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 4.8 Persentase Lansia Menurut Durasi Rawat Inap dan Karakteristik, 

2025 
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Jika dilihat dari durasi lama rawat inap lansia, terlihat bahwa durasi lansia 

yang sakit dan dirawat inap cenderung tidak terlalu lama, sekitar 1 hingga 7 

hari. Namun demikian, ada sekitar 4,50 persen lansia yang dirawat inap selama 

lebih dari 2 minggu. Disisi lain. lansia yang tinggal di daerah perkotaan 

cenderung memiliki durasi rawat inap yang lebih lama dibandingkan dengan 

lansia di perdesaan. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengeluaran, semakin 

panjang pula rata-rata lama rawat inap yang dijalani oleh lansia (Gambar 4.8). 

4.3 Pemanfaatan Jaminan Kesehatan 

Lansia sakit adalah suatu keniscayaan. Upaya yang bisa dilakukan untuk 

meringankan beban lansia adalah penjaminan kesehatan. Lansia diberikan 

kebebasan untuk mendapat pengobatan yang sesuai dan dibekali jaminan 

kesehatan yang sewaktu-waktu bisa digunakan. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 4.9 Persentase Lansia yang Rawat Jalan atau Rawat Inap dengan 

Memanfaatkan Jaminan Kesehatan, 2025 

Pemanfaatan jaminan kesehatan tercermin dari perilaku lansia yang 

menjalani rawat jalan maupun rawat inap. Dalam sebulan terakhir, sekitar 60,89 

persen lansia yang melakukan rawat jalan menggunakan jaminan kesehatan. 

Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan lansia yang pernah menjalani 

rawat inap, di mana sekitar 87,00 persen memanfaatkan jaminan kesehatan 
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selama perawatan dalam satu tahun terakhir. 

Jika ditinjau berdasarkan kelompok pengeluaran, terlihat bahwa semakin 

tinggi tingkat pengeluaran, semakin besar pula penggunaan jaminan kesehatan 

oleh lansia. Dengan kata lain, lansia dari kelompok pengeluaran tertinggi 

cenderung lebih banyak memanfaatkan jaminan kesehatan, baik untuk rawat 

jalan maupun rawat inap. Namun, selisih pemanfaatan jaminan kesehatan antar 

kelompok pengeluaran lebih mencolok pada layanan rawat jalan dibandingkan 

dengan rawat inap. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 4.10 Persentase Lansia yang Rawat Jalan dan Rawat Inap dengan 

Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan 

Kesehatan yang Digunakan, 2025 

Dalam hal pemanfaatan jaminan kesehatan, baik untuk rawat jalan 

maupun rawat inap, BPJS PBI menjadi jenis yang paling banyak digunakan oleh 

lansia. Sebanyak 63,53 persen lansia yang menjalani rawat inap dan 65,13 

persen lansia dirawat jalan yang memanfaatkan BPJS PBI. Program Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) ini merupakan bentuk jaminan pembiayaan kesehatan dari 

pemerintah, di mana iurannya ditanggung sepenuhnya oleh negara, baik yang 

ditujukan bagi masyarakat miskin serta tidak mampu, sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau juga melalui 
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mekanisme pembiayaan premi asuransi oleh pemerintah daerah kepada warga 

masyarakatnya. 

Selain BPJS PBI, BPJS Kesehatan Non-PBI juga cukup banyak digunakan 

oleh lansia dalam mengakses layanan rawat jalan maupun rawat inap. Jenis ini 

diperuntukkan bagi peserta yang melakukan pembayaran premi asuransi BPJS 

melalui pembayaran mandiri, baik melalui dana pribadi atau pembayaran 

melalui instansi pemberi kerja. 

4.4 Kebiasaan Merokok 

Konsep active ageing dapat diwujudkan melalui berbagai faktor yang 

memengaruhinya, sebagaimana dijelaskan oleh WHO pada tahun 2002. Salah 

satu faktor penting dalam mendukung penuaan yang aktif adalah penerapan 

pola hidup sehat, seperti melakukan aktivitas fisik atau olahraga, menjaga 

asupan makanan, dan menghindari kebiasaan merokok. Informasi mengenai 

perilaku merokok di kalangan lansia tersedia dalam data Susenas. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 4.11 Persentase Lansia Menurut Perilaku Merokok dalam Sebulan 

Terakhir, 2025 

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2025, tiga per empat lansia tercatat 

belum pernah merokok. Sekitar 21,09 persen lansia masih aktif merokok setiap 

hari, sementara 2,21 persen lansia lainnya masih merokok dalam sebulan 

terakhir meskipun tidak setiap hari. Perlu dicatat bahwa definisi merokok dalam 

publikasi ini mencakup rokok tembakau dan rokok elektrik. 
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Tabel 4.1 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam 

Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan Lansia Menurut 

Karakteristik, 2025 

Karakteristik Keluhan Kesehatan Angka Kesakitan 

(1) (2) (3) 

   
Total 44,02 21,21 

     
Jenis Kelamin     

 Laki-Laki 42,41 20,75 

 Perempuan 45,50 21,63 

     
Kelompok Umur     

 Lansia Muda (60−69 Tahun) 41,51 19,26 

 Lansia Madya (70−79 Tahun) 48,11 24,04 

 Lansia Tua (80+ Tahun) 49,08 26,27 

     
Status Disabilitas     

 Nondisabilitas 42,07 18,85 

 Disabilitas 60,30 40,90 

     
Distribusi Pengeluaran     

 20% Teratas 43,76 19,43 

 40% Menengah 45,28 21,87 

 40% Terbawah 43,02 21,50 

     
Klasifikasi Desa     

 Perkotaan 43,45 19,87 

 Perdesaan 44,76 22,95 

   

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.2 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam 

Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tindakan 

Pengobatan, 2025 

Karakteristik 

Tindakan Pengobatan 

Jumlah 
Mengobati 

Sendiri 

Rawat 

Jalan 

Mengobati 

Sendiri dan 

Rawat Jalan 

Tidak 

Melakukan 

Pengobatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
Total 49,75 19,57 27,39 3,30 100,00 

           
Jenis Kelamin           

 Laki-Laki 50,21 19,41 27,01 3,37 100,00 

 Perempuan 49,35 19,70 27,71 3,24 100,00 

           
Kelompok Umur           

 Lansia Muda (60−69 Tahun) 50,56 18,97 27,20 3,27 100,00 

 Lansia Madya (70−79 Tahun) 48,24 20,91 27,82 3,02 100,00 

 Lansia Tua (80+ Tahun) 49,57 18,90 27,11 4,43 100,00 

           
Status Disabilitas           

 Nondisabilitas 50,86 19,27 26,87 2,99 100,00 

 Disabilitas 43,26 21,28 30,37 5,09 100,00 

           
Distribusi Pengeluaran           

 20% Teratas 42,92 25,10 29,08 2,90 100,00 

 40% Menengah 49,47 18,81 28,29 3,43 100,00 

 40% Terbawah 53,45 17,50 25,67 3,38 100,00 

           
Klasifikasi Desa           

 Perkotaan 46,97 21,90 28,11 3,01 100,00 

 Perdesaan 53,27 16,60 26,46 3,67 100,00 

      

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.3 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun 

Terakhir dan Rata-Rata Lama Rawat Inap Menurut Karakteristik, 

2025 

Karakteristik 
Pernah Dirawat Inap 

(%) 

Rata-Rata Lama Rawat Inap  

(Hari) 

(1) (2) (3) 

   
Total 7,84 5,56 

     
Jenis Kelamin     

 Laki-Laki 8,35 5,64 

 Perempuan 7,37 5,49 

     
Kelompok Umur     

 Lansia Muda (60−69 Tahun) 7,35 5,67 

 Lansia Madya (70−79 Tahun) 8,86 5,45 

 Lansia Tua (80+ Tahun) 8,03 5,28 

     
Status Disabilitas     

 Nondisabilitas 7,03 5,29 

 Disabilitas 14,60 6,65 

     
Distribusi Pengeluaran     

 20% Teratas 11,49 6,37 

 40% Menengah 8,41 5,51 

 40% Terbawah 5,51 4,81 

     
Klasifikasi Desa     

 Perkotaan 8,25 5,67 

 Perdesaan 7,30 5,41 

   

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.4 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun 

Terakhir Menurut Karakteristik dan Lamanya Rawat Inap, 2025 

Karakteristik 

Lamanya Dirawat Inap 

Jumlah 
1–3 hari 4–7 hari 8–14 hari >14 hari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
Total 40,35 43,65 11,50 4,50 100,00 

          
Jenis Kelamin          

 Laki-Laki 40,01 42,70 13,03 4,26 100,00 

 Perempuan 40,70 44,64 9,92 4,74 100,00 

          
Kelompok Umur          

 Lansia Muda (60−69 Tahun) 39,24 44,87 11,13 4,76 100,00 

 Lansia Madya (70−79 Tahun) 40,98 42,59 12,45 3,97 100,00 

 Lansia Tua (80+ Tahun) 45,54 39,26 10,55 4,65 100,00 

          
Status Disabilitas          

 Nondisabilitas 42,08 43,50 10,53 3,88 100,00 

 Disabilitas 33,36 44,25 15,42 6,96 100,00 

          
Distribusi Pengeluaran          

 20% Teratas 35,65 44,33 12,62 7,40 100,00 

 40% Menengah 40,02 43,78 12,37 3,83 100,00 

 40% Terbawah 45,64 42,79 9,15 2,42 100,00 

          
Klasifikasi Desa          

 Perkotaan 37,52 45,97 11,60 4,91 100,00 

 Perdesaan 44,51 40,24 11,36 3,89 100,00 

      

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.5 Persentase Lansia yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Untuk 

Rawat Jalan atau Rawat Inap Menurut Karakteristik, 2025 

Karakteristik 

Memanfaatkan Jaminan Kesehatan 

Rawat Jalan Rawat Inap 

(1) (2) (3) 

   
Total 60,89 87,00 

     
Jenis Kelamin     

 Laki-Laki 61,37 86,79 

 Perempuan 60,48 87,22 

     
Kelompok Umur     

 Lansia Muda (60−69 Tahun) 62,59 87,29 

 Lansia Madya (70−79 Tahun) 59,97 87,33 

 Lansia Tua (80+ Tahun) 53,29 83,81 

     
Status Disabilitas     

 Nondisabilitas 60,70 86,39 

 Disabilitas 61,87 89,44 

     
Distribusi Pengeluaran     

 20% Teratas 72,90 88,67 

 40% Menengah 61,11 86,71 

 40% Terbawah 53,06 85,66 

     
Klasifikasi Desa     

 Perkotaan 68,31 90,92 

 Perdesaan 49,96 81,21 
   

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.6 Persentase Lansia yang Pernah Rawat Jalan dengan 

Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik dan 

Jenis Jaminan Kesehatan, 2025 

Karakteristik 

Jenis Jaminan Kesehatan 

BPJS PBI BPJS Non-PBI Jamkesda 

Asuransi 

Swasta/ 

Perusahaan/ 

Kantor 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     
Total 65,13 32,65 1,10 1,28 

         
Jenis Kelamin         

 Laki-Laki 63,54 34,26 0,97 1,37 

 Perempuan 66,48 31,28 1,22 1,20 

         
Kelompok Umur         

 Lansia Muda (60−69 Tahun) 65,96 31,97 1,06 1,13 

 Lansia Madya (70−79 Tahun) 63,02 34,47 1,00 1,66 

 Lansia Tua (80+ Tahun) 67,21 30,58 1,86 0,87 

         
Status Disabilitas         

 Nondisabilitas 64,90 32,79 1,18 1,29 

 Disabilitas 66,31 31,94 0,72 1,20 

         
Distribusi Pengeluaran         

 20% Teratas 37,85 58,22 0,74 3,23 

 40% Menengah 68,24 29,94 1,38 0,70 

 40% Terbawah 85,12 13,66 1,10 0,27 

         
Klasifikasi Desa         

 Perkotaan 58,90 38,79 0,72 1,66 

 Perdesaan 77,67 20,28 1,88 0,50 

     

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.7 Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dengan Memanfaatkan 

Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan 

Kesehatan, 2025 

Karakteristik 

Jenis Jaminan Kesehatan 

BPJS PBI 
BPJS Non-

PBI 
Jamkesda 

Asuransi 

Swasta/ 

Perusahaan/ 

Kantor 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     
Total 63,53 34,57 0,85 1,11 

         
Jenis Kelamin         

 Laki-Laki 63,99 34,24 0,62 1,19 

 Perempuan 63,07 34,92 1,08 1,02 

         
Kelompok Umur         

 Lansia Muda (60−69 Tahun) 63,38 34,88 0,88 0,89 

 Lansia Madya (70−79 

Tahun) 
63,85 34,33 0,61 1,33 

 Lansia Tua (80+ Tahun) 63,37 33,33 1,52 1,83 

         
Status Disabilitas         

 Nondisabilitas 63,00 35,07 0,94 1,06 

 Disabilitas 65,62 32,64 0,47 1,32 

         
Distribusi Pengeluaran         

 20% Teratas 39,98 56,46 1,25 2,37 

 40% Menengah 67,57 31,19 0,58 0,69 

 40% Terbawah 83,11 15,86 0,79 0,35 

         
Klasifikasi Desa         

 Perkotaan 55,82 41,89 0,78 1,53 

 Perdesaan 76,29 22,48 0,95 0,42 

     

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.8 Persentase Lansia menurut Perilaku Merokok dalam Sebulan 

Terakhir Menurut Karakteristik, 2025 

Karakteristik 

Merokok 
Tidak 

Merokok 

Lagi 

Tidak 

Pernah 

Merokok 

Jumlah 
Setiap 

Hari 

Tidak 

Setiap 

Hari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
Total 21,09 2,21 1,68 75,01 100,00 

          
Jenis Kelamin          

 Laki-Laki 42,45 4,28 3,12 50,15 100,00 

 Perempuan 1,47 0,31 0,36 97,86 100,00 

          
Kelompok Umur          

 Lansia Muda (60−69 Tahun) 24,09 2,20 1,50 72,21 100,00 

 Lansia Madya (70−79 

Tahun) 
17,50 2,31 1,93 78,27 100,00 

 Lansia Tua (80+ Tahun) 10,80 1,95 2,22 85,03 100,00 

          
Status Disabilitas          

 Nondisabilitas 22,40 2,26 1,64 73,70 100,00 

 Disabilitas 10,21 1,82 1,99 85,98 100,00 

          
Distribusi Pengeluaran          

 20% Teratas 17,60 1,70 1,54 79,16 100,00 

 40% Menengah 22,93 2,15 1,68 73,24 100,00 

 40% Terbawah 21,18 2,52 1,75 74,55 100,00 

          
Klasifikasi Desa          

 Perkotaan 18,87 2,10 1,66 77,37 100,00 

 Perdesaan 24,00 2,35 1,70 71,94 100,00 

      

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.9 Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam 

Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 

Provinsi 
Klasifikasi Desa Jenis Kelamin 

Total 
Perkotaan Perdesaan Laki-Laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 45,77 50,17 45,52 51,53 48,70 

Sumatera Utara 39,99 46,41 39,80 45,39 42,79 

Sumatera Barat 40,30 44,92 42,32 42,91 42,64 

Riau 40,76 41,34 38,36 43,86 41,11 

Jambi 41,64 39,89 38,56 42,38 40,48 

Sumatera Selatan 37,87 46,25 44,05 42,28 43,14 

Bengkulu 46,13 45,17 42,52 48,41 45,45 

Lampung 42,14 46,56 42,62 47,64 45,13 

Kep. Bangka Belitung 51,69 55,10 51,74 54,38 53,03 

Kepulauan Riau 37,25 35,33 32,49 41,67 36,98 

DKI Jakarta 42,99 – 43,88 42,16 42,99 

Jawa Barat 47,81 53,28 47,40 50,79 49,13 

Jawa Tengah 45,52 45,75 43,45 47,57 45,63 

DI Yogyakarta 44,09 33,36 38,78 42,21 40,63 

Jawa Timur 42,11 39,76 39,79 42,11 41,03 

Banten 43,77 62,98 45,44 50,49 47,96 

Bali 29,48 38,58 32,27 32,62 32,45 

Nusa Tenggara Barat 53,52 63,21 55,05 60,66 58,08 

Nusa Tenggara Timur 41,07 48,01 43,79 48,67 46,39 

Kalimantan Barat 38,09 43,85 40,74 42,43 41,59 

Kalimantan Tengah 40,39 39,57 39,56 40,34 39,92 

Kalimantan Selatan 41,93 48,57 43,65 46,88 45,32 

Kalimantan Timur 35,85 37,40 34,64 38,23 36,36 

Kalimantan Utara 35,25 34,09 33,82 35,85 34,76 

Sulawesi Utara 35,95 39,56 39,12 36,16 37,60 

Sulawesi Tengah 40,33 39,56 39,32 40,26 39,80 

Sulawesi Selatan 41,48 42,01 40,27 43,03 41,79 

Sulawesi Tenggara 35,15 39,05 35,60 39,75 37,76 

Gorontalo 44,34 49,31 45,41 48,50 47,04 

Sulawesi Barat 38,79 43,19 41,22 43,13 42,23 

Maluku 31,50 35,23 32,07 35,06 33,62 

Maluku Utara 28,31 28,81 29,15 28,20 28,67 

Papua Barat 25,46 25,88 25,35 26,20 25,75 

Papua Barat Daya 25,02 44,05 33,60 34,40 33,98 

Papua 30,39 31,67 29,62 32,25 30,90 

Papua Selatan 31,31 40,38 36,92 37,69 37,28 

Papua Tengah 32,89 20,75 23,95 24,51 24,18 

Papua Pegunungan 64,951 30,68 35,16 33,57 34,61 

Indonesia 43,45 44,76 42,41 45,50 44,02 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.10 Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 

Provinsi 
Klasifikasi Desa Jenis Kelamin 

Total 
Perkotaan Perdesaan Laki-Laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 22,85 33,22 27,31 31,93 29,75 

Sumatera Utara 16,31 24,15 18,75 20,58 19,73 

Sumatera Barat 17,38 24,35 21,03 20,79 20,90 

Riau 17,62 21,34 19,65 20,17 19,91 

Jambi 16,01 19,45 19,43 17,17 18,29 

Sumatera Selatan 13,17 18,68 17,57 15,75 16,63 

Bengkulu 18,32 23,06 20,95 22,43 21,69 

Lampung 18,68 22,08 19,77 22,18 20,98 

Kep. Bangka Belitung 21,22 19,42 19,09 22,02 20,52 

Kepulauan Riau 17,43 20,22 15,89 19,85 17,83 

DKI Jakarta 16,09 – 16,78 15,44 16,09 

Jawa Barat 25,30 30,70 25,70 27,45 26,60 

Jawa Tengah 20,40 23,52 21,27 22,47 21,90 

DI Yogyakarta 16,48 19,55 17,13 17,75 17,46 

Jawa Timur 18,10 18,61 18,13 18,51 18,33 

Banten 19,69 33,29 22,28 23,04 22,66 

Bali 14,80 20,86 17,27 16,34 16,78 

Nusa Tenggara Barat 25,20 35,08 27,41 31,92 29,85 

Nusa Tenggara Timur 20,03 27,63 24,52 27,02 25,85 

Kalimantan Barat 18,52 21,01 19,59 20,47 20,03 

Kalimantan Tengah 16,70 19,23 18,40 17,85 18,15 

Kalimantan Selatan 14,88 19,22 15,90 18,21 17,10 

Kalimantan Timur 16,15 19,61 16,40 18,25 17,28 

Kalimantan Utara 17,43 20,22 18,87 18,35 18,63 

Sulawesi Utara 18,20 21,00 22,07 17,03 19,48 

Sulawesi Tengah 19,88 22,52 22,25 21,21 21,73 

Sulawesi Selatan 17,24 19,70 18,68 18,60 18,64 

Sulawesi Tenggara 16,71 21,29 19,10 20,40 19,78 

Gorontalo 24,21 25,20 22,68 26,61 24,75 

Sulawesi Barat 17,46 23,63 21,81 22,69 22,27 

Maluku 13,61 18,85 15,90 17,24 16,59 

Maluku Utara 18,54 18,38 18,40 18,45 18,42 

Papua Barat 14,43 17,29 15,78 17,12 16,40 

Papua Barat Daya 15,291 24,57 22,66 16,37 19,66 

Papua 18,78 21,91 19,77 20,31 20,03 

Papua Selatan 16,201 27,51 21,20 26,45 23,64 

Papua Tengah 21,371 11,11 15,18 12,23 14,00 

Papua Pegunungan NA 20,37 21,20 23,79 22,10 

Indonesia 19,87 22,95 20,75 21,63 21,21 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



 
  92 

 
Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 

Tabel 4.11 Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri Ketika Mengalami 

Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 

Provinsi 
Klasifikasi Desa Jenis Kelamin 

Total 
Perkotaan Perdesaan Laki-Laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 73,03 73,64 74,09 72,95 73,45 

Sumatera Utara 78,79 80,71 79,09 80,17 79,70 

Sumatera Barat 60,16 67,56 64,88 63,43 64,10 

Riau 77,11 80,50 79,53 78,94 79,21 

Jambi 76,37 83,72 81,44 80,95 81,18 

Sumatera Selatan 73,82 84,22 80,16 81,48 80,83 

Bengkulu 65,23 80,14 76,25 75,29 75,74 

Lampung 74,12 81,96 82,12 77,32 79,59 

Kep. Bangka Belitung 69,46 86,74 76,48 76,51 76,50 

Kepulauan Riau 60,57 72,72 59,51 64,43 62,22 

DKI Jakarta 71,48 – 72,14 70,85 71,48 

Jawa Barat 78,00 86,57 79,17 81,19 80,24 

Jawa Tengah 72,15 74,79 74,02 72,95 73,43 

DI Yogyakarta 58,74 61,89 59,95 59,28 59,57 

Jawa Timur 77,23 78,26 77,89 77,53 77,69 

Banten 78,55 87,30 82,83 79,45 81,05 

Bali 57,17 65,42 59,26 61,36 60,37 

Nusa Tenggara Barat 82,42 81,96 81,90 82,40 82,19 

Nusa Tenggara Timur 73,84 82,61 81,31 80,39 80,80 

Kalimantan Barat 80,37 87,76 84,86 85,35 85,11 

Kalimantan Tengah 88,53 86,45 87,69 86,96 87,35 

Kalimantan Selatan 87,93 87,00 88,51 86,47 87,42 

Kalimantan Timur 63,16 76,35 66,95 68,23 67,59 

Kalimantan Utara 59,59 71,71 56,76 73,37 64,68 

Sulawesi Utara 70,37 72,86 71,58 71,55 71,57 

Sulawesi Tengah 88,68 80,83 81,49 84,90 83,23 

Sulawesi Selatan 73,11 82,25 77,30 79,14 78,34 

Sulawesi Tenggara 71,21 80,53 79,21 76,39 77,66 

Gorontalo 76,78 86,68 84,69 80,48 82,40 

Sulawesi Barat 78,25 75,98 76,79 76,14 76,44 

Maluku 84,46 80,99 84,85 80,31 82,39 

Maluku Utara 86,31 86,09 87,61 84,67 86,15 

Papua Barat 76,54 67,17 67,37 73,09 70,06 

Papua Barat Daya 75,06 67,03 71,50 68,73 70,16 

Papua 72,31 70,67 66,46 76,64 71,64 

Papua Selatan 41,691 44,12 41,84 45,20 43,42 

Papua Tengah 79,31 70,03 75,29 71,09 73,60 

Papua Pegunungan 100,00 94,84 96,08 95,68 95,95 

Indonesia 75,09 79,73 77,22 77,06 77,13 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.12 Persentase Lansia yang Rawat Jalan Ketika Mengalami Keluhan 

Kesehatan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 

Provinsi 
Klasifikasi Desa Jenis Kelamin 

Total 
Perkotaan Perdesaan Laki-Laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 51,08 59,75 57,29 56,80 57,02 

Sumatera Utara 42,91 31,74 38,68 36,81 37,62 

Sumatera Barat 61,71 56,11 56,29 60,84 58,73 

Riau 50,45 39,48 41,28 45,72 43,65 

Jambi 47,00 36,69 41,32 39,28 40,25 

Sumatera Selatan 40,49 36,25 36,91 38,34 37,63 

Bengkulu 54,44 45,53 47,02 49,17 48,16 

Lampung 45,93 45,18 44,23 46,46 45,41 

Kep. Bangka Belitung 50,31 45,02 47,47 48,85 48,16 

Kepulauan Riau 47,66 42,62 49,92 44,57 46,97 

DKI Jakarta 55,64 – 53,15 58,05 55,64 

Jawa Barat 51,87 41,50 49,50 48,85 49,16 

Jawa Tengah 49,29 47,40 47,21 49,33 48,38 

DI Yogyakarta 64,67 67,04 64,28 66,09 65,30 

Jawa Timur 48,66 44,53 46,55 47,03 46,82 

Banten 48,61 43,27 43,63 50,21 47,08 

Bali 68,30 61,10 66,59 64,53 65,50 

Nusa Tenggara Barat 52,97 53,61 49,67 56,09 53,30 

Nusa Tenggara Timur 41,62 38,97 40,82 38,48 39,52 

Kalimantan Barat 43,44 30,54 35,45 34,90 35,17 

Kalimantan Tengah 36,70 35,03 39,16 31,79 35,76 

Kalimantan Selatan 35,83 32,00 28,63 38,19 33,73 

Kalimantan Timur 59,17 44,94 54,90 53,90 54,39 

Kalimantan Utara 58,35 53,73 56,39 56,43 56,41 

Sulawesi Utara 46,85 40,51 45,18 42,41 43,81 

Sulawesi Tengah 31,20 35,68 34,20 34,42 34,31 

Sulawesi Selatan 40,73 33,48 38,09 35,42 36,58 

Sulawesi Tenggara 41,57 32,28 36,51 34,02 35,14 

Gorontalo 52,89 35,53 42,05 43,84 43,03 

Sulawesi Barat 43,59 31,20 35,89 31,83 33,70 

Maluku 20,92 30,01 25,33 27,18 26,33 

Maluku Utara 37,34 34,85 34,97 36,09 35,53 

Papua Barat 38,11 37,57 41,66 33,31 37,73 

Papua Barat Daya 53,18 50,87 44,58 59,46 51,77 

Papua 60,14 51,36 54,27 58,73 56,54 

Papua Selatan NA 74,04 60,18 61,03 60,58 

Papua Tengah 64,14 26,77 41,67 40,32 41,12 

Papua Pegunungan 65,111 32,75 44,08 31,11 39,71 

Indonesia 50,02 43,07 46,42 47,41 46,95 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.13 Persentase Lansia yang Pernah Dirawat Inap dalam Setahun 

Terakhir Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 

Provinsi 
Klasifikasi Desa Jenis Kelamin 

Total 
Perkotaan Perdesaan Laki-Laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 10,29 12,72 13,50 10,50 11,91 

Sumatera Utara 8,37 5,59 6,79 7,47 7,16 

Sumatera Barat 7,50 7,60 7,44 7,65 7,55 

Riau 9,16 6,79 7,32 8,08 7,70 

Jambi 6,46 7,02 6,68 6,98 6,83 

Sumatera Selatan 6,61 6,04 7,16 5,39 6,25 

Bengkulu 11,12 6,67 8,92 7,01 7,97 

Lampung 9,17 8,91 8,28 9,72 9,00 

Kep. Bangka Belitung 5,63 7,80 5,57 7,44 6,48 

Kepulauan Riau 6,69 4,551 7,77 4,951 6,39 

DKI Jakarta 8,56 – 8,99 8,17 8,56 

Jawa Barat 9,45 9,34 10,20 8,68 9,42 

Jawa Tengah 9,64 8,38 9,58 8,54 9,03 

DI Yogyakarta 6,82 6,16 7,75 5,64 6,61 

Jawa Timur 6,75 6,36 7,44 5,82 6,57 

Banten 6,06 3,981 5,77 5,44 5,61 

Bali 5,87 6,31 7,10 5,05 6,02 

Nusa Tenggara Barat 9,59 15,65 12,62 12,30 12,45 

Nusa Tenggara Timur 10,04 4,27 6,28 5,05 5,62 

Kalimantan Barat 7,67 4,86 6,13 5,79 5,96 

Kalimantan Tengah 5,19 4,76 6,09 3,59 4,95 

Kalimantan Selatan 3,84 4,76 4,15 4,47 4,31 

Kalimantan Timur 8,35 4,911 6,72 7,77 7,22 

Kalimantan Utara 9,89 9,80 10,81 8,74 9,85 

Sulawesi Utara 10,31 10,73 11,41 9,66 10,51 

Sulawesi Tengah 7,89 8,64 9,14 7,70 8,41 

Sulawesi Selatan 8,67 6,60 7,41 7,56 7,49 

Sulawesi Tenggara 10,61 6,11 7,92 7,31 7,60 

Gorontalo 12,93 6,24 11,91 6,96 9,30 

Sulawesi Barat 3,841 7,15 6,78 6,11 6,42 

Maluku 4,931 2,71 4,39 3,001 3,67 

Maluku Utara 9,10 7,43 7,43 8,35 7,89 

Papua Barat 9,891 2,471 5,391 4,081 4,791 

Papua Barat Daya 10,731 6,99 9,971 7,871 8,97 

Papua 6,91 2,821 4,721 5,85 5,27 

Papua Selatan 11,211 4,371 6,201 7,291 6,711 

Papua Tengah 3,271 2,231 3,271 NA 2,521 

Papua Pegunungan NA NA 5,141 NA 3,371 

Indonesia 8,25 7,30 8,35 7,37 7,84 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.14 Persentase Lansia yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan 

Menurut Provinsi dan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan, 2025 

Provinsi 
Pemanfaatan Jaminan Kesehatan 

Rawat Jalan Rawat Inap 

(1) (2) (3) 

Aceh 80,33 97,49 

Sumatera Utara 55,91 88,68 

Sumatera Barat 66,88 91,81 

Riau 67,73 87,73 

Jambi 55,34 76,06 

Sumatera Selatan 50,95 83,93 

Bengkulu 50,81 90,52 

Lampung 48,44 79,71 

Kep. Bangka Belitung 65,08 90,13 

Kepulauan Riau 80,02 98,37 

DKI Jakarta 89,48 95,51 

Jawa Barat 58,87 86,12 

Jawa Tengah 60,25 83,96 

DI Yogyakarta 71,14 94,14 

Jawa Timur 49,84 85,00 

Banten 58,55 86,46 

Bali 59,08 97,34 

Nusa Tenggara Barat 38,98 74,38 

Nusa Tenggara Timur 82,74 94,45 

Kalimantan Barat 59,91 79,77 

Kalimantan Tengah 63,37 86,83 

Kalimantan Selatan 70,65 83,92 

Kalimantan Timur 90,18 96,47 

Kalimantan Utara 90,72 96,71 

Sulawesi Utara 75,77 96,21 

Sulawesi Tengah 77,41 95,84 

Sulawesi Selatan 80,16 96,43 

Sulawesi Tenggara 83,46 92,81 

Gorontalo 62,79 100,00 

Sulawesi Barat 81,67 99,21 

Maluku 74,03 91,84 

Maluku Utara 87,75 89,41 

Papua Barat 65,00 87,80 

Papua Barat Daya 88,12 92,81 

Papua 82,92 90,44 

Papua Selatan 99,20 91,11 

Papua Tengah 67,19 NA 

Papua Pegunungan 91,78 100,00 

Indonesia 60,89 87,00 

Catatan: NA: data tidak dapat ditampilkan  

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.15 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Perilaku Merokok, 2025 

Provinsi 

Masih Merokok 
Tidak 

Merokok 

Lagi 

Tidak 

Pernah 

Merokok 

Jumlah Setiap 

Hari 

Tidak 

Setiap 

Hari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 16,48 2,82 2,04 78,66 100,00 

Sumatera Utara 19,57 1,48 1,87 77,08 100,00 

Sumatera Barat 22,32 1,28 3,06 73,34 100,00 

Riau 21,83 2,10 1,94 74,13 100,00 

Jambi 20,67 2,30 1,58 75,45 100,00 

Sumatera Selatan 22,82 1,96 1,18 74,04 100,00 

Bengkulu 26,97 1,59 1,73 69,70 100,00 

Lampung 27,89 1,64 2,20 68,28 100,00 

Kep. Bangka Belitung 17,24 1,75 1,931 79,08 100,00 

Kepulauan Riau 19,24 NA 3,061 76,57 100,00 

DKI Jakarta 12,49 1,76 1,73 84,02 100,00 

Jawa Barat 25,71 2,82 1,48 69,99 100,00 

Jawa Tengah 21,22 2,21 1,73 74,85 100,00 

DI Yogyakarta 15,78 1,54 2,41 80,27 100,00 

Jawa Timur 21,62 1,86 1,71 74,81 100,00 

Banten 22,48 2,14 0,641 74,74 100,00 

Bali 9,64 0,59 0,76 89,01 100,00 

Nusa Tenggara Barat 24,68 2,30 1,60 71,42 100,00 

Nusa Tenggara Timur 15,95 4,93 1,45 77,66 100,00 

Kalimantan Barat 19,65 2,20 1,90 76,25 100,00 

Kalimantan Tengah 20,32 2,46 0,921 76,30 100,00 

Kalimantan Selatan 15,89 1,67 2,03 80,40 100,00 

Kalimantan Timur 15,94 1,53 1,64 80,89 100,00 

Kalimantan Utara 16,89 1,311 2,841 78,96 100,00 

Sulawesi Utara 16,75 3,82 1,84 77,60 100,00 

Sulawesi Tengah 20,41 3,82 3,17 72,59 100,00 

Sulawesi Selatan 15,93 1,21 1,58 81,28 100,00 

Sulawesi Tenggara 18,79 1,91 1,90 77,40 100,00 

Gorontalo 23,75 3,91 1,311 71,03 100,00 

Sulawesi Barat 16,29 2,32 1,801 79,59 100,00 

Maluku 17,13 5,22 1,88 75,77 100,00 

Maluku Utara 21,91 4,85 1,81 71,43 100,00 

Papua Barat 17,42 7,43 2,191 72,96 100,00 

Papua Barat Daya 12,74 3,94 0,481 82,83 100,00 

Papua 10,87 6,26 1,331 81,53 100,00 

Papua Selatan 20,38 6,32 NA 73,23 100,00 

Papua Tengah 15,52 6,40 1,941 76,13 100,00 

Papua Pegunungan 23,77 10,26 NA 65,20 100,00 

Indonesia 21,09 2,21 1,68 75,01 100,00 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 4.16 Sampling Error Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan 

Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi dan 

Klasifikasi Desa, 2025 

 

Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

  

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 45,77 41,65 49,89 4,60 50,17 47,43 52,91 2,79 48,70 46,41 50,99 2,40

Sumatera Utara 39,99 36,82 43,16 4,04 46,41 43,80 49,02 2,87 42,79 40,66 44,92 2,54

Sumatera Barat 40,30 37,01 43,59 4,16 44,92 42,11 47,74 3,20 42,64 40,47 44,80 2,59

Riau 40,76 35,90 45,62 6,08 41,34 37,70 44,97 4,49 41,11 38,20 44,03 3,62

Jambi 41,64 36,50 46,79 6,30 39,89 36,65 43,14 4,15 40,48 37,72 43,24 3,48

Sumatera Selatan 37,87 33,40 42,35 6,03 46,25 43,38 49,12 3,16 43,14 40,67 45,61 2,92

Bengkulu 46,13 40,26 52,00 6,49 45,17 41,64 48,69 3,98 45,45 42,42 48,48 3,40

Lampung 42,14 38,26 46,02 4,70 46,56 43,53 49,60 3,33 45,13 42,72 47,54 2,72

Kep. Bangka Belitung 51,69 46,86 56,52 4,77 55,10 49,18 61,02 5,48 53,03 49,28 56,77 3,61

Kep. Riau 37,25 30,75 43,76 8,91 35,33 29,04 41,62 9,08 36,98 31,33 42,63 7,80

DKI Jakarta 42,99 39,54 46,44 4,09 – – – – 42,99 39,54 46,44 4,09

Jawa Barat 47,81 45,96 49,67 1,98 53,28 50,11 56,46 3,04 49,13 47,53 50,74 1,67

Jawa Tengah 45,52 44,08 46,97 1,62 45,75 43,99 47,52 1,97 45,63 44,50 46,77 1,27

DI Yogyakarta 44,09 40,74 47,43 3,87 33,36 28,90 37,82 6,82 40,63 37,95 43,32 3,37

Jawa Timur 42,11 40,64 43,57 1,78 39,76 38,12 41,40 2,11 41,03 39,94 42,12 1,36

Banten 43,77 40,15 47,39 4,22 62,98 57,45 68,50 4,48 47,96 44,85 51,07 3,31

Bali 29,48 26,78 32,18 4,67 38,58 34,70 42,46 5,13 32,45 30,22 34,68 3,50

Nusa Tenggara Barat 53,52 49,51 57,52 3,82 63,21 58,43 68,00 3,86 58,08 54,97 61,20 2,74

Nusa Tenggara Timur 41,07 36,07 46,08 6,22 48,01 45,86 50,16 2,28 46,39 44,36 48,41 2,23

Kalimantan Barat 38,09 33,97 42,21 5,52 43,85 40,75 46,96 3,61 41,59 39,11 44,08 3,05

Kalimantan Tengah 40,39 35,58 45,21 6,08 39,57 35,51 43,62 5,23 39,92 36,82 43,02 3,96

Kalimantan Selatan 41,93 37,96 45,91 4,84 48,57 44,87 52,26 3,88 45,32 42,60 48,04 3,06

Kalimantan Timur 35,85 31,49 40,21 6,20 37,40 31,48 43,32 8,08 36,36 32,84 39,87 4,93

Kalimantan Utara 35,25 28,39 42,12 9,94 34,09 26,59 41,59 11,22 34,76 29,69 39,83 7,44

Sulawesi Utara 35,95 32,61 39,30 4,75 39,56 36,57 42,55 3,86 37,60 35,32 39,87 3,08

Sulawesi Tengah 40,33 34,37 46,30 7,54 39,56 36,30 42,83 4,21 39,80 36,89 42,70 3,72

Sulawesi Selatan 41,48 38,24 44,72 3,98 42,01 39,93 44,10 2,53 41,79 39,95 43,62 2,24

Sulawesi Tenggara 35,15 29,65 40,66 7,99 39,05 36,14 41,96 3,80 37,76 35,09 40,43 3,61

Gorontalo 44,34 37,86 50,83 7,46 49,31 44,18 54,45 5,32 47,04 42,95 51,13 4,44

Sulawesi Barat 38,79 30,26 47,32 11,22 43,19 38,42 47,97 5,64 42,23 38,06 46,40 5,04

Maluku 31,50 25,82 37,17 9,19 35,23 31,06 39,39 6,03 33,62 30,19 37,04 5,20

Maluku Utara 28,31 21,83 34,80 11,68 28,81 24,95 32,66 6,83 28,67 25,35 31,99 5,90

Papua Barat 25,46 17,55 33,37 15,85 25,88 18,56 33,19 14,43 25,75 20,14 31,35 11,11

Papua Barat Daya 25,02 16,19 33,85 18,00 44,05 38,17 49,93 6,81 33,98 28,38 39,57 8,40

Papua 30,39 24,80 35,97 9,38 31,67 26,26 37,08 8,71 30,90 26,91 34,89 6,59

Papua Selatan 31,31 16,07 46,56 24,84 40,38 31,77 49,00 10,88 37,28 29,57 44,99 10,55

Papua Tengah 32,89 20,59 45,18 19,08 20,75 15,71 25,78 12,38 24,18 19,13 29,22 10,65

Papua Pegunungan 64,95 29,96 99,93 27,49 30,68 23,98 37,39 11,15 34,61 27,38 41,84 10,66

INDONESIA 43,45 42,77 44,14 0,80 44,76 44,09 45,43 0,76 44,02 43,54 44,51 0,56

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Provinsi

Perkotaan Perdesaan Total

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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Tabel 4.17 Sampling Error Angka Kesakitan Lansia Menurut Provinsi dan 

Klasifikasi Desa, 2025 

 

Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

  

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 22,85 19,49 26,21 7,49 33,22 30,59 35,86 4,04 29,75 27,65 31,85 3,60

Sumatera Utara 16,31 14,09 18,52 6,93 24,15 21,88 26,42 4,80 19,73 18,12 21,34 4,17

Sumatera Barat 17,38 14,97 19,78 7,06 24,35 22,01 26,69 4,90 20,90 19,22 22,58 4,11

Riau 17,62 14,02 21,23 10,43 21,34 18,31 24,36 7,24 19,91 17,58 22,24 5,97

Jambi 16,01 12,67 19,35 10,64 19,45 16,93 21,96 6,59 18,29 16,28 20,31 5,62

Sumatera Selatan 13,17 9,89 16,45 12,71 18,68 16,45 20,91 6,08 16,63 14,78 18,49 5,69

Bengkulu 18,32 14,05 22,60 11,91 23,06 20,15 25,97 6,44 21,69 19,27 24,10 5,68

Lampung 18,68 15,80 21,56 7,87 22,08 19,51 24,64 5,93 20,98 19,00 22,95 4,80

Kep. Bangka Belitung 21,22 17,00 25,44 10,15 19,42 14,76 24,08 12,24 20,52 17,37 23,66 7,83

Kep. Riau 17,43 12,48 22,38 14,48 20,22 14,74 25,69 13,82 17,83 13,51 22,14 12,34

DKI Jakarta 16,09 13,55 18,62 8,05 – – – – 16,09 13,55 18,62 8,05

Jawa Barat 25,30 23,72 26,87 3,18 30,70 27,79 33,60 4,82 26,60 25,21 27,99 2,66

Jawa Tengah 20,40 19,24 21,56 2,89 23,52 22,01 25,03 3,28 21,90 20,96 22,85 2,20

DI Yogyakarta 16,48 14,18 18,77 7,12 19,55 15,75 23,34 9,90 17,46 15,48 19,45 5,79

Jawa Timur 18,10 16,98 19,21 3,14 18,61 17,38 19,84 3,38 18,33 17,50 19,16 2,30

Banten 19,69 16,89 22,49 7,25 33,29 27,57 39,00 8,76 22,66 20,10 25,21 5,75

Bali 14,80 12,82 16,77 6,81 20,86 17,84 23,88 7,38 16,78 15,12 18,44 5,04

Nusa Tenggara Barat 25,20 21,90 28,49 6,67 35,08 30,23 39,92 7,05 29,85 26,96 32,75 4,94

Nusa Tenggara Timur 20,03 15,98 24,07 10,31 27,63 25,70 29,56 3,57 25,85 24,10 27,61 3,47

Kalimantan Barat 18,52 15,09 21,95 9,45 21,01 18,45 23,56 6,20 20,03 17,98 22,09 5,23

Kalimantan Tengah 16,70 13,01 20,40 11,29 19,23 15,92 22,55 8,79 18,15 15,67 20,62 6,95

Kalimantan Selatan 14,88 11,98 17,79 9,96 19,22 16,31 22,12 7,71 17,10 15,04 19,15 6,13

Kalimantan Timur 16,15 12,72 19,59 10,86 19,61 14,43 24,79 13,48 17,28 14,41 20,15 8,47

Kalimantan Utara 17,43 11,88 22,99 16,26 20,22 14,70 25,75 13,93 18,63 14,67 22,59 10,84

Sulawesi Utara 18,20 15,56 20,83 7,39 21,00 18,56 23,43 5,91 19,48 17,66 21,29 4,75

Sulawesi Tengah 19,88 15,45 24,32 11,38 22,52 19,83 25,22 6,10 21,73 19,41 24,04 5,43

Sulawesi Selatan 17,24 14,79 19,68 7,23 19,70 18,03 21,37 4,33 18,64 17,22 20,06 3,89

Sulawesi Tenggara 16,71 12,56 20,87 12,68 21,29 18,89 23,69 5,75 19,78 17,66 21,89 5,46

Gorontalo 24,21 18,83 29,60 11,35 25,20 20,98 29,42 8,55 24,75 21,38 28,12 6,94

Sulawesi Barat 17,46 11,42 23,50 17,64 23,63 19,50 27,75 8,90 22,27 18,78 25,77 8,00

Maluku 13,61 9,72 17,51 14,61 18,85 15,73 21,97 8,44 16,59 14,13 19,05 7,56

Maluku Utara 18,54 12,83 24,24 15,70 18,38 15,03 21,73 9,29 18,42 15,53 21,31 8,00

Papua Barat 14,43 8,82 20,03 19,82 17,29 11,00 23,58 18,55 16,40 11,73 21,06 14,52

Papua Barat Daya 15,29 7,41 23,17 26,29 24,57 19,58 29,57 10,37 19,66 14,85 24,47 12,47

Papua 18,78 13,84 23,72 13,42 21,91 17,01 26,81 11,41 20,03 16,47 23,59 9,06

Papua Selatan 16,20 3,91 28,49 38,70 27,51 19,75 35,27 14,39 23,64 17,02 30,26 14,29

Papua Tengah 21,37 9,97 32,77 27,21 11,11 7,12 15,09 18,29 14,00 9,64 18,37 15,92

Papua Pegunungan NA NA NA 51,06 20,37 14,21 26,54 15,44 22,10 15,20 28,99 15,92

INDONESIA 19,87 19,33 20,42 1,40 22,95 22,38 23,52 1,26 21,21 20,81 21,60 0,95

Provinsi

Perkotaan Perdesaan

Estimasi

Relative 

Standard 

Error

Total

Estimasi
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Relative 
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Error
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Kesehatan 

Tabel 4.18 Sampling Error Persentase Lansia yang Mengobati Sendiri Ketika 

Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Provinsi dan Klasifikasi 

Desa, 2025 

 

Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

 

  

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 73,03 66,71 79,35 4,41 73,64 70,21 77,08 2,38 73,45 70,37 76,54 2,14

Sumatera Utara 78,79 75,05 82,54 2,42 80,71 77,84 83,58 1,82 79,70 77,31 82,09 1,53

Sumatera Barat 60,16 54,99 65,34 4,39 67,56 63,63 71,48 2,96 64,10 60,89 67,31 2,56

Riau 77,11 70,87 83,36 4,13 80,50 75,83 85,17 2,96 79,21 75,48 82,94 2,40

Jambi 76,37 70,17 82,56 4,14 83,72 79,96 87,48 2,29 81,18 77,93 84,43 2,04

Sumatera Selatan 73,82 67,64 80,00 4,27 84,22 81,15 87,29 1,86 80,83 77,92 83,74 1,84

Bengkulu 65,23 56,09 74,36 7,14 80,14 75,68 84,61 2,84 75,74 71,54 79,94 2,83

Lampung 74,12 69,10 79,13 3,45 81,96 78,65 85,26 2,06 79,59 76,82 82,36 1,77

Kep. Bangka Belitung 69,46 62,47 76,44 5,13 86,74 81,21 92,28 3,26 76,50 71,68 81,32 3,21

Kep. Riau 60,57 48,67 72,47 10,02 72,72 63,59 81,86 6,41 62,22 51,78 72,67 8,56

DKI Jakarta 71,48 66,62 76,34 3,47 – – – – 71,48 66,62 76,34 3,47

Jawa Barat 78,00 75,83 80,16 1,42 86,57 83,72 89,43 1,68 80,24 78,47 82,01 1,13

Jawa Tengah 72,15 70,26 74,04 1,34 74,79 72,50 77,08 1,56 73,43 71,95 74,90 1,03

DI Yogyakarta 58,74 54,07 63,41 4,06 61,89 54,65 69,14 5,97 59,57 55,64 63,51 3,37

Jawa Timur 77,23 75,33 79,13 1,26 78,26 76,11 80,41 1,40 77,69 76,27 79,11 0,94

Banten 78,55 73,94 83,16 3,00 87,30 82,22 92,38 2,97 81,05 77,45 84,65 2,27

Bali 57,17 51,71 62,62 4,87 65,42 59,43 71,40 4,67 60,37 56,28 64,46 3,46

Nusa Tenggara Barat 82,42 78,70 86,14 2,30 81,96 76,65 87,27 3,30 82,19 78,91 85,46 2,03

Nusa Tenggara Timur 73,84 65,83 81,84 5,53 82,61 80,29 84,94 1,44 80,80 78,28 83,31 1,59

Kalimantan Barat 80,37 74,66 86,08 3,62 87,76 84,40 91,12 1,95 85,11 82,14 88,08 1,78

Kalimantan Tengah 88,53 83,73 93,33 2,77 86,45 81,36 91,54 3,00 87,35 83,79 90,92 2,08

Kalimantan Selatan 87,93 84,37 91,48 2,06 87,00 83,44 90,57 2,09 87,42 84,89 89,95 1,48

Kalimantan Timur 63,16 55,72 70,61 6,01 76,35 67,71 84,98 5,77 67,59 61,81 73,37 4,36

Kalimantan Utara 59,59 48,07 71,11 9,86 71,71 61,27 82,15 7,43 64,68 56,52 72,84 6,44

Sulawesi Utara 70,37 65,05 75,68 3,85 72,86 68,35 77,37 3,16 71,57 68,06 75,07 2,50

Sulawesi Tengah 88,68 83,17 94,20 3,17 80,83 76,52 85,13 2,72 83,23 79,77 86,68 2,12

Sulawesi Selatan 73,11 68,21 78,01 3,42 82,25 79,92 84,57 1,44 78,34 75,83 80,85 1,64

Sulawesi Tenggara 71,21 62,89 79,54 5,96 80,53 76,64 84,41 2,46 77,66 73,91 81,40 2,46

Gorontalo 76,78 68,88 84,68 5,25 86,68 81,63 91,74 2,97 82,40 77,95 86,86 2,76

Sulawesi Barat 78,25 67,76 88,74 6,84 75,98 69,88 82,09 4,10 76,44 71,12 81,75 3,55

Maluku 84,46 77,60 91,33 4,15 80,99 76,06 85,91 3,10 82,39 78,34 86,44 2,51

Maluku Utara 86,31 77,87 94,76 4,99 86,09 81,34 90,85 2,82 86,15 82,00 90,31 2,46

Papua Barat 76,54 61,92 91,15 9,74 67,17 51,54 82,80 11,87 70,06 58,15 81,97 8,67

Papua Barat Daya 75,06 58,11 92,01 11,52 67,03 58,48 75,58 6,51 70,16 61,72 78,60 6,14

Papua 72,31 61,97 82,66 7,30 70,67 60,38 80,96 7,43 71,64 64,21 79,07 5,29

Papua Selatan 41,69 11,13 72,26 37,41 44,12 30,55 57,69 15,69 43,42 30,35 56,50 15,36

Papua Tengah 79,31 57,54 100,00 14,00 70,03 58,66 81,41 8,29 73,60 62,78 84,41 7,50

Papua Pegunungan 100,00 100,00 100,00 0,00 94,84 90,22 99,46 2,48 95,95 92,33 99,57 1,92

INDONESIA 75,09 74,19 75,98 0,61 79,73 78,93 80,53 0,51 77,13 76,52 77,75 0,40

Provinsi

Perkotaan Perdesaan

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Estimasi
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Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 

Tabel 4.19 Sampling Error Persentase Lansia yang Rawat Jalan Ketika 

Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut 

Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 

 

Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

  

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 51,08 44,49 57,68 6,59 59,75 55,98 63,51 3,21 57,02 53,69 60,35 2,98

Sumatera Utara 42,91 37,84 47,97 6,02 31,74 28,42 35,05 5,33 37,62 34,50 40,74 4,23

Sumatera Barat 61,71 56,72 66,71 4,13 56,11 51,88 60,34 3,84 58,73 55,48 61,99 2,83

Riau 50,45 42,40 58,49 8,13 39,48 33,87 45,08 7,24 43,65 39,04 48,26 5,38

Jambi 47,00 39,38 54,61 8,26 36,69 31,74 41,65 6,89 40,25 36,09 44,40 5,27

Sumatera Selatan 40,49 34,18 46,80 7,95 36,25 32,17 40,33 5,75 37,63 34,20 41,07 4,65

Bengkulu 54,44 46,08 62,80 7,84 45,53 40,21 50,84 5,96 48,16 43,64 52,67 4,78

Lampung 45,93 40,05 51,81 6,53 45,18 40,70 49,66 5,06 45,41 41,81 49,00 4,04

Kep. Bangka Belitung 50,31 43,00 57,62 7,41 45,02 36,11 53,94 10,10 48,16 42,50 53,82 6,00

Kep. Riau 47,66 38,28 57,04 10,04 42,62 31,67 53,57 13,11 46,97 38,74 55,21 8,95

DKI Jakarta 55,64 50,32 60,96 4,88 – – – – 55,64 50,32 60,96 4,88

Jawa Barat 51,87 49,26 54,49 2,57 41,50 37,29 45,72 5,18 49,16 46,93 51,39 2,31

Jawa Tengah 49,29 47,22 51,37 2,15 47,40 44,85 49,96 2,75 48,38 46,74 50,02 1,73

DI Yogyakarta 64,67 60,23 69,11 3,50 67,04 60,32 73,77 5,12 65,30 61,58 69,02 2,91

Jawa Timur 48,66 46,45 50,86 2,32 44,53 42,02 47,04 2,87 46,82 45,16 48,48 1,81

Banten 48,61 42,95 54,27 5,94 43,27 35,81 50,74 8,81 47,08 42,53 51,64 4,93

Bali 68,30 63,18 73,42 3,82 61,10 54,60 67,59 5,42 65,50 61,47 69,53 3,14

Nusa Tenggara Barat 52,97 47,77 58,17 5,01 53,61 46,93 60,28 6,36 53,30 49,04 57,56 4,08

Nusa Tenggara Timur 41,62 33,04 50,19 10,51 38,97 35,97 41,97 3,93 39,52 36,54 42,49 3,84

Kalimantan Barat 43,44 36,63 50,26 8,01 30,54 26,19 34,88 7,26 35,17 31,46 38,87 5,38

Kalimantan Tengah 36,70 29,45 43,96 10,08 35,03 28,47 41,59 9,55 35,76 30,89 40,62 6,94

Kalimantan Selatan 35,83 30,14 41,52 8,11 32,00 27,30 36,70 7,49 33,73 30,09 37,38 5,51

Kalimantan Timur 59,17 51,49 66,86 6,63 44,94 35,46 54,43 10,77 54,39 48,40 60,39 5,62

Kalimantan Utara 58,35 47,15 69,55 9,79 53,73 40,72 66,73 12,35 56,41 47,85 64,96 7,74

Sulawesi Utara 46,85 40,92 52,78 6,46 40,51 35,73 45,30 6,02 43,81 39,97 47,64 4,47

Sulawesi Tengah 31,20 22,92 39,49 13,55 35,68 30,39 40,97 7,57 34,31 29,84 38,79 6,66

Sulawesi Selatan 40,73 35,59 45,88 6,44 33,48 30,55 36,41 4,46 36,58 33,80 39,36 3,88

Sulawesi Tenggara 41,57 33,71 49,43 9,65 32,28 27,84 36,72 7,02 35,14 31,21 39,07 5,71

Gorontalo 52,89 43,82 61,95 8,75 35,53 28,63 42,43 9,91 43,03 37,43 48,62 6,64

Sulawesi Barat 43,59 29,04 58,14 17,03 31,20 24,60 37,81 10,80 33,70 27,59 39,81 9,25

Maluku 20,92 13,04 28,80 19,22 30,01 23,77 36,25 10,61 26,33 21,45 31,22 9,46

Maluku Utara 37,34 23,70 50,97 18,63 34,85 27,61 42,08 10,59 35,53 29,08 41,97 9,25

Papua Barat 38,11 21,73 54,49 21,93 37,57 22,22 52,91 20,84 37,73 25,99 49,47 15,87

Papua Barat Daya 53,18 35,37 70,99 17,09 50,87 41,76 59,98 9,13 51,77 42,84 60,71 8,81

Papua 60,14 49,10 71,19 9,37 51,36 41,19 61,53 10,10 56,54 48,75 64,33 7,03

Papua Selatan NA NA NA 51,15 74,04 63,31 84,76 7,39 60,58 48,67 72,49 10,03

Papua Tengah 64,14 43,53 84,76 16,39 26,77 15,78 37,75 20,94 41,12 29,44 52,81 14,50

Papua Pegunungan 65,11 25,26 100,00 31,22 32,75 21,21 44,28 17,97 39,71 25,96 53,45 17,66

INDONESIA 50,02 48,98 51,06 1,06 43,07 42,08 44,05 1,17 46,95 46,23 47,68 0,79

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Provinsi

Perkotaan Perdesaan

Estimasi
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Kepercayaan
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Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Relative 

Standard 

Error

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



 
 

 101 

 

Kesehatan 

Tabel 4.20 Sampling Error Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dalam 

Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 

 

Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

  

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 10,29 7,95 12,64 11,61 12,72 10,94 14,51 7,15 11,91 10,49 13,33 6,10

Sumatera Utara 8,37 6,82 9,92 9,47 5,59 4,50 6,68 9,97 7,16 6,16 8,15 7,11

Sumatera Barat 7,50 5,86 9,14 11,14 7,60 6,23 8,97 9,19 7,55 6,48 8,61 7,20

Riau 9,16 6,36 11,95 15,57 6,79 5,02 8,56 13,30 7,70 6,17 9,23 10,15

Jambi 6,46 4,33 8,59 16,84 7,02 5,35 8,69 12,15 6,83 5,51 8,15 9,87

Sumatera Selatan 6,61 4,70 8,53 14,77 6,04 4,82 7,27 10,35 6,25 5,21 7,30 8,55

Bengkulu 11,12 7,68 14,57 15,80 6,67 5,11 8,24 11,99 7,97 6,47 9,47 9,59

Lampung 9,17 7,33 11,01 10,23 8,91 7,26 10,57 9,45 9,00 7,73 10,26 7,18

Kep. Bangka Belitung 5,63 3,57 7,69 18,67 7,80 4,80 10,81 19,66 6,48 4,76 8,20 13,56

Kep. Riau 6,69 3,98 9,41 20,73 4,55 2,12 6,97 27,19 6,39 4,03 8,74 18,80

DKI Jakarta 8,56 6,78 10,35 10,65 – – – – 8,56 6,78 10,35 10,65

Jawa Barat 9,45 8,45 10,45 5,38 9,34 7,61 11,08 9,47 9,42 8,56 10,29 4,68

Jawa Tengah 9,64 8,86 10,41 4,10 8,38 7,45 9,30 5,63 9,03 8,43 9,63 3,39

DI Yogyakarta 6,82 5,39 8,26 10,72 6,16 4,26 8,05 15,72 6,61 5,46 7,76 8,86

Jawa Timur 6,75 6,05 7,46 5,35 6,36 5,55 7,17 6,47 6,57 6,04 7,11 4,14

Banten 6,06 4,63 7,49 12,05 3,98 1,83 6,12 27,57 5,61 4,39 6,82 11,03

Bali 5,87 4,63 7,11 10,76 6,31 4,77 7,86 12,48 6,02 5,04 6,99 8,27

Nusa Tenggara Barat 9,59 7,54 11,64 10,91 15,65 12,14 19,16 11,44 12,45 10,45 14,44 8,17

Nusa Tenggara Timur 10,04 6,44 13,65 18,33 4,27 3,57 4,98 8,45 5,62 4,61 6,63 9,18

Kalimantan Barat 7,67 5,38 9,95 15,20 4,86 3,48 6,23 14,40 5,96 4,73 7,18 10,49

Kalimantan Tengah 5,19 3,28 7,11 18,78 4,76 3,11 6,41 17,66 4,95 3,70 6,19 12,87

Kalimantan Selatan 3,84 2,59 5,09 16,59 4,76 3,42 6,11 14,36 4,31 3,40 5,23 10,85

Kalimantan Timur 8,35 6,04 10,66 14,13 4,91 2,05 7,77 29,74 7,22 5,41 9,04 12,84

Kalimantan Utara 9,89 6,07 13,71 19,72 9,80 5,87 13,74 20,47 9,85 7,09 12,61 14,29

Sulawesi Utara 10,31 8,43 12,19 9,30 10,73 8,88 12,59 8,82 10,51 9,18 11,83 6,45

Sulawesi Tengah 7,89 5,19 10,59 17,46 8,64 6,98 10,31 9,83 8,41 6,99 9,83 8,61

Sulawesi Selatan 8,67 7,01 10,33 9,78 6,60 5,65 7,54 7,32 7,49 6,59 8,38 6,11

Sulawesi Tenggara 10,61 7,13 14,10 16,76 6,11 4,73 7,48 11,48 7,60 6,12 9,08 9,95

Gorontalo 12,93 8,64 17,21 16,90 6,24 3,96 8,52 18,62 9,30 6,97 11,64 12,78

Sulawesi Barat 3,84 1,27 6,41 34,14 7,15 4,76 9,54 17,03 6,42 4,47 8,38 15,50

Maluku 4,93 2,43 7,42 25,82 2,71 1,58 3,85 21,33 3,67 2,41 4,93 17,53

Maluku Utara 9,10 5,28 12,92 21,41 7,43 5,28 9,58 14,77 7,89 6,01 9,77 12,15

Papua Barat 9,89 3,57 16,21 32,62 2,47 0,54 4,41 39,89 4,79 2,35 7,22 25,99

Papua Barat Daya 10,73 4,59 16,87 29,20 6,99 4,03 9,95 21,60 8,97 5,42 12,51 20,17

Papua 6,91 3,90 9,92 22,26 2,82 1,34 4,29 26,67 5,27 3,37 7,17 18,38

Papua Selatan 11,21 3,23 19,18 36,29 4,37 1,55 7,19 32,96 6,71 3,41 10,01 25,10

Papua Tengah 3,27 0,10 6,44 49,48 2,23 0,43 4,03 41,28 2,52 0,95 4,09 31,72

Papua Pegunungan NA NA NA 52,49 NA NA NA 73,38 3,37 0,29 6,45 46,66

INDONESIA 8,25 7,90 8,60 2,16 7,30 6,96 7,64 2,37 7,84 7,59 8,08 1,60

Provinsi

Perkotaan Perdesaan

Relative 

Standard 

Error

Estimasi
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Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan

Total

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



 
  102 

 
Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 

Tabel 4.21 Sampling Error Persentase Lansia yang Pernah Rawat Inap dalam 

Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2025 

 

Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

  

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

13,50 11,37 15,62 8,03 10,50 8,83 12,16 8,09 11,91 10,49 13,33 6,10

6,79 5,43 8,16 10,23 7,47 6,03 8,92 9,89 7,16 6,16 8,15 7,11

7,44 5,96 8,91 10,10 7,65 6,11 9,18 10,24 7,55 6,48 8,61 7,20

7,32 5,29 9,35 14,17 8,08 5,78 10,37 14,49 7,70 6,17 9,23 10,15

6,68 4,88 8,48 13,74 6,98 5,12 8,85 13,63 6,83 5,51 8,15 9,87

7,16 5,55 8,77 11,47 5,39 4,06 6,73 12,61 6,25 5,21 7,30 8,55

8,92 6,69 11,15 12,74 7,01 5,01 9,00 14,53 7,97 6,47 9,47 9,59

8,28 6,62 9,94 10,24 9,72 7,91 11,52 9,47 9,00 7,73 10,26 7,18

5,57 3,47 7,68 19,27 7,44 4,78 10,10 18,23 6,48 4,76 8,20 13,56

7,77 4,06 11,47 24,34 4,95 2,40 7,49 26,22 6,39 4,03 8,74 18,80

8,99 6,46 11,52 14,37 8,17 5,53 10,81 16,51 8,56 6,78 10,35 10,65

10,20 9,01 11,40 5,96 8,68 7,50 9,86 6,93 9,42 8,56 10,29 4,68

9,58 8,71 10,44 4,61 8,54 7,74 9,35 4,79 9,03 8,43 9,63 3,39

7,75 6,00 9,50 11,53 5,64 4,12 7,15 13,72 6,61 5,46 7,76 8,86

7,44 6,65 8,23 5,41 5,82 5,16 6,48 5,81 6,57 6,04 7,11 4,14

5,77 4,08 7,47 15,00 5,44 3,69 7,18 16,35 5,61 4,39 6,82 11,03

7,10 5,60 8,59 10,75 5,05 3,78 6,31 12,79 6,02 5,04 6,99 8,27

12,62 9,68 15,55 11,89 12,30 9,54 15,07 11,47 12,45 10,45 14,44 8,17

6,28 4,92 7,63 11,01 5,05 3,85 6,25 12,16 5,62 4,61 6,63 9,18

6,13 4,53 7,73 13,32 5,79 4,11 7,46 14,76 5,96 4,73 7,18 10,49

6,09 4,22 7,96 15,68 3,59 2,05 5,13 21,91 4,95 3,70 6,19 12,87

4,15 2,86 5,43 15,80 4,47 3,14 5,80 15,15 4,31 3,40 5,23 10,85

6,72 4,45 8,99 17,21 7,77 5,23 10,31 16,67 7,22 5,41 9,04 12,84

10,81 6,90 14,72 18,44 8,74 4,91 12,56 22,33 9,85 7,09 12,61 14,29

11,41 9,43 13,38 8,83 9,66 7,88 11,43 9,37 10,51 9,18 11,83 6,45

9,14 7,13 11,15 11,22 7,70 5,73 9,66 13,04 8,41 6,99 9,83 8,61

7,41 6,22 8,59 8,17 7,56 6,24 8,87 8,91 7,49 6,59 8,38 6,11

7,92 5,95 9,88 12,66 7,31 5,35 9,27 13,69 7,60 6,12 9,08 9,95

11,91 8,34 15,48 15,28 6,96 4,36 9,56 19,05 9,30 6,97 11,64 12,78

6,78 3,83 9,73 22,22 6,11 3,46 8,75 22,08 6,42 4,47 8,38 15,50

4,39 2,35 6,43 23,74 3,00 1,43 4,58 26,78 3,67 2,41 4,93 17,53

7,43 4,96 9,90 16,98 8,35 5,58 11,11 16,91 7,89 6,01 9,77 12,15

5,39 2,51 8,27 27,23 4,08 1,13 7,03 36,90 4,79 2,35 7,22 25,99

9,97 4,74 15,21 26,79 7,87 2,89 12,84 32,28 8,97 5,42 12,51 20,17

4,72 2,23 7,21 26,96 5,85 3,15 8,55 23,54 5,27 3,37 7,17 18,38

6,20 1,86 10,54 35,71 7,29 2,24 12,35 35,37 6,71 3,41 10,01 25,10

3,27 0,98 5,55 35,66 NA NA NA 68,70 2,52 0,95 4,09 31,72

5,14 0,45 9,84 46,56 NA NA NA 100,51 3,37 0,29 6,45 46,66

8,35 8,00 8,69 2,13 7,37 7,04 7,70 2,31 7,84 7,59 8,08 1,60

Laki-Laki Perempuan Total

Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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Tabel 4.22 Sampling Error Persentase Lansia yang Rawat Jalan dan Rawat 

Inap dengan Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 

2025 

 

Catatan: Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

  

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 80,33 76,94 83,72 2,15 97,49 95,42 99,55 1,08

Sumatera Utara 55,91 50,79 61,02 4,67 88,68 84,31 93,04 2,51

Sumatera Barat 66,88 62,97 70,79 2,98 91,81 87,97 95,65 2,13

Riau 67,73 61,61 73,86 4,61 87,73 81,43 94,04 3,67

Jambi 55,34 49,46 61,22 5,42 76,06 67,92 84,19 5,46

Sumatera Selatan 50,95 45,40 56,51 5,56 83,93 77,81 90,05 3,72

Bengkulu 50,81 44,41 57,21 6,43 90,52 84,43 96,61 3,43

Lampung 48,44 43,14 53,74 5,58 79,71 73,63 85,79 3,89

Kep. Bangka Belitung 65,08 57,06 73,10 6,29 90,13 81,72 98,55 4,76

Kep. Riau 80,02 68,40 91,63 7,40 98,37 96,92 99,81 0,75

DKI Jakarta 89,48 85,37 93,59 2,34 95,51 91,26 99,75 2,27

Jawa Barat 58,87 55,82 61,92 2,64 86,12 83,09 89,15 1,79

Jawa Tengah 60,25 57,96 62,54 1,94 83,96 81,43 86,50 1,54

DI Yogyakarta 71,14 66,79 75,50 3,12 94,14 89,68 98,60 2,42

Jawa Timur 49,84 47,56 52,12 2,33 85,00 82,16 87,85 1,71

Banten 58,55 52,48 64,62 5,29 86,46 77,86 95,06 5,08

Bali 59,08 54,47 63,69 3,98 97,34 94,89 99,79 1,28

Nusa Tenggara Barat 38,98 33,53 44,44 7,14 74,38 66,13 82,64 5,66

Nusa Tenggara Timur 82,74 78,89 86,60 2,38 94,45 91,82 97,08 1,42

Kalimantan Barat 59,91 53,82 66,00 5,19 79,77 71,64 87,89 5,19

Kalimantan Tengah 63,37 54,97 71,77 6,76 86,83 79,67 93,99 4,21

Kalimantan Selatan 70,65 65,31 76,00 3,86 83,92 76,41 91,43 4,56

Kalimantan Timur 90,18 85,55 94,80 2,62 96,47 93,54 99,40 1,55

Kalimantan Utara 90,72 85,28 96,16 3,06 96,71 92,37 100,00 2,29

Sulawesi Utara 75,77 71,21 80,34 3,07 96,21 93,98 98,45 1,18

Sulawesi Tengah 77,41 71,13 83,68 4,14 95,84 92,45 99,23 1,80

Sulawesi Selatan 80,16 76,48 83,84 2,34 96,43 94,29 98,56 1,13

Sulawesi Tenggara 83,46 77,18 89,74 3,84 92,81 86,93 98,69 3,23

Gorontalo 62,79 54,48 71,11 6,76 100,00 100,00 100,00 0,00

Sulawesi Barat 81,67 73,77 89,57 4,94 99,21 97,80 100,00 0,73

Maluku 74,03 64,91 83,15 6,29 91,84 84,55 99,14 4,05

Maluku Utara 87,75 81,62 93,87 3,56 89,41 81,81 97,01 4,34

Papua Barat 65,00 44,64 85,36 15,98 87,80 70,44 100,00 10,09

Papua Barat Daya 88,12 78,56 97,68 5,54 92,81 84,69 100,00 4,47

Papua 82,92 74,73 91,11 5,04 90,44 79,49 100,00 6,17

Papua Selatan 99,20 97,61 100,00 0,81 91,11 74,83 100,00 9,12

Papua Tengah 67,19 48,46 85,92 14,22 NA NA NA 55,30

Papua Pegunungan 91,78 89,30 94,25 1,38 100,00 100,00 100,00 0,00

INDONESIA 60,89 59,88 61,89 0,84 87,00 85,93 88,07 0,63

Provinsi

Pernah Memanfaatkan Jaminan Kesehatan

Rawat Jalan Rawat Inap

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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Tabel 4.23 Sampling Error Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Perilaku 

Merokok dalam Sebulan Terakhir, 2025 

 

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 16,48 14,99 17,96 4,61 2,82 2,13 3,52 12,59

Sumatera Utara 19,57 18,10 21,05 3,85 1,48 1,00 1,95 16,43

Sumatera Barat 22,32 20,76 23,87 3,56 1,28 0,85 1,72 17,40

Riau 21,83 19,72 23,94 4,94 2,10 1,24 2,96 20,80

Jambi 20,67 18,65 22,69 4,98 2,30 1,48 3,12 18,15

Sumatera Selatan 22,82 21,18 24,46 3,67 1,96 1,42 2,50 14,07

Bengkulu 26,97 24,79 29,16 4,13 1,59 0,93 2,25 21,16

Lampung 27,89 26,10 29,68 3,27 1,64 1,18 2,09 14,15

Kep. Bangka Belitung 17,24 14,71 19,77 7,49 1,75 0,98 2,52 22,42

Kep. Riau 19,24 15,26 23,21 10,54 NA NA NA 56,14

DKI Jakarta 12,49 10,45 14,54 8,36 1,76 0,93 2,58 23,97

Jawa Barat 25,71 24,52 26,89 2,35 2,82 2,36 3,28 8,33

Jawa Tengah 21,22 20,42 22,01 1,91 2,21 1,91 2,51 6,92

DI Yogyakarta 15,78 14,03 17,53 5,66 1,54 0,98 2,09 18,41

Jawa Timur 21,62 20,85 22,39 1,82 1,86 1,59 2,13 7,52

Banten 22,48 20,23 24,72 5,09 2,14 1,33 2,95 19,37

Bali 9,64 8,44 10,83 6,33 0,59 0,33 0,84 22,14

Nusa Tenggara Barat 24,68 22,47 26,88 4,56 2,30 1,52 3,08 17,25

Nusa Tenggara Timur 15,95 14,72 17,18 3,94 4,93 4,16 5,70 7,97

Kalimantan Barat 19,65 17,87 21,43 4,62 2,20 1,46 2,93 17,15

Kalimantan Tengah 20,32 18,16 22,48 5,43 2,46 1,53 3,39 19,29

Kalimantan Selatan 15,89 14,18 17,60 5,50 1,67 1,02 2,33 20,01

Kalimantan Timur 15,94 13,71 18,17 7,13 1,53 0,91 2,16 20,86

Kalimantan Utara 16,89 13,45 20,33 10,39 1,31 0,21 2,41 42,71

Sulawesi Utara 16,75 15,19 18,31 4,76 3,82 2,99 4,65 11,10

Sulawesi Tengah 20,41 18,39 22,44 5,05 3,82 2,79 4,86 13,81

Sulawesi Selatan 15,93 14,78 17,09 3,70 1,21 0,89 1,53 13,32

Sulawesi Tenggara 18,79 17,00 20,59 4,88 1,91 1,25 2,57 17,61

Gorontalo 23,75 20,81 26,70 6,33 3,91 2,45 5,36 19,04

Sulawesi Barat 16,29 13,55 19,04 8,60 2,32 1,25 3,40 23,57

Maluku 17,13 14,87 19,38 6,72 5,22 3,98 6,46 12,11

Maluku Utara 21,91 19,37 24,45 5,91 4,85 3,46 6,24 14,61

Papua Barat 17,42 13,15 21,69 12,51 7,43 4,67 10,19 18,95

Papua Barat Daya 12,74 8,72 16,76 16,09 3,94 2,62 5,26 17,11

Papua 10,87 8,68 13,06 10,29 6,26 4,59 7,94 13,64

Papua Selatan 20,38 15,75 25,02 11,61 6,32 3,50 9,13 22,71

Papua Tengah 15,52 12,00 19,05 11,57 6,40 3,65 9,15 21,92

Papua Pegunungan 23,77 18,46 29,08 11,40 10,26 6,39 14,12 19,24

INDONESIA 21,09 20,75 21,44 0,83 2,21 2,08 2,34 2,95

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Provinsi

Masih Merokok

Setiap Hari Tidak Setiap Hari
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Lanjutan Tabel 4.23 

 

Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

Batas 

Bawah

Batas 

Atas

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Aceh 2,04 1,34 2,75 17,49 78,66 76,98 80,33 1,09

Sumatera Utara 1,87 1,29 2,45 15,77 77,08 75,52 78,64 1,03

Sumatera Barat 3,06 2,37 3,75 11,53 73,34 71,71 74,97 1,13

Riau 1,94 1,13 2,74 21,19 74,13 71,89 76,37 1,54

Jambi 1,58 1,00 2,16 18,68 75,45 73,31 77,59 1,45

Sumatera Selatan 1,18 0,74 1,62 18,96 74,04 72,33 75,75 1,18

Bengkulu 1,73 1,10 2,37 18,71 69,70 67,44 71,97 1,66

Lampung 2,20 1,62 2,77 13,34 68,28 66,46 70,10 1,36

Kep. Bangka Belitung 1,93 0,97 2,89 25,46 79,08 76,38 81,78 1,74

Kep. Riau 3,06 1,11 5,01 32,47 76,57 72,28 80,85 2,85

DKI Jakarta 1,73 0,94 2,52 23,20 84,02 81,78 86,26 1,36

Jawa Barat 1,48 1,11 1,86 12,88 69,99 68,73 71,25 0,92

Jawa Tengah 1,73 1,46 1,99 7,83 74,85 74,03 75,67 0,56

DI Yogyakarta 2,41 1,73 3,09 14,47 80,27 78,41 82,14 1,18

Jawa Timur 1,71 1,46 1,96 7,55 74,81 74,00 75,62 0,55

Banten 0,64 0,24 1,04 32,26 74,74 72,42 77,06 1,58

Bali 0,76 0,41 1,11 23,37 89,01 87,75 90,27 0,72

Nusa Tenggara Barat 1,60 0,97 2,24 20,33 71,42 69,18 73,66 1,60

Nusa Tenggara Timur 1,45 1,03 1,87 14,72 77,66 76,28 79,05 0,91

Kalimantan Barat 1,90 1,20 2,59 18,62 76,25 74,33 78,18 1,29

Kalimantan Tengah 0,92 0,34 1,51 32,16 76,30 74,02 78,58 1,52

Kalimantan Selatan 2,03 1,38 2,69 16,40 80,40 78,57 82,24 1,16

Kalimantan Timur 1,64 0,95 2,33 21,48 80,89 78,52 83,26 1,49

Kalimantan Utara 2,84 1,27 4,40 28,17 78,96 75,21 82,71 2,42

Sulawesi Utara 1,84 1,33 2,35 14,17 77,60 75,89 79,30 1,12

Sulawesi Tengah 3,17 2,19 4,15 15,72 72,59 70,38 74,79 1,55

Sulawesi Selatan 1,58 1,11 2,04 15,14 81,28 80,06 82,50 0,77

Sulawesi Tenggara 1,90 1,03 2,76 23,23 77,40 75,46 79,33 1,28

Gorontalo 1,31 0,59 2,03 28,14 71,03 67,98 74,09 2,19

Sulawesi Barat 1,80 0,70 2,89 31,08 79,59 76,61 82,57 1,91

Maluku 1,88 1,06 2,69 22,30 75,77 73,27 78,28 1,69

Maluku Utara 1,81 0,94 2,67 24,42 71,43 68,74 74,12 1,92

Papua Barat 2,19 0,60 3,79 37,09 72,96 68,29 77,63 3,26

Papua Barat Daya 0,48 0,14 0,82 35,93 82,83 78,58 87,08 2,62

Papua 1,33 0,36 2,30 37,34 81,53 78,80 84,27 1,71

Papua Selatan NA NA NA 66,87 73,23 68,40 78,06 3,36

Papua Tengah 1,94 0,46 3,43 38,88 76,13 71,91 80,35 2,83

Papua Pegunungan NA NA NA 53,34 65,20 59,34 71,07 4,59

INDONESIA 1,68 1,57 1,79 3,40 75,01 74,65 75,38 0,25

Provinsi
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi
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BAB V KETENAGAKERJAAN 
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Ketenagakerjaan 

 

 

Penduduk lanjut usia selama ini identik dengan penurunan tingkat 

kesehatan dan tingkat partisipasi di pasar kerja. Namun demikian, masih 

terdapat banyak lansia potensial yang mampu berdaya guna. Sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, 

lansia dikatakan potensial jika masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau 

kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Di sisi lain, 

keberadaan lansia dalam pasar kerja, tidak hanya mencerminkan kemampuan 

lansia untuk tetap bekerja, namun dapat juga dimaknai sebagai rendahnya 

tingkat kesejahteraan lansia, sehingga mereka terpaksa masih harus bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan lansia potensial dalam 

berbagai aktivitas produktif merupakan salah satu upaya untuk menunjang 

kemandirian lansia, baik dari aspek ekonomi, psikologi, sosial, budaya, dan 

kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya informasi ketenagakerjaan lansia 

untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat, sehingga 

upaya pemberdayaan lansia potensial dapat terlaksana dengan baik. 

5.1 Lansia Bekerja 

Menurut Ehrenberg dan Smith (2012) pengalokasian waktu untuk 

memilih bekerja atau waktu luang (leisure) dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, 

yaitu biaya kesempatan, tingkat kesejahteraan, dan preferensi. Keputusan 

seseorang masuk dalam pasar tenaga kerja atau tidak sangat bergantung pada 

reservation wage yang dimiliki (Borjas 2016). Jika tingkat upah yang ditawarkan 

melebihi tingkat upah minimum yang diharapkan (reservation wage), maka 

seseorang akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Selanjutnya, Becker (1965) 

mengaitkan keputusan bekerja dengan teori alokasi waktu yakni ketika tenaga 

kerja memutuskan untuk bekerja, maka harus mengorbankan waktu luangnya 

untuk bekerja. 

  

KETENAGAKERJAAN 5 
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Terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi lansia untuk tetap 

bekerja, salah satunya adalah keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Ketidaktersediaan non-labor income seperti jaminan pensiun, menuntut lansia 

untuk tetap bekerja (Jamalludin 2021). Lebih jauh, Wirakartakusumah dan 

Anwar (1994) dalam Junaidi et al. (2017) menjelaskan beberapa faktor yang 

memengaruhi lansia tetap bekerja, antara lain masih kuat secara fisik dan 

mental, adanya desakan ekonomi, serta motif aktualisasi diri atau emosi.  

Menjadi lansia yang sehat dan aktif merupakan dambaan semua orang. 

Dengan bekerja, seorang lansia dapat dianggap mandiri dan berdaya guna. 

Dalam beberapa tahun terakhir, persentase lansia bekerja cenderung 

mengalami peningkatan selama periode tahun 2021 hingga tahun 2025. Dalam 

kurun waktu lima tahun tersebut, persentase lansia yang bekerja naik hampir 

lima persen poin, dari 49,46 persen di tahun 2021 menjadi 54,21 persen pada 

tahun 2025 (Gambar 5.1).  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021─2025 

Gambar 5.1 Persentase Lansia Bekerja, 2021–2025 

Idealnya, lansia yang bekerja memiliki pekerjaan yang disesuaikan 

dengan kondisi fisiknya. Hal tersebut erat kaitannya dengan pencapaian tujuan 

Sustainable Development Goals (SDGs) ke-3 yaitu menjamin kehidupan yang 

sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dari semua usia 
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termasuk salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk usia 

lanjut. Lansia aktif atau active ageing tidak hanya mencakup lansia yang masih 

bekerja, namun juga termasuk lansia yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan (Adioetomo dkk. 2018, 298).  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 

Gambar 5.2  Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik, 2025 

Berdasarkan karakteristiknya, Gambar 5.2 menunjukkan bahwa 

persentase lansia laki-laki yang bekerja jauh lebih besar daripada lansia 

perempuan, yaitu 67,23 persen berbanding 42,27 persen. Proses menjadi tua 

bersifat alami yang pada umumnya antara lain diiringi dengan kemunduran 

kapasitas fisik (Brown 1996 dalam Adioetomo dkk. 2018). Hal tersebut 

menyebabkan produktivitas lansia akan cenderung menurun seiring dengan 

bertambahnya usia. Gambar 5.2 menunjukkan persentase lansia bekerja 

semakin menurun seiring semakin tingginya kelompok umur lansia. Persentase 

lansia bekerja pada kelompok umur 60-69 tahun hampir tiga kali lebih besar 

dari persentase lansia bekerja pada kelompok umur 80 tahun ke atas. 

Selanjutnya, menurut klasifikasi desa, persentase lansia di perdesaan yang 

bekerja lebih besar dibandingkan dengan lansia di perkotaan, yaitu 64,69 

persen berbanding 47,72 persen. 
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Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi tingkat 

pendidikan lansia maka persentase lansia yang bekerja cenderung semakin 

rendah (Gambar 5.3). Terlihat dari Gambar 5.3 bahwa lebih dari separuh lansia 

dengan pendidikan tamat SD sederajat ke bawah (termasuk juga lansia yang 

tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD sederajat) bekerja. Sementara itu, 

hanya sekitar 1 dari 3 lansia berpendidikan tinggi yang masih bekerja. Lansia 

berpendidikan tinggi umumnya memiliki pekerjaan yang layak sehingga tidak 

lagi perlu bekerja di masa tuanya karena memiliki kondisi ekonomi yang 

memadai dan jaminan hari tua, sedangkan sebagian kecil yang masih bekerja 

adalah mereka yang masih dibutuhkan keahlian dan pemikirannya. Sebaliknya, 

lansia yang berpendidikan rendah terpaksa tetap bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup saat ini karena tidak memiliki tabungan atau jaminan hari tua 

(Affandi 2009).  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 

Gambar 5.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang 

Ditamatkan, 2025 

5.2 Karakteristik Pekerja Lansia 

Gambar 5.4 menunjukkan pada tahun 2025, lapangan usaha sektor 

pertanian menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lansia, 

yaitu sebesar 52,22 persen. Sektor tersebut cenderung membutuhkan kekuatan 

fisik dan sedikit konsentrasi, serta tidak mensyaratkan tingkat pendidikan 
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tertentu, sehingga lebih banyak lansia yang berpendidikan rendah terserap 

pada lapangan usaha ini. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Jamalludin 

(2021) yang menyebutkan bahwa lansia yang tetap bekerja cenderung berasal 

dari pekerja yang sebelumnya bekerja dengan jenis pekerjaan yang 

membutuhkan kekuatan fisik dan sedikit konsentrasi. Persentase lansia yang 

bekerja di sektor pertanian jauh lebih besar di perdesaan dibandingkan 

perkotaan (72,63 persen berbanding 35,11 persen). Lebih lanjut, berdasarkan 

tingkat pendidikannya, persentase lansia yang bekerja di sektor pertanian lebih 

besar pada lansia dengan pendidikan rendah (SD sederajat ke bawah), yakni 

sebesar 58,27 persen (Gambar 5.4). 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 

Gambar 5.4  Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan 

Karakteristik, 2025 

Status pekerjaan dari lansia bekerja memberikan gambaran tentang 

kedudukan lansia dalam pekerjaan dan seberapa besar peran aktifnya dalam 

kegiatan ekonomi. Hasil Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa 

persentase lansia yang bekerja dengan status berusaha sendiri sebesar 32,76 

persen, berusaha/bekerja dibantu buruh tidak dibayar sebesar 27,35 persen, 

dan dibantu buruh dibayar sebesar 5,36 persen (Gambar 5.5). Komposisi status 

pekerjaan lansia tersebut mencerminkan bahwa sekitar 65 dari 100 lansia 

memiliki tingkat kemandirian dalam kegiatan ekonomi dengan berusaha baik 

dengan atau tanpa buruh. Namun kondisi ini juga mencerminkan bahwa 

pekerjaan lansia memiliki risiko yang harus dia tanggung sendiri dalam 
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posisinya sebagai pengusaha. Di sisi lain, persentase lansia yang bekerja 

sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar juga tidak sedikit, yaitu 

sebesar 13,98 persen. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 

Gambar 5.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan 

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2025 

Selanjutnya, Gambar 5.5 juga menunjukkan bahwa lansia yang bekerja 

dengan status pekerjaan berusaha sendiri memiliki jenjang pendidikan yang 

cenderung beragam. Sementara itu, pada lapangan pekerjaan dengan status 

pekerjaan sebagai buruh/karyawan lebih banyak menyerap tenaga kerja lansia 

berpendidikan menengah ke atas, demikian pula untuk pekerjaan dengan 

status berusaha dibantu buruh dibayar. Sedangkan pekerjaan dengan status 

berusaha dibantu buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja 

keluarga/tidak dibayar lebih banyak banyak menyerap tenaga kerja lansia 

berpendidikan SMP ke bawah.  

5.3 Jam Kerja Lansia 

Selain lapangan usaha dan status pekerjaan, jam kerja juga menjadi aspek 

penting berikutnya dalam pekerjaan layak (ILO 2013). Namun seiring dengan 

penurunan kondisi fisik, lansia selayaknya tidak bekerja secara berlebihan dari 

segi waktu. Jam kerja yang berlebih juga akan menurunkan produktivitas 

pekerjaan (ILO 2011). Menurut ILO, jumlah jam kerja maksimal dalam seminggu 
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adalah 48 jam. Apabila melebihi batas tersebut, maka pekerjaan dianggap tidak 

layak dari segi jam kerja. 

Jam kerja berlebih dapat diamati melalui dua pendekatan. Menurut 

Konvensi International Labour Organization (ILO), jam kerja berlebih (excessive 

hours) didefinisikan sebagai bekerja lebih dari 48 jam per minggu. Menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jam kerja 

maksimum adalah selama 40 jam per minggu. Pada tahun 2025, sebanyak 20,05 

persen pekerja lansia bekerja dengan jam kerja berlebih menurut konsep ILO. 

Adapun persentase pekerja lansia yang bekerja dengan jam kerja berlebih 

lainnya, yakni menurut konsep 40 jam per minggu adalah sebesar 33,06 persen. 

Lansia tentu tidak sepatutnya bekerja berlebihan. Selain itu, jam kerja berlebih 

akan mengancam kondisi fisik dan mental lansia dalam jangka panjang, serta 

menurunkan produktivitas dalam bekerja (Anker dkk. 2002). 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 

Gambar 5.6  Persentase Lansia Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruh 

Pekerjaan dalam Seminggu, 2025 
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Tabel 5.1  Persentase Pemuda Menurut Karakteristik dan Jenis Kegiatan 

Utama dalam Seminggu Terakhir, 2025 

Karakteristik 

Jenis Kegiatan Utama 

Jumlah 

Bekerja Pengangguran 

Mengurus 

Rumah 

Tangga 

Lainnya 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
Total 54,21 0,94 30,66 14,20 100,00 

      

Jenis Kelamin      

 Laki-Laki 67,23 1,23 13,17 18,37 100,00 

 Perempuan 42,27 0,67 46,68 10,37 100,00 

      

Kelompok Umur      

 Lansia Muda  

(60–69 tahun) 
62,30 1,02 27,88 8,80 100,00 

 Lansia Madya (70–79 

tahun) 
43,65 0,83 35,65 19,88 100,00 

 Lansia Tua  

(80+ tahun) 
26,15 0,67 35,27 37,91 100,00 

      

Status Disabilitas      

 Nondisabilitas 58,57 0,99 30,88 9,56 100,00 

 Disabilitas 12,39 0,48 28,48 58,65 100,00 
      

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan    

  Penddikan Tinggi 33,24 0,84 45,20 20,72 100,00 

  SMA/SMK Sederajat 44,18 1,23 37,06 17,53 100,00 

  SMP Sederajat 48,26 0,89 34,72 16,14 100,00 

  SD Sederajat 62,88 0,76 25,48 10,88 100,00 

  Tidak Tamat SD 

Sederajat 
54,76 0,99 29,77 14,47 100,00 

      

Klasifikasi Desa      

 Perkotaan 47,72 1,00 35,40 15,89 100,00 

 Perdesaan 64,69 0,85 22,99 11,47 100,00 

      

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025
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Tabel 5.2 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan 

Usaha Utama, 2025 

Karakteristik 

Lapangan Usaha Utama 

Pertanian 
Industri 

Pengolahan 

Perdagangan 

Besar dan 

Eceran 

Jasa Lainnya *) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
Total 52,22 9,57 15,94 7,03 52,19 

      
Jenis Kelamin      

 Laki-Laki 56,37 7,36 12,89 6,16 17,22 

 Perempuan 46,17 12,78 20,37 8,29 12,38 

      
Kelompok Umur      

 Lansia Muda (60–69 

tahun) 
49,65 9,70 16,09 7,50 17,06 

 Lansia Madya (70–79 

tahun) 
58,75 9,23 15,51 5,84 10,67 

 Lansia Tua (80+ 

tahun) 
62,85 8,98 15,52 4,97 7,69 

      
Status Disabilitas      

 Nondisabilitas 52,23 9,52 15,90 7,04 15,31 

 Disabilitas 51,54 11,74 17,76 6,46 12,50 

      

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan  

 Pendidikan Tinggi 28,05 7,05 18,66 25,51 20,74 

 SMA/SMK Sederajat 28,09 11,77 23,85 10,87 25,42 

 SMP Sederajat 35,22 11,04 22,37 7,99 23,38 

 SD Sederajat 54,53 9,54 15,55 5,89 14,49 

 Tidak Tamat SD 

Sederajat 
61,78 9,02 12,79 5,11 11,30 

      

Klasifikasi Desa      

 Perkotaan 35,11 11,36 21,20 10,51 21,82 

 Perdesaan 72,63 7,43 9,66 2,87 7,41 
      

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 
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Tabel 5.3 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Status 

Pekerjaan Utama, 2025 

Karakteristik 

Status Pekerjaan Utama 

Berusaha 

Sendiri 

Berusaha Dibantu 

Buruh Tidak Dibayar 

Berusaha Dibantu 

Buruh Dibayar 

(1) (2) (3) (4) 

    
Total 32,76 27,35 5,36 

    
Jenis Kelamin    

 Laki-Laki 31,53 33,10 6,77 

 Perempuan 34,55 18,95 3,30 

    
Kelompok Umur    

 Lansia Muda (60–69 tahun) 31,64 26,17 5,45 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 35,38 30,45 5,18 

 Lansia Tua (80+ tahun) 38,87 31,43 4,51 

    
Status Disabilitas    

 Nondisabilitas 32,74 27,31 5,39 

 Disabilitas 33,92 29,03 3,73 

    

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

 Pendidikan Tinggi 27,09 21,30 15,49 

 SMA/SMK Sederajat 33,51 24,75 9,50 

 SMP Sederajat 34,70 25,73 6,95 

 SD Sederajat 32,38 29,41 4,54 

 Tidak Tamat SD Sederajat 33,11 26,97 3,78 

    

Klasifikasi Desa    

 Perkotaan 34,95 22,45 5,68 

 Perdesaan 30,15 33,18 4,97 

    

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 
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Lanjutan Tabel 5.3 

Karakteristik 

Status Pekerjaan Utama 

Jumlah 
Buruh/ 

Karyawan 

Pekerja 

Bebas1 

Pekerja 

Keluarga/ 

Tidak Dibayar 

(1) (5) (6) (7) (8) 

     
Total 11,53 9,03 13,98 100,00 

     
Jenis Kelamin     

 Laki-Laki 13,68 9,26 5,65 100,00 

 Perempuan 8,40 8,70 26,10 100,00 

     
Kelompok Umur     

 Lansia Muda (60–69 tahun) 13,04 9,69 14,01 100,00 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 7,82 7,50 13,67 100,00 

 Lansia Tua (80+ tahun) 4,57 5,46 15,16 100,00 

     
Status Disabilitas     

 Nondisabilitas 11,57 9,07 13,91 100,00 

 Disabilitas 9,46 7,14 16,72 100,00 

     

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan  

 Pendidikan Tinggi 25,91 0,73 9,49 100,00 

 SMA/SMK Sederajat 19,01 3,43 9,80 100,00 

 SMP Sederajat 14,04 5,41 13,18 100,00 

 SD Sederajat 10,67 9,33 13,68 100,00 

 Tidak Tamat SD Sederajat 8,58 11,68 15,87 100,00 

     

Klasifikasi Desa     

 Perkotaan 15,56 9,37 12,00 100,00 

 Perdesaan 6,72 8,63 16,33 100,00 

     

Catatan: 
1  Pekerja Bebas mencakup pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian. 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 
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Tabel 5.4 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Lapangan 

Usaha Utama, 2025 

Karakteristik 

Status Pekerjaan Utama 

Jumlah 
Formal1 Informal2 

(1) (2) (3) (4) 

    
Total 16,88 83,12 100,00 

    
Jenis Kelamin    

 Laki-Laki 20,45 79,55 100,00 

 Perempuan 11,70 88,30 100,00 

    
Kelompok Umur    

 Lansia Muda (60–69 tahun) 18,49 81,51 100,00 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 13,00 87,00 100,00 

 Lansia Tua (80+ tahun) 9,08 90,92 100,00 

    
Status Disabilitas    

 Nondisabilitas 16,97 83,03 100,00 

 Disabilitas 13,19 86,81 100,00 

    

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan  

 Pendidikan Tinggi 41,39 58,61 100,00 

 SMA/SMK Sederajat 28,51 71,49 100,00 

 SMP Sederajat 20,99 79,01 100,00 

 SD Sederajat 15,20 84,80 100,00 

 Tidak Tamat SD Sederajat 12,36 87,64 100,00 

    

Klasifikasi Desa    

 Perkotaan 21,23 78,77 100,00 

 Perdesaan 11,70 88,30 100,00 

    

Catatan: 
1  Pekerja Formal: seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap 

dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai. 
2  Pekerja Informal: seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha 

dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, serta pekerja 

keluarga/pekerja tidak dibayar. 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 
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Tabel 5.5 Persentase Lansia Bekerja Menurut Karakteristik dan Jam Kerja 

Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025 

Karakteristik 

Jam Kerja Seluruh Pekerjaan 
Rata-Rata 

Jam Kerja < 35 Jam 35–40 Jam 41–48 Jam > 48 Jam 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
Total 52,11 14,83 13,01 20,05 32,54 

      
Jenis Kelamin      

 Laki-Laki 46,92 15,84 15,48 21,77 34,35 

 Perempuan 59,67 13,36 9,42 17,54 29,91 

      
Kelompok Umur      

 Lansia Muda (60–69 tahun) 49,03 15,23 14,18 21,55 33,86 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 59,48 14,00 10,34 16,18 29,32 

 Lansia Tua (80+ tahun) 67,52 12,00 6,39 14,09 26,28 

      
Status Disabilitas      

 Nondisabilitas 51,85 14,90 13,10 20,16 32,66 

 Disabilitas 63,72 11,75 9,36 15,17 27,26 

      

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan   

 Pendidikan Tinggi 53,75 19,86 11,01 15,37 30,30 

 SMA/SMK Sederajat 45,40 14,45 14,18 25,96 35,45 

 SMP Sederajat 46,19 14,39 15,82 23,60 35,25 

 SD Sederajat 49,75 15,48 13,86 20,91 33,50 

 Tidak Tamat SD Sederajat 56,99 13,90 11,56 17,56 30,61 

      

Klasifikasi Desa      

 Perkotaan 46,78 15,64 14,32 23,26 34,48 

 Perdesaan 58,46 13,86 11,46 16,22 30,23 

      

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 
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Tabel 5.6 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis 

Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2025 

Provinsi 

Status Pekerjaan Utama 

Bekerja Pengangguran 
Mengurus 

Rumah Tangga 
Lainnya Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 47,20 1,171 31,35 20,29 100,00 

Sumatera Utara 53,13 0,69 30,36 15,82 100,00 

Sumatera Barat 52,22 1,13 32,68 13,96 100,00 

Riau 51,03 1,071 32,95 14,95 100,00 

Jambi 52,96 0,541 30,19 16,31 100,00 

Sumatera Selatan 51,99 0,281 30,13 17,60 100,00 

Bengkulu 57,65 0,781 28,73 12,83 100,00 

Lampung 55,16 1,61 29,95 13,28 100,00 

Kep. Bangka Belitung 46,59 1,58 39,84 11,99 100,00 

Kepulauan Riau 42,46 NA 39,56 17,36 100,00 

DKI Jakarta 34,03 1,601 46,23 18,14 100,00 

Jawa Barat 50,08 0,64 34,05 15,23 100,00 

Jawa Tengah 59,05 1,46 26,92 12,58 100,00 

DI Yogyakarta 63,24 0,801 26,16 9,80 100,00 

Jawa Timur 61,83 0,78 26,52 10,88 100,00 

Banten 41,97 1,041 36,30 20,69 100,00 

Bali 57,13 0,401 31,01 11,46 100,00 

Nusa Tenggara Barat 59,42 NA 27,79 12,01 100,00 

Nusa Tenggara Timur 61,61 0,55 20,61 17,23 100,00 

Kalimantan Barat 49,58 0,751 31,01 18,67 100,00 

Kalimantan Tengah 47,53 1,321 36,21 14,94 100,00 

Kalimantan Selatan 52,81 1,74 33,44 12,01 100,00 

Kalimantan Timur 45,45 1,471 34,64 18,43 100,00 

Kalimantan Utara 50,50 0,701 33,30 15,50 100,00 

Sulawesi Utara 51,35 0,691 34,76 13,20 100,00 

Sulawesi Tengah 56,67 0,371 29,29 13,67 100,00 

Sulawesi Selatan 44,96 NA 37,77 16,89 100,00 

Sulawesi Tenggara 55,71 1,381 30,60 12,31 100,00 

Gorontalo 53,33 NA 29,03 17,53 100,00 

Sulawesi Barat 61,27 0,571 24,69 13,47 100,00 

Maluku 50,74 1,79 28,52 18,95 100,00 

Maluku Utara 58,08 1,801 24,88 15,24 100,00 

Papua Barat 56,88 0,731 26,70 15,69 100,00 

Papua Barat Daya 50,65 NA 30,64 17,82 100,00 

Papua 45,14 1,971 31,55 21,34 100,00 

Papua Selatan 48,17 NA 31,82 19,82 100,00 

Papua Tengah 61,73 1,221 19,76 17,30 100,00 

Papua Pegunungan 90,25 NA 4,86 3,60 100,00 

Indonesia 54,21 0,94 30,66 14,20 100,00 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025  
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Tabel 5.7 Persentase Penduduk Lanjut Usia Bekerja Menurut Provinsi dan 

Karakteristik, 2025 

Provinsi 
Klasifikasi Desa Jenis Kelamin 

Perkotaan Perdesaan Laki-Laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Aceh 39,91 52,16 64,96 32,10 

Sumatera Utara 46,97 63,75 65,33 42,98 

Sumatera Barat 46,04 59,97 66,69 40,13 

Riau 44,15 56,80 67,39 34,12 

Jambi 43,17 59,57 68,74 37,09 

Sumatera Selatan 39,73 61,48 65,43 39,15 

Bengkulu 46,87 64,13 71,58 43,76 

Lampung 43,42 62,75 72,51 37,44 

Kep. Bangka Belitung 41,64 56,06 63,84 29,68 

Kepulauan Riau 40,80 56,99 54,96 29,35 

DKI Jakarta 34,03 – 45,80 23,44 

Jawa Barat 46,63 64,07 65,52 35,37 

Jawa Tengah 52,26 68,14 70,40 48,94 

DI Yogyakarta 58,55 76,16 72,70 55,28 

Jawa Timur 55,47 71,22 73,55 51,62 

Banten 40,84 46,57 58,82 25,36 

Bali 52,70 68,24 64,90 50,16 

Nusa Tenggara Barat 56,26 63,51 72,53 47,54 

Nusa Tenggara Timur 48,27 67,62 67,28 56,44 

Kalimantan Barat 37,41 59,17 61,62 37,76 

Kalimantan Tengah 39,04 55,82 61,20 33,00 

Kalimantan Selatan 47,71 58,99 65,29 41,40 

Kalimantan Timur 42,12 56,32 61,01 28,51 

Kalimantan Utara 43,05 66,39 66,87 31,77 

Sulawesi Utara 46,42 58,95 67,34 36,37 

Sulawesi Tengah 46,83 62,68 72,50 40,72 

Sulawesi Selatan 36,12 53,87 59,00 33,46 

Sulawesi Tenggara 45,08 63,11 68,35 43,70 

Gorontalo 47,95 59,20 68,40 39,79 

Sulawesi Barat 52,73 64,40 77,10 46,54 

Maluku 41,15 58,34 58,31 43,82 

Maluku Utara 47,26 63,30 68,94 47,22 

Papua Barat 44,82 63,87 65,52 46,93 

Papua Barat Daya 35,39 70,02 59,65 40,84 

Papua 36,39 63,60 52,99 36,69 

Papua Selatan 40,79 54,37 57,33 38,45 

Papua Tengah 44,62 66,63 68,39 52,52 

Papua Pegunungan 84,20 91,00 93,71 85,46 

Indonesia 47,72 64,69 67,23 42,27 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025  
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Tabel 5.8 Persentase Lansia Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan, 2025 

Provinsi 

Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan 

Tidak Tamat SD 

Sederajat 

SD 

Sederajat 

SMP 

Sederajat 

SMA 

Sederajat 

Pendidikan 

Tinggi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 28,94 41,63 11,77 12,34 5,33 

Sumatera Utara 29,18 33,72 15,26 16,79 5,05 

Sumatera Barat 41,58 26,41 14,20 13,15 4,67 

Riau 34,50 32,96 14,07 13,60 4,87 

Jambi 45,30 32,33 8,25 10,68 3,43 

Sumatera Selatan 45,81 38,13 6,27 6,97 2,81 

Bengkulu 46,35 27,56 9,75 10,32 6,02 

Lampung 47,13 36,27 7,43 6,35 2,82 

Kep. Bangka Belitung 42,55 31,10 9,47 14,13 2,76 

Kepulauan Riau 28,11 38,15 9,36 18,74 5,64 

DKI Jakarta 11,48 30,12 14,09 29,66 14,64 

Jawa Barat 31,50 49,57 6,54 8,24 4,16 

Jawa Tengah 48,86 34,56 7,74 6,50 2,34 

DI Yogyakarta 37,66 31,95 9,16 15,46 5,78 

Jawa Timur 44,00 40,49 6,53 6,13 2,86 

Banten 33,12 38,14 11,70 11,76 5,27 

Bali 38,07 36,63 7,41 11,23 6,67 

Nusa Tenggara Barat 57,76 26,51 4,24 7,56 3,94 

Nusa Tenggara Timur 41,96 34,69 7,02 10,74 5,59 

Kalimantan Barat 55,31 25,30 6,65 8,79 3,95 

Kalimantan Tengah 35,91 36,75 8,88 14,12 4,34 

Kalimantan Selatan 45,14 33,43 8,11 10,27 3,04 

Kalimantan Timur 31,85 31,93 11,43 20,22 4,57 

Kalimantan Utara 49,14 26,68 7,15 14,01 3,03 

Sulawesi Utara 24,81 30,90 18,59 20,06 5,62 

Sulawesi Tengah 25,61 43,53 12,53 12,46 5,87 

Sulawesi Selatan 41,84 29,45 8,10 13,68 6,94 

Sulawesi Tenggara 39,56 32,41 9,79 12,74 5,50 

Gorontalo 50,09 29,84 7,69 8,16 4,21 

Sulawesi Barat 48,70 29,40 7,18 10,32 4,39 

Maluku 25,13 39,47 13,30 18,15 3,96 

Maluku Utara 38,08 34,00 12,56 10,36 5,01 

Papua Barat 42,77 30,28 11,22 11,19 4,54 

Papua Barat Daya 35,13 29,54 13,59 16,98 4,75 

Papua 28,86 27,35 16,12 16,76 10,92 

Papua Selatan 41,31 30,29 9,82 13,30 5,29 

Papua Tengah 51,72 37,36 4,98 4,57 1,37 

Papua Pegunungan 45,16 45,82 3,98 2,47 2,56 

Indonesia 40,22 37,76 8,37 9,59 4,06 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 
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Tabel 5.9 Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2025  

Provinsi 

Lapangan Usaha Utama 

Pertanian 
Industri 

Pengolahan 

Perdagangan 

Besar dan 

Eceran 

Jasa Lainnya 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 58,39 9,32 13,26 6,98 12,05 

Sumatera Utara 49,36 6,03 18,18 8,86 17,58 

Sumatera Barat 61,34 6,10 16,41 3,49 12,66 

Riau 51,48 7,70 17,08 6,13 17,61 

Jambi 69,14 4,18 10,94 4,17 11,57 

Sumatera Selatan 64,09 5,47 12,20 5,92 12,32 

Bengkulu 67,45 5,36 12,28 4,43 10,47 

Lampung 67,42 5,46 13,20 4,47 9,45 

Kep. Bangka Belitung 44,76 12,42 17,45 6,75 18,62 

Kepulauan Riau 18,05 13,66 15,37 16,73 36,19 

DKI Jakarta 0,53 13,45 24,07 19,63 42,32 

Jawa Barat 36,88 10,48 20,83 10,71 21,10 

Jawa Tengah 56,63 11,26 14,16 5,40 12,55 

DI Yogyakarta 47,41 17,59 15,78 6,44 12,78 

Jawa Timur 58,83 8,31 14,46 5,40 13,00 

Banten 36,55 9,33 15,32 14,72 24,09 

Bali 44,67 18,49 18,18 6,04 12,62 

Nusa Tenggara Barat 58,04 9,01 18,09 4,18 10,68 

Nusa Tenggara Timur 67,36 14,51 10,44 2,89 4,80 

Kalimantan Barat 67,37 4,70 8,98 5,57 13,38 

Kalimantan Tengah 58,89 7,43 12,97 6,49 14,23 

Kalimantan Selatan 48,18 7,09 16,41 9,09 19,23 

Kalimantan Timur 37,73 6,81 19,83 9,53 26,10 

Kalimantan Utara 57,35 6,10 17,45 4,76 14,35 

Sulawesi Utara 42,04 14,02 17,71 8,19 18,04 

Sulawesi Tengah 61,10 10,64 12,41 5,21 10,64 

Sulawesi Selatan 60,44 7,09 16,86 5,03 10,57 

Sulawesi Tenggara 60,01 8,51 17,18 3,66 10,64 

Gorontalo 48,06 10,91 17,17 8,64 15,22 

Sulawesi Barat 65,73 10,15 15,71 3,25 5,16 

Maluku 45,13 17,31 19,25 4,29 14,01 

Maluku Utara 43,71 30,73 11,61 3,45 10,50 

Papua Barat 66,34 5,20 14,01 4,96 9,49 

Papua Barat Daya 44,00 14,90 15,61 8,61 16,89 

Papua 47,63 4,65 21,56 6,71 19,45 

Papua Selatan 54,46 2,09 20,50 9,36 13,58 

Papua Tengah 85,60 1,77 5,40 2,00 5,23 

Papua Pegunungan 91,62 – 8,10 0,06 0,22 

Indonesia 52,22 9,57 15,94 7,03 15,25 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025  
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Tabel 5.10 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan 

Utama, 2025 

Provinsi 

Status Pekerjaan Utama 

Berusaha 

Sendiri 

Berusaha Dibantu Buruh 

Tidak Dibayar 

Berusaha Dibantu Buruh 

Dibayar 

(1) (2) (3) (4) 

Aceh 33,52 33,13 7,24 

Sumatera Utara 31,20 25,92 9,81 

Sumatera Barat 34,22 32,84 6,82 

Riau 32,29 16,72 16,46 

Jambi 28,94 26,41 14,81 

Sumatera Selatan 30,63 28,89 5,58 

Bengkulu 28,08 31,91 11,07 

Lampung 27,54 34,57 5,90 

Kep. Bangka Belitung 40,60 22,49 5,82 

Kepulauan Riau 39,45 16,47 5,97 

DKI Jakarta 36,47 15,56 8,68 

Jawa Barat 34,32 23,47 4,59 

Jawa Tengah 32,71 28,60 4,31 

DI Yogyakarta 28,19 35,04 4,11 

Jawa Timur 30,51 26,91 4,73 

Banten 29,59 20,86 5,47 

Bali 37,31 23,77 4,54 

Nusa Tenggara Barat 37,08 28,95 1,55 

Nusa Tenggara Timur 33,41 40,22 1,17 

Kalimantan Barat 34,76 27,56 6,75 

Kalimantan Tengah 36,96 24,24 7,52 

Kalimantan Selatan 42,23 24,26 5,24 

Kalimantan Timur 38,99 23,68 7,61 

Kalimantan Utara 32,50 27,26 8,57 

Sulawesi Utara 39,44 22,18 5,07 

Sulawesi Tengah 30,00 35,28 6,98 

Sulawesi Selatan 36,72 30,88 4,34 

Sulawesi Tenggara 40,18 34,43 3,59 

Gorontalo 34,13 30,46 2,05 

Sulawesi Barat 32,93 40,21 6,52 

Maluku 41,77 29,93 3,29 

Maluku Utara 40,61 32,29 4,74 

Papua Barat 38,88 29,91 1,09 

Papua Barat Daya 33,83 31,12 0,39 

Papua 36,91 29,20 2,24 

Papua Selatan 44,12 32,39 0,99 

Papua Tengah 27,61 41,86 0,95 

Papua Pegunungan 18,91 49,50 – 

Indonesia 32,76 27,35 5,36 
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Lanjutan Tabel 5.10 

Provinsi 

Status Pekerjaan Utama 

Buruh/ 

Karyawan 
Pekerja Bebas 

Pekerja Keluarga/ 

Tidak Dibayar 

(1) (5) (6) (7) 

Aceh 7,64 9,94 8,52 

Sumatera Utara 12,97 6,85 13,25 

Sumatera Barat 7,32 7,16 11,66 

Riau 16,60 6,36 11,57 

Jambi 12,38 5,96 11,50 

Sumatera Selatan 12,61 7,53 14,75 

Bengkulu 8,45 5,96 14,53 

Lampung 10,00 7,03 14,95 

Kep. Bangka Belitung 16,54 3,10 11,44 

Kepulauan Riau 23,83 3,66 10,62 

DKI Jakarta 29,89 2,73 6,66 

Jawa Barat 13,71 12,81 11,11 

Jawa Tengah 9,84 9,26 15,28 

DI Yogyakarta 10,55 4,63 17,47 

Jawa Timur 9,62 12,45 15,78 

Banten 21,85 10,68 11,56 

Bali 10,45 6,34 17,59 

Nusa Tenggara Barat 7,43 11,01 13,98 

Nusa Tenggara Timur 5,46 2,40 17,34 

Kalimantan Barat 9,98 4,67 16,28 

Kalimantan Tengah 15,35 3,19 12,73 

Kalimantan Selatan 13,11 3,18 11,97 

Kalimantan Timur 13,65 4,05 12,03 

Kalimantan Utara 13,35 5,07 13,24 

Sulawesi Utara 14,08 8,71 10,53 

Sulawesi Tengah 9,33 5,74 12,67 

Sulawesi Selatan 10,34 4,24 13,48 

Sulawesi Tenggara 6,65 1,35 13,79 

Gorontalo 11,68 11,37 10,32 

Sulawesi Barat 5,30 3,53 11,52 

Maluku 7,64 2,45 14,92 

Maluku Utara 6,96 2,21 13,19 

Papua Barat 9,65 1,16 19,31 

Papua Barat Daya 15,99 3,49 15,18 

Papua 14,61 2,33 14,73 

Papua Selatan 10,28 1,95 10,27 

Papua Tengah 4,26 0,65 24,67 

Papua Pegunungan 0,84 – 30,75 

Indonesia 11,53 9,03 13,98 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 
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Tabel 5.11 Persentase Lansia Bekerja di Sektor Formal Menurut Provinsi, dan 

Karakteristik, 2025 

Provinsi 
Klasifikasi Desa Jenis Kelamin 

Sektor Formal 
Perkotaan Perdesaan Laki-Laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 18,43 13,03 18,06 9,42 14,88 

Sumatera Utara 25,71 19,05 29,13 14,75 22,78 

Sumatera Barat 16,51 11,85 16,96 10,21 14,13 

Riau 31,96 33,78 38,66 21,63 33,06 

Jambi 32,16 24,75 29,71 22,47 27,19 

Sumatera Selatan 23,41 15,59 22,82 10,81 18,20 

Bengkulu 21,29 18,75 23,55 12,96 19,52 

Lampung 23,53 12,50 18,02 11,72 15,90 

Kep. Bangka Belitung 26,12 17,02 22,74 21,58 22,37 

Kepulauan Riau 31,32 20,32 28,06 33,23 29,80 

DKI Jakarta 38,58 – 44,52 28,12 38,58 

Jawa Barat 20,72 11,15 20,78 13,92 18,30 

Jawa Tengah 18,77 9,42 16,49 11,17 14,15 

DI Yogyakarta 18,24 7,06 16,74 12,35 14,66 

Jawa Timur 17,87 10,31 18,47 9,25 14,35 

Banten 28,36 23,59 29,36 22,66 27,32 

Bali 18,34 8,48 20,75 8,28 14,98 

Nusa Tenggara Barat 12,63 4,80 10,38 7,04 8,98 

Nusa Tenggara Timur 13,06 4,56 9,08 3,96 6,63 

Kalimantan Barat 23,86 13,18 22,35 7,73 16,73 

Kalimantan Tengah 27,70 19,58 26,77 15,18 22,87 

Kalimantan Selatan 25,40 11,44 23,05 11,59 18,36 

Kalimantan Timur 22,24 18,84 25,97 10,26 21,25 

Kalimantan Utara 27,56 14,12 26,83 10,10 21,92 

Sulawesi Utara 24,70 12,40 21,60 14,88 19,15 

Sulawesi Tengah 23,23 13,15 19,03 11,44 16,31 

Sulawesi Selatan 21,92 9,79 17,56 10,52 14,68 

Sulawesi Tenggara 16,60 7,07 13,36 5,60 10,24 

Gorontalo 19,48 8,64 13,48 14,10 13,72 

Sulawesi Barat 17,53 10,11 15,10 6,75 11,82 

Maluku 17,62 7,19 14,83 6,19 10,93 

Maluku Utara 15,45 10,35 15,08 6,77 11,70 

Papua Barat 17,39 8,03 15,02 3,84 10,73 

Papua Barat Daya 25,74 10,38 23,59 4,91 16,38 

Papua 25,72 6,13 23,99 5,73 16,84 

Papua Selatan 8,87 12,78 14,93 5,47 11,27 

Papua Tengah 22,25 1,94 6,37 3,12 5,21 

Papua Pegunungan – 0,93 1,14 0,38 0,84 

Indonesia 21,23 11,70 20,45 11,70 16,88 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025
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Tabel 5.12 Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja 

Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025 

Provinsi 
Jam Kerja dalam Seminggu Rata-Rata 

Jam Kerja < 35 Jam 35–40 Jam 41–48 Jam > 48 Jam 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 59,08 12,67 11,79 16,45 30,04 

Sumatera Utara 51,04 15,61 14,62 18,73 32,53 

Sumatera Barat 56,04 14,45 11,60 17,91 30,56 

Riau 55,87 12,91 13,20 18,02 29,88 

Jambi 60,09 13,89 11,00 15,01 29,11 

Sumatera Selatan 59,57 12,00 11,55 16,88 30,45 

Bengkulu 58,09 13,44 12,89 15,58 29,05 

Lampung 62,19 12,00 11,90 13,91 28,71 

Kep. Bangka Belitung 50,88 15,93 15,36 17,83 32,56 

Kepulauan Riau 43,60 13,28 17,46 25,66 35,80 

DKI Jakarta 32,49 26,42 14,93 26,16 38,57 

Jawa Barat 47,41 16,10 13,06 23,42 34,88 

Jawa Tengah 52,40 14,20 13,28 20,12 32,23 

DI Yogyakarta 55,00 10,86 12,77 21,37 31,55 

Jawa Timur 50,90 14,84 13,60 20,66 32,91 

Banten 42,56 17,90 18,09 21,45 35,76 

Bali 53,44 15,95 11,61 18,99 32,18 

Nusa Tenggara Barat 52,39 16,19 9,30 22,13 31,68 

Nusa Tenggara Timur 65,84 11,89 10,66 11,61 27,65 

Kalimantan Barat 65,32 11,54 10,26 12,88 27,66 

Kalimantan Tengah 57,73 13,90 11,11 17,25 30,56 

Kalimantan Selatan 55,02 12,89 12,11 19,98 31,21 

Kalimantan Timur 45,89 15,28 12,09 26,74 35,68 

Kalimantan Utara 45,38 11,77 12,29 30,56 37,49 

Sulawesi Utara 50,48 14,80 18,00 16,72 33,06 

Sulawesi Tengah 54,04 12,23 13,57 20,15 31,66 

Sulawesi Selatan 56,43 13,79 10,71 19,07 30,92 

Sulawesi Tenggara 51,57 14,05 11,13 23,25 33,23 

Gorontalo 44,25 15,78 12,21 27,76 36,72 

Sulawesi Barat 64,27 13,47 8,79 13,46 26,38 

Maluku 53,76 13,77 10,94 21,52 32,48 

Maluku Utara 57,04 9,30 10,65 23,01 32,41 

Papua Barat 56,85 19,53 9,48 14,15 31,38 

Papua Barat Daya 42,25 15,30 16,51 25,93 37,77 

Papua 53,27 16,18 12,08 18,47 31,91 

Papua Selatan 41,07 16,13 14,19 28,61 39,70 

Papua Tengah 67,94 15,77 7,80 8,49 29,68 

Papua Pegunungan 69,14 19,44 8,63 2,79 29,28 

Indonesia 52,11 14,83 13,01 20,05 32,54 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025
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Tabel 5.13 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan 

Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2025 

 

 

 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 47,20 44,87 49,53 2,52 1,17 0,68 2,00 27,49

Sumatera Utara 53,13 50,92 55,33 2,12 0,69 0,47 1,02 19,75

Sumatera Barat 52,22 50,07 54,36 2,10 1,13 0,77 1,67 19,72

Riau 51,03 48,07 53,98 2,96 1,07 0,63 1,82 26,95

Jambi 52,96 50,07 55,84 2,78 0,54 0,28 1,02 32,69

Sumatera Selatan 51,99 49,24 54,73 2,70 0,28 0,13 0,58 37,25

Bengkulu 57,65 54,87 60,39 2,44 0,78 0,46 1,33 27,34

Lampung 55,16 52,36 57,93 2,58 1,61 1,04 2,47 22,03

Kep. Bangka Belitung 46,59 42,90 50,31 4,06 1,58 0,98 2,55 24,45

Kepulauan Riau 42,46 36,79 48,34 6,97 NA NA NA 64,59

DKI Jakarta 34,03 30,67 37,56 5,16 1,60 0,95 2,70 26,81

Jawa Barat 50,08 48,37 51,79 1,74 0,64 0,45 0,89 17,08

Jawa Tengah 59,05 57,62 60,46 1,23 1,46 1,16 1,83 11,54

DI Yogyakarta 63,24 60,05 66,31 2,53 0,80 0,38 1,69 37,90

Jawa Timur 61,83 60,40 63,24 1,17 0,78 0,59 1,02 14,01

Banten 41,97 38,66 45,35 4,08 1,04 0,57 1,91 31,02

Bali 57,13 54,57 59,65 2,27 0,40 0,19 0,85 38,02

Nusa Tenggara Barat 59,42 55,23 63,48 3,55 NA NA NA 51,94

Nusa Tenggara Timur 61,61 59,61 63,57 1,64 0,55 0,35 0,86 22,99

Kalimantan Barat 49,58 46,71 52,45 2,96 0,75 0,38 1,46 34,33

Kalimantan Tengah 47,53 44,07 51,01 3,73 1,32 0,77 2,26 27,35

Kalimantan Selatan 52,81 49,98 55,62 2,73 1,74 1,17 2,57 20,03

Kalimantan Timur 45,45 41,64 49,31 4,31 1,47 0,89 2,44 25,77

Kalimantan Utara 50,50 44,54 56,45 6,05 0,70 0,29 1,68 44,69

Sulawesi Utara 51,35 49,12 53,57 2,21 0,69 0,40 1,20 28,08

Sulawesi Tengah 56,67 53,64 59,65 2,71 0,37 0,21 0,66 29,77

Sulawesi Selatan 44,96 42,97 46,97 2,27 NA NA NA 52,26

Sulawesi Tenggara 55,71 53,00 58,38 2,46 1,38 0,76 2,49 30,21

Gorontalo 53,33 49,56 57,07 3,60 NA NA NA 99,67

Sulawesi Barat 61,27 57,68 64,74 2,94 0,57 0,27 1,17 37,23

Maluku 50,74 47,76 53,72 3,00 1,79 1,21 2,65 20,13

Maluku Utara 58,08 54,37 61,69 3,22 1,80 0,88 3,65 36,27

Papua Barat 56,88 49,95 63,55 6,14 0,73 0,36 1,50 36,77

Papua Barat Daya 50,65 44,97 56,31 5,74 NA NA NA 51,70

Papua 45,14 39,45 50,96 6,53 1,97 1,05 3,68 32,10

Papua Selatan 48,17 42,06 54,34 6,53 NA NA NA 71,32

Papua Tengah 61,73 56,01 67,14 4,62 1,22 0,62 2,38 34,40

Papua Pegunungan 90,25 86,52 93,04 1,82 NA NA NA 67,61

Indonesia 54,21 53,64 54,77 0,53 0,94 0,85 1,04 5,23

Provinsi
Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Estimasi

Relative 

Standard 

Error

Relative 

Standard 

Error

Bekerja Pengangguran

Selang 

Kepercayaan
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Lanjutan Tabel 5.13  

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Aceh 31,35 29,32 33,46 3,37 20,29 18,46 22,25 0,05

Sumatera Utara 30,36 28,49 32,30 3,20 15,82 14,28 17,50 0,05

Sumatera Barat 32,68 30,69 34,74 3,16 13,96 12,56 15,50 0,05

Riau 32,95 30,51 35,48 3,85 14,95 12,96 17,19 0,07

Jambi 30,19 27,73 32,77 4,26 16,31 14,37 18,46 0,06

Sumatera Selatan 30,13 27,80 32,58 4,04 17,60 15,80 19,54 0,05

Bengkulu 28,73 26,29 31,31 4,46 12,83 11,28 14,57 0,07

Lampung 29,95 27,71 32,29 3,90 13,28 11,66 15,10 0,07

Kep. Bangka Belitung 39,84 36,42 43,37 4,45 11,99 9,88 14,47 0,10

Kepulauan Riau 39,56 34,01 45,39 7,37 17,36 13,26 22,41 0,13

DKI Jakarta 46,23 42,63 49,87 4,00 18,14 15,55 21,05 0,08

Jawa Barat 34,05 32,59 35,55 2,22 15,23 14,07 16,48 0,04

Jawa Tengah 26,92 25,71 28,17 2,33 12,58 11,71 13,50 0,04

DI Yogyakarta 26,16 23,19 29,36 6,02 9,80 8,21 11,65 0,09

Jawa Timur 26,52 25,25 27,82 2,47 10,88 10,08 11,72 0,04

Banten 36,30 33,21 39,51 4,44 20,69 18,07 23,57 0,07

Bali 31,01 28,69 33,42 3,90 11,46 10,14 12,92 0,06

Nusa Tenggara Barat 27,79 24,38 31,47 6,52 12,01 10,15 14,15 0,08

Nusa Tenggara Timur 20,61 19,05 22,27 3,99 17,23 15,83 18,72 0,04

Kalimantan Barat 31,01 28,77 33,34 3,76 18,67 16,73 20,78 0,06

Kalimantan Tengah 36,21 33,17 39,36 4,36 14,94 12,67 17,53 0,08

Kalimantan Selatan 33,44 30,90 36,08 3,95 12,01 10,34 13,91 0,08

Kalimantan Timur 34,64 31,61 37,81 4,57 18,43 15,51 21,76 0,09

Kalimantan Utara 33,30 28,35 38,64 7,90 15,50 11,71 20,22 0,14

Sulawesi Utara 34,76 32,81 36,76 2,90 13,20 11,82 14,72 0,06

Sulawesi Tengah 29,29 26,71 32,02 4,62 13,67 11,69 15,92 0,08

Sulawesi Selatan 37,77 35,92 39,65 2,52 16,89 15,37 18,54 0,05

Sulawesi Tenggara 30,60 28,24 33,07 4,03 12,31 10,82 13,98 0,07

Gorontalo 29,03 26,02 32,24 5,47 17,53 14,57 20,95 0,09

Sulawesi Barat 24,69 21,78 27,85 6,27 13,47 11,24 16,07 0,09

Maluku 28,52 25,89 31,30 4,84 18,95 16,44 21,74 0,07

Maluku Utara 24,88 22,07 27,93 6,01 15,24 12,81 18,03 0,09

Papua Barat 26,70 21,53 32,60 10,60 15,69 12,12 20,07 0,13

Papua Barat Daya 30,64 26,00 35,72 8,11 17,82 13,42 23,28 0,14

Papua 31,55 26,82 36,69 8,00 21,34 17,08 26,33 0,11

Papua Selatan 31,82 24,58 40,06 12,50 19,82 14,50 26,49 0,15

Papua Tengah 19,76 15,92 24,26 10,75 17,30 13,00 22,64 0,14

Papua Pegunungan 4,86 3,13 7,47 22,21 3,60 2,21 5,83 0,25

Indonesia 30,66 30,16 31,16 0,83 14,20 13,83 14,57 0,01

Lainnya

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Provinsi
Relative 

Standard 

Error

Mengurus Rumah Tangga

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
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Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 

Tabel 5.14 Sampling Error Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 

 
 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 28,94 25,63 32,48 6,04 41,63 38,25 45,10 4,20 11,77 9,52 14,46 10,68

Sumatera Utara 29,18 26,67 31,83 4,51 33,72 31,00 36,56 4,20 15,26 13,26 17,49 7,06

Sumatera Barat 41,58 38,54 44,68 3,77 26,41 23,97 29,00 4,86 14,20 12,29 16,35 7,29

Riau 34,50 30,52 38,71 6,07 32,96 28,95 37,24 6,43 14,07 11,41 17,24 10,54

Jambi 45,30 41,01 49,67 4,89 32,33 28,79 36,09 5,77 8,25 6,53 10,37 11,81

Sumatera Selatan 45,81 42,43 49,24 3,80 38,13 34,96 41,41 4,32 6,27 5,08 7,71 10,62

Bengkulu 46,35 42,71 50,04 4,04 27,56 24,28 31,11 6,33 9,75 7,73 12,21 11,67

Lampung 47,13 43,13 51,17 4,36 36,27 32,14 40,62 5,98 7,43 6,01 9,16 10,78

Kep. Bangka Belitung 42,55 37,31 47,95 6,40 31,10 26,11 36,56 8,60 9,47 6,67 13,28 17,60

Kepulauan Riau 28,11 21,81 35,41 12,39 38,15 28,62 48,69 13,59 9,36 5,32 15,93 28,10

DKI Jakarta 11,48 8,32 15,65 16,16 30,12 25,36 35,35 8,48 14,09 10,92 18,01 12,78

Jawa Barat 31,50 29,06 34,04 4,03 49,57 47,03 52,11 2,62 6,54 5,60 7,62 7,84

Jawa Tengah 48,86 46,89 50,83 2,05 34,56 32,83 36,32 2,58 7,74 6,97 8,60 5,38

DI Yogyakarta 37,66 33,53 41,97 5,73 31,95 28,41 35,70 5,83 9,16 7,24 11,51 11,83

Jawa Timur 44,00 42,09 45,93 2,23 40,49 38,70 42,30 2,27 6,53 5,84 7,29 5,66

Banten 33,12 27,88 38,82 8,45 38,14 33,22 43,32 6,78 11,70 8,21 16,41 17,69

Bali 38,07 34,83 41,41 4,42 36,63 33,68 39,68 4,18 7,41 5,94 9,21 11,21

Nusa Tenggara Barat 57,76 52,43 62,91 4,65 26,51 22,36 31,12 8,45 4,24 3,04 5,88 16,88

Nusa Tenggara Timur 41,96 39,39 44,58 3,15 34,69 32,39 37,07 3,44 7,02 5,97 8,23 8,22

Kalimantan Barat 55,31 51,61 58,95 3,39 25,30 22,23 28,64 6,46 6,65 5,26 8,38 11,92

Kalimantan Tengah 35,91 31,37 40,72 6,66 36,75 32,53 41,18 6,02 8,88 7,15 10,98 10,92

Kalimantan Selatan 45,14 41,38 48,95 4,29 33,43 29,87 37,20 5,60 8,11 6,45 10,16 11,60

Kalimantan Timur 31,85 27,55 36,49 7,18 31,93 27,64 36,56 7,14 11,43 8,98 14,44 12,12

Kalimantan Utara 49,14 42,25 56,06 7,21 26,68 21,43 32,67 10,77 7,15 4,75 10,64 20,63

Sulawesi Utara 24,81 21,98 27,88 6,07 30,90 27,99 33,99 4,96 18,59 16,24 21,21 6,82

Sulawesi Tengah 25,61 22,45 29,05 6,58 43,53 39,59 47,56 4,68 12,53 10,34 15,12 9,71

Sulawesi Selatan 41,84 39,28 44,45 3,15 29,45 27,22 31,78 3,95 8,10 6,84 9,56 8,52

Sulawesi Tenggara 39,56 36,02 43,22 4,65 32,41 29,02 35,99 5,49 9,79 8,03 11,89 10,03

Gorontalo 50,09 44,47 55,72 5,75 29,84 24,53 35,74 9,62 7,69 5,48 10,71 17,13

Sulawesi Barat 48,70 43,40 54,04 5,59 29,40 25,22 33,96 7,60 7,18 5,22 9,81 16,13

Maluku 25,13 21,40 29,27 8,00 39,47 35,80 43,26 4,83 13,30 10,83 16,23 10,32

Maluku Utara 38,08 33,57 42,80 6,20 34,00 29,39 38,93 7,18 12,56 10,06 15,57 11,15

Papua Barat 42,77 32,59 53,61 12,72 30,28 23,16 38,49 12,99 11,22 7,48 16,50 20,25

Papua Barat Daya 35,13 28,90 41,92 9,50 29,54 24,58 35,03 9,05 13,59 9,62 18,85 17,21

Papua 28,86 23,44 34,96 10,22 27,35 21,51 34,08 11,76 16,12 12,00 21,32 14,68

Papua Selatan 41,31 31,85 51,45 12,26 30,29 21,12 41,36 17,22 9,82 5,43 17,10 29,42

Papua Tengah 51,72 44,73 58,64 6,91 37,36 30,96 44,24 9,12 4,98 2,85 8,56 28,14

Papua Pegunungan 45,16 39,95 50,49 5,97 45,82 40,54 51,19 5,95 3,98 2,22 7,05 29,51

Indonesia 40,22 39,45 40,99 0,98 37,76 37,02 38,50 1,00 8,37 8,03 8,73 2,14

Provinsi

Tidak Tamat SD Sederajat SD Sederajat SMP Sederajat

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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Ketenagakerjaan 

Lanjutan Tabel 5.14  

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Aceh 12,34 10,36 14,63 8,80 5,33 4,19 6,76 12,20

Sumatera Utara 16,79 14,58 19,26 7,11 5,05 3,88 6,54 13,28

Sumatera Barat 13,15 11,31 15,23 7,60 4,67 3,67 5,93 12,25

Riau 13,60 11,38 16,17 8,98 4,87 3,26 7,21 20,28

Jambi 10,68 8,69 13,07 10,43 3,43 2,20 5,31 22,47

Sumatera Selatan 6,97 5,71 8,49 10,14 2,81 1,86 4,23 20,93

Bengkulu 10,32 8,61 12,34 9,19 6,02 4,50 8,00 14,66

Lampung 6,35 5,06 7,94 11,49 2,82 1,90 4,16 19,96

Kep. Bangka Belitung 14,13 11,39 17,39 10,81 2,76 1,62 4,66 27,01

Kepulauan Riau 18,74 12,03 28,01 21,68 5,64 2,61 11,76 38,61

DKI Jakarta 29,66 25,03 34,74 8,38 14,64 11,18 18,95 13,48

Jawa Barat 8,24 7,07 9,60 7,80 4,16 3,28 5,25 11,96

Jawa Tengah 6,50 5,79 7,28 5,84 2,34 1,92 2,86 10,27

DI Yogyakarta 15,46 12,78 18,58 9,55 5,78 4,21 7,87 15,95

Jawa Timur 6,13 5,42 6,92 6,24 2,86 2,25 3,63 12,20

Banten 11,76 9,35 14,69 11,54 5,27 3,38 8,14 22,50

Bali 11,23 9,40 13,36 8,98 6,67 5,46 8,12 10,11

Nusa Tenggara Barat 7,56 5,17 10,92 19,13 3,94 2,93 5,29 15,06

Nusa Tenggara Timur 10,74 9,44 12,19 6,51 5,59 4,68 6,66 9,00

Kalimantan Barat 8,79 7,15 10,76 10,45 3,95 2,86 5,45 16,50

Kalimantan Tengah 14,12 11,43 17,31 10,60 4,34 3,19 5,89 15,68

Kalimantan Selatan 10,27 8,23 12,76 11,20 3,04 2,20 4,21 16,59

Kalimantan Timur 20,22 17,01 23,85 8,63 4,57 3,05 6,79 20,44

Kalimantan Utara 14,01 10,02 19,24 16,67 3,03 1,59 5,69 32,58

Sulawesi Utara 20,06 17,67 22,70 6,39 5,62 4,43 7,11 12,07

Sulawesi Tengah 12,46 10,14 15,21 10,35 5,87 4,37 7,84 14,95

Sulawesi Selatan 13,68 11,97 15,59 6,74 6,94 5,72 8,39 9,78

Sulawesi Tenggara 12,74 10,63 15,20 9,14 5,50 3,99 7,53 16,24

Gorontalo 8,16 5,98 11,05 15,68 4,21 2,69 6,55 22,74

Sulawesi Barat 10,32 7,39 14,25 16,79 4,39 2,95 6,49 20,14

Maluku 18,15 15,28 21,41 8,62 3,96 2,78 5,61 17,97

Maluku Utara 10,36 8,09 13,18 12,44 5,01 3,43 7,25 19,12

Papua Barat 11,19 7,64 16,11 19,07 4,54 2,33 8,66 33,62

Papua Barat Daya 16,98 11,76 23,90 18,16 4,75 2,65 8,37 29,38

Papua 16,76 12,96 21,40 12,82 10,92 7,00 16,65 22,19

Papua Selatan 13,30 5,76 27,81 40,73 NA NA NA 53,43

Papua Tengah 4,57 2,85 7,25 23,81 1,37 0,55 3,35 46,01

Papua Pegunungan 2,47 1,05 5,70 43,37 2,56 1,01 6,36 47,20

Indonesia 9,59 9,22 9,98 2,04 4,06 3,78 4,35 3,60

Provinsi

SMA/SMK Sederajat Pendidikan Tinggi

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 

Tabel 5.15 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan 

Lapangan Usaha Utama, 2025 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 58,39 54,85 61,84 3,06 9,32 6,99 12,33 14,50 13,26 11,24 15,57 8,33

Sumatera Utara 49,36 46,56 52,16 2,90 6,03 4,91 7,38 10,39 18,18 15,91 20,69 6,70

Sumatera Barat 61,34 58,65 63,96 2,21 6,10 4,94 7,52 10,72 16,41 14,39 18,64 6,59

Riau 51,48 47,59 55,35 3,85 7,70 5,86 10,04 13,74 17,08 14,30 20,28 8,92

Jambi 69,14 65,68 72,39 2,48 4,18 2,91 5,98 18,39 10,94 8,72 13,64 11,41

Sumatera Selatan 64,09 61,00 67,06 2,42 5,47 3,99 7,45 15,97 12,20 10,19 14,56 9,11

Bengkulu 67,45 63,90 70,81 2,62 5,36 3,88 7,37 16,34 12,28 10,23 14,67 9,20

Lampung 67,42 64,00 70,67 2,53 5,46 4,26 6,97 12,56 13,20 10,90 15,90 9,64

Kep. Bangka Belitung 44,76 39,73 49,89 5,81 12,42 9,44 16,16 13,73 17,45 13,57 22,16 12,53

Kepulauan Riau 18,05 13,81 23,26 13,33 13,66 9,24 19,73 19,42 15,37 10,65 21,67 18,17

DKI Jakarta NA NA NA 65,36 13,45 10,10 17,70 14,32 24,07 19,92 28,77 9,39

Jawa Barat 36,88 34,50 39,33 3,34 10,48 9,07 12,07 7,29 20,83 18,84 22,98 5,07

Jawa Tengah 56,63 54,69 58,56 1,75 11,26 10,12 12,53 5,45 14,16 13,05 15,36 4,16

DI Yogyakarta 47,41 42,56 52,31 5,27 17,59 14,44 21,26 9,88 15,78 13,01 19,01 9,68

Jawa Timur 58,83 56,98 60,66 1,60 8,31 7,42 9,30 5,76 14,46 13,26 15,74 4,38

Banten 36,55 32,16 41,18 6,31 9,33 6,74 12,77 16,34 15,32 11,90 19,51 12,62

Bali 44,67 41,46 47,93 3,70 18,49 16,22 21,01 6,61 18,18 15,77 20,85 7,12

Nusa Tenggara Barat 58,04 53,30 62,65 4,12 9,01 6,53 12,31 16,17 18,09 14,50 22,32 11,02

Nusa Tenggara Timur 67,36 64,97 69,65 1,77 14,51 12,79 16,43 6,41 10,44 9,02 12,04 7,36

Kalimantan Barat 67,37 63,84 70,72 2,61 4,70 3,19 6,88 19,61 8,98 7,35 10,92 10,12

Kalimantan Tengah 58,89 54,50 63,13 3,75 7,43 5,57 9,84 14,53 12,97 10,25 16,27 11,79

Kalimantan Selatan 48,18 44,67 51,71 3,73 7,09 5,43 9,21 13,52 16,41 13,85 19,33 8,51

Kalimantan Timur 37,73 33,36 42,32 6,07 6,81 4,81 9,55 17,51 19,83 16,36 23,83 9,60

Kalimantan Utara 57,35 49,92 64,47 6,52 6,10 3,77 9,72 24,25 17,45 12,66 23,55 15,87

Sulawesi Utara 42,04 38,97 45,17 3,77 14,02 11,81 16,57 8,64 17,71 15,24 20,49 7,55

Sulawesi Tengah 61,10 57,78 64,33 2,74 10,64 8,72 12,92 10,03 12,41 10,35 14,82 9,16

Sulawesi Selatan 60,44 57,85 62,98 2,17 7,09 5,75 8,72 10,65 16,86 14,89 19,03 6,26

Sulawesi Tenggara 60,01 56,80 63,13 2,69 8,51 6,92 10,43 10,47 17,18 14,63 20,07 8,07

Gorontalo 48,06 43,22 52,94 5,17 10,91 8,09 14,56 15,02 17,17 13,57 21,48 11,74

Sulawesi Barat 65,73 60,70 70,43 3,79 10,15 6,54 15,42 21,94 15,71 12,73 19,22 10,51

Maluku 45,13 41,28 49,04 4,39 17,31 14,61 20,39 8,50 19,25 16,01 22,97 9,22

Maluku Utara 43,71 38,94 48,60 5,65 30,73 26,22 35,65 7,85 11,61 9,06 14,75 12,44

Papua Barat 66,34 57,74 73,98 6,29 5,20 2,26 11,52 41,79 14,01 9,51 20,17 19,23

Papua Barat Daya 44,00 37,92 50,26 7,19 14,90 10,56 20,61 17,11 15,61 10,69 22,23 18,73

Papua 47,63 40,55 54,81 7,69 4,65 2,84 7,52 24,94 21,56 16,81 27,22 12,32

Papua Selatan 54,46 45,35 63,29 8,49 NA NA NA 68,86 20,50 13,25 30,33 21,23

Papua Tengah 85,60 81,02 89,23 2,44 1,77 0,76 4,06 42,66 5,40 3,15 9,09 27,09

Papua Pegunungan 91,62 89,88 93,09 0,89 – – – NA 8,10 6,66 9,81 9,87

Indonesia 52,22 51,47 52,97 0,74 9,57 9,14 10,01 2,32 15,94 15,39 16,49 1,76

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Selang 

KepercayaanProvinsi

Pertanian Industri Pengolahan Perdagangan Besar dan Eceran

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Relative 

Standard 

Error
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Ketenagakerjaan 

Lanjutan Tabel 5.15  

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Aceh 6,98 5,41 8,97 12,92 12,05 10,00 14,45 9,39

Sumatera Utara 8,86 7,41 10,56 9,05 17,58 15,51 19,85 6,30

Sumatera Barat 3,49 2,61 4,66 14,78 12,66 11,01 14,51 7,04

Riau 6,13 4,56 8,20 14,97 17,61 14,57 21,12 9,48

Jambi 4,17 2,83 6,11 19,67 11,57 9,11 14,59 12,02

Sumatera Selatan 5,92 4,39 7,94 15,15 12,32 10,30 14,67 9,02

Bengkulu 4,43 3,24 6,04 15,91 10,47 8,59 12,71 10,00

Lampung 4,47 3,29 6,04 15,51 9,45 7,78 11,42 9,78

Kep. Bangka Belitung 6,75 5,05 8,97 14,65 18,62 15,32 22,45 9,76

Kepulauan Riau 16,73 11,12 24,41 20,16 36,19 28,24 44,96 11,89

DKI Jakarta 19,63 15,90 24,00 10,52 42,32 37,42 47,37 6,01

Jawa Barat 10,71 9,36 12,23 6,82 21,10 19,22 23,11 4,71

Jawa Tengah 5,40 4,72 6,15 6,75 12,55 11,41 13,77 4,79

DI Yogyakarta 6,44 5,02 8,22 12,62 12,78 10,47 15,51 10,03

Jawa Timur 5,40 4,73 6,16 6,73 13,00 11,87 14,22 4,60

Banten 14,72 11,58 18,53 12,01 24,09 20,20 28,45 8,74

Bali 6,04 4,70 7,74 12,71 12,62 10,98 14,46 7,02

Nusa Tenggara Barat 4,18 2,84 6,11 19,57 10,68 7,94 14,21 14,87

Nusa Tenggara Timur 2,89 2,23 3,75 13,30 4,80 3,92 5,87 10,27

Kalimantan Barat 5,57 4,28 7,21 13,30 13,38 11,29 15,79 8,56

Kalimantan Tengah 6,49 4,63 9,03 17,04 14,23 11,43 17,58 11,00

Kalimantan Selatan 9,09 7,34 11,20 10,77 19,23 16,56 22,22 7,51

Kalimantan Timur 9,53 6,64 13,50 18,14 26,10 22,05 30,60 8,36

Kalimantan Utara 4,76 2,63 8,46 29,91 14,35 10,15 19,89 17,20

Sulawesi Utara 8,19 6,76 9,90 9,75 18,04 15,74 20,58 6,84

Sulawesi Tengah 5,21 3,83 7,05 15,55 10,64 8,69 12,96 10,20

Sulawesi Selatan 5,03 3,93 6,42 12,50 10,57 9,14 12,19 7,34

Sulawesi Tenggara 3,66 2,43 5,47 20,71 10,64 8,77 12,86 9,76

Gorontalo 8,64 6,41 11,55 15,02 15,22 12,06 19,03 11,64

Sulawesi Barat 3,25 1,88 5,56 27,70 5,16 3,43 7,70 20,64

Maluku 4,29 3,02 6,08 17,88 14,01 11,44 17,05 10,20

Maluku Utara 3,45 2,18 5,40 23,13 10,50 8,38 13,09 11,39

Papua Barat 4,96 2,95 8,21 26,17 9,49 6,91 12,90 15,94

Papua Barat Daya 8,61 5,03 14,36 26,88 16,89 11,82 23,55 17,64

Papua 6,71 3,64 12,04 30,61 19,45 13,51 27,19 17,92

Papua Selatan 9,36 4,79 17,51 33,29 13,58 7,57 23,18 28,75

Papua Tengah 2,00 0,89 4,43 41,10 5,23 3,31 8,16 23,06

Papua Pegunungan NA NA NA 71,18 0,22 0,08 0,58 49,22

Indonesia 7,03 6,67 7,40 2,63 15,25 14,73 15,79 1,76

Provinsi

Jasa Lainnya

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 

Tabel 5.16 Sampling Error Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan 

Status Pekerjaan Utama, 2025 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 33,52 30,40 36,79 4,87 33,13 30,16 36,23 4,68 7,24 5,79 9,02 11,31

Sumatera Utara 31,20 28,86 33,65 3,91 25,92 23,84 28,12 4,22 9,81 8,10 11,83 9,67

Sumatera Barat 34,22 31,62 36,91 3,95 32,84 30,34 35,44 3,97 6,82 5,51 8,40 10,73

Riau 32,29 28,84 35,95 5,63 16,72 13,98 19,86 8,95 16,46 13,73 19,60 9,08

Jambi 28,94 25,65 32,46 6,01 26,41 23,38 29,69 6,10 14,81 12,20 17,86 9,73

Sumatera Selatan 30,63 27,82 33,60 4,82 28,89 26,33 31,60 4,66 5,58 4,32 7,19 12,97

Bengkulu 28,08 25,17 31,18 5,46 31,91 28,86 35,13 5,02 11,07 8,88 13,73 11,12

Lampung 27,54 24,68 30,61 5,50 34,57 31,64 37,62 4,41 5,90 4,39 7,89 14,95

Kep. Bangka Belitung 40,60 35,88 45,49 6,06 22,49 18,34 27,26 10,12 5,82 3,80 8,82 21,53

Kepulauan Riau 39,45 32,62 46,72 9,18 16,47 11,45 23,10 17,95 5,97 2,89 11,94 36,40

DKI Jakarta 36,47 31,32 41,96 7,47 15,56 12,10 19,78 12,54 8,68 5,77 12,87 20,50

Jawa Barat 34,32 32,23 36,47 3,15 23,47 21,57 25,48 4,25 4,59 3,87 5,44 8,68

Jawa Tengah 32,71 31,00 34,48 2,72 28,60 27,10 30,15 2,72 4,31 3,70 5,01 7,73

DI Yogyakarta 28,19 25,08 31,53 5,84 35,04 31,78 38,45 4,86 4,11 2,71 6,20 21,15

Jawa Timur 30,51 28,92 32,15 2,71 26,91 25,44 28,42 2,83 4,73 4,03 5,55 8,14

Banten 29,59 25,75 33,74 6,90 20,86 17,48 24,69 8,81 5,47 3,44 8,57 23,31

Bali 37,31 34,08 40,66 4,51 23,77 21,53 26,17 4,98 4,54 3,48 5,89 13,45

Nusa Tenggara Barat 37,08 31,54 42,97 7,90 28,95 25,34 32,85 6,63 1,55 0,95 2,54 25,13

Nusa Tenggara Timur 33,41 31,29 35,59 3,29 40,22 38,26 42,21 2,51 1,17 0,82 1,66 17,97

Kalimantan Barat 34,76 31,55 38,13 4,83 27,56 24,81 30,49 5,26 6,75 5,35 8,48 11,75

Kalimantan Tengah 36,96 32,85 41,27 5,82 24,24 20,88 27,94 7,43 7,52 5,56 10,10 15,26

Kalimantan Selatan 42,23 38,83 45,72 4,17 24,26 21,66 27,07 5,69 5,24 4,02 6,81 13,47

Kalimantan Timur 38,99 34,38 43,81 6,19 23,68 20,09 27,69 8,19 7,61 5,72 10,05 14,41

Kalimantan Utara 32,50 26,95 38,60 9,18 27,26 22,49 32,63 9,51 8,57 5,54 13,03 21,89

Sulawesi Utara 39,44 36,53 42,42 3,81 22,18 19,86 24,67 5,54 5,07 3,98 6,45 12,34

Sulawesi Tengah 30,00 27,01 33,16 5,24 35,28 32,12 38,58 4,67 6,98 5,43 8,95 12,77

Sulawesi Selatan 36,72 34,20 39,31 3,56 30,88 28,91 32,92 3,32 4,34 3,44 5,45 11,71

Sulawesi Tenggara 40,18 36,60 43,88 4,63 34,43 31,64 37,33 4,22 3,59 2,56 5,02 17,26

Gorontalo 34,13 29,47 39,11 7,23 30,46 26,21 35,06 7,43 2,05 1,15 3,63 29,38

Sulawesi Barat 32,93 28,14 38,09 7,73 40,21 35,67 44,92 5,88 6,52 4,71 8,95 16,39

Maluku 41,77 37,67 45,98 5,09 29,93 26,55 33,54 5,96 3,29 2,22 4,86 20,03

Maluku Utara 40,61 35,96 45,44 5,97 32,29 28,21 36,65 6,68 4,74 3,13 7,12 21,01

Papua Barat 38,88 31,91 46,34 9,53 29,91 24,27 36,24 10,25 1,09 0,44 2,68 46,38

Papua Barat Daya 33,83 27,22 41,13 10,55 31,12 25,73 37,07 9,33 NA NA NA 81,85

Papua 36,91 30,36 43,97 9,46 29,20 23,40 35,77 10,85 2,24 0,94 5,20 43,61

Papua Selatan 44,12 32,73 56,16 13,80 32,39 23,51 42,74 15,30 NA NA NA 56,33

Papua Tengah 27,61 21,49 34,71 12,25 41,86 35,84 48,13 7,53 NA NA NA 67,58

Papua Pegunungan 18,91 14,79 23,85 12,22 49,50 44,83 54,18 4,83 – – – NA

Indonesia 32,76 32,10 33,43 1,04 27,35 26,75 27,95 1,11 5,36 5,06 5,67 2,87

Provinsi

Berusaha Sendiri
Berusaha Dibantu Buruh Tidak 

Dibayar
Beusaha Dibantu Buruh Dibayar

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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Lanjutan Tabel 5.16  

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (18) (19) (20) (21)

Aceh 7,64 6,15 9,47 11,02 9,94 8,00 12,30 10,98 8,52 7,08 10,22 9,38

Sumatera Utara 12,97 11,23 14,94 7,28 6,85 5,54 8,43 10,70 13,25 11,69 14,98 6,31

Sumatera Barat 7,32 6,01 8,89 10,01 7,16 5,97 8,56 9,19 11,66 10,21 13,27 6,69

Riau 16,60 13,68 20,00 9,69 6,36 4,82 8,36 14,08 11,57 9,34 14,24 10,77

Jambi 12,38 10,03 15,17 10,55 5,96 4,50 7,86 14,22 11,50 9,44 13,94 9,97

Sumatera Selatan 12,61 10,51 15,07 9,19 7,53 5,99 9,43 11,60 14,75 12,90 16,81 6,74

Bengkulu 8,45 6,80 10,46 11,01 5,96 4,54 7,79 13,80 14,53 12,58 16,72 7,25

Lampung 10,00 8,29 12,03 9,49 7,03 5,58 8,82 11,68 14,95 12,91 17,25 7,40

Kep. Bangka Belitung 16,54 13,51 20,09 10,13 3,10 1,93 4,93 23,91 11,44 8,98 14,48 12,21

Kepulauan Riau 23,83 17,55 31,50 14,96 3,66 1,59 8,23 42,20 10,62 6,57 16,73 23,92

DKI Jakarta 29,89 24,80 35,54 9,19 2,73 1,39 5,31 34,36 6,66 4,64 9,47 18,20

Jawa Barat 13,71 12,18 15,39 5,98 12,81 11,37 14,39 6,01 11,11 9,85 12,51 6,12

Jawa Tengah 9,84 8,86 10,92 5,32 9,26 8,14 10,50 6,49 15,28 14,16 16,46 3,84

DI Yogyakarta 10,55 8,66 12,78 9,92 4,63 3,16 6,74 19,39 17,47 15,24 19,96 6,89

Jawa Timur 9,62 8,64 10,71 5,49 12,45 11,29 13,71 4,94 15,78 14,65 16,97 3,75

Banten 21,85 17,95 26,34 9,79 10,68 8,10 13,94 13,86 11,56 9,15 14,50 11,77

Bali 10,45 8,80 12,36 8,66 6,34 5,00 8,01 12,01 17,59 15,59 19,80 6,10

Nusa Tenggara Barat 7,43 5,64 9,72 13,89 11,01 8,32 14,45 14,12 13,98 10,91 17,74 12,42

Nusa Tenggara Timur 5,46 4,59 6,48 8,82 2,40 1,80 3,19 14,65 17,34 15,65 19,18 5,18

Kalimantan Barat 9,98 8,26 12,02 9,58 4,67 3,48 6,24 14,93 16,28 13,99 18,87 7,63

Kalimantan Tengah 15,35 12,44 18,80 10,54 3,19 2,12 4,78 20,68 12,73 10,13 15,89 11,49

Kalimantan Selatan 13,11 10,92 15,68 9,24 3,18 2,22 4,54 18,27 11,97 10,17 14,05 8,25

Kalimantan Timur 13,65 10,59 17,42 12,71 4,05 2,73 5,97 19,99 12,03 9,69 14,85 10,91

Kalimantan Utara 13,35 9,37 18,67 17,64 5,07 3,04 8,32 25,70 13,24 8,55 19,96 21,71

Sulawesi Utara 14,08 12,18 16,21 7,30 8,71 7,15 10,58 9,99 10,53 8,98 12,30 8,01

Sulawesi Tengah 9,33 7,54 11,48 10,73 5,74 4,17 7,84 16,08 12,67 10,72 14,92 8,44

Sulawesi Selatan 10,34 8,64 12,34 9,09 4,24 3,28 5,48 13,13 13,48 11,94 15,18 6,12

Sulawesi Tenggara 6,65 5,19 8,47 12,49 1,35 0,76 2,39 29,21 13,79 11,79 16,07 7,90

Gorontalo 11,68 8,74 15,43 14,51 11,37 8,81 14,56 12,85 10,32 7,90 13,37 13,43

Sulawesi Barat 5,30 3,28 8,45 24,20 3,53 2,22 5,57 23,52 11,52 9,01 14,62 12,36

Maluku 7,64 5,87 9,88 13,29 2,45 1,53 3,91 24,03 14,92 12,50 17,71 8,88

Maluku Utara 6,96 5,28 9,12 13,95 2,21 1,33 3,66 25,88 13,19 10,51 16,42 11,40

Papua Barat 9,65 6,95 13,24 16,46 1,16 0,54 2,48 38,70 19,31 13,16 27,42 18,80

Papua Barat Daya 15,99 11,47 21,86 16,51 3,49 2,11 5,72 25,42 15,18 11,05 20,49 15,79

Papua 14,61 9,90 21,02 19,26 NA NA NA 51,39 14,73 11,15 19,21 13,91

Papua Selatan 10,28 6,05 16,92 26,34 1,95 0,92 4,11 38,32 10,27 6,98 14,86 19,33

Papua Tengah 4,26 2,61 6,87 24,68 NA NA NA 53,21 24,67 19,96 30,08 10,48

Papua Pegunungan 0,84 0,41 1,68 35,75 – – – NA 30,75 26,52 35,34 7,34

Indonesia 11,53 11,07 12,00 2,05 9,03 8,60 9,49 2,52 13,98 13,54 14,42 1,61

Provinsi

Buruh/Karyawan Pekerja Bebas
Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak 

Dibayar

Estimasi Estimasi

Selang 
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Relative 
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Tabel 5.17 Sampling Error Persentase Lansia Bekerja Menurut Provinsi dan 

Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan dalam Seminggu, 2025 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 59,08 55,64 62,44 2,94 12,67 10,61 15,08 8,98

Sumatera Utara 51,04 48,28 53,79 2,75 15,61 13,66 17,78 6,73

Sumatera Barat 56,04 53,18 58,86 2,58 14,45 12,66 16,45 6,69

Riau 55,87 51,99 59,67 3,52 12,91 10,51 15,77 10,37

Jambi 60,09 56,20 63,86 3,26 13,89 11,04 17,33 11,51

Sumatera Selatan 59,57 56,20 62,86 2,86 12,00 10,29 13,95 7,77

Bengkulu 58,09 54,77 61,33 2,88 13,44 11,37 15,83 8,45

Lampung 62,19 58,99 65,29 2,59 12,00 10,29 13,94 7,75

Kep. Bangka Belitung 50,88 45,97 55,77 4,93 15,93 13,14 19,18 9,65

Kepulauan Riau 43,60 33,68 54,06 12,09 13,28 8,89 19,39 19,98

DKI Jakarta 32,49 27,68 37,69 7,88 26,42 22,24 31,07 8,54

Jawa Barat 47,41 45,06 49,78 2,55 16,10 14,51 17,84 5,28

Jawa Tengah 52,40 50,66 54,15 1,70 14,20 13,05 15,43 4,28

DI Yogyakarta 55,00 50,52 59,41 4,14 10,86 8,89 13,21 10,13

Jawa Timur 50,90 49,07 52,72 1,83 14,84 13,70 16,06 4,06

Banten 42,56 37,39 47,90 6,32 17,90 13,84 22,82 12,77

Bali 53,44 50,10 56,76 3,18 15,95 13,91 18,24 6,92

Nusa Tenggara Barat 52,39 47,24 57,49 5,00 16,19 13,41 19,41 9,45

Nusa Tenggara Timur 65,84 63,39 68,20 1,87 11,89 10,56 13,37 6,02

Kalimantan Barat 65,32 61,74 68,73 2,74 11,54 9,64 13,76 9,09

Kalimantan Tengah 57,73 53,25 62,09 3,92 13,90 11,45 16,78 9,76

Kalimantan Selatan 55,02 51,22 58,76 3,50 12,89 10,51 15,71 10,27

Kalimantan Timur 45,89 41,19 50,66 5,28 15,28 11,89 19,42 12,53

Kalimantan Utara 45,38 39,58 51,30 6,62 11,77 8,52 16,04 16,18

Sulawesi Utara 50,48 47,12 53,84 3,40 14,80 12,72 17,14 7,61

Sulawesi Tengah 54,04 50,59 57,45 3,24 12,23 10,31 14,46 8,64

Sulawesi Selatan 56,43 53,68 59,15 2,48 13,79 12,25 15,48 5,97

Sulawesi Tenggara 51,57 48,20 54,93 3,33 14,05 12,14 16,21 7,37

Gorontalo 44,25 38,94 49,69 6,22 15,78 12,63 19,54 11,14

Sulawesi Barat 64,27 59,64 68,65 3,58 13,47 10,49 17,14 12,54

Maluku 53,76 49,56 57,92 3,98 13,77 11,48 16,43 9,14

Maluku Utara 57,04 52,47 61,49 4,04 9,30 7,24 11,86 12,60

Papua Barat 56,85 48,83 64,52 7,10 19,53 13,99 26,57 16,41

Papua Barat Daya 42,25 35,97 48,80 7,79 15,30 11,31 20,38 15,06

Papua 53,27 45,11 61,27 7,81 16,18 11,57 22,16 16,61

Papua Selatan 41,07 33,86 48,69 9,28 16,13 10,37 24,23 21,76

Papua Tengah 67,94 61,07 74,12 4,92 15,77 11,82 20,75 14,39

Papua Pegunungan 69,14 63,27 74,45 4,14 19,44 14,82 25,07 13,44

Indonesia 52,11 51,38 52,84 0,71 14,83 14,34 15,33 1,71

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Provinsi

< 35 Jam 35–40 Jam

Estimasi
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Lanjutan Tabel 5.17  

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Aceh 11,79 9,86 14,04 9,01 16,45 14,07 19,14 7,85

Sumatera Utara 14,62 12,93 16,50 6,21 18,73 16,51 21,17 6,35

Sumatera Barat 11,60 9,93 13,51 7,86 17,91 15,86 20,17 6,14

Riau 13,20 10,64 16,27 10,86 18,02 15,21 21,22 8,51

Jambi 11,00 9,00 13,38 10,10 15,01 12,27 18,25 10,14

Sumatera Selatan 11,55 9,65 13,77 9,07 16,88 14,62 19,41 7,22

Bengkulu 12,89 10,61 15,57 9,80 15,58 13,38 18,05 7,64

Lampung 11,90 9,83 14,34 9,64 13,91 11,89 16,21 7,90

Kep. Bangka Belitung 15,36 12,43 18,83 10,61 17,83 14,49 21,74 10,35

Kepulauan Riau 17,46 12,20 24,36 17,71 25,66 17,99 35,20 17,20

DKI Jakarta 14,93 11,40 19,33 13,51 26,16 22,04 30,76 8,51

Jawa Barat 13,06 11,59 14,68 6,03 23,42 21,37 25,61 4,63

Jawa Tengah 13,28 12,23 14,40 4,15 20,12 18,75 21,57 3,58

DI Yogyakarta 12,77 10,61 15,29 9,32 21,37 17,94 25,24 8,72

Jawa Timur 13,60 12,48 14,82 4,39 20,66 19,31 22,08 3,42

Banten 18,09 14,37 22,51 11,47 21,45 17,48 26,05 10,20

Bali 11,61 9,96 13,50 7,76 18,99 16,68 21,54 6,52

Nusa Tenggara Barat 9,30 7,14 12,02 13,30 22,13 18,24 26,58 9,62

Nusa Tenggara Timur 10,66 9,33 12,16 6,77 11,61 10,25 13,13 6,33

Kalimantan Barat 10,26 8,31 12,61 10,64 12,88 10,68 15,45 9,43

Kalimantan Tengah 11,11 8,63 14,20 12,72 17,25 14,10 20,94 10,10

Kalimantan Selatan 12,11 9,97 14,64 9,81 19,98 17,39 22,84 6,95

Kalimantan Timur 12,09 9,45 15,35 12,39 26,74 22,54 31,41 8,48

Kalimantan Utara 12,29 8,93 16,69 15,99 30,56 24,56 37,30 10,68

Sulawesi Utara 18,00 15,63 20,64 7,09 16,72 14,47 19,24 7,27

Sulawesi Tengah 13,57 11,46 16,00 8,52 20,15 17,58 23,00 6,85

Sulawesi Selatan 10,71 9,29 12,32 7,21 19,07 17,04 21,28 5,66

Sulawesi Tenggara 11,13 9,25 13,32 9,30 23,25 20,32 26,46 6,73

Gorontalo 12,21 9,24 15,97 13,99 27,76 23,18 32,85 8,91

Sulawesi Barat 8,79 6,53 11,73 14,96 13,46 10,49 17,11 12,49

Maluku 10,94 8,79 13,55 11,06 21,52 17,94 25,61 9,09

Maluku Utara 10,65 8,10 13,90 13,80 23,01 19,39 27,07 8,52

Papua Barat 9,48 6,72 13,20 17,24 14,15 10,56 18,71 14,62

Papua Barat Daya 16,51 11,95 22,37 16,02 25,93 20,91 31,68 10,62

Papua 12,08 7,38 19,14 24,41 18,47 12,88 25,77 17,75

Papua Selatan 14,19 9,18 21,31 21,57 28,61 19,81 39,39 17,62

Papua Tengah 7,80 5,45 11,04 18,06 8,49 4,48 15,50 31,83

Papua Pegunungan 8,63 6,31 11,70 15,80 2,79 1,24 6,18 41,17

Indonesia 13,01 12,55 13,49 1,83 20,05 19,46 20,65 1,51

Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

KepercayaanProvinsi

41–48 Jam > 48 Jam
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Menghadapi masa lanjut usia (lansia) bukanlah hal yang mudah bagi 

semua orang. Perubahan biologis yang terjadi pada lansia memengaruhi 

kondisi sosial dan ekonomi mereka (Jumita et al. 2012, 86─94). Menurut 

Anggreni dan Ayuningsasi (2023, 188─196), secara sosial, lansia kerap 

dipandang negatif atau dianggap tidak memberikan kontribusi bagi keluarga 

dan lingkungan sekitar. Dari segi ekonomi, lansia cenderung dipersepsikan 

sebagai beban daripada sebagai sumber daya. Kondisi ini menumbuhkan 

kesadaran tentang pentingnya meningkatkan kualitas hidup lansia, dengan 

tujuan agar mereka tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai aset 

yang memiliki potensi (Kuntjorowati 2018, 209─222). Salah satu aspek yang 

digunakan untuk menilai kualitas hidup lansia adalah kesejahteraan. Ketika 

lansia berada dalam keadaan sejahtera, mereka dapat menikmati masa tua 

dengan lebih baik (Mulyati et al. 2018, 1─8). Oleh karena itu, pemenuhan 

kebutuhan sosial dan ekonomi lansia sangat penting untuk dilakukan sebagai 

upaya meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencapai kesejahteraan. 

6.1 Kesejahteraan Lansia 

Aspek keamanan ekonomi menjadi salah satu kerentanan yang dialami 

oleh lansia, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan dukungan finansial 

dari keluarga (Wulandari dan Irfan 2023, 102─110). Menurunnya kemampuan 

dan kondisi fisik pada lansia berdampak pada penurunan produktivitas kerja, 

yang pada gilirannya memengaruhi penghasilan mereka atau bahkan 

menyebabkan kehilangan pendapatan sepenuhnya. Lansia yang semakin 

bertambah usia tanpa kemandirian finansial berisiko mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini diperparah jika lansia memiliki 

masalah kesehatan yang meningkatkan biaya layanan kesehatan.  

SOSIAL EKONOMI 6 
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 6.1 Persentase Lansia Menurut Distribusi Pengeluaran per Kapita dan 

Klasifikasi Desa, 2025 

Gambar 6.1 menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita dari populasi 

lansia di Indonesia. Lansia dengan pengeluaran per kapita 40 persen terbawah 

mencapai 41,75 persen. Sementara itu, lansia dengan pengeluaran per kapita 

20 persen teratas hanya sebesar 20,68 persen. Secara keseluruhan, data ini 

menunjukkan bahwa keberadaan lansia banyak ditemukan seiring semakin 

rendahnya tingkat kesejahteraan. Pola yang sama terjadi jika dilihat 

berdasarkan klasifikasi desa, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. 

Rumah tangga lansia masih sangat bergantung pada anggota rumah 

tangga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gambar 6.2 

menunjukkan bahwa sumber utama pembiayaan rumah tangga lansia berasal 

dari anggota rumah tangga yang bekerja, yaitu mencapai 82,96 persen. 

Sementara itu, sekitar 11,12 persen rumah tangga lansia mengandalkan kiriman 

dari pihak lain sebagai sumber pembiayaan utama. Hanya sebagian kecil rumah 

tangga lansia yang sumber pembiayaan utamanya berasal dari jaminan 
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pensiun, yakni 5,43 persen. Kurang dari satu persen rumah tangga lansia 

mendapatkan sumber pembiayaan utama dari tabungan dan investasi, seperti 

deposito, royalti, saham, bunga bank, dan sejenisnya.  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Terbesar 

Pembiayaan Rumah Tangga dan Klasifikasi Desa, 2025 

Kuntjorowati (2018, 209─220) menyatakan bahwa banyak lansia 

mengalami ketelantaran karena tidak ada keluarga yang merawat atau keluarga 

yang ada tidak mampu memberikan perawatan yang layak. Ketelantaran ini 

juga berkaitan dengan karakter masyarakat, di mana sebagian besar lansia 

mengandalkan keluarga untuk masa tua mereka tanpa memiliki tabungan hari 

tua. Padahal, kepemilikan tabungan dapat memberikan perlindungan finansial 

bagi lansia. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Lansia Berdasarkan Kepemilikan 

Rekening Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Karakteristik, 

2025 

Hasil pendataan Susenas Maret 2025 menunjukkan, hanya 34,98 persen 

lansia yang memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan (Gambar 6.3). 

Dilihat dari klasifikasi desa, persentase lansia di perkotaan yang memiliki 

rekening tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia di perdesaan, yaitu 

39,48 persen berbanding 29,11 persen. Berdasarkan jenis kelamin, lansia laki-

laki memiliki persentase kepemilikan rekening tabungan yang lebih besar 

dibandingkan perempuan, yakni 38,23 persen dibandingkan 32,00 persen. 

Kepemilikan rekening tabungan yang lebih tinggi pada lansia laki-laki ini 

disebabkan oleh pandangan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga 

bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan mengelola keuangan keluarga 

(Adityandani dan Haryono 2019, 316─326). 
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6.2 Rumah Layak Bagi Lansia 

Bertambahnya usia membuat kondisi fisik lansia semakin menurun, 

sehingga lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan (Kholifah 2016, 

5). Kondisi ini menyebabkan lansia cenderung lebih banyak menghabiskan 

waktu di rumah. Karena itu, lingkungan rumah yang aman, sehat, dan nyaman 

sangat dibutuhkan bagi lansia. Cicih dan Nugroho (2021, 1─14) menyatakan 

bahwa menjaga lansia agar merasa aman dan nyaman di rumahnya sendiri 

dapat membantu mempertahankan kondisi kesehatan mereka. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 6.4 Persentase Lansia Menurut Status Kepemilikan Rumah Tempat 

Tinggal dan Klasifikasi Desa, 2025 

Pada tahun 2025, tercatat bahwa 93,15 persen lansia tinggal di rumah 

dengan status kepemilikan sendiri (Gambar 6.4). Rumah dikategorikan sebagai 

milik sendiri jika menjadi hak milik lansia atau anggota rumah tangga lainnya 

yang tinggal bersama lansia. Selain itu, sebanyak 5,09 persen lansia tinggal di 

rumah bebas sewa, 1,63 persen menempati rumah kontrak/sewa, dan 0,13 

persen tinggal di rumah dengan status dinas atau lainnya.   
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Status kepemilikan rumah bagi lansia menunjukkan pola yang sedikit 

berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase lansia di 

perkotaan yang tinggal di rumah milik sendiri sebesar 90,58 persen, lebih 

rendah dibandingkan dengan di perdesaan yang mencapai 96,51 persen. 

Sebaliknya, persentase lansia yang tinggal di rumah bebas sewa, kontrak/sewa, 

dan dinas/lainnya lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan 

(Gambar 6.4).  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 6.5 Persentase Lansia yang Berdasarkan Status Kelayakan Rumah Huni 

Huni Menurut Karakteristik, 2025 

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 

tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara 

mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki 

rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23). Lansia 

umumnya lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, oleh karena itu kondisi 

rumah sangat berpengaruh terhadap kondisi hidup lansia. Hal ini dikarenakan 
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kondisi rumah yang layak juga menentukan kelayakan hidup lansia (Djamhari 

dkk. 2021, 37). 

Gambar 6.5 menunjukkan bahwa sekitar 71,29 persen lansia tinggal di 

rumah layak huni (Gambar 6.5). Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan klasifikasi 

desa, persentase lansia di perkotaan yang tinggal di rumah layak huni lebih 

tinggi dibandingkan lansia di perdesaan (72,03 persen berbanding 70,33 

persen). Semakin sejahtera seseorang, maka semakin besar peluang untuk 

memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 6.5, sebesar 80,58 persen lansia dengan 

pengeluaran per kapita 20 persen teratas tinggal di rumah layak huni. 

Sementara itu, lansia dengan pengeluaran per kapita 40 persen terbawah yang 

tinggal di rumah layak huni persentasenya hanya sebesar 64,85 persen. 

6.3 Kehidupan Sosial Lansia 

Biasanya seseorang tidak bisa melakukan kegiatan yang dulu diminati, 

seperti bepergian atau berwisata, jika telah memasuki masa lansia. 

Keterbatasan kondisi fisik dan finansial menjadi salah satu penyebab mengapa 

hal tersebut sulit dilakukan oleh lansia. Padahal, melakukan perjalanan wisata 

memiliki banyak manfaat yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental 

lansia (Maharani 2018). Utami (2018, 420–427) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa bepergian atau berwisata dapat menjadi solusi untuk 

menghilangkan kejenuhan bagi lansia karena memberikan efek relaksasi yang 

akan berdampak terhadap kualitas hidup lansia.  
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 6.6 Persentase Lansia Berdasarkan Status Bepergian Menurut 

Karakteristik, 2025 

Tahun 2025, hanya sekitar 20,36 persen lansia yang pernah melakukan 

kegiatan bepergian (Gambar 6.6). Semakin bertambahnya usia seseorang, maka 

kendala yang ditemui pada saat bepergian juga akan semakin banyak dan 

terkadang semakin rumit (Isnutomo 2012, 119─138). Kendala tersebut 

menyebabkan lansia tidak ingin atau belum pernah bepergian ketika sudah 

menginjak usia lanjut. Apabila dilihat menurut klasifikasi desa, persentase lansia 

yang bepergian lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan (24,73 

persen berbanding 14,64 persen). Sementara jika dilihat menurut jenis kelamin, 

persentase lansia laki-laki yang bepergian lebih besar dibanding perempuan 

(21,15 persen berbanding 19,63 persen).  
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Catatan: *)Lainnya adalah maksud dan tujuan bepergian untuk profesi/bisnis; misi/pertukaran/ 

kongres/ seminar; training/pendidikan/pelatihan; olahraga/kesenian; belanja/ 

shopping dan alasan-alasan lainnya 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 6.7 Persentase Lansia yang Bepergian Menurut Tujuan Utama 

Bepergian, 2025 

Analisis lebih lanjut berdasarkan tujuan utama bepergian, seperti yang 

terlihat pada Gambar 6.7, terlihat bahwa sebagian besar lansia yang bepergian 

memiliki tujuan untuk mengunjungi teman/keluarga (54,92 persen) dan 

berlibur atau rekreasi (16,12 persen). Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ravularparthy, et al. dalam Rahmawati (2017, 76) dimana 

dikemukakan bahwa dengan melakukan kegiatan bepergian penduduk lansia 

bisa bertemu dengan teman atau keluarga yang dapat meningkatkan 

hubungan sosial mereka dan bila melakukan bepergian untuk tujuan wisata 

dapat menghilangkan kejenuhan dan menurunkan tingkat stres pada lansia.   

Isu sosial yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama yang terjadi 

pada lansia, adalah masalah kriminalitas atau tindak kejahatan. Proses penuaan 

yang menyebabkan penurunan fungsi fisik dan psikis membuat lansia menjadi 

lebih rentan terhadap berbagai ancaman. Selain lebih mudah terkena penyakit, 

lansia juga sering menjadi sasaran pelecehan dan eksploitasi, baik secara fisik 

maupun emosional (Julianti 2017, 67─79). Kejahatan terhadap lansia, seperti 
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penipuan atau kekerasan, seringkali terjadi karena mereka dianggap lebih 

lemah dan mudah dimanipulasi.  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 6.8 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan 

Menurut Karakteristik, 2025 

Lansia yang menjadi korban kejahatan cenderung mengalami penurunan 

dalam kurun waktu empat tahun terakhir (Gambar 6.8). Susenas Maret 2025 

mencatat sebesar 0,79 persen lansia pernah menjadi korban kejahatan, 

meningkat sekitar 0,32 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024. Meskipun 

lansia lebih jarang mengalami tindak kejahatan dibandingkan kelompok 

penduduk yang lebih muda (Lindesay 1996, 199─204), akan tetapi setiap tindak 

kejahatan perlu menjadi perhatian terlebih kejahatan terhadap lansia. Namun 

demikian, masih ditemukan adanya 0,87 persen lansia di perkotaan yang 

menjadi korban kejahatan. Selain itu, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, 

masih terdapat 1,06 persen lansia laki-laki yang menjadi korban kejahatan.
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Tabel 6.1 Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Distribusi 

Pengeluaran per Kapita, 2025 

Karakteristik 

Distribusi Pengeluaran 

Jumlah 
40% Terbawah 40% Menengah 20% Teratas 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     
Total 41,75 37,57 20,68 100,00 

     
Jenis Kelamin     

 Laki-Laki 40,76 38,39 20,85 100,00 

 Perempuan 42,66 36,82 20,52 100,00 

     
Kelompok Umur     

 Lansia Muda (60–69 tahun) 38,60 39,28 22,12 100,00 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 45,36 35,76 18,89 100,00 

 Lansia Tua (80+ tahun) 53,18 30,92 15,89 100,00 

     
Status Disabilitas     

 Nondisabilitas 40,73 37,98 21,29 100,00 

 Disabilitas 50,23 34,18 15,59 100,00 

     

Klasifikasi Desa     

 Perkotaan 40,75 37,10 22,15 100,00 

 Perdesaan 41,78 37,99 20,23 100,00 

     

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 6.2  Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Karakteristik dan 

Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga, 2025 

Karakteristik 

Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga 

Jumlah ART 

yang 

Bekerja 

Kiriman 

Uang/ 

Barang 

Investasi Tabungan Pensiunan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       
Total 82,96 11,12 0,18 0,31 5,43 100,00 

       
Distribusi Pengeluaran       

20% Teratas 72,26 11,08 0,38 0,55 15,74 100,00 

40% Menengah 84,20 11,03 0,17 0,33 4,27 100,00 

40% Terbawah 87,34 11,22 0,09 0,17 1,18 100,00 

       
Klasifikasi Desa       

 Perkotaan 79,66 11,68 0,21 0,41 8,04 100,00 

 Perdesaan 87,34 10,37 0,14 0,18 1,97 100,00 

       

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 6.3  Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga 

Keuangan Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025 

Karakteristik 

Klasifikasi Desa 

Perkotaan Perdesaan 
Perkotaan dan 

Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

    
Total 39,48 29,11 34,98 

    
Jenis Kelamin    

 Laki-Laki 43,15 31,87 38,23 

 Perempuan 36,14 26,56 32,00 

    
Kelompok Umur    

 Lansia Muda (60–69 tahun) 41,80 30,99 37,17 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 36,46 27,04 32,35 

 Lansia Tua (80+ tahun) 31,67 22,73 27,50 

    
Status Disabilitas    

 Nondisabilitas 40,83 29,89 36,10 

 Disabilitas 27,97 22,79 25,66 

    

Distribusi Pengeluaran    

20% Teratas 69,05 41,36 61,02 

40% Menengah 38,42 29,18 33,12 

40% Terbawah 24,38 23,12 23,77 

    

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 htt
ps
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Tabel 6.4  Persentase Lansia Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan 

Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2025 

Karakteristik 

Sumber Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang 

DItempati 
Jumlah 

Milik sendiri 
Kontrak/ 

sewa 
Bebas sewa 

Dinas/ 

Lainnya 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
Total 93,15 1,63 5,09 0,13 100,00 

      
Jenis Kelamin      

 Laki-Laki 93,75 1,69 4,40 0,15 100,00 

 Perempuan 92,60 1,57 5,72 0,11 100,00 

      

Kelompok Umur      

 Lansia Muda (60–69 tahun) 93,15 1,92 4,79 0,14 100,00 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 93,26 1,23 5,42 0,10 100,00 

 Lansia Tua (80+ tahun) 92,84 0,80 6,21 0,14 100,00 

      

Status Disabilitas      

 Nondisabilitas 93,36 1,61 4,90 0,13 100,00 

 Disabilitas 91,43 1,80 6,63 0,14 100,00 

      

Distribusi Pengeluaran      

20% Teratas 92,89 1,89 4,95 0,27 100,00 

40% Menengah 92,52 2,08 5,28 0,12 100,00 

40% Terbawah 93,85 1,09 4,98 0,08 100,00 

      
Klasifikasi Desa      

 Perkotaan 90,58 2,70 6,56 0,15 100,00 

 Perdesaan 96,51 0,23 3,16 0,10 100,00 

      

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 6.5 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut 

Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025 

Karakteristik 

Klasifikasi Desa 

Perkotaan Perdesaan 
Perkotaan dan 

Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

    
Total 72,03 70,33 71,29 

    
Jenis Kelamin    

 Laki-Laki 71,95 70,57 71,35 

 Perempuan 72,10 70,10 71,24 

    
Kelompok Umur    

 Lansia Muda (60–69 tahun) 72,14 70,90 71,61 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 71,78 69,40 70,74 

 Lansia Tua (80+ tahun) 71,99 69,31 70,74 

    
Status Disabilitas    

 Nondisabilitas 72,36 70,56 71,58 

 Disabilitas 69,14 68,48 68,85 

    

Distribusi Pengeluaran    

20% Teratas 82,11 79,37 80,58 

40% Menengah 73,36 71,97 73,33 

40% Terbawah 65,33 64,46 64,85 

    

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 htt
ps
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Tabel 6.6  Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik 

dan Klasifikasi Desa, 2025 

Karakteristik 

Klasifikasi Desa 

Perkotaan Perdesaan 
Perkotaan dan 

Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

    
Total 24,73 14,64 20,36 

    
Jenis Kelamin    

 Laki-Laki 25,47 15,55 21,15 

 Perempuan 24,06 13,80 19,63 

    
Kelompok Umur    

 Lansia Muda (60–69 tahun) 28,50 17,11 23,62 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 19,57 12,09 16,31 

 Lansia Tua (80+ tahun) 12,88 5,76 9,56 

    
Status Disabilitas    

 Nondisabilitas 26,35 15,44 21,63 

 Disabilitas 10,89 8,20 9,69 

    

Distribusi Pengeluaran    

20% Teratas 49,10 27,48 42,20 

40% Menengah 24,45 15,16 20,19 

40% Terbawah 11,75 7,96 9,69 

    

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 htt
ps
://w
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Tabel 6.7  Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut Karakteristik 

dan Maksud Utama Bepergian, 2025 

Karakteristik 

Maksud Utama Bepergian 

Mengunjungi 

teman/ keluarga 
Berlibur/rekreasi 

Berziarah/ 

keagamaan 

(1) (2) (3) (4) 

    
Total 54,92 16,12 12,31 

    
Jenis Kelamin    

 Laki-Laki 54,82 15,03 11,37 

 Perempuan 55,01 17,19 13,24 

    

Kelompok Umur    

 Lansia Muda (60–69 tahun) 53,93 16,42 12,09 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 57,04 15,48 13,55 

 Lansia Tua (80+ tahun) 60,92 14,11 9,19 

    

Status Disabilitas    

 Nondisabilitas 55,10 16,49 12,50 

 Disabilitas 51,56 9,18 8,69 

    

Distribusi Pengeluaran    

20% Teratas 49,61 20,97 10,16 

40% Menengah 57,12 13,64 13,53 

40% Terbawah 62,23 10,28 14,65 

    
Klasifikasi Desa    

 Perkotaan 52,97 18,75 11,08 

 Perdesaan 59,20 10,31 15,02 

    

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
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Lanjutan Tabel 6.7  

Karakteristik 

Maksud Utama Bepergian 

Mudik/pulang 

kampung hari raya 
Kesehatan/berobat Lainnya 

(1) (5) (6) (7) 

    
Total 6,95 5,00 4,71 

    
Jenis Kelamin    

 Laki-Laki 7,97 5,18 5,63 

 Perempuan 5,93 4,82 3,80 

    

Kelompok Umur    

 Lansia Muda (60–69 tahun) 7,93 4,47 5,15 

 Lansia Madya (70–79 tahun) 4,21 6,23 3,49 

 Lansia Tua (80+ tahun) 4,47 7,73 3,58 

    

Status Disabilitas    

 Nondisabilitas 6,96 4,21 4,74 

 Disabilitas 6,77 19,71 4,10 

    

Distribusi Pengeluaran    

20 Persen Teratas 9,46 4,51 5,28 

40 Persen Menengah 6,15 5,30 4,26 

40 Persen Terbawah 3,02 5,50 4,32 

    
Klasifikasi Desa    

 Perkotaan 9,38 3,49 4,33 

 Perdesaan 1,58 8,34 5,54 

    

Catatan: *)Lainnya adalah maksud dan tujuan bepergian untuk profesi/bisnis; misi/pertukaran/ 

kongres/ seminar; training/pendidikan/pelatihan; olahraga/kesenian; belanja/ 

shopping dan alasan-alasan lainnya 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
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Tabel 6.8  Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan 

Menurut Karakteristik dan Klasifikasi Desa, 2025 

Karakteristik 

Klasifikasi Desa 

Perkotaan Perdesaan 
Perkotaan dan 

Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

    
Total 0,87 0,68 0,79 

    
Jenis Kelamin    

 Laki-Laki 1,13 0,98 1,06 

 Perempuan 0,63 0,41 0,53 

    

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 6.9  Persentase Lansia di Perkotaan Menurut Provinsi dan Distribusi 

Pengeluaran per Kapita, 2025 

Provinsi 

Distribusi Pengeluaran 

Jumlah 
40% Terbawah 40% Menengah 20% Teratas 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Aceh 32,94 40,97 26,09 100,00 

Sumatera Utara 31,61 42,62 25,77 100,00 

Sumatera Barat 35,67 38,97 25,35 100,00 

Riau 29,04 41,86 29,10 100,00 

Jambi 37,72 39,11 23,17 100,00 

Sumatera Selatan 32,40 42,40 25,20 100,00 

Bengkulu 37,94 36,96 25,10 100,00 

Lampung 37,45 39,82 22,73 100,00 

Kep. Bangka Belitung 36,32 42,66 21,02 100,00 

Kepulauan Riau 38,79 39,86 21,34 100,00 

DKI Jakarta 24,83 39,51 35,66 100,00 

Jawa Barat 41,37 37,19 21,44 100,00 

Jawa Tengah 41,79 38,24 19,97 100,00 

DI Yogyakarta 44,95 37,64 17,42 100,00 

Jawa Timur 45,31 35,97 18,73 100,00 

Banten 36,74 37,99 25,27 100,00 

Bali 44,72 39,49 15,79 100,00 

Nusa Tenggara Barat 38,17 39,15 22,68 100,00 

Nusa Tenggara Timur 30,53 43,11 26,35 100,00 

Kalimantan Barat 32,57 43,55 23,88 100,00 

Kalimantan Tengah 33,89 36,49 29,62 100,00 

Kalimantan Selatan 33,86 41,93 24,21 100,00 

Kalimantan Timur 36,23 37,46 26,31 100,00 

Kalimantan Utara 37,84 45,41 16,75 100,00 

Sulawesi Utara 33,82 41,21 24,97 100,00 

Sulawesi Tengah 34,22 39,20 26,58 100,00 

Sulawesi Selatan 38,57 39,56 21,87 100,00 

Sulawesi Tenggara 37,25 37,92 24,83 100,00 

Gorontalo 37,70 37,91 24,39 100,00 

Sulawesi Barat 37,96 36,83 25,21 100,00 

Maluku 31,69 44,80 23,51 100,00 

Maluku Utara 35,38 41,54 23,07 100,00 

Papua Barat 37,39 38,79 23,82 100,00 

Papua Barat Daya 38,70 43,77 17,531 100,00 

Papua 28,20 40,69 31,10 100,00 

Papua Selatan 28,611 40,60 30,791 100,00 

Papua Tengah 26,37 51,80 21,83 100,00 

Papua Pegunungan – 73,32 26,681 100,00 

Indonesia 40,75 37,10 22,15 100,00 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
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Tabel 6.10  Persentase Lansia di Perdesaan Menurut Provinsi dan Distribusi 

Pengeluaran per Kapita, 2025 

Provinsi 

Distribusi Pengeluaran 

Jumlah 
40% Terbawah 40% Menengah 20% Teratas 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Aceh 30,45 42,82 26,72 100,00 

Sumatera Utara 31,21 38,73 30,06 100,00 

Sumatera Barat 35,83 42,08 22,10 100,00 

Riau 32,31 40,34 27,35 100,00 

Jambi 38,63 38,10 23,27 100,00 

Sumatera Selatan 36,07 42,44 21,49 100,00 

Bengkulu 39,66 40,41 19,92 100,00 

Lampung 41,54 36,94 21,53 100,00 

Kep. Bangka Belitung 34,07 44,07 21,86 100,00 

Kepulauan Riau 34,73 43,08 22,19 100,00 

DKI Jakarta – – – – 

Jawa Barat 41,07 39,43 19,50 100,00 

Jawa Tengah 47,16 37,02 15,82 100,00 

DI Yogyakarta 47,54 36,08 16,38 100,00 

Jawa Timur 43,21 39,28 17,52 100,00 

Banten 30,65 45,77 23,58 100,00 

Bali 38,47 42,58 18,94 100,00 

Nusa Tenggara Barat 41,84 38,80 19,36 100,00 

Nusa Tenggara Timur 33,20 43,31 23,48 100,00 

Kalimantan Barat 41,71 36,45 21,84 100,00 

Kalimantan Tengah 38,70 38,88 22,42 100,00 

Kalimantan Selatan 41,26 39,57 19,17 100,00 

Kalimantan Timur 30,87 38,53 30,60 100,00 

Kalimantan Utara 29,87 43,40 26,73 100,00 

Sulawesi Utara 35,42 38,94 25,64 100,00 

Sulawesi Tengah 33,20 43,17 23,63 100,00 

Sulawesi Selatan 39,93 39,87 20,21 100,00 

Sulawesi Tenggara 35,35 41,07 23,58 100,00 

Gorontalo 39,83 41,07 19,10 100,00 

Sulawesi Barat 37,56 42,94 19,50 100,00 

Maluku 33,81 41,38 24,81 100,00 

Maluku Utara 35,97 41,59 22,45 100,00 

Papua Barat 27,57 44,87 27,56 100,00 

Papua Barat Daya 30,71 40,75 28,53 100,00 

Papua 21,52 47,81 30,67 100,00 

Papua Selatan 15,59 39,60 44,81 100,00 

Papua Tengah 32,33 39,34 28,33 100,00 

Papua Pegunungan 37,72 28,80 33,48 100,00 

Indonesia 41,78 37,99 20,23 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 6.11  Persentase Lansia Laki-Laki Menurut Provinsi dan Distribusi 

Pengeluaran per Kapita, 2025 

Provinsi 

Distribusi Pengeluaran 

Jumlah 
40% Terbawah 40% Menengah 20% Teratas 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Aceh 31,10 42,43 26,47 100,00 

Sumatera Utara 30,44 42,22 27,34 100,00 

Sumatera Barat 36,62 40,00 23,37 100,00 

Riau 28,56 44,35 27,09 100,00 

Jambi 36,26 37,79 25,95 100,00 

Sumatera Selatan 34,99 42,98 22,03 100,00 

Bengkulu 37,02 40,17 22,81 100,00 

Lampung 39,22 38,81 21,97 100,00 

Kep. Bangka Belitung 33,14 44,11 22,75 100,00 

Kepulauan Riau 38,61 41,78 19,61 100,00 

DKI Jakarta 26,58 40,46 32,96 100,00 

Jawa Barat 41,66 38,61 19,72 100,00 

Jawa Tengah 43,64 38,13 18,23 100,00 

DI Yogyakarta 46,23 36,66 17,11 100,00 

Jawa Timur 43,25 38,29 18,46 100,00 

Banten 37,12 37,45 25,43 100,00 

Bali 43,57 40,87 15,56 100,00 

Nusa Tenggara Barat 40,24 37,63 22,12 100,00 

Nusa Tenggara Timur 35,65 40,53 23,82 100,00 

Kalimantan Barat 38,21 39,41 22,38 100,00 

Kalimantan Tengah 36,39 37,73 25,88 100,00 

Kalimantan Selatan 35,60 41,64 22,75 100,00 

Kalimantan Timur 33,62 40,20 26,18 100,00 

Kalimantan Utara 37,29 44,66 18,05 100,00 

Sulawesi Utara 33,72 41,24 25,04 100,00 

Sulawesi Tengah 33,55 41,60 24,85 100,00 

Sulawesi Selatan 39,41 40,25 20,34 100,00 

Sulawesi Tenggara 36,07 39,68 24,25 100,00 

Gorontalo 41,03 36,04 22,93 100,00 

Sulawesi Barat 35,26 40,74 24,00 100,00 

Maluku 38,24 40,42 21,35 100,00 

Maluku Utara 37,01 39,51 23,48 100,00 

Papua Barat 29,66 44,92 25,42 100,00 

Papua Barat Daya 34,99 42,41 22,60 100,00 

Papua 29,55 40,08 30,37 100,00 

Papua Selatan 15,83 49,65 34,52 100,00 

Papua Tengah 29,20 44,49 26,32 100,00 

Papua Pegunungan 35,00 29,53 35,47 100,00 

Indonesia 40,76 38,39 20,85 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 6.12 Persentase Lansia Perempuan Menurut Provinsi dan Distribusi 

Pengeluaran per Kapita, 2025 

Provinsi 

Distribusi Pengeluaran 

Jumlah 
40% Terbawah 40% Menengah 20% Teratas 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Aceh 32,47 42,52 25,01 100,00 

Sumatera Utara 32,47 40,09 27,44 100,00 

Sumatera Barat 37,56 38,93 23,51 100,00 

Riau 32,22 41,24 26,54 100,00 

Jambi 39,80 38,84 21,36 100,00 

Sumatera Selatan 36,94 40,35 22,72 100,00 

Bengkulu 42,31 38,20 19,49 100,00 

Lampung 41,08 38,40 20,52 100,00 

Kep. Bangka Belitung 35,37 43,49 21,14 100,00 

Kepulauan Riau 44,03 34,68 21,28 100,00 

DKI Jakarta 23,20 38,63 38,16 100,00 

Jawa Barat 41,99 36,93 21,09 100,00 

Jawa Tengah 45,46 36,59 17,95 100,00 

DI Yogyakarta 47,99 36,66 15,35 100,00 

Jawa Timur 45,73 37,26 17,01 100,00 

Banten 38,00 37,18 24,83 100,00 

Bali 45,01 40,73 14,26 100,00 

Nusa Tenggara Barat 41,30 38,34 20,36 100,00 

Nusa Tenggara Timur 35,71 41,36 22,93 100,00 

Kalimantan Barat 39,94 37,18 22,88 100,00 

Kalimantan Tengah 39,05 37,48 23,47 100,00 

Kalimantan Selatan 40,16 39,79 20,05 100,00 

Kalimantan Timur 34,96 39,86 25,18 100,00 

Kalimantan Utara 31,73 47,82 20,44 100,00 

Sulawesi Utara 36,32 39,58 24,11 100,00 

Sulawesi Tengah 33,65 43,23 23,11 100,00 

Sulawesi Selatan 41,17 37,61 21,22 100,00 

Sulawesi Tenggara 37,64 38,47 23,88 100,00 

Gorontalo 38,41 38,85 22,74 100,00 

Sulawesi Barat 39,59 41,42 18,98 100,00 

Maluku 35,35 40,92 23,73 100,00 

Maluku Utara 38,54 40,27 21,19 100,00 

Papua Barat 26,54 47,22 26,23 100,00 

Papua Barat Daya 36,60 38,52 24,89 100,00 

Papua 29,72 40,28 30,00 100,00 

Papua Selatan 14,76 49,97 35,26 100,00 

Papua Tengah 27,98 39,50 32,53 100,00 

Papua Pegunungan 34,43 25,13 40,43 100,00 

Indonesia 42,66 36,82 20,52 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
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Tabel 6.13 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Distribusi Pengeluaran 

per Kapita, 2025 

Provinsi 

Distribusi Pengeluaran 

Jumlah 
40% Terbawah 40% Menengah 20% Teratas 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Aceh 31,82 42,48 25,70 100,00 

Sumatera Utara 31,52 41,08 27,39 100,00 

Sumatera Barat 37,12 39,43 23,44 100,00 

Riau 30,39 42,79 26,82 100,00 

Jambi 38,04 38,32 23,64 100,00 

Sumatera Selatan 35,99 41,63 22,38 100,00 

Bengkulu 39,65 39,19 21,16 100,00 

Lampung 40,15 38,61 21,25 100,00 

Kep. Bangka Belitung 34,22 43,81 21,97 100,00 

Kepulauan Riau 41,26 38,31 20,43 100,00 

DKI Jakarta 24,83 39,51 35,66 100,00 

Jawa Barat 41,83 37,75 20,42 100,00 

Jawa Tengah 44,60 37,31 18,08 100,00 

DI Yogyakarta 47,18 36,66 16,16 100,00 

Jawa Timur 44,58 37,74 17,68 100,00 

Banten 37,56 37,31 25,13 100,00 

Bali 44,33 40,80 14,88 100,00 

Nusa Tenggara Barat 40,81 38,02 21,17 100,00 

Nusa Tenggara Timur 35,68 40,97 23,35 100,00 

Kalimantan Barat 39,08 38,29 22,63 100,00 

Kalimantan Tengah 37,61 37,62 24,78 100,00 

Kalimantan Selatan 37,96 40,69 21,36 100,00 

Kalimantan Timur 34,26 40,04 25,70 100,00 

Kalimantan Utara 34,72 46,12 19,16 100,00 

Sulawesi Utara 35,06 40,38 24,56 100,00 

Sulawesi Tengah 33,60 42,42 23,98 100,00 

Sulawesi Selatan 40,37 38,80 20,82 100,00 

Sulawesi Tenggara 36,89 39,05 24,06 100,00 

Gorontalo 39,65 37,52 22,83 100,00 

Sulawesi Barat 37,54 41,10 21,36 100,00 

Maluku 36,74 40,68 22,58 100,00 

Maluku Utara 37,78 39,89 22,33 100,00 

Papua Barat 28,22 45,98 25,80 100,00 

Papua Barat Daya 35,76 40,55 23,69 100,00 

Papua 29,63 40,18 30,19 100,00 

Papua Selatan 15,33 49,80 34,86 100,00 

Papua Tengah 28,71 42,50 28,79 100,00 

Papua Pegunungan 34,80 28,00 37,20 100,00 

Indonesia 41,75 37,57 20,68 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
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Tabel 6.14  Persentase Lansia yang Memiliki Rekening Tabungan di Lembaga 

Keuangan Menurut Provinsi dan Karakteristik, 2025 

Provinsi 

Klasifikasi Desa Jenis Kelamin 

Jumlah 
Perkotaan Perdesaan Laki-Laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 52,55 38,24 42,37 43,63 43,03 

Sumatera Utara 39,95 36,15 42,89 34,29 38,29 

Sumatera Barat 42,08 30,08 34,01 37,76 36,01 

Riau 42,06 30,82 42,37 27,94 35,14 

Jambi 41,44 24,49 34,92 25,47 30,17 

Sumatera Selatan 36,75 21,74 32,88 22,03 27,32 

Bengkulu 48,44 28,37 40,90 27,45 34,20 

Lampung 38,19 28,23 33,87 29,03 31,45 

Kep. Bangka Belitung 34,90 23,58 34,60 26,11 30,46 

Kepulauan Riau 43,53 31,62 48,05 35,33 41,83 

DKI Jakarta 61,30 – 66,97 56,03 61,30 

Jawa Barat 38,26 34,72 41,51 33,50 37,41 

Jawa Tengah 34,50 28,68 33,27 30,29 31,69 

DI Yogyakarta 46,39 38,65 42,15 45,39 43,90 

Jawa Timur 33,12 24,21 30,16 28,03 29,02 

Banten 36,38 22,43 39,01 27,63 33,34 

Bali 36,44 25,32 43,07 23,60 32,80 

Nusa Tenggara Barat 37,09 29,77 35,52 32,05 33,64 

Nusa Tenggara Timur 56,75 35,65 43,73 37,81 40,58 

Kalimantan Barat 38,29 28,23 37,76 26,66 32,17 

Kalimantan Tengah 49,88 32,48 47,29 31,22 39,94 

Kalimantan Selatan 42,10 28,60 39,38 31,30 35,21 

Kalimantan Timur 46,49 39,83 57,40 30,05 44,32 

Kalimantan Utara 38,64 36,50 40,48 34,51 37,72 

Sulawesi Utara 40,77 25,28 35,30 32,19 33,70 

Sulawesi Tengah 45,64 28,55 35,14 32,27 33,70 

Sulawesi Selatan 44,50 30,28 39,94 33,49 36,40 

Sulawesi Tenggara 51,83 38,44 46,68 39,38 42,87 

Gorontalo 41,02 34,17 31,78 42,27 37,31 

Sulawesi Barat 49,42 32,09 37,36 34,57 35,89 

Maluku 52,28 26,46 39,75 35,62 37,61 

Maluku Utara 46,28 18,52 31,77 20,64 26,17 

Papua Barat 59,68 44,27 54,66 42,59 49,08 

Papua Barat Daya 54,86 44,63 58,19 41,13 50,04 

Papua 75,33 46,10 72,44 54,37 63,63 

Papua Selatan 69,56 19,00 45,33 25,96 36,30 

Papua Tengah 66,78 18,30 35,11 27,26 31,99 

Papua Pegunungan 52,811 21,88 35,22 7,061 25,42 

Indonesia 39,48 29,11 38,23 32,00 34,98 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
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Tabel 6.15 Persentase Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan 

Tempat Tinggal, 2025 

Provinsi 

Status Kepemilikan Tempat Tinggal 

Milik Sendiri Kontrak/Sewa Bebas Sewa 
Dinas dan 

Lainnya 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Aceh 94,02 0,761 5,03 NA 

Sumatera Utara 86,69 3,62 8,99 0,701 

Sumatera Barat 86,22 2,13 11,53 NA 

Riau 91,63 3,82 4,43 NA 

Jambi 94,46 1,521 3,60 NA 

Sumatera Selatan 92,85 1,61 5,49 NA 

Bengkulu 96,96 1,351 1,691 – 

Lampung 97,06 0,611 2,29 NA 

Kep. Bangka Belitung 92,20 1,201 5,83 NA 

Kepulauan Riau 89,31 6,161 4,511 NA 

DKI Jakarta 77,72 8,97 13,23 NA 

Jawa Barat 92,69 1,77 5,51 0,031 

Jawa Tengah 94,86 0,52 4,60 NA 

DI Yogyakarta 93,67 1,12 5,17 NA 

Jawa Timur 94,93 0,95 4,04 NA 

Banten 94,97 2,39 2,52 NA 

Bali 95,97 2,04 1,99 – 

Nusa Tenggara Barat 96,71 0,291 3,00 – 

Nusa Tenggara Timur 97,63 0,531 1,69 NA 

Kalimantan Barat 95,17 0,701 3,97 NA 

Kalimantan Tengah 94,40 2,05 3,12 0,441 

Kalimantan Selatan 91,17 1,70 6,45 0,681 

Kalimantan Timur 92,05 2,10 5,63 NA 

Kalimantan Utara 91,29 1,561 5,97 NA 

Sulawesi Utara 89,51 1,28 9,02 NA 

Sulawesi Tengah 95,60 NA 3,89 NA 

Sulawesi Selatan 93,91 0,671 5,20 0,231 

Sulawesi Tenggara 97,33 0,261 2,41 – 

Gorontalo 94,96 NA 4,86 – 

Sulawesi Barat 98,21 NA 1,451 NA 

Maluku 90,47 1,171 8,05 NA 

Maluku Utara 95,27 NA 4,48 NA 

Papua Barat 91,67 2,441 4,95 0,931 

Papua Barat Daya 91,73 2,081 4,371 NA 

Papua 85,69 4,551 7,98 1,781 

Papua Selatan 88,09 3,981 6,491 NA 

Papua Tengah 92,95 3,391 3,661 – 

Papua Pegunungan 97,05 NA NA – 

Indonesia 93,15 1,63 5,09 0,13 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
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Tabel 6.16 Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni Menurut 

Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 

Provinsi 

Klasifikasi Desa Jenis Kelamin 

Jumlah 
Perkotaan Perdesaan Laki-Laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 79,36 69,96 74,31 72,04 73,11 

Sumatera Utara 83,59 73,64 79,01 79,45 79,25 

Sumatera Barat 68,94 61,89 64,69 65,97 65,37 

Riau 88,06 77,47 81,35 81,72 81,54 

Jambi 79,62 66,05 68,63 72,55 70,60 

Sumatera Selatan 75,24 69,27 71,13 71,83 71,49 

Bengkulu 55,34 57,60 59,10 54,76 56,94 

Lampung 65,74 73,05 70,86 70,51 70,69 

Kep. Bangka Belitung 42,79 36,82 38,63 42,37 40,45 

Kepulauan Riau 57,77 31,93 51,28 57,00 54,08 

DKI Jakarta 51,36 – 48,83 53,71 51,36 

Jawa Barat 57,98 62,20 59,81 58,22 59,00 

Jawa Tengah 75,38 72,04 73,80 73,74 73,77 

DI Yogyakarta 91,19 94,75 92,88 91,87 92,34 

Jawa Timur 79,46 74,07 77,82 76,25 76,98 

Banten 78,34 57,80 75,11 72,59 73,86 

Bali 93,38 90,21 93,09 91,67 92,34 

Nusa Tenggara Barat 75,10 69,09 74,46 70,41 72,27 

Nusa Tenggara Timur 72,64 62,72 65,19 64,90 65,04 

Kalimantan Barat 83,78 75,56 78,50 79,05 78,78 

Kalimantan Tengah 80,12 55,71 65,82 66,60 66,18 

Kalimantan Selatan 77,29 56,03 65,87 66,95 66,43 

Kalimantan Timur 80,80 65,40 76,91 74,53 75,77 

Kalimantan Utara 78,69 78,31 77,54 79,67 78,53 

Sulawesi Utara 81,27 77,30 79,25 79,65 79,46 

Sulawesi Tengah 77,25 66,98 70,24 69,90 70,07 

Sulawesi Selatan 82,36 78,96 79,25 81,39 80,42 

Sulawesi Tenggara 88,62 78,88 83,15 81,15 82,11 

Gorontalo 83,77 72,64 75,87 79,41 77,74 

Sulawesi Barat 78,20 68,99 69,57 72,31 71,01 

Maluku 80,38 64,15 70,48 71,78 71,16 

Maluku Utara 91,34 69,72 75,70 75,67 75,68 

Papua Barat 72,06 56,70 59,55 63,74 61,49 

Papua Barat Daya 66,68 47,92 56,19 59,67 57,85 

Papua 62,29 60,04 61,44 61,34 61,39 

Papua Selatan 61,13 49,90 55,75 51,45 53,74 

Papua Tengah 84,40 27,05 39,82 48,42 43,24 

Papua Pegunungan 80,20 7,601 16,76 14,361 15,92 

Indonesia 72,03 70,33 71,35 71,24 71,29 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
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Tabel 6.17 Persentase Lansia yang Bepergian Menurut Provinsi dan 

Karakteristik, 2025 

Provinsi 

Klasifikasi Desa Jenis Kelamin 

Total 
Perkotaan Perdesaan Laki-Laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 23,32 18,31 20,44 19,57 19,98 

Sumatera Utara 25,75 22,66 24,73 24,11 24,40 

Sumatera Barat 30,03 24,00 24,96 28,75 26,98 

Riau 30,03 11,58 19,27 18,05 18,66 

Jambi 23,95 17,72 20,18 19,44 19,81 

Sumatera Selatan 18,75 15,81 18,37 15,51 16,90 

Bengkulu 32,37 23,16 27,49 24,17 25,84 

Lampung 23,59 17,06 19,68 18,66 19,17 

Kep. Bangka Belitung 29,03 24,21 26,96 27,33 27,14 

Kepulauan Riau 20,46 13,15 20,14 18,65 19,41 

DKI Jakarta 40,90  – 40,56 41,22 40,90 

Jawa Barat 24,27 15,39 22,93 21,37 22,13 

Jawa Tengah 21,33 12,99 17,98 16,71 17,31 

DI Yogyakarta 25,91 13,38 22,49 21,36 21,88 

Jawa Timur 23,71 10,37 19,05 16,28 17,57 

Banten 26,45 14,97 24,10 23,79 23,95 

Bali 16,78 9,14 16,73 12,09 14,28 

Nusa Tenggara Barat 20,47 19,15 21,18 18,71 19,84 

Nusa Tenggara Timur 22,28 11,96 17,94 11,24 14,37 

Kalimantan Barat 23,64 11,20 15,98 16,16 16,07 

Kalimantan Tengah 28,83 15,11 21,51 20,38 20,99 

Kalimantan Selatan 24,23 20,87 23,42 21,67 22,51 

Kalimantan Timur 21,29 12,23 18,28 18,39 18,33 

Kalimantan Utara 19,92 15,98 18,14 18,33 18,23 

Sulawesi Utara 26,59 27,90 26,55 27,79 27,19 

Sulawesi Tengah 19,46 12,32 14,71 14,23 14,47 

Sulawesi Selatan 26,93 15,82 20,65 20,57 20,60 

Sulawesi Tenggara 25,96 19,45 22,27 21,00 21,61 

Gorontalo 25,26 21,20 23,35 22,79 23,06 

Sulawesi Barat 17,78 19,63 22,28 16,49 19,22 

Maluku 21,96 14,78 18,19 17,59 17,88 

Maluku Utara 18,90 10,30 14,00 11,35 12,67 

Papua Barat 15,21 10,10 11,84 11,52 11,69 

Papua Barat Daya 11,291 31,94 21,71 20,26 21,02 

Papua 17,51 15,38 18,05 15,19 16,66 

Papua Selatan NA NA 5,131 NA 3,731 

Papua Tengah 8,051 2,861 3,841 5,051 4,321 

Papua Pegunungan – 17,81 17,34 12,83 15,77 

Indonesia 24,73 14,64 21,15 19,63 20,36 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 6.18 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan 

Menurut Provinsi, 2025 

Provinsi 
Lansia yang Pernah Menjadi Korban 

Kejahatan 

(1) (2) 

Aceh 0,481 

Sumatera Utara 0,91 

Sumatera Barat 0,83 

Riau 1,111 

Jambi 1,15 

Sumatera Selatan 0,94 

Bengkulu 1,26 

Lampung 1,05 

Kep. Bangka Belitung 1,621 

Kepulauan Riau NA 

DKI Jakarta 0,601 

Jawa Barat 1,45 

Jawa Tengah 0,49 

DI Yogyakarta 0,861 

Jawa Timur 0,43 

Banten 0,571 

Bali NA 

Nusa Tenggara Barat 1,52 

Nusa Tenggara Timur 0,67 

Kalimantan Barat 0,381 

Kalimantan Tengah 0,531 

Kalimantan Selatan 0,531 

Kalimantan Timur 0,201 

Kalimantan Utara 1,751 

Sulawesi Utara 0,93 

Sulawesi Tengah 1,07 

Sulawesi Selatan 0,74 

Sulawesi Tenggara 0,491 

Gorontalo 0,811 

Sulawesi Barat NA 

Maluku 0,991 

Maluku Utara 0,491 

Papua Barat 1,921 

Papua Barat Daya 1,261 

Papua 0,901 

Papua Selatan 2,421 

Papua Tengah NA 

Papua Pegunungan NA 

Indonesia 0,79 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 6.19 Sampling Error Persentase Lansia di Perkotaan Menurut Provinsi 

dan Distribusi Pengeluaran per Kapita, 2025 

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 32,94 28,71 37,16 6,54 40,97 36,59 45,34 5,45 26,09 22,20 29,99 7,62

Sumatera Utara 31,61 28,23 34,99 5,45 42,62 38,92 46,32 4,43 25,77 22,61 28,93 6,26

Sumatera Barat 35,67 32,04 39,30 5,19 38,97 35,22 42,73 4,92 25,35 22,28 28,43 6,19

Riau 29,04 23,92 34,17 9,01 41,86 36,33 47,39 6,74 29,10 23,95 34,25 9,03

Jambi 37,72 32,13 43,30 7,55 39,11 33,67 44,54 7,09 23,17 18,44 27,91 10,42

Sumatera Selatan 32,40 27,82 36,98 7,22 42,40 37,31 47,49 6,12 25,20 20,64 29,77 9,24

Bengkulu 37,94 31,19 44,69 9,07 36,96 30,29 43,63 9,20 25,10 18,84 31,37 12,74

Lampung 37,45 33,29 41,62 5,67 39,82 35,68 43,96 5,30 22,73 19,19 26,26 7,94

Kep. Bangka Belitung 36,32 30,85 41,79 7,68 42,66 37,17 48,14 6,56 21,02 16,91 25,14 9,99

Kepulauan Riau 38,79 32,20 45,38 8,67 39,86 32,59 47,14 9,31 21,34 15,01 27,68 15,14

DKI Jakarta 24,83 21,32 28,34 7,22 39,51 35,61 43,42 5,04 35,66 31,68 39,63 5,69

Jawa Barat 41,37 39,28 43,45 2,57 37,19 35,15 39,23 2,80 21,44 19,70 23,18 4,14

Jawa Tengah 41,79 40,16 43,42 1,99 38,24 36,65 39,83 2,12 19,97 18,71 21,22 3,21

DI Yogyakarta 44,95 41,22 48,67 4,23 37,64 34,02 41,25 4,91 17,42 14,69 20,15 8,00

Jawa Timur 45,31 43,70 46,91 1,81 35,97 34,38 37,55 2,25 18,73 17,46 19,99 3,44

Banten 36,74 32,63 40,85 5,70 37,99 33,87 42,12 5,54 25,27 21,84 28,69 6,92

Bali 44,72 41,44 47,99 3,74 39,49 36,07 42,90 4,41 15,79 13,32 18,26 7,98

Nusa Tenggara Barat 38,17 33,78 42,56 5,86 39,15 34,87 43,43 5,57 22,68 19,17 26,19 7,90

Nusa Tenggara Timur 30,53 25,19 35,87 8,92 43,11 37,31 48,92 6,87 26,35 21,52 31,19 9,36

Kalimantan Barat 32,57 27,91 37,23 7,30 43,55 38,58 48,52 5,83 23,88 19,53 28,23 9,30

Kalimantan Tengah 33,89 28,46 39,32 8,18 36,49 31,15 41,83 7,47 29,62 24,48 34,76 8,86

Kalimantan Selatan 33,86 29,64 38,08 6,36 41,93 37,56 46,31 5,32 24,21 20,73 27,69 7,33

Kalimantan Timur 36,23 31,14 41,33 7,18 37,46 32,57 42,35 6,66 26,31 21,96 30,65 8,43

Kalimantan Utara 37,84 29,41 46,27 11,36 45,41 37,07 53,74 9,37 16,75 11,51 21,99 15,95

Sulawesi Utara 33,82 29,93 37,72 5,88 41,21 37,14 45,27 5,03 24,97 21,43 28,50 7,22

Sulawesi Tengah 34,22 28,09 40,34 9,13 39,20 32,87 45,53 8,24 26,58 21,15 32,01 10,42

Sulawesi Selatan 38,57 34,94 42,20 4,80 39,56 35,93 43,19 4,68 21,87 18,67 25,08 7,48

Sulawesi Tenggara 37,25 31,66 42,84 7,66 37,92 32,10 43,75 7,84 24,83 19,56 30,09 10,83

Gorontalo 37,70 30,33 45,07 9,98 37,91 30,80 45,03 9,58 24,39 18,58 30,20 12,15

Sulawesi Barat 37,96 28,87 47,05 12,22 36,83 27,69 45,97 12,66 25,21 17,56 32,86 15,48

Maluku 31,69 25,35 38,02 10,20 44,80 37,40 52,20 8,43 23,51 16,82 30,21 14,53

Maluku Utara 35,38 28,16 42,60 10,41 41,54 33,41 49,68 9,99 23,07 16,10 30,05 15,42

Papua Barat 37,39 27,50 47,28 13,49 38,79 29,30 48,28 12,49 23,82 15,67 31,97 17,46

Papua Barat Daya 38,70 26,26 51,13 16,39 43,77 31,53 56,01 14,27 17,53 8,65 26,41 25,85

Papua 28,20 22,29 34,11 10,69 40,69 33,56 47,83 8,95 31,10 24,38 37,83 11,04

Papua Selatan 28,61 13,09 44,13 27,68 40,60 24,28 56,92 20,50 30,79 15,40 46,18 25,50

Papua Tengah 26,37 15,09 37,65 21,83 51,80 38,39 65,22 13,21 21,83 11,40 32,25 24,38

Papua Pegunungan – – – NA 73,32 50,76 95,88 15,70 26,68 4,12 49,24 43,14

Indonesia 40,75 40,00 41,50 0,94 37,10 36,35 37,85 1,04 22,15 21,49 22,80 1,51

Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Provinsi

40% Terbawah 40% Menengah 20% Teratas

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
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Tabel 6.20 Sampling Error Persentase Lansia yang Memiliki Rekening 

Tabungan di Lembaga Keuangan Menurut Provinsi, Klasifikasi 

Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 52,55 48,75 56,35 3,69 38,24 35,82 40,66 3,23

Sumatera Utara 39,95 36,84 43,06 3,97 36,15 33,97 38,32 3,06

Sumatera Barat 42,08 39,00 45,15 3,73 30,08 27,72 32,43 3,99

Riau 42,06 37,39 46,72 5,66 30,82 27,68 33,97 5,20

Jambi 41,44 36,64 46,25 5,91 24,49 21,83 27,15 5,54

Sumatera Selatan 36,75 32,22 41,28 6,29 21,74 19,71 23,77 4,77

Bengkulu 48,44 42,33 54,54 6,43 28,37 25,59 31,15 5,00

Lampung 38,19 34,43 41,95 5,02 28,23 25,79 30,67 4,41

Kep. Bangka Belitung 34,90 30,45 39,35 6,50 23,58 18,77 28,38 10,39

Kepulauan Riau 43,53 37,38 49,68 7,21 31,62 26,24 37,00 8,68

DKI Jakarta 61,30 57,83 64,78 2,89 – – – –

Jawa Barat 38,26 36,52 40,00 2,33 34,72 32,08 37,36 3,88

Jawa Tengah 34,50 33,22 35,79 1,90 28,68 27,20 30,15 2,63

DI Yogyakarta 46,39 43,28 49,51 3,43 38,65 34,10 43,21 6,01

Jawa Timur 33,12 31,75 34,49 2,11 24,21 22,90 25,52 2,76

Banten 36,38 32,66 40,10 5,21 22,43 17,90 26,97 10,31

Bali 36,44 33,53 39,35 4,08 25,32 22,01 28,62 6,66

Nusa Tenggara Barat 37,09 33,51 40,67 4,93 29,77 25,73 33,81 6,92

Nusa Tenggara Timur 56,75 51,88 61,61 4,37 35,65 33,85 37,45 2,58

Kalimantan Barat 38,29 34,07 42,50 5,61 28,23 25,44 31,03 5,05

Kalimantan Tengah 49,88 45,01 54,74 4,98 32,48 29,08 35,89 5,35

Kalimantan Selatan 42,10 38,36 45,85 4,54 28,60 25,70 31,51 5,19

Kalimantan Timur 46,49 42,03 50,96 4,90 39,83 34,10 45,55 7,33

Kalimantan Utara 38,64 31,20 46,08 9,82 36,50 29,38 43,62 9,95

Sulawesi Utara 40,77 37,35 44,19 4,28 25,28 22,84 27,73 4,94

Sulawesi Tengah 45,64 39,73 51,55 6,61 28,55 25,85 31,24 4,82

Sulawesi Selatan 44,50 41,31 47,68 3,65 30,28 28,54 32,02 2,94

Sulawesi Tenggara 51,83 46,64 57,02 5,11 38,44 35,66 41,22 3,69

Gorontalo 41,02 35,24 46,79 7,19 34,17 29,80 38,53 6,51

Sulawesi Barat 49,42 41,07 57,76 8,62 32,09 27,82 36,35 6,78

Maluku 52,28 45,79 58,77 6,33 26,46 23,27 29,65 6,15

Maluku Utara 46,28 39,63 52,94 7,34 18,52 15,53 21,51 8,24

Papua Barat 59,68 51,10 68,25 7,33 44,27 36,37 52,18 9,11

Papua Barat Daya 54,86 44,45 65,27 9,68 44,63 39,59 49,67 5,76

Papua 75,33 70,28 80,39 3,43 46,10 41,16 51,04 5,46

Papua Selatan 69,56 56,52 82,60 9,57 19,00 13,49 24,50 14,79

Papua Tengah 66,78 55,85 77,70 8,35 18,30 13,83 22,76 12,45

Papua Pegunungan 52,81 24,80 80,82 27,06 21,88 16,69 27,07 12,11

Indonesia 39,48 38,82 40,15 0,86 29,11 28,56 29,66 0,96

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Provinsi

Perkotaan Perdesaan

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi
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Lanjutan Tabel 6.20 

 

Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Aceh 42,37 39,37 45,36 3,60 43,63 40,82 46,43 3,28 43,03 40,96 45,10 2,45

Sumatera Utara 42,89 40,06 45,72 3,37 34,29 31,81 36,76 3,68 38,29 36,30 40,28 2,65

Sumatera Barat 34,01 31,26 36,76 4,13 37,76 35,20 40,32 3,46 36,01 34,08 37,94 2,74

Riau 42,37 38,67 46,07 4,45 27,94 24,51 31,37 6,26 35,14 32,48 37,79 3,86

Jambi 34,92 31,54 38,31 4,95 25,47 22,31 28,62 6,32 30,17 27,77 32,57 4,06

Sumatera Selatan 32,88 29,96 35,81 4,54 22,03 19,42 24,64 6,04 27,32 25,16 29,48 4,03

Bengkulu 40,90 37,17 44,62 4,65 27,45 24,07 30,83 6,27 34,20 31,48 36,93 4,07

Lampung 33,87 31,04 36,71 4,27 29,03 26,27 31,80 4,86 31,45 29,38 33,53 3,36

Kep. Bangka Belitung 34,60 30,05 39,15 6,71 26,11 21,84 30,38 8,34 30,46 27,16 33,77 5,53

Kepulauan Riau 48,05 40,95 55,15 7,53 35,33 28,59 42,08 9,74 41,83 36,51 47,16 6,50

DKI Jakarta 66,97 62,60 71,33 3,33 56,03 51,54 60,53 4,09 61,30 57,83 64,78 2,89

Jawa Barat 41,51 39,49 43,52 2,48 33,50 31,58 35,42 2,92 37,41 35,94 38,88 2,01

Jawa Tengah 33,27 31,88 34,66 2,13 30,29 29,01 31,57 2,15 31,69 30,72 32,67 1,57

DI Yogyakarta 42,15 38,50 45,81 4,43 45,39 41,98 48,79 3,83 43,90 41,32 46,48 3,00

Jawa Timur 30,16 28,83 31,49 2,25 28,03 26,81 29,26 2,23 29,02 28,06 29,98 1,69

Banten 39,01 35,15 42,87 5,05 27,63 23,85 31,42 6,99 33,34 30,26 36,42 4,72

Bali 43,07 39,99 46,16 3,65 23,60 21,03 26,18 5,56 32,80 30,56 35,04 3,49

Nusa Tenggara Barat 35,52 31,53 39,51 5,74 32,05 28,44 35,66 5,75 33,64 30,96 36,33 4,07

Nusa Tenggara Timur 43,73 41,16 46,30 3,00 37,81 35,38 40,25 3,28 40,58 38,75 42,41 2,30

Kalimantan Barat 37,76 34,64 40,88 4,22 26,66 23,69 29,63 5,69 32,17 29,80 34,54 3,76

Kalimantan Tengah 47,29 43,55 51,03 4,04 31,22 27,30 35,13 6,40 39,94 37,07 42,81 3,67

Kalimantan Selatan 39,38 36,09 42,67 4,26 31,30 28,26 34,34 4,95 35,21 32,83 37,58 3,44

Kalimantan Timur 57,40 52,94 61,86 3,97 30,05 25,74 34,36 7,32 44,32 40,79 47,85 4,07

Kalimantan Utara 40,48 34,09 46,87 8,05 34,51 27,71 41,31 10,05 37,72 32,50 42,95 7,07

Sulawesi Utara 35,30 32,37 38,24 4,24 32,19 29,33 35,06 4,54 33,70 31,50 35,90 3,33

Sulawesi Tengah 35,14 31,69 38,60 5,01 32,27 28,75 35,78 5,55 33,70 31,07 36,32 3,97

Sulawesi Selatan 39,94 37,50 42,38 3,12 33,49 31,34 35,63 3,27 36,40 34,69 38,11 2,39

Sulawesi Tenggara 46,68 43,10 50,25 3,91 39,38 35,98 42,79 4,41 42,87 40,31 45,44 3,05

Gorontalo 31,78 26,84 36,72 7,94 42,27 37,24 47,31 6,08 37,31 33,74 40,87 4,88

Sulawesi Barat 37,36 32,22 42,49 7,01 34,57 29,38 39,76 7,66 35,89 32,03 39,75 5,49

Maluku 39,75 35,28 44,21 5,73 35,62 30,82 40,43 6,89 37,61 34,09 41,13 4,78

Maluku Utara 31,77 27,68 35,86 6,57 20,64 17,02 24,25 8,93 26,17 23,20 29,15 5,80

Papua Barat 54,66 47,17 62,14 6,99 42,59 34,62 50,55 9,54 49,08 43,02 55,14 6,30

Papua Barat Daya 58,19 50,57 65,80 6,68 41,13 33,21 49,04 9,82 50,04 44,01 56,07 6,15

Papua 72,44 68,21 76,67 2,98 54,37 49,01 59,74 5,03 63,63 59,87 67,39 3,01

Papua Selatan 45,33 37,57 53,08 8,73 25,96 17,82 34,09 15,99 36,30 30,07 42,53 8,76

Papua Tengah 35,11 29,44 40,78 8,24 27,26 20,11 34,42 13,39 31,99 27,11 36,86 7,78

Papua Pegunungan 35,22 28,95 41,49 9,08 7,06 1,25 12,86 41,96 25,42 19,97 30,88 10,94

Indonesia 38,23 37,63 38,84 0,81 32,00 31,43 32,57 0,91 34,98 34,54 35,43 0,65

Total

Provinsi

Laki-Laki Perempuan

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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Tabel 6.21 Sampling Error Persentase Lansia menurut Provinsi dan Status 

Kepemilikan Tempat Tinggal, 2025 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 94,02 92,84 95,20 0,64 0,76 0,33 1,19 28,94

Sumatera Utara 86,69 85,04 88,34 0,97 3,62 2,64 4,59 13,73

Sumatera Barat 86,22 84,57 87,87 0,98 2,13 1,53 2,73 14,45

Riau 91,63 89,59 93,67 1,13 3,82 2,35 5,30 19,66

Jambi 94,46 92,94 95,99 0,83 1,52 0,63 2,42 30,06

Sumatera Selatan 92,85 91,51 94,20 0,74 1,61 0,95 2,28 20,88

Bengkulu 96,96 95,69 98,24 0,67 1,35 0,45 2,25 33,91

Lampung 97,06 96,21 97,92 0,45 0,61 0,29 0,93 26,52

Kep. Bangka Belitung 92,20 89,65 94,76 1,41 1,20 0,39 2,01 34,35

Kepulauan Riau 89,31 85,12 93,50 2,39 6,16 2,46 9,87 30,66

DKI Jakarta 77,72 74,39 81,04 2,18 8,97 6,70 11,25 12,94

Jawa Barat 92,69 91,80 93,57 0,49 1,77 1,32 2,22 12,91

Jawa Tengah 94,86 94,32 95,41 0,30 0,52 0,37 0,67 14,44

DI Yogyakarta 93,67 92,06 95,28 0,88 1,12 0,59 1,65 24,27

Jawa Timur 94,93 94,37 95,48 0,30 0,95 0,67 1,22 14,72

Banten 94,97 93,47 96,47 0,81 2,39 1,31 3,46 23,04

Bali 95,97 94,89 97,05 0,57 2,04 1,18 2,90 21,50

Nusa Tenggara Barat 96,71 95,70 97,71 0,53 0,29 0,01 0,58 49,86

Nusa Tenggara Timur 97,63 96,97 98,30 0,35 0,53 0,15 0,91 36,62

Kalimantan Barat 95,17 93,95 96,40 0,66 0,70 0,30 1,09 28,79

Kalimantan Tengah 94,40 92,88 95,91 0,82 2,05 1,14 2,95 22,53

Kalimantan Selatan 91,17 89,38 92,96 1,00 1,70 0,93 2,47 23,05

Kalimantan Timur 92,05 89,99 94,11 1,14 2,10 1,20 3,01 21,89

Kalimantan Utara 91,29 88,20 94,39 1,73 1,56 0,08 3,03 48,47

Sulawesi Utara 89,51 87,75 91,28 1,01 1,28 0,67 1,89 24,43

Sulawesi Tengah 95,60 94,26 96,94 0,72 NA NA NA 51,80

Sulawesi Selatan 93,91 92,85 94,96 0,57 0,67 0,18 1,15 36,87

Sulawesi Tenggara 97,33 96,42 98,25 0,48 0,26 0,06 0,47 39,57

Gorontalo 94,96 93,13 96,79 0,99 NA NA NA 80,56

Sulawesi Barat 98,21 97,32 99,10 0,46 NA NA NA 74,75

Maluku 90,47 87,36 93,58 1,75 1,17 0,27 2,07 39,38

Maluku Utara 95,27 93,09 97,45 1,17 NA NA NA 85,24

Papua Barat 91,67 88,78 94,57 1,61 2,44 0,68 4,21 36,84

Papua Barat Daya 91,73 87,98 95,47 2,09 2,08 0,67 3,49 34,53

Papua 85,69 81,92 89,45 2,24 4,55 1,98 7,13 28,87

Papua Selatan 88,09 82,70 93,47 3,12 3,98 0,87 7,09 39,85

Papua Tengah 92,95 89,24 96,66 2,04 3,39 0,75 6,03 39,70

Papua Pegunungan 97,05 94,04 100,00 1,58 NA NA NA 65,53

Indonesia 93,15 92,87 93,43 0,15 1,63 1,48 1,78 4,72

Relative 

Standard 

Error

Provinsi

Milik Sendiri Kontrak/Sewa

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
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Lanjutan Tabel 6.21 

 

Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Aceh 5,03 3,94 6,12 11,09 NA NA NA 53,39

Sumatera Utara 8,99 7,63 10,36 7,76 0,70 0,31 1,08 28,03

Sumatera Barat 11,53 9,97 13,08 6,89 NA NA NA 59,16

Riau 4,43 2,95 5,92 17,12 NA NA NA 58,87

Jambi 3,60 2,48 4,71 15,83 NA NA NA 75,01

Sumatera Selatan 5,49 4,29 6,69 11,14 NA NA NA 71,00

Bengkulu 1,69 0,76 2,61 27,98 – – – NA

Lampung 2,29 1,49 3,09 17,83 NA NA NA 100,01

Kep. Bangka Belitung 5,83 3,58 8,08 19,66 NA NA NA 70,51

Kepulauan Riau 4,51 2,27 6,74 25,29 NA NA NA 79,88

DKI Jakarta 13,23 10,53 15,93 10,41 NA NA NA 70,75

Jawa Barat 5,51 4,73 6,29 7,19 0,03 ~0 0,06 46,99

Jawa Tengah 4,60 4,07 5,13 5,90 NA NA NA 72,46

DI Yogyakarta 5,17 3,63 6,70 15,17 NA NA NA 100,00

Jawa Timur 4,04 3,55 4,52 6,10 NA NA NA 53,32

Banten 2,52 1,47 3,57 21,30 NA NA NA 80,02

Bali 1,99 1,32 2,66 17,12 – – – NA

Nusa Tenggara Barat 3,00 2,04 3,96 16,31 – – – NA

Nusa Tenggara Timur 1,69 1,16 2,21 15,84 NA NA NA 56,12

Kalimantan Barat 3,97 2,82 5,13 14,85 NA NA NA 57,36

Kalimantan Tengah 3,12 1,94 4,30 19,32 0,44 0,07 0,81 42,70

Kalimantan Selatan 6,45 4,88 8,02 12,41 0,68 0,13 1,22 41,05

Kalimantan Timur 5,63 3,77 7,50 16,89 NA NA NA 57,96

Kalimantan Utara 5,97 3,54 8,41 20,81 NA NA NA 60,97

Sulawesi Utara 9,02 7,34 10,69 9,47 NA NA NA 55,02

Sulawesi Tengah 3,89 2,64 5,14 16,39 NA NA NA 100,05

Sulawesi Selatan 5,20 4,25 6,14 9,28 0,23 0,08 0,38 33,46

Sulawesi Tenggara 2,41 1,51 3,30 18,91 – – – NA

Gorontalo 4,86 3,05 6,68 19,06 – – – NA

Sulawesi Barat 1,45 0,63 2,28 28,91 NA NA NA 69,71

Maluku 8,05 5,04 11,06 19,08 NA NA NA 65,48

Maluku Utara 4,48 2,31 6,65 24,69 NA NA NA 71,51

Papua Barat 4,95 2,72 7,18 22,98 0,93 0,04 1,82 49,04

Papua Barat Daya 4,37 1,35 7,39 35,23 NA NA NA 54,58

Papua 7,98 5,23 10,73 17,58 1,78 0,44 3,12 38,32

Papua Selatan 6,49 2,67 10,30 30,02 NA NA NA 99,44

Papua Tengah 3,66 0,79 6,53 40,00 – – – NA

Papua Pegunungan NA NA NA 100,07 – – – NA

Indonesia 5,09 4,85 5,33 2,41 0,13 0,10 0,16 12,66

Provinsi

Bebas Sewa Dinas/Lainnya

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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Tabel 6.22  Sampling Error Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Layak 

Huni Menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 79,36 75,79 82,92 2,29 69,96 67,11 72,82 2,08

Sumatera Utara 83,59 80,86 86,32 1,67 73,64 71,29 75,99 1,63

Sumatera Barat 68,94 65,27 72,61 2,72 61,89 58,81 64,96 2,53

Riau 88,06 84,48 91,64 2,08 77,47 74,10 80,85 2,22

Jambi 79,62 75,42 83,81 2,69 66,05 62,32 69,78 2,88

Sumatera Selatan 75,24 70,96 79,52 2,90 69,27 66,41 72,12 2,11

Bengkulu 55,34 49,20 61,48 5,66 57,60 53,67 61,53 3,48

Lampung 65,74 61,82 69,66 3,04 73,05 70,08 76,02 2,08

Kep. Bangka Belitung 42,79 37,46 48,13 6,36 36,82 30,33 43,30 8,99

Kepulauan Riau 57,77 51,02 64,52 5,96 31,93 25,23 38,63 10,71

DKI Jakarta 51,36 47,31 55,40 4,02 – – – –

Jawa Barat 57,98 55,88 60,07 1,85 62,20 58,85 65,56 2,75

Jawa Tengah 75,38 73,98 76,78 0,95 72,04 70,20 73,88 1,30

DI Yogyakarta 91,19 89,14 93,24 1,15 94,75 92,67 96,84 1,12

Jawa Timur 79,46 78,07 80,84 0,89 74,07 72,34 75,80 1,19

Banten 78,34 75,09 81,58 2,12 57,80 51,43 64,17 5,62

Bali 93,38 91,67 95,09 0,93 90,21 87,62 92,81 1,47

Nusa Tenggara Barat 75,10 71,16 79,04 2,68 69,09 63,84 74,34 3,88

Nusa Tenggara Timur 72,64 67,64 77,63 3,51 62,72 60,49 64,95 1,81

Kalimantan Barat 83,78 80,44 87,11 2,03 75,56 72,65 78,46 1,96

Kalimantan Tengah 80,12 75,99 84,25 2,63 55,71 51,32 60,10 4,02

Kalimantan Selatan 77,29 73,66 80,91 2,39 56,03 52,08 59,98 3,60

Kalimantan Timur 80,80 76,62 84,97 2,64 65,40 58,73 72,07 5,20

Kalimantan Utara 78,69 71,99 85,38 4,34 78,31 71,52 85,09 4,42

Sulawesi Utara 81,27 78,10 84,44 1,99 77,30 74,00 80,60 2,18

Sulawesi Tengah 77,25 72,06 82,44 3,43 66,98 63,63 70,33 2,55

Sulawesi Selatan 82,36 79,59 85,13 1,72 78,96 77,11 80,80 1,19

Sulawesi Tenggara 88,62 85,14 92,11 2,01 78,88 76,23 81,53 1,72

Gorontalo 83,77 77,69 89,85 3,70 72,64 67,63 77,65 3,52

Sulawesi Barat 78,20 70,69 85,71 4,90 68,99 64,20 73,79 3,55

Maluku 80,38 74,46 86,31 3,76 64,15 59,99 68,30 3,31

Maluku Utara 91,34 87,68 94,99 2,04 69,72 65,34 74,10 3,20

Papua Barat 72,06 62,49 81,62 6,77 56,70 48,50 64,89 7,38

Papua Barat Daya 66,68 54,32 79,05 9,46 47,92 41,54 54,30 6,79

Papua 62,29 55,38 69,19 5,66 60,04 54,14 65,95 5,02

Papua Selatan 61,13 44,77 77,49 13,65 49,90 41,65 58,15 8,43

Papua Tengah 84,40 74,57 94,23 5,94 27,05 21,63 32,47 10,22

Papua Pegunungan 80,20 45,47 100,00 22,09 7,60 2,97 12,23 31,09

Indonesia 72,03 71,30 72,75 0,51 70,33 69,64 71,02 0,50

Provinsi

Perkotaan Perdesaan

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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Lanjutan Tabel 6.22 

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Aceh 74,31 71,61 77,01 1,86 72,04 69,47 74,61 1,82 73,11 70,86 75,36 1,57

Sumatera Utara 79,01 76,79 81,23 1,43 79,45 77,48 81,43 1,27 79,25 77,40 81,10 1,19

Sumatera Barat 64,69 61,85 67,53 2,24 65,97 63,33 68,61 2,04 65,37 62,99 67,75 1,86

Riau 81,35 78,43 84,27 1,83 81,72 78,81 84,63 1,82 81,54 79,04 84,03 1,56

Jambi 68,63 65,31 71,94 2,46 72,55 69,29 75,80 2,29 70,60 67,72 73,48 2,08

Sumatera Selatan 71,13 68,35 73,90 1,99 71,83 69,12 74,54 1,92 71,49 69,09 73,89 1,71

Bengkulu 59,10 55,50 62,70 3,11 54,76 51,03 58,49 3,47 56,94 53,63 60,25 2,97

Lampung 70,86 68,21 73,52 1,91 70,51 67,78 73,24 1,97 70,69 68,31 73,07 1,72

Kep. Bangka Belitung 38,63 34,16 43,10 5,90 42,37 37,64 47,11 5,70 40,45 36,32 44,58 5,21

Kepulauan Riau 51,28 44,31 58,26 6,94 57,00 49,94 64,07 6,32 54,08 48,17 59,99 5,58

DKI Jakarta 48,83 44,23 53,42 4,80 53,71 49,21 58,21 4,28 51,36 47,31 55,40 4,02

Jawa Barat 59,81 57,82 61,81 1,70 58,22 56,17 60,26 1,79 59,00 57,21 60,78 1,55

Jawa Tengah 73,80 72,47 75,13 0,92 73,74 72,46 75,03 0,89 73,77 72,62 74,91 0,79

DI Yogyakarta 92,88 91,02 94,74 1,02 91,87 90,08 93,67 1,00 92,34 90,79 93,89 0,86

Jawa Timur 77,82 76,57 79,07 0,82 76,25 75,01 77,48 0,83 76,98 75,89 78,07 0,72

Banten 75,11 71,92 78,31 2,17 72,59 68,99 76,19 2,53 73,86 70,92 76,79 2,03

Bali 93,09 91,55 94,64 0,85 91,67 89,87 93,47 1,00 92,34 90,91 93,77 0,79

Nusa Tenggara Barat 74,46 70,76 78,16 2,53 70,41 66,66 74,16 2,72 72,27 69,04 75,50 2,28

Nusa Tenggara Timur 65,19 62,77 67,62 1,90 64,90 62,59 67,22 1,82 65,04 62,97 67,11 1,63

Kalimantan Barat 78,50 75,99 81,01 1,63 79,05 76,48 81,61 1,66 78,78 76,57 80,98 1,43

Kalimantan Tengah 65,82 62,35 69,30 2,69 66,60 62,78 70,42 2,93 66,18 63,01 69,35 2,44

Kalimantan Selatan 65,87 62,70 69,04 2,45 66,95 63,81 70,09 2,39 66,43 63,70 69,16 2,09

Kalimantan Timur 76,91 73,10 80,72 2,53 74,53 70,28 78,78 2,91 75,77 72,20 79,34 2,40

Kalimantan Utara 77,54 72,23 82,86 3,50 79,67 74,10 85,24 3,57 78,53 73,72 83,33 3,12

Sulawesi Utara 79,25 76,73 81,77 1,62 79,65 77,04 82,27 1,68 79,46 77,16 81,75 1,47

Sulawesi Tengah 70,24 66,92 73,57 2,42 69,90 66,48 73,33 2,50 70,07 67,24 72,90 2,06

Sulawesi Selatan 79,25 77,28 81,22 1,27 81,39 79,64 83,15 1,10 80,42 78,83 82,01 1,01

Sulawesi Tenggara 83,15 80,74 85,56 1,48 81,15 78,67 83,63 1,56 82,11 79,99 84,22 1,31

Gorontalo 75,87 71,15 80,60 3,18 79,41 75,19 83,63 2,71 77,74 73,88 81,60 2,53

Sulawesi Barat 69,57 64,72 74,43 3,56 72,31 67,33 77,29 3,51 71,01 66,92 75,11 2,94

Maluku 70,48 66,41 74,55 2,94 71,78 67,86 75,70 2,79 71,16 67,66 74,65 2,51

Maluku Utara 75,70 72,01 79,38 2,48 75,67 71,82 79,51 2,59 75,68 72,30 79,06 2,28

Papua Barat 59,55 52,43 66,67 6,10 63,74 56,16 71,33 6,07 61,49 55,23 67,75 5,19

Papua Barat Daya 56,19 48,46 63,91 7,01 59,67 51,13 68,21 7,30 57,85 50,79 64,91 6,23

Papua 61,44 56,10 66,77 4,43 61,34 55,81 66,87 4,60 61,39 56,62 66,16 3,97

Papua Selatan 55,75 47,42 64,07 7,62 51,45 41,99 60,91 9,38 53,74 45,99 61,49 7,36

Papua Tengah 39,82 34,52 45,11 6,78 48,42 41,64 55,21 7,15 43,24 37,96 48,53 6,24

Papua Pegunungan 16,76 11,50 22,01 16,01 14,36 6,38 22,34 28,35 15,92 10,32 21,52 17,94

Indonesia 71,35 70,77 71,92 0,41 71,24 70,66 71,81 0,41 71,29 70,78 71,80 0,36

Provinsi

Laki-Laki Perempuan

Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan

Total

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
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Standard 

Error
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Tabel 6.23  Sampling Error Persentase Lansia yang Pernah Bepergian Menurut 

Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 23,32 19,46 27,17 8,43 18,31 16,15 20,46 6,00

Sumatera Utara 25,75 22,72 28,78 6,00 22,66 20,24 25,07 5,44

Sumatera Barat 30,03 26,82 33,25 5,46 24,00 21,49 26,50 5,33

Riau 30,03 24,65 35,41 9,14 11,58 9,13 14,02 10,78

Jambi 23,95 19,51 28,40 9,47 17,72 14,94 20,51 8,01

Sumatera Selatan 18,75 15,31 22,19 9,36 15,81 13,68 17,93 6,85

Bengkulu 32,37 26,23 38,52 9,68 23,16 19,83 26,48 7,33

Lampung 23,59 20,02 27,16 7,72 17,06 14,66 19,45 7,17

Kep. Bangka Belitung 29,03 24,16 33,89 8,55 24,21 18,78 29,65 11,45

Kepulauan Riau 20,46 15,27 25,64 12,94 13,15 8,47 17,83 18,17

DKI Jakarta 40,90 37,09 44,72 4,76 – – – –

Jawa Barat 24,27 22,57 25,98 3,59 15,39 12,98 17,80 7,99

Jawa Tengah 21,33 20,06 22,60 3,04 12,99 11,71 14,28 5,04

DI Yogyakarta 25,91 22,96 28,87 5,83 13,38 9,98 16,78 12,96

Jawa Timur 23,71 22,31 25,10 3,00 10,37 9,31 11,43 5,22

Banten 26,45 22,83 30,07 6,98 14,97 10,51 19,44 15,20

Bali 16,78 14,23 19,33 7,75 9,14 7,00 11,28 11,95

Nusa Tenggara Barat 20,47 17,12 23,81 8,33 19,15 14,64 23,66 12,01

Nusa Tenggara Timur 22,28 17,37 27,18 11,24 11,96 10,49 13,44 6,28

Kalimantan Barat 23,64 19,63 27,66 8,66 11,20 9,05 13,35 9,79

Kalimantan Tengah 28,83 23,97 33,70 8,61 15,11 12,02 18,20 10,42

Kalimantan Selatan 24,23 20,88 27,58 7,05 20,87 17,87 23,88 7,35

Kalimantan Timur 21,29 17,45 25,14 9,21 12,23 7,77 16,69 18,61

Kalimantan Utara 19,92 14,02 25,81 15,10 15,98 10,13 21,83 18,67

Sulawesi Utara 26,59 23,27 29,91 6,37 27,90 24,74 31,06 5,78

Sulawesi Tengah 19,46 14,61 24,30 12,71 12,32 10,08 14,57 9,29

Sulawesi Selatan 26,93 23,77 30,09 5,99 15,82 14,19 17,45 5,25

Sulawesi Tenggara 25,96 20,96 30,95 9,82 19,45 16,92 21,99 6,64

Gorontalo 25,26 19,07 31,45 12,50 21,20 16,82 25,57 10,53

Sulawesi Barat 17,78 11,36 24,21 18,43 19,63 15,20 24,06 11,52

Maluku 21,96 16,49 27,42 12,71 14,78 11,58 17,98 11,05

Maluku Utara 18,90 12,51 25,28 17,24 10,30 7,22 13,38 15,24

Papua Barat 15,21 8,73 21,69 21,74 10,10 6,46 13,74 18,39

Papua Barat Daya 11,29 3,85 18,74 33,63 31,94 26,48 37,40 8,72

Papua 17,51 11,82 23,19 16,58 15,38 11,33 19,44 13,44

Papua Selatan NA NA NA 54,22 NA NA NA 77,39

Papua Tengah 8,05 2,14 13,96 37,47 2,86 0,72 4,99 38,22

Papua Pegunungan – – – NA 17,81 12,24 23,38 15,96

Indonesia 24,73 24,08 25,39 1,35 14,64 14,15 15,13 1,72

Provinsi

Perkotaan Perdesaan

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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Lanjutan Tabel 6.23 

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Aceh 20,44 18,08 22,80 5,89 19,57 17,31 21,84 5,91 19,98 18,05 21,92 4,95

Sumatera Utara 24,73 22,27 27,20 5,09 24,11 21,85 26,36 4,78 24,40 22,40 26,40 4,19

Sumatera Barat 24,96 22,47 27,46 5,10 28,75 26,34 31,15 4,27 26,98 24,95 29,01 3,84

Riau 19,27 16,28 22,27 7,92 18,05 15,01 21,09 8,60 18,66 16,01 21,31 7,24

Jambi 20,18 17,41 22,96 7,01 19,44 16,58 22,31 7,52 19,81 17,43 22,19 6,12

Sumatera Selatan 18,37 16,10 20,63 6,30 15,51 13,38 17,63 6,99 16,90 15,05 18,74 5,57

Bengkulu 27,49 24,04 30,93 6,39 24,17 20,84 27,50 7,03 25,84 22,87 28,80 5,85

Lampung 19,68 17,37 21,98 5,97 18,66 16,29 21,03 6,49 19,17 17,17 21,17 5,32

Kep. Bangka Belitung 26,96 22,72 31,20 8,02 27,33 22,93 31,73 8,22 27,14 23,49 30,80 6,87

Kepulauan Riau 20,14 14,37 25,92 14,63 18,65 12,75 24,55 16,14 19,41 14,91 23,91 11,83

DKI Jakarta 40,56 36,11 45,01 5,59 41,22 36,78 45,66 5,49 40,90 37,09 44,72 4,76

Jawa Barat 22,93 21,25 24,61 3,74 21,37 19,71 23,03 3,96 22,13 20,71 23,55 3,28

Jawa Tengah 17,98 16,86 19,10 3,18 16,71 15,66 17,75 3,19 17,31 16,40 18,21 2,67

DI Yogyakarta 22,49 19,45 25,53 6,90 21,36 18,68 24,05 6,41 21,88 19,59 24,16 5,33

Jawa Timur 19,05 17,94 20,16 2,98 16,28 15,27 17,29 3,16 17,57 16,66 18,48 2,64

Banten 24,10 20,73 27,47 7,13 23,79 20,18 27,40 7,74 23,95 20,95 26,94 6,39

Bali 16,73 14,39 19,07 7,13 12,09 10,13 14,06 8,29 14,28 12,42 16,14 6,64

Nusa Tenggara Barat 21,18 17,73 24,62 8,30 18,71 15,66 21,76 8,31 19,84 17,08 22,61 7,10

Nusa Tenggara Timur 17,94 15,74 20,15 6,27 11,24 9,49 12,98 7,92 14,37 12,75 16,00 5,77

Kalimantan Barat 15,98 13,60 18,37 7,61 16,16 13,64 18,69 7,97 16,07 14,02 18,12 6,50

Kalimantan Tengah 21,51 18,58 24,44 6,95 20,38 17,02 23,75 8,43 20,99 18,25 23,74 6,67

Kalimantan Selatan 23,42 20,66 26,18 6,01 21,67 19,04 24,30 6,19 22,51 20,27 24,76 5,09

Kalimantan Timur 18,28 14,96 21,60 9,26 18,39 14,68 22,11 10,31 18,33 15,36 21,31 8,28

Kalimantan Utara 18,14 13,41 22,87 13,31 18,33 12,78 23,89 15,46 18,23 14,03 22,43 11,75

Sulawesi Utara 26,55 23,87 29,23 5,15 27,79 25,07 30,51 4,99 27,19 24,88 29,50 4,34

Sulawesi Tengah 14,71 12,04 17,38 9,26 14,23 11,60 16,87 9,45 14,47 12,33 16,61 7,55

Sulawesi Selatan 20,65 18,56 22,73 5,15 20,57 18,66 22,47 4,72 20,60 18,96 22,25 4,08

Sulawesi Tenggara 22,27 19,35 25,20 6,70 21,00 18,15 23,84 6,92 21,61 19,24 23,97 5,59

Gorontalo 23,35 18,90 27,80 9,72 22,79 18,52 27,07 9,58 23,06 19,36 26,76 8,19

Sulawesi Barat 22,28 17,41 27,14 11,14 16,49 12,40 20,57 12,64 19,22 15,49 22,96 9,92

Maluku 18,19 14,48 21,91 10,42 17,59 14,13 21,04 10,03 17,88 14,90 20,86 8,51

Maluku Utara 14,00 10,67 17,33 12,13 11,35 8,05 14,66 14,86 12,67 9,82 15,52 11,49

Papua Barat 11,84 7,59 16,08 18,29 11,52 7,34 15,71 18,54 11,69 8,46 14,92 14,09

Papua Barat Daya 21,71 16,19 27,23 12,98 20,26 14,63 25,88 14,17 21,02 16,33 25,70 11,38

Papua 18,05 13,60 22,50 12,58 15,19 11,09 19,30 13,79 16,66 12,87 20,44 11,59

Papua Selatan 5,13 0,86 9,40 42,50 NA NA NA 77,30 3,73 0,30 7,15 46,90

Papua Tengah 3,84 1,43 6,25 31,98 5,05 1,35 8,75 37,39 4,32 2,07 6,58 26,61

Papua Pegunungan 17,34 11,69 22,99 16,63 12,83 6,96 18,70 23,33 15,77 10,82 20,72 16,01

Indonesia 21,15 20,64 21,67 1,24 19,63 19,13 20,12 1,28 20,36 19,93 20,79 1,08

Provinsi

Laki-Laki Perempuan

Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan

Total

Estimasi
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Tabel 6.24  Sampling Error Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban 

Kejahatan Menurut Provinsi, 2025 

 

Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 0,48 0,23 0,73 26,47

Sumatera Utara 0,91 0,62 1,21 16,39

Sumatera Barat 0,83 0,53 1,13 18,37

Riau 1,11 0,56 1,66 25,43

Jambi 1,15 0,66 1,64 21,63

Sumatera Selatan 0,94 0,58 1,31 19,59

Bengkulu 1,26 0,66 1,85 24,11

Lampung 1,05 0,62 1,49 21,10

Kep. Bangka Belitung 1,62 0,76 2,47 27,11

Kepulauan Riau NA NA NA 72,05

DKI Jakarta 0,60 0,08 1,11 43,96

Jawa Barat 1,45 1,10 1,79 12,22

Jawa Tengah 0,49 0,36 0,61 12,99

DI Yogyakarta 0,86 0,34 1,38 30,74

Jawa Timur 0,43 0,30 0,56 15,08

Banten 0,57 0,13 1,01 39,43

Bali NA NA NA 64,15

Nusa Tenggara Barat 1,52 0,90 2,15 20,88

Nusa Tenggara Timur 0,67 0,41 0,94 20,04

Kalimantan Barat 0,38 0,14 0,63 32,95

Kalimantan Tengah 0,53 0,08 0,97 43,33

Kalimantan Selatan 0,53 0,16 0,91 35,59

Kalimantan Timur 0,20 0,04 0,37 41,54

Kalimantan Utara 1,75 0,27 3,24 43,13

Sulawesi Utara 0,93 0,53 1,33 21,85

Sulawesi Tengah 1,07 0,62 1,51 21,26

Sulawesi Selatan 0,74 0,39 1,08 23,94

Sulawesi Tenggara 0,49 0,14 0,84 36,22

Gorontalo 0,81 0,22 1,40 36,87

Sulawesi Barat NA NA NA 64,46

Maluku 0,99 0,25 1,73 38,09

Maluku Utara 0,49 0,12 0,87 38,64

Papua Barat 1,92 0,06 3,78 49,55

Papua Barat Daya 1,26 0,27 2,25 39,91

Papua 0,90 0,26 1,54 36,09

Papua Selatan 2,42 0,40 4,44 42,50

Papua Tengah NA NA NA 59,66

Papua Pegunungan NA NA NA 56,78

Indonesia 0,79 0,71 0,87 5,24

Provinsi

Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan

Estimasi

Selang Kepercayaan
Relative 

Standard Error
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Lansia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian 

khusus karena kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka cenderung menurun 

seiring bertambahnya usia. Penurunan daya tahan tubuh, keterbatasan 

mobilitas, serta risiko penyakit kronis menjadikan lansia lebih mudah 

mengalami permasalahan kesehatan maupun ekonomi. Selain itu, banyak lansia 

menghadapi keterbatasan dalam akses pekerjaan dan penghasilan, sehingga 

rentan terhadap kemiskinan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, 

keberadaan program kesejahteraan lanjut usia menjadi sangat penting sebagai 

upaya perlindungan sosial, peningkatan kualitas hidup, serta pemenuhan hak-

hak dasar lansia. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa Program 

Kesejahteraan Lanjut Usia yang ada di Indonesia. 

7.1 Strategi Nasional Kelanjutusiaan 

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional 

(Stranas) Kelanjutusiaan hadir sebagai landasan penting dalam mempersiapkan 

Indonesia menghadapi dominasi penduduk lansia pasca bonus demografi. 

Kehadiran Perpres ini menegaskan bahwa isu lansia tidak hanya menjadi 

tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan sinergi lintas 

sektor, mulai dari perlindungan sosial, pendidikan, ekonomi, hingga 

pembangunan lingkungan yang ramah lansia. Dengan adanya Stranas 

Kelanjutusiaan, setiap Kementerian/Lembaga memiliki panduan yang jelas 

dalam merancang program-program yang mendukung kesejahteraan, 

pemberdayaan, dan perlindungan lansia. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang 

dihasilkan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga mampu 

menjawab tantangan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia. 

Stranas Kelanjutusiaan memiliki visi "Mewujudkan kehidupan lanjut usia 

Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat". Dalam stranas ini 

PROGRAM KESEJAHTERAAN 

LANJUT USIA 7 
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tertuang Strategi Nasional Kelanjutusiaan yang terdiri dari 5 (lima) strategi 

sebagai berikut: 

a. peningkatan pelindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas 

individu 

b. peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia 

c. pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia 

d. penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan 

e. penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia 

 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020–2025 

 Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020–2025 

 Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya 

dan Pendidikan 2015, 2018, 2021, 2024 

Gambar 7.1 Capaian Indikator Visi Strategi Nasional Kelanjutusiaan  

Dalam mewujudkan Lansia Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat 

ditetapkan sebelas indikator beserta target di tahun 2024 yang digunakan 

sebagai arah dalam implementasi Stranas Kelanjutusiaan. Beberapa Indikator 

yang digunakan diantaranya berasal dari berbagai survei yang dilaksanakan 
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oleh BPS, seperti Susenas Maret, Susenas MSBP, Sakernas, dan Survei Penduduk 

Antar Sensus (SUPAS). 

Susenas Maret dapat memotret seberapa banyak lansia yang hidup di 

bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2025, persentase lansia miskin yang tidak 

mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan ada 

sebanyak 8,76 persen (Gambar 7.1). Angka tersebut mengalami penurunan 

dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 9,95 persen pada tahun 2024, atau 

dengan kata lain mengalami perbaikan capaian karena tingkat kemiskinan 

merupakan indikator negatif. Dengan capaian yang sudah di bawah 10 persen, 

target pemerintah dalam mewujudkan Lansia Mandiri telah tercapai.  

Walaupun tingkat kemiskinan lansia secara nasional sudah mencapai 

target, ketimpangan masih terjadi pada kelompok lansia yang tinggal di wilayah 

perdesaan dan lansia penyandang disabilitas (Gambar 7.2). Pada kelompok-

kelompok tersebut tingkat kemiskinan lansia masih di atas 10 persen. Bahkan 

pada tahun 2025, tingkat kemiskinan pada lansia penyandang disabilitas 

mencapai 13,37 persen. Artinya ada sebanyak 13,37 persen lansia yang 

mengalami tiga kerentanan sekaligus yaitu rentan karena menjadi lansia, rentan 

karena penyandang disabilitas, dan rentan karena mengalami kemiskinan. 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 7.2 Tingkat Kemiskinan Lansia Menurut Karakteristik, 2025 
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Target pemerintah untuk mewujudkan Lansia Sejahtera belum dapat 

tercapai. Dalam lima tahun terakhir, persentase lansia yang bekerja di sektor 

formal cenderung stagnan. Pada tahun 2025, ada sebanyak 16,88 persen lansia 

yang bekerja di sektor formal. Angka tersebut mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 15,25 persen pada tahun 2024 (Gambar 

7.1). Meskipun angka tersebut mengalami peningkatan, namun angka ini juga 

masih jauh di bawah target yang ditetapkan, yakni ditargetkan 50 persen lansia 

yang bekerja merupakan pekerja di sektor formal. Capaian ini menunjukkan 

bahwa mayoritas lansia bekerja pada sektor nonformal. Apabila dibandingkan 

dengan persentase tenaga formal pada kelompok umur 15 tahun ke atas pada 

tahun 2024 yang sebesar 42,05 persen (BPS 2024), kesempatan lansia untuk 

bekerja pada sektor formal masih rendah. 

Dua dari tiga indikator yang digunakan dalam Stranas Kelanjutusiaan 

untuk menggambarkan Lansia Bermartabat yaitu persentase lansia yang aktif 

dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan persentase lansia yang aktif dalam 

kegiatan keagamaan. Kedua indikator tersebut dihasilkan oleh BPS dari data 

Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) setiap tiga tahun 

sekali. Pendataan Susenas MSBP terakhir dilakukan pada tahun 2024. Pada 

tahun 2024, persentase lansia yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 

mencapai 85,65 persen, meningkat dibandingkan tahun 2021. Selain kegiatan 

sosial kemasyarakatan, peningkatan juga terlihat pada kegiatan keagamaan. 

Persentase lansia yang mengikuti kegiatan keagamaan pada tahun 2024 

mencapai 71,69 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini 

dipengaruhi oleh berakhirnya status pandemi Covid-19, yang memungkinkan 

masyarakat kembali beraktivitas secara lebih leluasa dan produktif. 

7.2 Program Kesejahteraan Lanjut Usia 

Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial 

bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin/rentan sesuai dengan kriteria 

tertentu. PKH menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan 
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kualitas hidup keluarga sasaran dan dalam cakupan lebih luas, mengurangi 

kemiskinan dan kesenjangan. Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan 

yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Sosial serta memenuhi komponen kesehatan, 

pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Seluruh Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) PKH berhak mendapatkan program bantuan komplementer sebagai 

pelengkap bantuan sosial PKH. 

Penduduk lansia sebagai bagian dari salah satu siklus kehidupan manusia 

tidak terkecuali menjadi salah satu sasaran penerima PKH. Setiap tahun lansia 

yang terdaftar sebagai penerima PKH akan mendapatkan bantuan sebesar 2,4 

juta. Bantuan sosial tersebut diberikan secara nontunai melalui rekening bank 

bekerja sama dengan Bank Penyalur yang dapat diakses menggunakan kartu 

debit Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  

Kepesertaan penerima bantuan PKH ditetapkan selama enam tahun. 

Namun, setelah enam tahun menjadi penerima PKH tingkat kesejahteraan 

keluarga belum tentu mengalami perbaikan. Oleh karena itu, akan dilakukan 

evaluasi untuk menilai apakah keluarga tersebut masih layak menjadi KPM PKH. 

Bagi keluarga yang dinilai telah berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraannya, 

mereka tidak lagi mendapat bantuan PKH. Bagi keluarga yang belum berubah 

tingkat kesejahteraannya masih akan tetap menerima PKH selama 3 tahun. 

Upaya peningkatan kesejahteraan lansia melalui program PKH 

menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu enam tahun 

terakhir, persentase rumah tangga lansia yang masih menjadi penerima PKH 

semakin meningkat. Pada tahun 2025, terdapat 16,19 persen rumah tangga 

lansia yang tercakup sebagai penerima PKH (Gambar 7.3). Penurunan tingkat 

kemiskinan lansia sejalan dengan penurunan persentase rumah tangga lansia 

yang masih menjadi penerima PKH. Pada tahun 2025 tingkat kemiskinan lansia 

turun menjadi 8,76 persen dari angka 9,95 persen di tahun 2024.  

Di wilayah perkotaan, persentase rumah tangga lansia yang masih 

menjadi penerima PKH sebanyak 13,49 persen. Sedangkan di wilayah 
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perdesaan, angka ini relatif lebih tinggi yaitu sebesar 19,76 persen rumah 

tangga lansia yang masih tercatat sebagai penerima PKH. Berdasarkan 

distribusi pengeluaran, semakin sejahtera rumah tangga semakin kecil kejadian 

rumah tangga lansia yang masih menjadi penerima PKH. Pada kelompok 

terkaya, ada 5,08 persen rumah tangga lansia masih menerima PKH. Di sisi lain, 

sebanyak 24,54 persen rumah tangga lansia dari kelompok keluarga dengan 

pengeluaran terendah menerima PKH. 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 7.3 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai 

Penerima PKH Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi 

Pengeluaran, 2025 

Sistem Informasi Lanjut Usia (SILANI) 

Kementerian PPN/Bappenas melakukan digitalisasi Sistem Informasi 

Lanjut Usia atau SILANI dalam bentuk aplikasi berbasis website untuk 

pemutakhiran data lansia, rujukan layanan, dan manajemen kasus. Uji coba 

SILANI pertama kali dilakukan pada tahun 2019. Tujuan dari uji coba ini untuk 
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melakukan pendataan lansia di tingkat desa, sebagai bagian penyusunan 

sistem informasi yang terintegrasi di tingkat desa berbasis komunitas. Uji coba 

dilakukan di tujuh kabupaten/kota dari tiga provinsi berbeda yaitu Bali, DKI 

Jakarta, dan DI Yogyakarta. Masing-masing kabupaten/kota diambil satu 

desa/kelurahan. Informasi yang dikumpulkan yaitu informasi dasar, status 

kesehatan fisik dan kondisi psikologis, keadaan sosial, hingga lokasi rumah, dan 

fasilitas lansia (Winahyu 2020). 

Permakanan Lansia 

Program Permakanan adalah bantuan sosial berupa makanan siap saji 

yang dibagikan kepada penyandang kesejahteraan sosial yang baru diinisiasi 

pada tahun 2022 (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, 2023). Kriteria Lansia 

Penerima Manfaat Program Permakanan, yaitu: miskin atau tidak mampu, 

berusia 75 tahun atau lebih, terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS), bukan berstatus sebagai pensiunan istri/suami PNS dan/atau 

purnawirawan TNI/Polri, memiliki NIK dan Nomor Kartu Keluarga, diusulkan 

camat atau kepala distrik atau nama lain sebagai penerima manfaat 

permakanan.  Melalui program permakanan ini, para lansia akan mendapatkan 

nutrisi makanan 2 kali sehari yang terdiri dari nasi/jenis makanan pokok lainnya, 

lauk pauk (hewani/nabati), sayur, buah potong, dan air mineral.  

Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) 

Dalam Sekolah Lansia, konsep dasar yang dikembangkan adalah 

pendidikan sepanjang hayat (Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan 

Rentan, 2024). Bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi 

dewasa, tetapi berlanjut sepanjang hidupnya. Visi Sekolah Lansia adalah 

menjadi pendidikan nonformal untuk mewujudkan Lansia yang SMART (Sehat, 

Mandiri, Aktif, dan Produktif) serta Bermartabat dalam 7 Dimensi Lansia 

Tangguh secara utuh yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan 

negara. 

BKKBN membuat program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) yang 

merupakan pengembangan dari Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL). 
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Pada awal Tahun 2022, Kota Pasuruan, Kota Malang, dan Kabupaten Jombang 

ditunjuk oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sebagai daerah ujicoba 

program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) di Provinsi Jawa Timur. 

Pembelajaran Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) terbagi ke dalam 3 tahapan 

yaitu Standart 1 (S1), Standart 2 (S2) dan Standart 3 (S3). Pada Standart 3 

diharapkan lansia dapat menjadi teladan bagi lansia lain atau biasa disebut 

sebagai Duta Lansia.  

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia Kementerian Kesehatan 

Program kesejahteraan lanjut usia dari Kementerian Kesehatan bertujuan 

untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi lansia, serta 

meningkatkan pemberdayaan potensi lansia di masyarakat. Langkah-langkah 

yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan lansia untuk 

mencapai lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan berdaya guna bagi 

keluarga dan masyarakat, atau disingkat dengan Lansia SMART (Sehat, Mandiri, 

Aktif, Produktif). Program yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan 

untuk mewujudkan lansia SMART di antaranya: 

1. Pengembangan Pelayanan Rujukan, melalui pengembangan rumah sakit 

yang mempunyai pelayanan Geriatri Terpadu.  

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan di 

Posyandu Lansia. Kegiatan dilakukan oleh kader dengan pendampingan dari 

tenaga kesehatan Puskesmas/sektor terkait. Kegiatan ini menitikberatkan 

pada upaya promotif dan preventif serta deteksi dini.  

3. Peningkatan Pemberdayaan Lansia dalam keluarga/masyarakat. Proses 

pemberian informasi, kemampuan, dan motivasi bagi lansia agar mereka 

berperilaku sehat, berperan dalam mengembangkan perilaku sehat, dan 

mampu memberi solusi apabila ada permasalahan kesehatan dalam 

keluarga dan masyarakat. 

4. Peningkatan Pelayanan Home Care yang terintegrasi dalam perawatan 

kesehatan masyarakat. Program ini ditujukan bagi lanjut usia yang tidak 

mampu secara fungsional untuk mandiri di rumah namun tidak ada indikasi 

untuk dirawat di rumah sakit, atau secara teknis sulit untuk berobat jalan.  
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5. Pengembangan pelayanan Perawatan Jangka Panjang (PJP, Long Term Care). 

PJP dikembangkan dengan memperhatikan aspek budaya yang masih 

mempertahankan model keluarga besar. 

6. Peningkatan pelayanan integrasi dengan lintas program melalui pendekatan 

siklus hidup. Lansia sehat, aktif dan mandiri dapat dipersiapkan sejak dini 

sebagai pendekatan siklus hidup. Pelayanan kepada lanjut usia dilakukan 

secara terintegrasi yang melibatkan lintas program.  

7. Peningkatan kemitraan dengan lembaga sosial, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan 

(Ormas), pihak swasta, dan lain-lain. Peningkatan kemitraan disesuaikan 

dengan bidang dan kemampuan masing-masing dengan prinsip kesetaraan 

dan keterbukaan. Di tingkat kecamatan dapat dibentuk kelompok kerja 

pembinaan lanjut usia yang terdiri dari lintas unsur dan lintas sektor, yang 

bertujuan untuk:  

a. Melakukan koordinasi dalam upaya pembinaan lanjut usia; 

b. Mendorong terbentuknya kelompok/posyandu lanjut usia di masyarakat; 

c. Memantau permasalahan lanjut usia di masyarakat dan memberi 

masukan kepada pelaksana program sektor terkait;  

 Sedangkan di tingkat desa/kelurahan dibentuk tim pelaksana pembinaan 

lansia.  

8. Bina Keluarga Lansia (BKL) 

 Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia tangguh 

dalam bentuk penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan dan pencatatan, serta 

pelaporan. Lansia tangguh adalah upaya agar lansia tetap produktif. 

Misalnya dengan memperpanjang usia bekerja bagi lansia di sektor formal, 

baik perusahaan maupun PNS, di atas usia pensiun yang telah ditetapkan 

(58 tahun dan atau 60 tahun). Selanjutnya, lansia madya yang berusia 70 

sampai 80 tahun diharapkan bisa mandiri atau bisa mengurus dirinya sendiri. 

Baru di usia 80 tahun ke atas, sebagian besar lansia membutuhkan 

pendampingan melalui pengembangan home care atau pengobatan di 

lingkungan rumah tempat tinggal. 
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9. Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Lansia 

 Posyandu Lansia adalah suatu wadah pelayanan kesehatan bersumber daya 

masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk melayani lansia. Proses 

pembentukan dan pelaksanaan Posyandu Lansia dilakukan oleh masyarakat 

bersama LSM, lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, swasta, 

organisasi sosial, dan lain-lain dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan 

pada upaya promotif dan preventif. Di samping pelayanan kesehatan, 

posyandu lansia juga memberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, 

keterampilan, olahraga, seni budaya, dan pelayanan lain yang dibutuhkan 

para lansia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui 

peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Posyandu Lansia juga membantu 

lansia agar dapat beraktivitas dan mengembangkan potensi diri.  

7.3 Program Kesejahteraan Lainnya 

Beberapa program perlindungan sosial yang ada di Indonesia yang 

mencakup penduduk lanjut usia, meskipun tidak secara khusus ditargetkan 

untuk lansia yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT).  

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)/Program Sembako 

Bantuan sosial pangan diberikan dengan tujuan mengurangi beban 

pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan 

pangannya (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara 

Non-tunai 2020). Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan 

Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non-

tunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Pada akhir tahun 2019, program 

Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema 

non-tunai atau BPNT, dengan sejumlah kabupaten yang memiliki keterbatasan 

kondisi infrastruktur nontunai menjalankan mekanisme program Sembako 

untuk wilayah khusus. 

BPNT disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan 

menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk 
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memperoleh beras dan/atau telur serta komoditi lainnya di e-Warong, 

sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Pada tahun 2020 

dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan 

efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT 

dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks 

bantuan yang semula Rp110.000/KPM/bulan naik menjadi 

Rp150.000/KPM/bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis 

komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur 

seperti pada program BPNT. Mulai bulan Maret 2020, indeks bantuan program 

Sembako kembali dinaikkan menjadi Rp200.000/KPM/bulan dalam rangka 

menjaga daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19. 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima 

BPNT/Program Sembako Menurut Klasifikasi Desa dan Distribusi 

Pengeluaran, 2025 

Pada tahun 2025, persentase rumah tangga lansia yang pernah mendapat 

program sembako sebesar 22,74 persen. Rumah tangga lansia yang 

memperoleh program sembako tersebut harapannya dapat terpenuhi 

kebutuhan gizi yang diperlukan lansia. Berdasarkan klasifikasi desa, persentase 
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rumah tangga lansia di wilayah perdesaan yang pernah menerima program 

sembako lebih besar daripada rumah tangga lansia di wilayah perkotaan (26,98 

persen berbanding 19,54 persen). Menurut distribusi pengeluaran, semakin 

sejahtera rumah tangga lansia semakin kecil kejadian penerimaan program 

sembako. Pada kelompok terkaya (20 persen teratas), rumah tangga lansia yang 

pernah menerima program sembako sebesar 7,53 persen. Sedangkan diantara 

kelompok termiskin (40 persen terbawah), terdapat 33,34 persen rumah tangga 

lansia yang pernah menerima program sembako. 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia 

merupakan kombinasi dari sistem asuransi sosial dan sistem subsidi bersumber 

dari dana APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Thabrany 2014). Tujuannya adalah agar semua 

penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi. Program JKN 

memerdekakan rakyat dari beban finansial ketika sakit. 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 

Gambar 7.5 Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) Menurut Kelompok Umur, 2025 
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Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, 

Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. 

Kepesertaan JKN terbagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan 

Penerima Bantuan Iuran (non-PBI). Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang 

merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

Susenas Maret 2025 mencatat bahwa 80,78 persen lansia telah memiliki 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian tersebut memberikan gambaran 

bahwa sebagian besar lansia di Indonesia telah memiliki jaminan yang dapat 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ketika lansia tersebut sakit. Di antara 

kelompok lansia muda, sebesar 81,02 persen lansia telah memiliki JKN. Angka 

ini semakin menurun seiring bertambahnya umur lansia. Pada kelompok lansia 

tua, persentase lansia yang memiliki JKN ada sebanyak 77,68 persen. Padahal 

fakta di lapangan menunjukkan bahwa semakin bertambah umur seseorang, 

frekuensi untuk mengalami gangguan kesehatan akan semakin bertambah. 
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Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Jenis Bantuan Sosial 

yang Diterima, 2025 

Karakteristik PKH 
BPNT/ 

Program Sembako 

(1) (2) (3) 

   
Total 16,19 22,74 

    
Distribusi Pengeluaran    

 20% Teratas 5,08 7,53 

 40% Menengah 13,43 19,86 

 40% Terbawah 24,54 33,34 

    
Klasifikasi Desa    

 Perkotaan 13,49 19,54 

 Perdesaan 19,76 26,98 

   

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit 

Pengembangan Usaha Menurut Jenis Kredit dan Klasifikasi Desa, 

2025 

Karakteristik 
Klasifikasi Desa 

Total 
Perkotaan Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

    
Total 17,73 19,07 18,30 

    
Kredit Usaha Rakyat (KUR) 4,84 7,23 5,87 

Kredit dari Bank Umum selain KUR 2,71 2,48 2,61 

Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 0,58 0,48 0,54 

Kredit dari Koperasi 2,04 2,64 2,30 

Kredit Perorangan dengan Bunga 0,63 0,65 0,64 

Kredit Pegadaian 0,85 0,67 0,77 

Kredit Perusahaan Leasing 2,02 0,83 1,51 

Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 0,15 0,31 0,22 

Pinjaman Online 0,26 0,13 0,21 

Kredit PNM-Mekaar 3,83 4,07 3,94 

Lainnya 2,10 2,04 2,07 

    

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 7.3 Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2025 

Karakteristik Jaminan Kesehatan 
Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) 

(1) (2) (3) 

   
Total 81,62 80,78 

   
Jenis Kelamin   

 Laki-Laki 81,72 80,77 

 Perempuan 81,53 80,78 

   
Kelompok Umur   

 Lansia Muda (60–69 Tahun) 81,97 81,02 

 Lansia Madya (70–79 Tahun) 81,82 81,16 

 Lansia Tua (80 Tahun ke Atas) 78,29 77,68 

   
Status Disabilitas   

 Nondisabilitas 81,63 80,74 

 Disabilitas 81,57 81,07 

   
Distribusi Pengeluaran   

 20% Teratas 90,33 87,78 

 40% Menengah 81,95 81,35 

 40% Terbawah 77,01 76,80 

   
Klasifikasi Desa   

 Perkotaan 85,13 83,86 

 Perdesaan 77,03 76,75 

   

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 7.4 Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut 

Jenis, 2025 

Karakteristik 

Jaminan Kesehatan Nasioanl (JKN) 
Jaminan Kesehatan 

Swasta 

PBI Non-PBI Jamkesda 
Asuransi 

Swasta 

Perusahaan/ 

Kantor 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
Total 57,22 22,43 2,14 0,30 0,76 

      
Jenis Kelamin      

 Laki-Laki 56,64 23,03 2,07 0,29 0,88 

 Perempuan 57,76 21,87 2,20 0,30 0,65 

      
Kelompok Umur      

 Lansia Muda (60–69 Tahun) 56,63 23,23 2,17 0,34 0,82 

 Lansia Madya (70–79 Tahun) 58,19 21,92 2,04 0,23 0,68 

 Lansia Tua (80 Tahun ke Atas) 58,35 18,18 2,23 0,21 0,56 

      
Status Disabilitas      

 Nondisabilitas 56,83 22,82 2,11 0,32 0,78 

 Disabilitas 60,47 19,15 2,37 0,15 0,61 

      
Distribusi Pengeluaran      

 20% Teratas 34,28 52,52 1,77 1,23 2,19 

 40% Menengah 58,49 21,54 2,56 0,08 0,59 

 40% Terbawah 67,44 8,33 1,93 0,03 0,20 

      
Klasifikasi Desa      

 Perkotaan 52,93 30,17 1,59 0,46 1,12 

 Perdesaan 62,82 12,32 2,85 0,08 0,30 

      

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat sebagai 

Penerima Program PKH Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 

2025 

Provinsi 
Klasifikasi Desa 

Total 
Perkotaan Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

Aceh 10,99 19,66 16,79 

Sumatera Utara 10,19 14,57 12,08 

Sumatera Barat 14,47 16,90 15,69 

Riau 6,35 15,29 11,84 

Jambi 10,44 11,84 11,36 

Sumatera Selatan 10,99 13,96 12,84 

Bengkulu 11,02 16,69 15,01 

Lampung 16,89 21,08 19,71 

Kep. Bangka Belitung 8,15 12,06 9,68 

Kepulauan Riau 8,87 20,26 10,46 

DKI Jakarta 5,03 – 5,03 

Jawa Barat 14,39 18,34 15,32 

Jawa Tengah 18,42 22,77 20,50 

DI Yogyakarta 22,01 28,37 24,02 

Jawa Timur 14,17 19,74 16,70 

Banten 11,43 18,53 12,99 

Bali 6,80 15,46 9,57 

Nusa Tenggara Barat 21,11 24,71 22,80 

Nusa Tenggara Timur 15,92 37,97 32,75 

Kalimantan Barat 8,07 16,57 13,16 

Kalimantan Tengah 4,52 10,66 7,99 

Kalimantan Selatan 9,27 12,48 10,89 

Kalimantan Timur 5,66 11,40 7,51 

Kalimantan Utara 14,08 9,28 12,07 

Sulawesi Utara 8,78 12,27 10,36 

Sulawesi Tengah 11,97 18,01 16,08 

Sulawesi Selatan 13,01 22,31 18,23 

Sulawesi Tenggara 15,28 25,44 21,97 

Gorontalo 23,32 33,69 28,93 

Sulawesi Barat 19,95 23,35 22,64 

Maluku 13,30 23,64 19,16 

Maluku Utara 5,771 13,37 11,17 

Papua Barat 19,10 27,79 25,05 

Papua Barat Daya 28,10 19,24 23,99 

Papua 10,30 26,07 16,47 

Papua Selatan NA 5,571 4,131 

Papua Tengah 7,431 2,871 4,161 

Papua Pegunungan – 10,82 9,51 

Indonesia 13,49 19,76 16,19 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 7.6 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima BPNT/Program 

Sembako Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 

Provinsi 
Klasifikasi Desa 

Total 
Perkotaan Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

Aceh 26,62 38,32 34,44 

Sumatera Utara 13,14 20,23 16,19 

Sumatera Barat 15,97 20,15 18,06 

Riau 9,24 17,09 14,06 

Jambi 11,93 11,52 11,66 

Sumatera Selatan 11,57 18,26 15,73 

Bengkulu 15,85 22,82 20,75 

Lampung 20,01 26,60 24,44 

Kep. Bangka Belitung 7,23 8,54 7,74 

Kepulauan Riau 11,87 18,50 12,80 

DKI Jakarta 4,38 – 4,38 

Jawa Barat 27,49 36,37 29,57 

Jawa Tengah 24,96 31,84 28,26 

DI Yogyakarta 27,82 41,75 32,21 

Jawa Timur 21,26 29,44 24,98 

Banten 13,77 32,88 17,98 

Bali 4,85 9,21 6,24 

Nusa Tenggara Barat 21,60 25,85 23,60 

Nusa Tenggara Timur 14,67 33,24 28,84 

Kalimantan Barat 9,80 17,58 14,46 

Kalimantan Tengah 5,47 12,57 9,48 

Kalimantan Selatan 8,46 13,07 10,79 

Kalimantan Timur 4,70 8,74 6,01 

Kalimantan Utara 10,64 5,801 8,61 

Sulawesi Utara 10,88 20,05 15,02 

Sulawesi Tengah 22,14 18,38 19,58 

Sulawesi Selatan 13,18 24,09 19,30 

Sulawesi Tenggara 15,58 23,47 20,77 

Gorontalo 27,51 41,64 35,15 

Sulawesi Barat 21,88 24,15 23,67 

Maluku 10,46 14,29 12,63 

Maluku Utara 4,511 9,84 8,29 

Papua Barat 8,771 27,07 21,29 

Papua Barat Daya 12,151 28,46 19,72 

Papua 10,92 33,69 19,83 

Papua Selatan 13,861 31,41 25,63 

Papua Tengah 10,961 9,79 10,12 

Papua Pegunungan – 32,59 28,65 

Indonesia 19,54 26,98 22,74 

Catatan: 1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
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Tabel 7.7 Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut 

Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2025 

ProvinProvinsi 
Klasifikasi Desa Jenis Kelamin 

Total 
Perkotaan Perdesaan Laki-Laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Aceh 99,55 99,33 99,22 99,57 99,40 

Sumatera Utara 86,38 73,71 82,03 79,83 80,85 

Sumatera Barat 87,17 80,30 84,57 82,93 83,70 

Riau 85,63 78,82 81,71 81,16 81,43 

Jambi 81,53 62,69 69,69 68,33 69,01 

Sumatera Selatan 89,57 73,75 79,96 79,31 79,63 

Bengkulu 87,81 81,13 83,51 82,63 83,07 

Lampung 82,10 74,68 76,00 78,15 77,08 

Kep. Bangka Belitung 92,12 88,13 90,01 91,14 90,56 

Kepulauan Riau 88,75 92,49 90,34 88,18 89,28 

DKI Jakarta 97,96 – 97,84 98,08 97,96 

Jawa Barat 81,32 66,83 78,32 77,36 77,82 

Jawa Tengah 82,44 75,39 79,05 79,03 79,04 

DI Yogyakarta 94,32 92,44 94,07 93,41 93,71 

Jawa Timur 81,65 74,27 77,43 78,98 78,26 

Banten 85,25 65,96 83,21 78,86 81,04 

Bali 96,43 94,51 96,44 95,23 95,80 

Nusa Tenggara Barat 81,90 75,31 79,46 78,24 78,80 

Nusa Tenggara Timur 89,37 84,33 86,09 85,01 85,51 

Kalimantan Barat 84,15 73,04 76,57 78,20 77,39 

Kalimantan Tengah 79,72 71,74 74,13 76,38 75,16 

Kalimantan Selatan 80,43 80,63 79,45 81,55 80,53 

Kalimantan Timur 92,24 88,60 90,67 91,45 91,05 

Kalimantan Utara 93,07 92,17 92,42 93,00 92,69 

Sulawesi Utara 93,47 86,48 89,74 90,79 90,28 

Sulawesi Tengah 91,59 86,50 87,34 88,72 88,03 

Sulawesi Selatan 92,00 89,10 91,18 89,67 90,35 

Sulawesi Tenggara 94,32 91,20 93,48 91,09 92,24 

Gorontalo 95,57 93,51 94,02 94,85 94,46 

Sulawesi Barat 93,27 91,83 91,51 92,72 92,15 

Maluku 84,94 74,92 80,05 78,50 79,24 

Maluku Utara 84,61 77,75 80,12 79,16 79,64 

Papua Barat 91,34 80,87 83,09 85,34 84,13 

Papua Barat Daya 95,32 95,71 95,15 95,89 95,50 

Papua 87,01 90,57 90,46 86,31 88,44 

Papua Selatan 88,72 97,45 95,19 93,62 94,46 

Papua Tengah 75,31 73,79 76,57 70,65 74,22 

Papua Pegunungan 90,28 97,23 95,56 98,08 96,44 

Indonesia 85,13 77,03 81,72 81,53 81,62 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 
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Tabel 7.8 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial 

Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 

Provinsi 
Klasifikasi Desa 

Total 
Perkotaan Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

Aceh 28,89 11,00 16,93 
Sumatera Utara 18,22 9,05 14,27 

Sumatera Barat 28,43 12,49 20,46 

Riau 24,87 8,11 14,57 

Jambi 23,45 7,77 13,13 

Sumatera Selatan 26,87 12,28 17,79 

Bengkulu 34,81 8,00 15,95 

Lampung 17,41 6,25 9,90 

Kep. Bangka Belitung 20,12 9,65 16,03 

Kepulauan Riau 35,26 16,71 32,66 

DKI Jakarta 22,06 – 22,06 

Jawa Barat 18,43 6,51 15,64 

Jawa Tengah 22,82 9,68 16,53 

DI Yogyakarta 27,74 12,45 22,91 

Jawa Timur 16,52 6,23 11,84 

Banten 28,06 10,17 24,12 

Bali 29,90 15,00 25,14 

Nusa Tenggara Barat 18,96 4,88 12,35 

Nusa Tenggara Timur 36,81 11,07 17,17 

Kalimantan Barat 25,67 6,85 14,40 

Kalimantan Tengah 31,46 12,07 20,51 

Kalimantan Selatan 24,98 11,08 17,96 

Kalimantan Timur 29,19 12,83 23,90 

Kalimantan Utara 32,92 14,77 25,32 

Sulawesi Utara 28,19 10,06 20,00 

Sulawesi Tengah 23,73 9,33 13,91 

Sulawesi Selatan 29,44 12,59 19,98 

Sulawesi Tenggara 36,83 13,27 21,32 

Gorontalo 33,96 11,41 21,77 

Sulawesi Barat 28,55 9,45 13,48 

Maluku 40,36 10,11 23,21 

Maluku Utara 31,05 10,10 16,18 

Papua Barat 28,86 10,80 16,50 

Papua Barat Daya 22,21 14,14 18,47 

Papua 34,14 10,78 25,00 

Papua Selatan 20,741 NA 8,171 

Papua Tengah 22,771 2,851 8,48 

Papua Pegunungan – NA NA 

Indonesia 21,91 8,82 16,28 

Catatan: Jaminan Sosial yang dimaksud adalah Jaminan Pensiunan/Veteran, Jaminan Hari Tua, 

Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja, Jaminan/Asuransi Kematian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP), Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
1Perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
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Tabel 7.9 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih 

Tercatat sebagai Penerima Program PKH Menurut Provinsi dan 

Klasifikasi Desa, 2025 

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 10,99 8,29 13,69 12,53 19,66 17,17 22,15 6,47 16,79 14,88 18,69 5,78

Sumatera Utara 10,19 8,17 12,22 10,15 14,57 12,78 16,36 6,27 12,08 10,69 13,47 5,87

Sumatera Barat 14,47 11,74 17,19 9,61 16,90 14,66 19,15 6,76 15,69 13,92 17,45 5,73

Riau 6,35 4,03 8,68 18,68 15,29 12,41 18,17 9,60 11,84 9,85 13,84 8,61

Jambi 10,44 7,16 13,71 15,99 11,84 9,59 14,10 9,71 11,36 9,50 13,22 8,34

Sumatera Selatan 10,99 8,22 13,76 12,84 13,96 11,94 15,97 7,36 12,84 11,20 14,47 6,50

Bengkulu 11,02 6,91 15,13 19,04 16,69 13,93 19,46 8,45 15,01 12,71 17,31 7,81

Lampung 16,89 13,88 19,89 9,07 21,08 18,46 23,70 6,34 19,71 17,69 21,72 5,23

Kep. Bangka Belitung 8,15 5,30 11,01 17,87 12,06 8,19 15,93 16,38 9,68 7,37 11,98 12,15

Kepulauan Riau 8,87 5,36 12,37 20,15 20,26 14,91 25,62 13,48 10,46 7,35 13,58 15,19

DKI Jakarta 5,03 3,51 6,56 15,47 – – – – 5,03 3,51 6,56 15,47

Jawa Barat 14,39 13,01 15,78 4,91 18,34 15,78 20,90 7,12 15,32 14,10 16,54 4,06

Jawa Tengah 18,42 17,22 19,62 3,32 22,77 21,13 24,42 3,68 20,50 19,50 21,51 2,50

DI Yogyakarta 22,01 18,92 25,10 7,16 28,37 23,82 32,93 8,19 24,02 21,47 26,57 5,41

Jawa Timur 14,17 13,05 15,29 4,04 19,74 18,32 21,16 3,67 16,70 15,81 17,59 2,72

Banten 11,43 8,73 14,13 12,05 18,53 14,01 23,05 12,44 12,99 10,67 15,32 9,13

Bali 6,80 5,32 8,29 11,14 15,46 12,45 18,47 9,92 9,57 8,17 10,97 7,47

Nusa Tenggara Barat 21,11 17,86 24,37 7,86 24,71 20,06 29,36 9,60 22,80 20,02 25,58 6,23

Nusa Tenggara Timur 15,92 12,18 19,66 11,98 37,97 35,84 40,10 2,86 32,75 30,87 34,63 2,94

Kalimantan Barat 8,07 5,61 10,53 15,56 16,57 14,10 19,04 7,61 13,16 11,37 14,95 6,93

Kalimantan Tengah 4,52 2,51 6,53 22,65 10,66 7,93 13,39 13,07 7,99 6,20 9,77 11,40

Kalimantan Selatan 9,27 6,86 11,68 13,27 12,48 10,07 14,90 9,86 10,89 9,19 12,60 7,99

Kalimantan Timur 5,66 3,39 7,93 20,47 11,40 7,48 15,32 17,54 7,51 5,52 9,51 13,55

Kalimantan Utara 14,08 8,74 19,43 19,35 9,28 4,90 13,65 24,06 12,07 8,46 15,68 15,25

Sulawesi Utara 8,78 6,65 10,92 12,41 12,27 10,13 14,41 8,90 10,36 8,84 11,88 7,48

Sulawesi Tengah 11,97 8,18 15,76 16,16 18,01 15,39 20,62 7,41 16,08 13,93 18,24 6,84

Sulawesi Selatan 13,01 10,77 15,25 8,78 22,31 20,41 24,21 4,34 18,23 16,78 19,69 4,08

Sulawesi Tenggara 15,28 11,00 19,56 14,30 25,44 22,56 28,32 5,78 21,97 19,56 24,37 5,58

Gorontalo 23,32 17,40 29,24 12,95 33,69 28,51 38,87 7,84 28,93 25,02 32,83 6,89

Sulawesi Barat 19,95 13,32 26,57 16,94 23,35 19,01 27,70 9,49 22,64 18,93 26,34 8,35

Maluku 13,30 8,40 18,20 18,80 23,64 20,36 26,92 7,07 19,16 16,35 21,97 7,48

Maluku Utara 5,77 2,54 9,00 28,55 13,37 10,24 16,51 11,96 11,17 8,74 13,59 11,08

Papua Barat 19,10 11,81 26,40 19,49 27,79 20,31 35,28 13,74 25,05 19,41 30,68 11,47

Papua Barat Daya 28,10 18,01 38,19 18,32 19,24 14,10 24,39 13,64 23,99 18,07 29,90 12,59

Papua 10,30 6,53 14,07 18,67 26,07 20,90 31,25 10,13 16,47 13,35 19,59 9,67

Papua Selatan 1,19 ~0 3,53 99,72 5,57 2,07 9,06 32,02 4,13 1,66 6,59 30,48

Papua Tengah 7,43 0,71 14,15 46,14 2,87 0,79 4,94 36,99 4,16 1,74 6,58 29,70

Papua Pegunungan – – – NA 10,82 6,12 15,53 22,19 9,51 5,36 13,67 22,29

Indonesia 13,49 12,99 13,99 1,89 19,76 19,20 20,33 1,47 16,19 15,81 16,56 1,18

Provinsi
Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Estimasi

Relative 

Standard 

Error

TotalPerkotaan Perdesaan

Estimasi

Relative 

Standard 

Error
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Selang 

Kepercayaan
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Tabel 7.10 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima 

BPNT/Program Sembako Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 

2025 

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 26,62 22,84 30,40 7,24 38,32 35,50 41,15 3,76 34,44 32,17 36,71 3,37

Sumatera Utara 13,14 11,01 15,26 8,25 20,23 18,15 22,32 5,26 16,19 14,68 17,71 4,78

Sumatera Barat 15,97 13,18 18,76 8,93 20,15 17,84 22,46 5,85 18,06 16,25 19,87 5,11

Riau 9,24 6,49 11,99 15,20 17,09 14,27 19,91 8,43 14,06 12,02 16,11 7,41

Jambi 11,93 8,23 15,62 15,80 11,52 9,31 13,73 9,80 11,66 9,73 13,59 8,44

Sumatera Selatan 11,57 8,65 14,50 12,90 18,26 15,97 20,54 6,39 15,73 13,92 17,54 5,87

Bengkulu 15,85 10,79 20,90 16,27 22,82 19,70 25,94 6,98 20,75 18,09 23,41 6,53

Lampung 20,01 16,86 23,17 8,04 26,60 23,82 29,37 5,32 24,44 22,30 26,58 4,46

Kep. Bangka Belitung 7,23 4,72 9,74 17,69 8,54 5,16 11,93 20,22 7,74 5,72 9,76 13,32

Kepulauan Riau 11,87 7,31 16,44 19,59 18,50 13,78 23,21 13,00 12,80 8,83 16,78 15,84

DKI Jakarta 4,38 3,02 5,73 15,77 – – – – 4,38 3,02 5,73 15,77

Jawa Barat 27,49 25,79 29,19 3,16 36,37 33,22 39,51 4,41 29,57 28,07 31,07 2,59

Jawa Tengah 24,96 23,65 26,28 2,70 31,84 30,05 33,64 2,87 28,26 27,16 29,36 1,99

DI Yogyakarta 27,82 24,62 31,01 5,86 41,75 36,58 46,92 6,31 32,21 29,50 34,93 4,31

Jawa Timur 21,26 20,00 22,53 3,04 29,44 27,82 31,05 2,80 24,98 23,97 25,99 2,06

Banten 13,77 10,93 16,61 10,53 32,88 27,31 38,46 8,65 17,98 15,43 20,52 7,22

Bali 4,85 3,61 6,09 13,02 9,21 6,95 11,46 12,52 6,24 5,13 7,35 9,08

Nusa Tenggara Barat 21,60 18,32 24,87 7,74 25,85 21,07 30,64 9,44 23,60 20,75 26,44 6,15

Nusa Tenggara Timur 14,67 11,11 18,23 12,37 33,24 31,22 35,26 3,10 28,84 27,06 30,63 3,15

Kalimantan Barat 9,80 7,25 12,35 13,27 17,58 15,19 19,98 6,95 14,46 12,69 16,23 6,24

Kalimantan Tengah 5,47 3,05 7,89 22,59 12,57 9,66 15,47 11,80 9,48 7,52 11,44 10,55

Kalimantan Selatan 8,46 6,14 10,79 14,01 13,07 10,64 15,50 9,47 10,79 9,11 12,47 7,95

Kalimantan Timur 4,70 2,78 6,62 20,80 8,74 4,80 12,68 23,02 6,01 4,18 7,83 15,49

Kalimantan Utara 10,64 6,03 15,25 22,11 5,80 2,21 9,40 31,57 8,61 5,54 11,69 18,21

Sulawesi Utara 10,88 8,49 13,27 11,22 20,05 17,14 22,96 7,40 15,02 13,16 16,89 6,34

Sulawesi Tengah 22,14 16,93 27,36 12,01 18,38 15,72 21,04 7,39 19,58 17,12 22,04 6,42

Sulawesi Selatan 13,18 10,97 15,38 8,54 24,09 22,18 26,00 4,04 19,30 17,85 20,76 3,84

Sulawesi Tenggara 15,58 11,63 19,54 12,95 23,47 20,59 26,35 6,25 20,77 18,44 23,11 5,74

Gorontalo 27,51 21,29 33,72 11,53 41,64 36,22 47,07 6,65 35,15 31,05 39,26 5,96

Sulawesi Barat 21,88 14,44 29,32 17,35 24,15 19,71 28,58 9,37 23,67 19,84 27,50 8,26

Maluku 10,46 6,30 14,62 20,29 14,29 11,37 17,20 10,42 12,63 10,18 15,08 9,89

Maluku Utara 4,51 1,34 7,68 35,85 9,84 7,29 12,39 13,23 8,29 6,26 10,32 12,50

Papua Barat 8,77 4,34 13,21 25,78 27,07 19,53 34,61 14,21 21,29 15,87 26,70 12,98

Papua Barat Daya 12,15 5,53 18,77 27,80 28,46 23,19 33,72 9,44 19,72 15,32 24,12 11,38

Papua 10,92 7,01 14,83 18,29 33,69 28,46 38,92 7,92 19,83 16,62 23,04 8,25

Papua Selatan 13,86 3,25 24,46 39,05 31,41 23,85 38,97 12,28 25,63 19,50 31,75 12,19

Papua Tengah 10,96 2,99 18,93 37,09 9,79 6,33 13,25 18,04 10,12 6,77 13,47 16,90

Papua Pegunungan – – – NA 32,59 26,27 38,92 9,91 28,65 22,98 34,32 10,10

Indonesia 19,54 18,97 20,11 1,49 26,98 26,34 27,63 1,21 22,74 22,31 23,17 0,96

Provinsi

Perkotaan Perdesaan Total

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
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Standard 

Error

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



 
  208 

 
Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025 

Tabel 7.11 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki 

Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2025 

 
Catatan: Warna kuning (       ) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi 

              Warna merah (       ) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat 

 NA: data tidak dapat ditampilkan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

Batas 

Bawah

Batas

Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 28,89 25,26 32,52 6,41 11,00 9,23 12,78 8,23 16,93 15,22 18,65 5,17

Sumatera Utara 18,22 15,62 20,82 7,27 9,05 7,43 10,67 9,14 14,27 12,63 15,90 5,85

Sumatera Barat 28,43 25,21 31,64 5,77 12,49 10,51 14,47 8,08 20,46 18,55 22,36 4,75

Riau 24,87 20,23 29,52 9,53 8,11 5,83 10,39 14,36 14,57 12,27 16,88 8,08

Jambi 23,45 19,04 27,85 9,58 7,77 5,82 9,73 12,85 13,13 11,14 15,12 7,73

Sumatera Selatan 26,87 22,45 31,29 8,39 12,28 10,58 13,98 7,07 17,79 15,78 19,81 5,78

Bengkulu 34,81 28,51 41,11 9,23 8,00 5,97 10,03 12,97 15,95 13,51 18,39 7,80

Lampung 17,41 14,44 20,38 8,71 6,25 4,52 7,98 14,15 9,90 8,38 11,42 7,85

Kep. Bangka Belitung 20,12 15,96 24,28 10,56 9,65 5,86 13,44 20,04 16,03 13,09 18,98 9,38

Kepulauan Riau 35,26 28,59 41,92 9,64 16,71 11,60 21,81 15,59 32,66 26,86 38,45 9,05

DKI Jakarta 22,06 18,98 25,13 7,11 – – – – 22,06 18,98 25,13 7,11

Jawa Barat 18,43 16,87 20,00 4,33 6,51 4,83 8,19 13,19 15,64 14,37 16,91 4,14

Jawa Tengah 22,82 21,51 24,13 2,93 9,68 8,53 10,83 6,04 16,53 15,65 17,41 2,72

DI Yogyakarta 27,74 24,48 31,00 5,99 12,45 8,57 16,33 15,91 22,91 20,37 25,46 5,66

Jawa Timur 16,52 15,36 17,67 3,57 6,23 5,32 7,15 7,49 11,84 11,08 12,59 3,26

Banten 28,06 24,41 31,70 6,62 10,17 6,13 14,22 20,28 24,12 21,12 27,12 6,34

Bali 29,90 26,75 33,05 5,37 15,00 11,84 18,17 10,76 25,14 22,75 27,52 4,84

Nusa Tenggara Barat 18,96 15,90 22,01 8,22 4,88 2,78 6,97 21,88 12,35 10,44 14,26 7,90

Nusa Tenggara Timur 36,81 31,60 42,03 7,23 11,07 9,60 12,55 6,78 17,17 15,45 18,88 5,09

Kalimantan Barat 25,67 21,61 29,72 8,06 6,85 5,14 8,57 12,77 14,40 12,45 16,35 6,90

Kalimantan Tengah 31,46 26,86 36,07 7,47 12,07 9,24 14,89 11,94 20,51 17,93 23,09 6,42

Kalimantan Selatan 24,98 21,55 28,41 7,01 11,08 8,75 13,41 10,73 17,96 15,88 20,04 5,90

Kalimantan Timur 29,19 24,96 33,42 7,40 12,83 8,04 17,62 19,06 23,90 20,63 27,18 6,99

Kalimantan Utara 32,92 25,67 40,17 11,24 14,77 9,59 19,95 17,89 25,32 20,47 30,16 9,76

Sulawesi Utara 28,19 24,74 31,64 6,25 10,06 7,84 12,29 11,29 20,00 17,84 22,16 5,51

Sulawesi Tengah 23,73 18,76 28,69 10,67 9,33 7,30 11,36 11,11 13,91 11,80 16,02 7,73

Sulawesi Selatan 29,44 26,26 32,62 5,51 12,59 11,09 14,09 6,08 19,98 18,34 21,63 4,20

Sulawesi Tenggara 36,83 31,62 42,03 7,21 13,27 11,00 15,55 8,75 21,32 18,97 23,68 5,63

Gorontalo 33,96 27,63 40,30 9,52 11,41 7,98 14,85 15,36 21,77 18,25 25,28 8,23

Sulawesi Barat 28,55 20,65 36,44 14,12 9,45 6,65 12,25 15,13 13,48 10,68 16,27 10,57

Maluku 40,36 33,87 46,85 8,20 10,11 7,56 12,65 12,85 23,21 19,95 26,48 7,18

Maluku Utara 31,05 23,84 38,26 11,85 10,10 7,30 12,91 14,16 16,18 13,23 19,13 9,29

Papua Barat 28,86 20,54 37,18 14,70 10,80 6,39 15,20 20,82 16,50 12,43 20,58 12,60

Papua Barat Daya 22,21 12,95 31,48 21,28 14,14 9,82 18,46 15,60 18,47 13,08 23,86 14,89

Papua 34,14 27,84 40,44 9,42 10,78 7,21 14,36 16,90 25,00 20,87 29,13 8,42

Papua Selatan 20,74 8,03 33,44 31,26 NA NA NA 65,94 8,17 3,59 12,74 28,58

Papua Tengah 22,77 13,28 32,27 21,26 2,85 0,55 5,14 41,11 8,48 5,36 11,60 18,77

Papua Pegunungan – – – NA NA NA NA 100,43 NA NA NA 100,38

Indonesia 21,91 21,31 22,51 1,40 8,82 8,42 9,22 2,31 16,28 15,90 16,67 1,21

Provinsi

Perkotaan Perdesaan Total

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error

Estimasi

Selang 

Kepercayaan
Relative 

Standard 

Error
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